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RAPAT PARIPURNA

1 Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume I

Side A:

PembukaanRapatParipurnaDewanBP3masapersidanganke-1tahunsidang89-90denganpesertaparaanggotadewanyangmewakili

pemerintah.Acaraselanjutnyalaporankunjungankerjakomisi-komisimasaresespersidanganke-4tahunsidang88-89,denganparajuru

bicarayangmewakilidari masing-masingkomisipadasidanghari pertamaRabu6-Septtember-1989yaitu : -Komisi1 : Suwandi;Komisi

2 : Adi Pranoto;Komisi3 : Mulyadi JayaNegara;Komisi4 : Ir SMTampuBolon;Komisi5 : Ir H. AbdullahPuteh;Komisi6 : Ir

Zulkifli Indrakusuma

Sedangkanuntuk sidanghari keduaKamis7-september-1989yaitu : KomisiAPBN: Drs.Sutikno;Komisi7 : HayeSanggor;Komisi8

: Dr Anda Herawati Tarigan; Komisi 9        : Drs.  Asman Simanjuntak; Komisi 10      : Hsk Susilastuti Sutopo Isnomo.  

LaporankunjungankerjaKomisi1 disampaikanolehSuwardi,obyekkunjungankerjaadalahsatuanHankamABRIunit kerjaDepartemen

Penerangan dan instansi yang dinilai punya kaitan.

SideB: BidangPeneranganyangmenjadi obyek kunjunganadalahTVRISideB: LaporanBKSKAPsebagaipenasehatkhususDPRRI ke

sidangMajleisPBBke-44 di NewYorktanggal19-20September1990.Drs.Subagyo,dalamsidangtsb Menlu Argentina,Yosepen Garba

menyetujui tentang Palestinadan Israeluntuk dibahasdalamsidangMajleisPBB.Negaraberkembangmenjadikorbandalamekonomi

tentanghutangluar negeri,pemiludi Namimbiaharusdilakukansecarademokratisagendalainyangdibahasadalah:menyerukansemua

anggotaPBBdapat meratifikasi,masalahTimor Timur ke RI ditunda sampai7 kali berturut-turut dimana Bawardimandan Subagyo

ditunjuk sebagaistaf khusus.Selamadi New YorkbersamaMenlu Ali Alatas dan staf khususserta anggotatetap melakukankegiatan

denganhasil yangdicapaiadalah:Ekuinmengadakansidangkhusus untuk komoditi utang luar negeri, aliran dana,narkotika,wanita

dalam pembangunan, pengembangan SDM di bidang Iptek, dan masalah Kamboja supaya statusnya merdeka.
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2 Side A: Lanjutan Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume 2

-BidangPemerintahanmeliputi rencanapemekaranwilayah PemdaTk I Lampungdimana wilayah tingkat II dari 4 daerah tingkat II

menjadi 10 daerahtingkat II, 76 Kecamatanmenjadi 229 Kecamatan,dan 1517 desamenjadi 2175 desa,PemerintahanKecamatan,

PemilihanKepalaDesaserta programpengembangankawasanseperti kawasanindustri yangdiprogramkansecarapasti peningkatan

kesejahteraannya.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi III disampaikanoleh Mulyadi Jaya Negara. BerdasarkanSurat KeputusanPimpinan DPR RI

no.55/Pim/4/88-89tanggal17-7-1989dan KeputusanRapatKomisiIII DPRRItelah ditetapkanuntuk membentukTim KunjunganKerja

KomisiIII ke daerahProvinsiMaluku.TujuanTim KomisiIII melakukankunjungankerja ke ProvinsiMaluku adalahuntuk melihat sejauh

mana keberhasilanpelaksanaanpembangunanhukum khususnyapenegakanhukum di daerahtersebut serta permasalahanapa yang

dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Provinsi Maluku.  

Side B: Adapunhasil kunjungankerja adalh Kanwil DepartemenKehakimandimana pelaksanaankenaikanpangkatbagi personilnya

sudahberjalandenganlancar terkecualiuntuk mutasi pegawaieselonV yangtersendatkarenamenunggukeputusandari pusat serta

belum adanyamutasi bagi hakim dan panitera kepala/paniterapenggantidi sejumlahdaerah.LembagaPemasyarakatanAmbonyang

daya tampungnyahanya 80 orang tapi kenyataannyasetiap bulan terdapat 100 -150 orang serta kondisi bangunannyayangbelum

direhabilitasi.Imigrasi, yangsebagianbesarberasaldari Belandayangmelakukankunjunganke PulauBandaMaluku Tengah.Kegiatan

Poskumdu(PosHukum Terpadu)di Maluku berjalan denganlancar berkat bantuan masyarakatdan kerjasamainstansi terkait, telah

terbentuk 24 Poskumdu dan dilaksanakan setiap triwulan.

Rapat Paripurna ke 

3/I/1989-1990

Rabu, 06 September 

1989

Suara Jelas

3 Side A: Lanjutan. Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume 3

 Kesimpulan dan Saran :

-Gangguankamtibmasdi daerahMaluku selama5 tahun terakhir mengalamipeningkatankuantitasnyayangterbanyakadalahkasus

penganiayaan. Saran Komisi III semua kasus tersebut harus ditangani secara terpadu, mendasar dan tanpa pandang bulu.

-Pelaksanaanpenegakanhukumdi daerahMaluku seringmengalamihambatandiantaranyakeadaangeografisyangterdiri dari banyak

pulau, keterbatasan petugas serta sulitnya sarana dan prasarana perhubungan.

-Program pengawasandan dan pembinaan terhadap aparatur penegak hukum sangat diperlukan sehinggamampu memberikan

pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat. 

-Prosesperadilanyangsecaracepat,sederhana,danbiayaringanyangterjangkaukepadaseluruhlapisanmasyarakatmenurut KomisiIII

DPR RI dalam prakteknya tidak terlaksana sepenuhnya . Oleh karena itu dipertegas lagi semua kebijakan yang ada. 

Laporankunjungankerja KomisiIV yang disampaikanoleh Ir. SM. Tampubolon. Sesuaidengankeputusandewan, Komisi IV terbagi

menjadi 4 Tim kunjungankerja meliputi daerahProvinsiTimor Timur, SulawesiUtara, kalimantanBarat, dan JawaBarat.Disamping

dalam bentuk Tim para anggota Komisi IV juga melakukan kunjungan kerja perorangan. Hasil kunjungan kerjanya adalah di sektor :

-Pertaniansubsektortanamanpanganproduksidi daerah1. TimorTimur: makananpokokadalahjagungyangmerupakanhasilproduksi

sendiri dan makanankedua adalah beras, akan tetapi masih harus didatangkandari luar Timor Timur, 2. SulawesiUtara : sampai

sekarangbelum swasembadapanganberas dan kedelai namun untuk jenis panganlainnya telah terpenuhi seperti : ubi kayu, padi,

sayuran dan buah-buahan.

-Produksiperikanandi TimorTimurmasihjauh dibandingkandenganProvinsilain di Indonesia,eksploitasidari dasarlaut masihkurang

1% dari potensi yang ada dan usaha penangkapan baru bersifat tradisional yaitu menggunakan tombak. 
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Side B:Sektor kehutanan di Sulawesi Utara terdapat hutan tetap dan kawasan hutan produksi yang menghasilkan kayu.

-Programtransmigrasidi SulawesiUtara dimulai sejaktahun 1953 sampaiakhir Pelita III telah ditempatkan7382 KK,selamaPelita IV

programtransmigrasidititik beratkanpada tanah lokal/resattlemenatasdasarpertimbangantertentu sperti beradadi HutanLindung.

Sedangkantransmigrasidi KalimantanBarat, pembinaan yang yang diberikan meliputi konservasilahan, rehabilitasi pemukiman,

pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, peningkatan produksi dan pemasaran.

Laporankunjungankerja KomisiV yangdisampaikanoleh Ir. H.AbdullahPuteh,BRE.SesuaiSuratKeputusanDPRRINo.55/Pim/IV/1990

tanggal17-7-1989danjugaberdasarkanKeputusanRapatPlenoKomisiV DPRRImakakunjungankerjaKomisiV adalahDaerahIstimewa

Acehyangdi pimpin oleh Iwan Danayangberabnggotakan14 orangdan kunjungankerja dimulai sejaktanggal3 s/d 14 Agustus1989.

Temuan-temuan di lapangan :

a. Sektor PekerjaanUmum : proyek-proyekpengembanganjalan, parasaranadan sarananyabanyak mengalami hambatan dan

keterlambatandikarenakanPilaryangdirekomendasikanuntuk bangunanjalantidakdiketemukan,sehinggawaktu lamadanbiayamahal

karena menggunakan Pilar yang lebih kecil.   

b. SektorPerhubungan: keretaapi masihterlalu sempittata letak untuk penumpang,saranajalandanprasarananyasudahtak berfungsi

lagi dikarenakandukungananggaranmulai berkurangdan lama kelamaandukungandan perawatankereta api sudahtidak ada lagi

sehinggaKAtidak digunakanlagi. Sedangkansektor perhubunganlaut hanyadigunakanuntuk zonaindustri mengangkutindustri kimia,

pupuk, kertas, LNG sedang kan zona pertanian mengangkut hasil perkebunan dan kelapa sawit.
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4 Side A : Lanjutan. Rapat Paripurna ke 3/I/1989-1990 Volume 4

Perhubunganudara : Bandarudara Malikus Salehdibuat oleh Pertaminamemiliki aksesjalur yang bagusuntuk lintas daerah yang

posisinya 20 Km dari Loksumawe.

Kesimpulan dan Saran Komisi V :

-Ketidakseimbanganpembangunanantara kawasantimur utara dan kawasantengahbarat dan selatansehinggatimbul kecemburuan

sosial.

-Masalahpemerataankesempatanberusahawalaupunbanyakterdapat proyek besarnamunmasyarakatsetempatsebagaipengusaha

swasta lokal amat sulit untuk dilibatkan karena semua dimenangkan oleh BUMN dan Perusahaan asing.

-Manajemen pengelolaan proyek selalu mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan proyek.

-Kebijaksanaan dan pola transportasi yang terpadu.

Saran Komisi V adalah :

-Agar pemerintah menciptakan suatu pola transportasi yang terpadu.

-Pembangunankota Lhokseumawesebagaikota modern yangberkembangdan mengusahakankerjasamaantar sektor terkait dengan

instansi Pemerintah.

-Dalam mengembangkan keperusahaan daerah Aceh Zona perindustrian Lhokseumawe dan bandar udara dapat lebih difungsikan.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI yang disampaikan oleh Z. Indra Kusuma.

Daerahkunjungankerja adalahProvinsiMaluku,KalimantanTengahdan KalimantanSelatan,D.I.YogyakartadanProvinsiJawaTengah

serta ProvinsiSumateraSelatan,LampungDan JawaBarat. Adapunmaksuddan tujuan dari kunjungankerja tersebut adalahuntuk

melaksanakanfungsipengawasanDPRdenganmelihat langsungdi lapangankhususnyabidangenergi,pertambangan,industri, tenaga

kerja dan penanaman modal.

Keadaan dan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

BidangIndustri : di Malukuterdapat2 pabrikkayulapisdanpenggergajianyangbahanbakunyadari Maluku,KalimantanTimurdanIrian

Jaya. 

SideB : Lanjutan.Bidangpertambangandanenergidi Maluku;Pertaminadepot Ambonmengalamipermintaanyangmeningkatkarena

banyaknelayanyangsudahmenggunakanperahumesin.Permasalahanyangterjadi adalahsumberbahanbakarlain selainbahanbakar

minyak masihbelum dimanfaatkan.Perkembanganlistrik di KalimantanTengahterdapat 75 buah PLTDhal ini menyebabkandaerah

tersebut mengalamikerugian.DaerahIstimewaYogyakartaterdapat programpeningkatanpelayanan,efisiensi,pemasaran,dan mutu

keandalan. Penambangan Batu Bara di Bukit Asam mengalami peningkatan dengan kualitas yang baik setiap tahunnya.

Kesimpulan dan saran Komisi VI adalah sebagai berikut :

Rapat Paripurna ke 

3/I/198919-90

Rabu, 06 September 

1992

Suara Jelas

5 Rapat Paripurna ke 3/I/198919-90

Side A; Tidak ada suara

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

3/I/198919-90

Kamis, 04 Januari 

1990

Suara jelas
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6 Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990 Volume 1  dan 3

SideA : RapatParipurnapembukaanmasapersidanganIII tahun sidang1989-1990sesuaiketentuantata tertib pasal96 ayat 3 rapat

dinyatakanterbukauntuk umum.Sebagaibagiandari pelaksanaanRepelitaVRAPBN1990-1991mempunyaiarti yangpentingbagidalam

rangkamemantapkankerangkapembangunannasional.DisampingmembahasRAPBNDPRjugamembahasRUUyangtelah disampaikan

ke Pemerintahyaitu: RUUKonservasiSumberDayaAlamHayatidanEkosistemnyasertaRUUwajib serahsimpankaryacetakdankarya

rekam,sedangkanRUUtentangpembentukanDaerahTingkatII HalmaheraTengahdanRUUtentangSussunanPemerintahanDKIJakarta

masihmenunggurapat musyawarahyangakandatang.AmanatPresidenSoehartodalammenyampaikanNota Keuangandan RAPBN

1990-1991:

-Jadwal penyampaian RAPBN kepada DPR RI terjadwal setiap minggu pertama bulan Januari

-Pelita IV dan V merupakan sebuah kerangka landasan pembangunan, Pelita VI implementasinya (era tinggal Landas).

SideB:Tahun1989terjadi banyakkecelakaandi instansiperminyakansehinggamenimbulkanpergolakanperekonomian.Perkembangan

yang terjadi di skala Internasional (dibawah OPEC)menimbulkan perubahan harga perminyakan diberbagai negara. Atas dasar

kemungkinan yang terjadi, Pemerintah menentukan harga minyak pada RAPBN 1990-1991 sebesar 16,5US/barell. 

-Penerimaandiluar migasdiperkirakannaik25%sedangkanpenerimaanlainnyaadalahpenerimaanpembangunanyangberasaldari luar

negeri yang terdiri dari bantuan program dan program proyek.

-Belanjapegawaimeliputi pembayarangaji PNSdiantaranyakenaikangaji PNSsebesar10%,dan untuk anggaranrutindipergunakan

untuk subsidi BBM dan anggaran untuk pembangunan naik 23%.

Rapat Paripurna ke 

11/III/1989-1990

Kamis, 04 Januari 

1990

Suara jelas

7 Rapat Paripurna ke 11/III/1989-1990

Side A : Lanjutan. Persiapanmenghadapiera globalisasidampak dari perkembanganteknologi informasi dari segalaaspek. Laju

pertumbuhanekonomi dalam RepelitaIV sudahmengalamipeningkatanterutama dalam sektor non migas.Disampingdari sumber

keuangannegaramelalui anggaranpembangunanyang semakinmeningkatdari tahun ke tahun. Perkembanganekonomi, stabilitas

nasionalserta kebijakanekonomi telah terus mendorongpara penanammodal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya

peningkatanpertumbuhanekonomi yangcukup tinggi dan pemantapanstabilitasnasionalyangdinamisakanterus ditingkatkanpada

PelitaV tahun ke dua ini agartrilogi pembangunandapat terwujud ke arahyanglebih baik.Koperasimerupakansalahsatunprasarana

penunjang perekonomianmasih banyak yang harus dibenahi agar dapat berfungsi maksimal sehinggamenjadi sebuah kekuatan

perekonomian nasional. Penyusunan RAPBN 1990-1991 tetap mempertahankan prinsip anggaran berimbang yang dinamis.

SideB : Lanjutan.Pembangunansubsektor transmigrasimerupakansektor yangmemberikanperananpenting jugadalampemerataan

pembangunan,sektor pemukimandan perumahanrakyat jugabesarperanannyadalammeningkatkankesejahteraanrakyat,salahsatu

programnya adalah penyediaanair bersih. Sektor aparatur pemerintah salah satu programnya adalah penyempurnaanaparatur

pemerintah dan meningkatkan pengawasannya. 

Rapat Paripurna ke 

11/III/1989-1990

Kamis,11 Januari 

1990

Suara jelas
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8 Rapat Paripurna ke 12/III19/1989-1990 Volume 1

SideA : Penyampaianpokok-pokokpikiran KomisiAPBNatasRUUAPBN1990-1991serta Nota Keuangandan laporanhasil-hasilrapat

kerja pembicaraanpendahuluanyang disampaikanoleh Ketua Komisi APBNDrs. H. Muhammad Murni . Hasil-hasilpembicaraan

Pendahuluan RAPBN 1990-1991 yaitu : Masa persidangan I Agustus s/d Oktober aspirasi rakyat telah disalurkan kepada Komisi I s/d X dan 

sampaipadaKomisiAPBNdan hasil-hasilpembicaraanpendahuluandari Komisi-komisitersebut telah tersampaikanpadaKomisiAPBN

dan dibahasoleh Menteri Keuanganyangselanjutnyadibawake RapatKerjaMenteri KeuangandenganKomisiAPBNyangmembahas

sejumlahRAPBNuntuk tahun 1990-1991termasukdidalamnyasaran-sarandan masukanpara fraksi tentang aspirasirakyat tersebut,

dan padabulanNovemberdibahaslaporansmesterI dan pradiagnosasmesterII gunamemberikananggarantahun berjalananggaran

tahun berikutnya.

SideB : Lanjutan.Pengeluarandan PenerimaanNegaradalamRAPBN1990-1991adalah: Penerimaandalamnegerinaik 25%meliputi

penerimaanmigasdannon migas,kebijakanekonomidiluar migasbertujuanuntuk mendorongperekonomian,membatasiimpor barang

mewah, merangsangekonomi lemah, dan membukalapangankerja. Penerimaanpembangunandalam hal bantuan luar negeri lebih

sedikit jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran rutin naik 13% dari sebelumnya  karena digunakan untuk pembayaran 

bungacicilanpinjamanluar negeridan subsidiBBM.Pengeluaranpembangunannaik 23,6%dan alokasidiberikanuntuk pembangunan

prasarana dasar yang menunjang pembangunan ekonomi, pengembangan SDM dan pemeliharaan fisik.

Rapat Paripurna ke 

13/III/1989-1990

Senin,15 Januari 

1990

Suara jelas

9 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 1

SideA : RapatParipurnakali ini adalahmelakukanpembahasanmengenaipemandanganumum paraanggotatentangRUUAPBNtahun

anggaran1990-1991denganpara pembicaraadalah: Ir. Indra BambangUtoyo dari FKP,Sri Sukarto dari FABRI,Drs. H. Bunyamin

Mattaliti dari FPPdan AbersonMarley Sihaloho dari FPDI.Pembicara-1adalah:Ir. Indra BambangUtoyo dari FKPmengemukakan

bahwa :APBNtahun anggaran1990-1991harus ditetapkan denganUndang-undangkarenahal ini merupakanisyarat tanggungjawab

pelaksanaanpembangunannasionalyangdituangkandalamGBHNdan Repelitamerupakanmerupakantanggungjawabkonstitusional

antaraDPRdanPemerintah.RepelitaVsebagaitahappenutuppembangunanjangkapanjangmerupakanarahpemantapankerangkalaju

pembangunanagar bangsaIndonesia dapat memasuki proses tinggal landas dalam rangka pembangunannasional tahap II. FKP

sependapatdengangagasanPresidenSoehartodalampolitical willnya dimanadalamperusahaan-perusahaanswastaharusdimasukkan

semangat koperasi sehingga pada gilirannya akan terwujud arah kekeluargaan.

SideB : Pembicarake-2: Sri Suharto dari FABRImengemukakanpemandanganumumnyaterhadapNota Keuangandan RUUtentang

RAPBNtahun anggaran1990-1991adalahIdeologibangsatercermindalamperkembanganpolitik dalamarti luasdimanasemuaaspek

yang mendukungsistem politik merupakancermin dari ideologi nasionalyaitu Pancasila.Pembangunannasionaldi Indonesiatelah

mencakup beberapa dimensinyang dituntut oleh berbagai ideologi dimana telah mencakup pula dimensi kemanusiaan dan keadilan.

Rapat Paripurna ke 

13/III/1989-1990

Senin,15 Januari 

1990

Suara jelas
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10 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990

SideA : Lanjutan.FABRItetap mempertahankanpendapatPemerintahmengenaiprinsip anggaranberimbangdan dinamisyangsecara

substansialdari RAPBNadalah merupakan: KomitmenPemerintahuntuk mengusahakanpembangunanyang menyeluruhterutama

kepentingankelompokyanglemahdandaerah-daerahterpencilsertaterbelakang.Membangunsuatuinteraksiyangsemakinmeningkat

antara keberhasilanpembangunanekonomi, perluasanpendidikandan kesadaranperan serta masyarakatdalam demokrasi.Secara

umum angka-angkadalam RAPBNtahun anggaran1990-1991mencerminkanperbaikanekonomi rakyat Indonesiayang mapandan

prospek lebih baik. Tertib penerimaannegaramenunjukkankeadaanekonomi yang lebih sehat dan yang lebih menguat terhadap

penerimaansektor non migas.TabunganPemerintahtahun anggaran1990-1991meningkatdan mendudukiposisi30,4%dari seluruh

pengeluaranpembangunan.Pembangunanyangberasaldari pinjamanluar negerisedikitberkurangdari tahunyangsedangberjalan.Dan

pengeluaranpembangunanmeningkat 24% dibanding pada tahun 1989-1990sehinggadapat mendorong kearah yang lebih besar

terhadap kegiatan pembangunan.

Side B : Lanjutan. Pemandangan umum dari FPP yang disampaikan oleh Drs. H. Bunyamin Mattaliti adalah sebagai berikut :

- FPP sependapat dengan Pemerintah bhw Repelita V sangat strategis karena menentukan keberhasilan pembangunann berikutnya.

-Meningkatkan dan memantapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanpembangunan juga menmengemban tugas dan

tanggungjawab. 

-PrioritaspembangunanRepelitaVadalahmeningkatkankecerdasanbangsadantaraf hidupmasyarakatsertakesejahteraanmasyarakat

yang semakin adil dan merata.

Rapat Paripurna ke 

11/III/1989-1990

Senin,15 Januari 

1990

Suara jelas

11 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 3

Pemandanganumum FPDIyangdisampaikanoleh AbersonMarley Sihaloho : RUUtentang RAPBN1990-1991diproyeksikankepada

hargaminyak dunia dan ekspornon migasyangkini lebih ditingkatkan.Dalamhubunganperdaganganluar negeri denganperubahan

ekonomi global yang ditandai dengankemunculannyadi berbagainegaraperusahaanmulti corporate maka pendekatannyaadalah

secaraefektif yaitu memanfaatkanpeluangyangsekaligustantanganbagipemerintah.Tanggapanmengenaikerangkalandasandibidang

politik yangtelah banyakmengalamikemajuanantara lain telah diberlakukannya5 UU di era pembangunanpolitik yaitu sejauhmana

Pemerintahmerencanakandan melaksanakanprogram pembangunandibidangpolitik dan berapa besaranggaranyang dialokasikan

pada RAPBN 1990-1991 bagi kekuatan organisasi sosial politik.

SideB : Lanjutan.Penerimaanmigaspadatahun 1990-1991mengalamikenaikan37%denganproyeksidari tahun berjalansekarangini,

pinjaman luar negeri dimana Bank Dunia beserta negara-negarapendonor berusaha mengalihkan pinjaman ke negara-negara

berkembanglainnya.Penerimaandari pajakmengalamikenaikan1,7%.FPDIsependapatdenganPemerintahuntuk menaikkangaji PNS

dan pensiunan serta anggota ABRI yang mengacu sepenuhnya terhadap efisiensi, efektifitas dan peningkatan produksi kerja.

Rapat Paripurna ke 

13/III/1989-1990

Senin,15 Januari 

1990

Suara jelas

12 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan.Pemerintahmengatakanbahwa ketahananekonomi Indonesiatelah mengalamipeningkatansejakdikeluarkannya

paket kebijaksanaanderegulasidan debirokratisasidalam beberapatahun ini. Asumsibahwa ini akanberlanjut/berjalanterus selama

tahun 1990-1991makapeningkatanekspor,impor dan jasadalamtahun 1990-1991diperkirakanmemadaisehinggatransaksiberjalan

dapat dikendalikan. 

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

13/III/1989-1990

Senin,15 Januari 

1990

Suara jelas
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13 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 1

SideA : Pemndanganumum yangdisampaikanoleh G. Hartanto Sunaryodari FABRIyaitu : tinjauanataslintas sektoralRAPBNtahun

1990-1991RepelitaV tahun ke 2 ditandai denganprioritas-prioritasyanglebih dipertajam.FABRImendukungsikapPemerintahyang

telah menentukankebijaksanaanmenaikkananggaranbelanjabaikanggaranrutin maupunanggaranpembangunan.BerdasarkanRAPBN

tahun1990-1991bahwarencanaanggarandibidangpembangunannaiksekitar16,4%-65,9%untuk sektortenagakerjadantransmigrasi,

sektorpertaniandanpengairandimanapembangunanpertaniansesuaidenganGBHN1988telah ditetapkanadalahuntuk memantapkan

danmeningkatkanswasembadapanganyangdiarahkanuntuk menghasilkanproduksidesadankota pertaniandenganlangkah-langkah

diversifikasi,ekstensifikasidan rehabilitasiserta intensifikasipertanian.Untuk sektor pendidikanditetapkanwajib belajar 9 tahunserta

pemerataan pembangunan sarana pendidikan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal.

SideB : Lanjutan.Pemandanganumum yangdisampaikanoleh Ir. Niken Tarimasdiyonodari FKPyangpadaumumnyalebih menyoroti

pembangunanlintas sektoralyaitu : SektorHankamnasyangditujukan untuk memeliharakemampuandan kekuatanyangdiperlukan

untuk memelihara stabilitas keamanan nasional dan untuk menghadapi ancaman dimasa datang yang dapat membahayakan

keselamatanbangsadan negara.Sektor pembangunandaerah,desa dan kota denganprinsip pemerataanpembangunandan hasil-

hasilnyake seluruhtanahair sesuaidengantrilogi pembangunan.DanRUUPemekaranDaerahKabupatenHalmaheraUtaraagarsegera

di sahkan menjadi UU.

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990 

Selasa,16 Januari 

1990

Suara jelas

14 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Untuk sektor pendidikanwajib belajar 9 tahun berupaperintisanwajib belajar yangdidukungdenganpembangunan

fasilitasgedungSMP470 buahdi seluruhwilayahIndonesia,sedangsektoragamasejakRepelitaIII s/d IV telah menunjukkanhasil-hasil

yangmenggembirakannamunmasihdirasakankurangnyaguru agamadi sekolah-sekolahmulai TK,SDs/d PerguruanTinggi.Dibidang

Iptek faktor yangamat penting denganapa yangdisebut dengannilai tambah sumberdayaalam, SDM,realisasidan pengembangan

masyarakatindustri yang ditunjang dengan pertanian yang tangguh memerlukanpengetahuandan teknologi dimana anggarannya

meningkat 45,5% dibanding dengan anggaran yang sedang berjalan.

SideB : Lanjutan.Pemandanganumum yangdisampaikanoleh H. MohamadHartono,BAdari FPPyangmenyorotiRUUtentangRAPBN

tahun 1990-1991mengalamikenaikansebesar14,7%dibandingkandenganAPBN1989-1990,dimanakomponen-komponenanggaran

1990-1991berasaldari Penerimaannegarayangberasaldari penerimaandalamnegeri,penerimaandari PajakPenghasilan(PPH),Pajak

PertambahanNilai (PPN)danpenerimaandari PajakBumidanBangunan(PBB).PemberdayaansumberdayaalamsepertiHutanTropis

Basahyangdimiliki oleh Indonesiadimanasekarangini kurangmendapatperhatiandari pemerintahmengenaikelestariannyakarena

Hutan Tropis Basah yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. 

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990 

Selasa,16 Januari 

1990

Suara jelas
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15 Rapat Paripurna ke 13/III/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.PenerimaancukaitembakaudalamRAPBN1990-1991mengalamikenaikansebesarRp380,93Milyar, sementaraitu

mulaibulanJanuaridi pasaransudahmulai adakenaikanhargarokok tertentu sedangkanhargacengkehdantembakauyangdiproduksi

petaniharganyacenderungmenurun.UntuksubsidiBBMapabilapadatahun1989-1990tidak dianggarkanadanyasu.DalamRAPBNsidi

BBMtetapi dianggarkanadanyapenerimaandari hasil penjualanBBMdisebabkankarenapemerintahtelah menentukanpatokanharga

minyaksebesar14 U$ /barell. DalamRAPBN1990-1991telah dianggarkanadanyasubsidiBBMjutan.denganasumsihargaminyakbumi

sepertisekarangini makasudahbarangtentu subsidiBBMtahun 1990-1991akanterusmeningkat,namundemikianFPPmengharapkan

agarhargajual BBMdalamnegeri tidak mengalamikenaikanmengingatdampaknyasangatluas terhadappenentuankomponenharga

dan tarif.

SideB: Lanjutan.SektorpertaniandanpengairanmendapatalokasianggaransebesarRp2, 391,6trilyun dalamtahun1990-1991dengan

sasaranuntuk meningkatkanpendapatanrakyat pedesaan,memperluaslapangankerja dan mengurangijumlah pendudukdesayang

hidup dibawah garis kemiskinan untuk mendukung industrialisasi dan mempertahankan swa sembada pangan khususnya beras.

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990 

Selasa,16 Januari 

1990

Suara jelas

16 Rapat Paripurna ke 13/III/89-90 Volume 4

SideA : Lanjutan.Sektorkesehatan,kesejahteraanrakyat,perananwanita, kependudukandanKeluargaBerencanadalamRAPBNtahun

1990-1991anggaranpembangunansektor ini direncanakanberjumlah sebesarRp 591,7 Milyar. Berdasarkanrencana penggunaan

alokasidanasubsektorkesehatanakandigunakanbagipeningkatanmutu danperluasanjangkauanpelayanankesehatandasar.Bertitik

tolak dari pembangunansosialuntuk mengurangidan mencegahkesenjangansosialbaik sosialekonomi,budaya,fisik maupunmental

maka kebijakan pola penanganan harus mengalami perbaikan yang mendasar.  

SideB: Lanjutan.UntukpenanamanmodalsesuaidenganapayangditargetkanPemerintahmakadidalamPelitaV ini diharapkanadanya

investasiswastasebesarRp131,5 Trilyun yangberarti rata-rata Rp 26,3 Trilyun/th. kalaumelihat persetujuanyangdikeluarkanoleh

BKPMs/d Desember1989 makauntuk PMDNmencapaiRp19,59Trilyundan untuk PMAU$ 4,53milyar yangberarti target rata-rata

penanamanmodalRp26,5Trilyun/th dapatdicapai.FPDImenilaibahwagagasanini merupakankonsepsiyangamatbaik sehinggaFPDI

serta merta memberikandukunganpolitik yangkuat terhadappelaksanaangagasantersebut, lebih dari mitu FPDIberpendapatbahwa

mengingatstrategisnyagagasanini dalam pelaksanaanps 33 UUD'45makagagasanini harus diberi landasanhukum yangkuat agar

semuapihakterikat danwajibmelaksanakan.BahwaBUMNadalahmilik negaramakatidak dibenarkanadanyapemikiranuntuk menjual

saham BUMN baik secara keseluruhan maupun lewat pasar modal. 

Rapat Paripurna ke 

14/III/89-90

Rapat Paripurna ke 

14/III/89-90 Volume 

2

Suara jelas
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17 Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume I

Side A : Sidang membahas tentang laporan hasil kunjungan kerja dari masing-masing Komisi antara lain :

-KomisiV yangdisampaikanoleh AM Thamrin; SesuaidenganSuratKeputusanPimpinanDPRno: 18/Pim/2/1989 tgl 11-12-1989dan

KeputusanRapatKomisiV DPRRItanggal15-12-1989KomisiV malakukankunjungankerjake daerahPropinsiTingkatI SulawesiSelatan

dan Sulawesi Tenggara. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melihat secara langsung hasil pelaksanaan

pembangunankhususnyadibidang perhubungandan pekerjaanumum, pariwisata pos dan telekomunikasiserta perumahanrakyat

besertapermasalahannya.Kunjungankerja dilaksanakanpadatanggal18 s/d 24 Desember1989.Daerahtujuan dari kunjungankerjake

Propinsi SulawesiTenggaraadalah Pulau Buton sebagaipenghasilaspal karena merupakankekayaanhasil bumi Indonesia.Bidang

pekerjaanumum antara lain : proyek bendunganserbagunaBili-Bili yangdigunakansebagaipusat drainasekota Ujung Pandangdan

untuk penampunganair bersihuntuk kepentinganrumahtangga,industri, suplaiair minum, irigasi,pembangkittenagalistrik, pariwisata

danperikanan.PembangunanproyekIrigasiSadangMaraso.Proyekpembangunanjalantol di KotamadyaUjungPandanghinggamenuju

pelabuhanMakasarsepanjang3.5km serta pembangunanjalan ruas mamuju batas Sulawesitengah yang akan menghubungkan2

Propinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah sepanjang 334km.

SideB: Lanjutan.Bidangpariwisatayaitu kampanyesadarwisatadengansaptapesonanyaperlu digalakkanterusmeneruspadaseluruh

lapisanmasyarakatagartertarik danturut berpartisipasiagardapatdapatmengembangkanpotensipariwisatayangterdapatdi Sulawesi

Selatan.

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990

Selasa, 23 Januari 

1990

Suara jelas

18 Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.PN.KertasPadalarangberdiri padatahun 1961yangdibentukberdasarkanUUNo.30.Padapabrik tersebut tersedia3

buahmesinmasing-masingmesinI dipasangpadatahun1923dengankapasitas2700ton/tahun yangdapatmemproduksiberbagaijenis

kertasyangtebalnyaantara 60 s/d 229gr,mesinke 2 dipasangpada tahun 1931 dengankapasitaskertas1800 ton/tahun yangdapat

memproduksijenis kertas26 s/d 80 gr dan mesinke 3 dipasangpada tahun 1975 dapat memproduksikertas3000 ton/tahun dengan

ukuran23 s/d 32 gr. Bahanbakuutamapembuatankertasadalahmerang,pulp, kayudanbahanlainnyadan untuk pulp masihdiimpor

dari luar negeri. Pada tahun 1973 penambahanmesin baru dengan kapasitas5000 ton/hari menjadi 8000 ton/hari dan untuk

pengembangan jangka panjang dalam rangka pembuatan kertas-kertas tipis doorslag.

SideB : Lanjutan.Kunjungankerja Tim pada tanggal18 Desember1989 terdiri dari; H. Ipik Asmasubrata sebagaiketua denganpara

anggotaadalah: SusatyoMadi , BagusSasmito,Supomo,SaidAbas,Drs.Zamhari,AzmiPerkasaAlam, AzimZahid,Suparman,HM.

AmshariSyam,Puji Santosodan HeruPradipta. YangmenjadipokokbahasankunjungankerjaadalahbidangHankam,Ekonomi,Soaial

Budaya dan Penerangan

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990

Selasa, 23 Januari 

1990

Suara jelas
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19 Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.JurubicaraKomisiII Hartini SusiloWahidi mengemukakanbahwadasardari pelaksanaankunjungankerja KomisiII

adalahKeputusanPimpinanDPRNo.17/Pimp/II/1989-1990.Topikpembahasanmengenaipelaksanaanotonomi daerah,yangmanasifat

dari pelaksanaanotonomi daerahmenurut pasal7 UUNo.5/1974adalahmerupakanhak,wewenang,dankewajibansuatudaerahuntuk

mengatur dan mengurusrumah tangganyasendiri secaranyata dan bertanggungjawabdalam kerangkanegara kesatuanRI yang

tergantungpada 3 hal yaitu : 1. Kemampuanaparatur Pemerintahyangada pada daerahtingkat II untuk melaksanakantugas-tugas

pemerintahandan pembangunan.2. Tersedianyasumber daya dan potensi untuk dikembangkanbaik sumber daya alam maupun

manusia dan budaya agar dapat memperoleh penghasilanuntuk membiayaipembangunandi Pemerintahandan Daerah.3. Pola

hubungan di pusat dan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah.

SideB: Lanjutan.Bidangperhubungandarat : dalamrangkamewujudkankesepakatanGubernurKDHseKalimantan,PemerintahDaerah

TingkatI se Kalimantantelah membuat program pembangunandan peningkatanjalan lintas KalimantanPorosSelatan.Untuk tahun

anggaran1990/1991direncanakankegiatanlanjutanpeningkatandanpemeliharaanruas-ruasjalantersebutdiatasmelaluisumberdana

APBN.Laporanjuru bicaraKomisiIII yangdisampaikanoleh Abu Bakar,SH,bahwatujuan kunjungankerja ke Lampungadalahuntuk

melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan hukum  didaerah tersebut. 

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990

Selasa, 23 Januari 

1990

Suara jelas

20 Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan.LembagaPemasyarakatanMetro dengankapasitas250orangpadasaatini berisi133orangNarapidanadan65 orang

tahanan,gedunglembagapemasyarakatannyasedangdirehabilitasiterutama meninggikanatap 4m gunaterhindarnyaparanarapidana

yangmencobauntuk melarikandiri. Jumlahpegawailembagapemasyarakatan46 orang termasukpetugaskeamanan.Maslahyang

merupakanhambatanadalahbea makan dan lauk pauk narapidanakarenapada tahun anggaran1989-1990hanya bisa dibayarkan

selama 9 bulan sehingga masih ada tunggakan sekitar 3 bulan.

SideB: Lanjutan. JurubicaraKomisiIV : R.Wijaya Nata Kusumah, mengemukakanbahwawilayahyangmenjadilokuskunjungankerja

KomisiIV adalah: daerahtingkat I DKIJakartaRaya,JawaBarat,JawaTengah,dan JawaTimur yangdititik beratkanpadaKonservasi

SumberAlam Hayati dan Ekosistemnyayang tidak mengabaikantugas-tugasbidang lain dalam lingkup tugas KomisiIV DPRRI,yang

dilaksanakanpada tanggal 18 s/d 23 Desember1989 denganobyek yang dikunjungi adalah ruang lingkup DepartemenPertanian,

Kehutanan, dan Transmigrasi.

BidangPertanian: Subsektor pertanianpenampangandi wilayahDKIJakartahasil produksipertaniandari areal seluas3067hatelah

menghasilkangabahkering giling dan sayuran.Untuk wilayahJawaBaratyaitu di Serangdan Pendeglangtelah berhsil mencapaiswa

sembadaberas,untuk wilayah JawaTengahjuga telah berhasilmencapaiswa sembadaberas.Subsektor Perikanan: di DKIJakarta

pengelolaanperikanantradisional Muara AngkeJakartaUtara yang semulamerupakankawasankumuh kini telah berubahmenjadi

kawasanyangpatut dibanggakansetelahdibenahisebagaiproyekyangdikelolaoleh PemdaDKIJaya.di JawaBaratyaitu di Penjamben

Labuan dikembangkan proyek pengembangan udang.    

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990

Selasa, 23 Januari 

1990

Suara jelas
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21 Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 5

SideA : Lanjutan.Di JawaTengahPekalonganproyekpengembanganPelabuhanNusantaramengalamiperkembanganyangcukupbesar

dimanaproduksiikandewasaini meningkathinggamencapai150 ton/hari yanghasiltangkapannyatidak kurangdari 400 kapal.Sektor

transmigrasi;realisaiprogram transmigrasiDKIJakartatahun 1989/1990s/d bulan November1989 baru mencapai30%dari jumlah

sasaranprogramsebanyak1240KK.Masihrendahnyarealisasiprogramfisik ini menurut hematKomisiIVDPRRIdisebabkanolehkondisi

kependudukandalamhal keterampilannyayangyangberbedadibandingdaerahpengirimanlainnya.Olehkarenaitu perlu penganganan

program proyek denganpola networking planningproject yang tepat dan terencanayang tepat dan terencanadenganperhitungan

kondisi pendukung,masalahyangmungkintimbul dankoordinasidengandaerahpenerimadanmasalah-masalahketerlambatanproyek

dapat dihindari.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

15/III/1989-1990

Selasa, 23 Januari 

1990

Suara jelas

22 Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 1

SideA : Laporankunjungankerja Komisi-komisiselamamasaresespersidanganke II tahun sidang1989/1990yanglalu. Adapunjuru

bicara yang akan menyampaikan laporan kunjungan kerja Komisi-komisi adalah sebagai berikut :

Komisi IX         : H. Ali Tamin, SH

Komisi X          : Drs. Popo  Sonata Harun

Komisi APBN : Maskan Sajarwo, SH

Komisi VII       : Drs. Abdul Munir

Komisi VIII      : Ny Nani Dading Kalbuadi

JurubicaraKomisiIXAli Tamin,SH melaporkanbahwadaerah-daerahyangdikunjungiadalahJambi,Jateng,Jabar,Sumbar,DIY,Jatim,

Bali,NTT,Sulsel,Kaltim,Sulut,Malukudan Irian Jaya.Dasarpelaksanaankunjungankerja adalahKeputusanBadanMusyawarahDPRRI

tanggal30-11-1989,SuratKeputusanPimpinanDPRRINo.17dan 18/Pim/II/1989-1990tanggal11-12-1989danSuratKeputusanRapat

PlenoKomisiIXDPRRItanggal5-12-1989.Tujuandari kunjungankerja ini adalahuntuk memantauperkembangandanhasilyangtelah

dicapai oleh daerah-daerahyang dikunjungi dalam bidang pendidikan, kebudayaan,agama, pemuda dan olah raga serta untuk

memperolehmasukanberupa data dan informasi sebagaibahananalisadalam membuat penilaianterhadap pelaksanaanperaturan

perundang-undangan program-program pemerintah berdasarkan GBHN 1988 dan Repelita ke V.

SideB : Lanjutan.Juru bicara KomisiX Drs. Popo Sonata Harun, melaporkanbahwa tema kunjungankerja KomisiX kali ini adalah

Konservasilahandalamrangkapelaksanaanpembangunanyangberwawasanlingkungan.Atasdasartema tersebutKomisiXmelakukan

kegiatanuntuk memantaumasalahyang menyangkut: Rencanapembangunandaerah,Kependudukandan lingkunganhidu, Peranan

perguruan tinggi dalam pengembangan Iptek dan penelitian, dan Per statistikan

Rapat Paripurna ke 

15/III/1989-1990

Rabu, 24 Januari 

1990

Suara jelas
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23 Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Drs.PopoSonataHarun, KonservasisumberdayaalamselamaPelitaV telah berhasildilaksanakandenganmelakukan

konservasididalamdan diluar kawasankonservasidengancara-cara,pembinaanhutan, pembangunantaman nasionalpengembangan

wisataalam,pembinaanpencintaalam,monitoringdampaklingkungansertaperlindungandanpengamananhutan.Namunkarenadana

terbatas pelaksanaan konservasi tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

SideB : Lanjutan.Kesimpulan: Terobosanpembangunandaerahyangdilakukanoleh PemdaSumbardenganManunggalSakatotelah

menunjukkanhasil yang menggembirakan,sekiranya perlu mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam segi

pendanaannya.Anggaranrutin yangbelummencukupiperlu mendapatperhatiandari pemerintahdandalamrangkapenerimaandaerah

dari sektorperpajakanmakaperludiadakanpembenahanterutam pajakBumiBangunanyangmasihmenggunakandatatahun1970yang

sudahtidak relevanlagi. Proyek-proyekyangterkena penjadwalanulangperlumendapatperhatiankhususyangkiranyadapat dibiayai

oleh APBN.

Rapat Paripurna ke 

15/III/1989-1990

Rabu, 24 Januari 

1990

Suara jelas

24 Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.LaporanKomisiVII oleh Abdul Munir melaporkanbahwaKomisiVII melakukankunjungankerja ke PropinsiSulawesi

tengahyangberlangsungdari tanggal17 s/d 23 Desember1989dengansusunananggotatim terdiri dari; 7 orangdari FKP,2 orangdari

FABRI,1 OrangFPP,1 orangdari FPDIyangdipimpinoleh Ny Hj. SisiHerawatiHadiwitarto dari FKP.Adapuntema dari kunjungankerja

adalah:Mengusahakanterumuskannyademokrasiekonomi dalam rangkasistem ekonomi nasionalyang berdasarkanPancasiladan

UUD'45 dengan sub tema antara lain 

a. Kebijaksanaanderegulasidan debirokratisasihendaknyatetap tertumpu pada pelaksanaantrilogi pembangunandengantitik berat

pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

b. menjadikan komoditi andalan sebagai keunggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani produsen.

SideB : Lanjutan.Kesimpulanyaitu : Penerimaannegaradari sektor perpajakanbaik PPHmaupunPPN3 tahun terakhir ini meningkat

walaupundalamjumlahyangrelatif kecil.Penerimaannegaradari PajakBumiBangunanbelummencapaitarget bahkanmenurunsekitar

10%.PendapatanAsli Daerah(PAD)menyumbang17,3 % terhadapAPBDmenurun menjadi 10,7%pada tahun 1989. Pengembangan

usaha golongan ekonomi masih lambat walaupun telah dilakukan upaya untuk meningkatkannya pada tahun-tahun yang lalu.

Rapat Paripurna ke 

14/III/1989-1990

Rabu, 24 Januari 

1990

Suara jelas

25 Rapat Paripurna ke 14/III/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan.LaporanKomisiVIIIyangdisampaikanolehNy.NaniDadingKalbuadimelaporkanbahwamateri yangditinjau di daerah

meliputi :

-Bidang kesehatan : air bersih pedesaan, penggunaan obat generik, rumah sakit, puskesmas dan Perum Husada Bhakti.

-Bidangsosial : karang taruna Iposos (ideologi, politik, dan sosial), setgasos,penyantunandan pengentasanfakir miskin, proyek

pemugaran perumahan pedesaan terpadu, program bantuan korban bencana alam dan pemukiman desa nelayan.

-Bidang urusan peranan wanita : PKK, peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS), tenaga kerja wanita.

-Bidang KB :Pos Yandu dan upaya peningkatan pendapatan keluarga dan aseptor.

SideB: Lanjutan.Berdasarkanpengamatantim KomisiVIIIdi lapangan,hambatanprogramKBdisebabkanantaralain:masihadanyarasa

engganpemasanganalat kontrasepsispiral yangdilaksanakanoleh dokter laki-laki,tingkat pendidikanyangmasihrendahterutama di

pedesaan,tingkat kesehatanmasyarakatyangmasihperlu ditingkatkan.Sehinggauntuk mengatasihambatan-hambatantersebutdalam

PelitaV ini ditetapkan5 jurusprioritaspemantapansebagaistrategioperasionalprogramtersebutantaralain : pemerataan,Peningkatan

Kwalitas, Peningkatan Kemandirian, Peningkatan Peran Generasi Muda, dan Pemantapan Lini Lapangan. 

Rapat Paripurna ke 

15/III/1989-1990

Rabu, 24 Januari 

1990

Suara jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 13   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

26 Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 1

Side A : Jawabandan tanggapanPemerintahterhadap pemandanganumum DPRRI mengenaiNota Keuangandan RAPBNtahun

1990/1991.APBNharusditetapkandenganundang-undangolehkarenaitu ketetapandanpelaksanaanAPBNmerupakantanggungjawab

konstitusional DPRbersamadengan Pemerintah,untuk itu segalapandangandan tanggapanatas RAPBN1990/1991 merupakan

masukanyang sangatberhargadan sekaligusmerupakanwahanadidalam menyatukanpola pikir antara DPRdan Pemerintahguna

melanjutkan pembangunanbagi tercapainya sasaran-sasaranyang ditetapkan dalam Repelita V, karena dengan terlaksananya

pembangunannasionalselamalebih 20 tahun hinggamemasukitahun ke 2 RepelitaV telah berhasilmencapaibaba baru diberbagai

bidang ekonomi.

SideB : Lanjutan.Sistempenggajianuntuk PNS,ABRI,dan pensiunansertausahauntuk meningkatkanproduktifitaspegawai.Pemerintah

berpendapatbahwapeningkatankesejahteraanpegawaiperlu mendapatperhatiandanupayapeningkatandisiplin,produktivitaskerja,

efisiensi, dan penciptaan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Rapat Paripurna ke 

15/III/1989-1990

Kamis, 25 Januari 

1990

Suara jelas

27 Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Bahwauangdalammasyarakatberfungsiuntuk melancarkanpertukaranbarangdanjasadiantaraanggotamasyarakat.

Dalamhal ini jumlahnyaharusdijagadengansebaik-baiknyaagarsesuaidengankebutuhanmasyarakatyangjugadipengaruhiantaralain

tingkat produksi barang dan jasa, tingkat penggunaan uang atau moneynisasi dalam masyarakat, volume peredaran barang dan jasa serta 

tingkat kepercayaan masyarakat kita atas nilai rupiah. Dalam hal iklim ekonomi cukup baik bagi kegiatan ekonomi maka masyarakat akan 

menggunakan uang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat, dan begitu pula sebaliknya. 

SideB : Lanjutan.dari tahun ke tahun pemerintahtelah berusahasecarabertahapmenyempurnakanmekanismeperencanaandengan

melibatkandaerahdalamhal ini kemampuanpara perencanadi daerahtelah ditingkatkandanselanjutnyaakanditingkatkanpula para

perencanaditingkat kabupatendan Kecamatan,dengandemikiankebutuhandaerahdapat ditampungdan diserasikandenganprioritas

nasional dalam kemampuan pendanaan pemerintah.

Rapat Paripurna ke 

15/III/1989-1990

Kamis, 25 Januari 

1990

Suara jelas

28 Rapat Paripurna ke 15/III/1989-1990 Volume 3 

SideA : Lanjutan. Jawabandan tanggapanpemerintahterhadappemandanganumum DPRmengenaiNota Keuangandan RAPBNtahun

1990-1991sebagaisalahsaturangkaiantugaskonstitusionalyangtelahmenjaditekadbersamayaituPemerintahOrdeBaruuntuk dapat

memenuhi sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan. Pemerintah dengan sungguh-sungguhdalam batas-batas

kemampuannyatelah berusahauntuk menjawabselengkapmungkinsemuapertanyaandanmenanggapiberbagaipendapatyangtelah

diketengahkanolehparaanggotayangterhormat atasnamafraksimasing-masingyangmencakupkeseluruhanusahapembangunandan

kegiatanumum pemerintah.Semogausahabersamayangdilaksanakanberdasarkankesadarandan tanggungjawabkepadatercapainya

tujuan kemerdekaanakan mendapatkanmanifestasinyadidalam bentuk undang-undangAPBNsebagaiperwujudanbaik ndari politik

rakyat untuk menyelenggarakan kesejahteraannya. 

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

16/III/1989-1990

Kamis, 25 Januari 

1990

Suara jelas
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29 Rapat Paripurna ke 16/III/1989-1990 Volume 1

Side A : Acara rapat hari ini adalah pembicaraan tingkat I yaitu Keterangan Pemerintah atas : 

1. RUUtentangKonservasiSsumberAlamHayatidanEkosistemnyatelah disampaikanolehPemerintahdenganamanatPresidenNo.R.04

PU 11 89 tanggal 14-11-1989 diumumkan dalam rapat Paripurna tanggal 20-11-1989. 

2. RUUtentangWajibSerahSimpanKaryaCetakdanKaryaRekamtelah disampaikanolehPemerintahdenganamanatPresidenNo.R.04

PU1189 tanggal21-11-1989diumumkandalamRapatParipurnatanggal11-12-1989.keduaRUUtersebuttelahdibicarakandalamrapat

BadanMusyawarahpada tanggal30-11-1989dan naskahnyatelah ada ditanganpara anggotadewan yang terhormat. Pembicaraan

tingkat I keteranganpemerintah atas RUUtentang KonservasiSumberDayaAlam hayati dan Ekosistemnyayang disampaikanoleh

Menteri Kehutananyaitu : StrategiKonservasiDuniapadatahun 1980dan pemerintahIndonesiamelaluipernyataanbersamaMenpan,

Menteri Pertanian,Menteri PPLHdan Menristek pada tanggal 6-3-1980mengeluarkanpernyataanmendukungstrategi konservasi

tersebut. 

SideB : Lanjutan.RUUtentangKonservasiSumberDayaAlamHayatidan Ekosistemnyaterdiri dari 4 bagianyaitu : Judul,Pembukaan,

Batang Tubuh yang memuat materi-materi yang dapat dikelompokkan dalam 11 Bab dan 39 pasal, dan bagian akhir adalah Penjelasan. 

Rapat Paripurna ke 

16/III/1989-1990

Senin, 29 Januari 

1990

Suara jelas

30 Rapat Paripurna ke 16/III/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.PenjelasanmengenaiRUUKaryaCetakdanKaryaRekam.Salahsatuunsurutamadalamkecerdasanbangsaini adalah

tentu sajasumberinformasidanpengetahuanyangdapatdigunakandalamkehidupanbangsaini, salahsatubentukutamadari informasi

adalahkoleksibahanpustaka.Karyacetak dan karyarekamyangtelah dihasilkanitusedikit banyaknyaadalahpenting sebagaisumber

informasi dan pengetahuanmengenaikehidupanmasyarakatyangbersangkutanoleh karenanyaharus tersimpanbaik serta tersedia

untuk dapat dimanfaatkansebagaisumber informasi dan pengetahuan.Karyacetak dan karya rekam merupakankarya intelektual

bangsadan diharapkanbangsakita akanmemiliki koleksinasionalberupa karya cetak dan karya rekam yanglengkapdan terkumpul

serta terpelihara di tempat tertentu sebagai dokumen nasional.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

17/III/1989-1990

Senin, 29 Januari 

1990

Suara jelas

31 Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 1

SideA : Sesuaidenganjadwal acararapat-rapat dewan dalam masapersidanganke III tahun sidang1989-1990yang berlaku mulai

tanggal4 Januaris/d 10 Maret 1990, hasil keputusanbadanMusyawarahtanggal30-11-1989acaraRapatParipurnahari ini adalah

Pembicaraantingkat II tentang PemandanganUmum anggotaDewanmengenaiRUUtentang tentang SumberDayaAlam Hayatidan

Ekosistemnya.Urutan juru bicarayangmewakili fraksi-fraksinya antara lain : F ABRIZainudin, FKPDrs.Sudarmaji, FPPMuhammad 

Fajar Sidiq, FPDI Nicolas. 

Pemanfaatansumberdayaalam hayati yag tidak terkendali mengakibatkankerusakan-kerusakanyangdapat menurunkanpotensinya

dan bahkandapat rusak/punahsamasekaliapabilapemanfaatannyamelebihi alat dukungitu sendiri. RUUSumberAlam Hayatidan

Ekosistemnyamerupakanpelaksanaantindak lanjut dari UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentauanPokokPengelolaanLingkungan

Hidup seperti yang ditetapkan dalam pasal 12. 

Side B : Lanjutan.KehadiranUU tentang Sumber daya alam hayati dan ekosistemnyasangat diharapkansebagaipelengkapyang

peranannyadiharapkanlebih besardalamupayamengatasisepenuhnya.MasyarakatIndonesiapadaumumnyasangatmengharapkan

kehadiran UU ini dengan demikian cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 UUD'45 akan dapat terlaksana secara utuh. 

Rapat Paripurna ke 

17/III/1989-1990

Senin, 12 Pebruari 

1990

Suara jelas
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32 Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 2

Side A : Lanjutan. Dalam mutu perundang-perundangan yang ada menjadi satu hukum nasional yang bersifat menyeluruh. Sependapatkah 

PemerintahdenganFKPagar didalamundang-undangyangbaru tersebut dapat lebih mengatur,menyatukandan memajukansetara

bahkan semua peristilahan dan terminologi yang ada sehingga menjadi lebih jelas tidak rancu dan tumpang tindih.

SideB : Lanjutan.Pemandanganumum dari FPPMuhammad Fajar Sidiq : RUUSumberdaya alam hayati dan ekosistemnyatelah

disampaikanoleh PemerintahkepadaDPRRIdenganamanatPresdienRItanggal14-11-1989yangkemudiandilanjutkandenganSurat

Keputusan Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 9-1-1990

Meskipun upaya konservasiini telah dirintis beberapa tahun yang lalu namun permasalahannyamasih selalu timbul dan terus

berlangsung. 

Rapat Paripurna ke 

17/III/1989-1990

Senin, 12 Pebruari 

1990

Suara jelas

33 Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.Keadaanini harussegeradihentikan,dan langkahawal untuk itu dipandangperlu pembenahankembali perangkat

peraturanperundang-undangandibidangKonservasiSumberdayaalam hayati dan ekosistemnyayangtelah dibagidalam 2 kelompok

yaitu :

-KelompokI : peraturanperundang-undanganyangdisusundan diundangkanoleh PemerintahHindiaBelandayangmasihberlakudan

bersifat kolonial serta parsial sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional.

-KelompokII : Peraturanperundang-undanganyangdisusundan diundangkanoleh negaraRIyaitu : UU No 5/1967 tentangketentuan-

ketentuanpokok kehutanan,UU No 4/1982 tentang pengelolaanlingkunganhidup, dan UU No 9/1985 tentangperikanan.Dari ketiga

undang-undangtersebut belum dapat menampungsemuapermasalahanyangtimbul dibidangkonservasisumberdayaalam hayati dan

ekosistemnya.

Side B : Lanjutan. Gambaranusaha yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka melestarikan sumberdayaalam hayati dan

ekosistemnya, pada saat ini telah menyisihkan sebagian wilayah menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terdiri dari

-Kawasan cagar alam 177 lokasi seluas 5,9 juta ha

-Kawasan cagar alam laut 5 loksi seluas 928 juta ha

-Kawasan taman wisata 65 lokasi seluas 263.000 ha

-Kawasan taman burung 11 lokasi seluas 242.000 ha

-Kawasan taman laut 7 lokasi seluas 73.000 ha

Rapat Paripurna ke 

17/III/1989-1990

Senin, 12 Pebruari 

1990

Suara jelas

34 Rapat Paripurna ke 17/III/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan. Kawasan-kawasantersebut letaknyatersebardiseluruhIndonesia,selanjutnyadalamPelitaIV saatbangsakita tinggal

landaskawasansuakalam danpelestarianalamdirencanakanmencapaiareal18,7 juta ha daratandan10 juta ha perairanlaut. Apabila

RUUtelah m,enjadi UU apakahsikap dunia akan berubah terhadap Indonesiadibidang pemanfaatansumberdayaalam hayati dan

ekosistemnyaitu danakanmenjaminpelaksanaanreboisasi,penghijauan,terhindarnyapencemaranair danudara?Apakahimpianumat

manusiauntuk terus maju akandisertai dengankelestarianlingkunganhidup yangmenghidupinyaatau akandikurashabisyangakan

mendatangkan bencana? Tiba-tiba suara hilang.....................

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

18/III/1989-1990

Senin, 12 Pebruari 

1990

Suara jelas
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35 Rapat Paripurna ke 18/III/1989-1990 Volume 1

SideA : RapatParipurnaDPRtentangpembicaraantingkat II yaitupemandanganumumparaanggotamengenaiRUUtentangwajibserah

simpan karya cetak dan karya rekam. RUU tersebut disampaikanoleh Pemerintah bersama dengan amanat Presiden RI No.

R.05/PU/11/1989tanggal 21-11-1989.Adapun daftar nama fraksi-fraksiyang akan menyampaikanpemandanganumum atas RUU

tersebut adalah:

1. H. CH. Muhammad Muas dari FKP

2. Burhan Arifin dari FABRI

3. H. Ali Tamin, SH dari FPP

4.Drs. Ukun Suryana dari FPDI

FraksiKaryaPembangunandisampaikanoleh H. CH.Muhammad Muas Padatanggal9-01-19890menteri pendidikandanKebudayaan

atas nama pemerintah telah memberikan keterangandalam SidangParipurna DPRRI. RUU ini bertujuan untuk melindungi dan

mendayagunakankaryabaik putra dan putri IndonesiamaupunkaryaWNAtentang Indonesiayangberbentukkaryacetak atau karya

rekam dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

SideB: Lanjutan.FraksiABRIdisampaikanolehBurhanArifin : Upayauntuk mencerdaskanbangsaadalahkeharusanuntuk memilikidan

mengembangkankemampuandanmemanfaatkanpotensisertakemampuansumberdayanasionaltermasukpotensiinformasikeutuhan

yang dimiliki bangsa dalam bentuk seni dan budaya. 

Rapat Paripurna ke 

18/III/1989-1990

Selasa, 13 Pebruari 

1990

Suara jelas

36 Rapat Paripurna ke 18/III/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Bahwapemerintahtelah mengambilkeputusanuntuk menghimpunsemuahasilkaryasenidanbudayadenganciri-ciri

yang selarasdenganperkembangankemajuanteknologi disertai tata cara penyimpanandan pengamanannyasecara lebih cermat

termasukpendayagunaannyadalamrangkapelestarianhasilkaryabudayabangsa.FraksiPersatuanPembanguandisampaikanoleh H 

Ali Tamin,SH : hal ini mencerminkanpulabahwanilai strategishasilbudayabangsadalambentukkaryacetakdankaryarekamtersebut

sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa akan semakin dikagumi secara proporsional dan cermat termasuk

pelestariannya.FPPsejalandenganPemerintahbahwaperludiciptakanperaturanperundang-undangandibidangkewajibanserahsimpan

hasil karya cetak dan rekam yang dapat menampungperkembanganmasyarakatserta pengetahuandan teknologi sehinggamasa

berlakunya cukup lama.

SideB : Lanjutan.FraksiPDIdisampaikanoleh : Drs.UkunSuryaman: Salahsatu tujuan amanatUUD'45adalahterbentuknyaNegara

Indonesiaadalahturut mencerdaskankehidupanbangsa.Bahwausaha-usahayangdilakukanPemerintahtelah cukup banyakdengan

telah diundangannyaUU. RUUwajib serahkaryacetak dan rekamyangmasihdalamkaitan programmencerdaskanbangsabertujuan

ingin mewujudkansuatuperpusnasyangdapat diandalkansebagaisumberinformasidanpengetahuandimanaterhimpun semuakarya

cetak dan rekam dalam bentuk apapun.

ApabilaRUUini diundangkanmenjadi UU dapat memberikannuansakepekaanakan kewajibanuntuk menyerahkankarya cetak dan

rekamnyabukankarenaketerpaksaan.Demikianpemandanganumum FPDIdalam rangkamembahasRUUwajib serahsimpankarya

cetakdan rekam,apayangbelumtermuat dalampemandanganumum ini akandisampaikanpadapembicaraantingkat III yangdimuat

dalam Daftar Isian Masalah (DIM). 

Rapat Paripurna ke- 

19/III/1989-1990

Selasa, 13 Pebruari 

1990

Suara jelas
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37 Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 1

SideA: LaporanKomisiAPBNtahun 1990/1991tentang RUUAPBNdiperlukanperangkatundang-undangyaitu RUUPerbankan,RUU

APBN,dan RUUdi bidangPerdagangan.Dalampembahasannyapemerintahdapat menggunakanUU APBNtapi harusmemperhatikan

tentang pengembalianutang dari Bank pembangunanAsia, untuk pengawasan,dan dana bantuan luar negeri untuk pembangunan

nasional.Untukmenghadapieksportsainganluar negeriperlu danapengembanganeksportnon migas.Pembinaanmasyarakatgolongan

ekonomi lemah melalui koperasi untuk itu perlu adanya peningkatan manajerial.

Side B: Alwi dari Fraksi Karya Pembangunan, pemerintah harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong sektor usaha 

untuk mencapaikemakmuran.Koperasiperlu ditanganidenganbaik karena sebagaisoko gurunasional.Prosespembangunanjangka

panjang untuk mewujudkan cita-cita bangsasehinggakemakmurandapat tercapai untuk itu perlu disemangatiproses kehidupan

bermasyarakatuntuk mendorongprosesdemokrasipolitik melalui dialogsehinggademokrasidapat berkembangsesuaihak-hakwarga

negaradapat dipenuhi. Semakinbaiknya sandangpapan maka 30 juta masyarakatyang kurang mampu perlu diperhatikandengan

menyiapkanlapanganpekerjaan.Adanyapraktekkoklomeratdanmonopolioleh kelompokswastatertentu dapatmerugikankelompok

usahamenengahke bawah untuk itu perlu adanyakerjasama.Bantuanluar negeri untuk menciptakaniklim yangbaik untuk usaha

dengancaramengembangkankoperasi.Perludioptimalkan penerimaanpajak dan mencegahpajakbergaandayangdapat merugikan

rakyatkecil.Denganmemanfaatkanbantuanluar negeriuntuk pembangunandapatmemebrikankesejahteraandananggaranrutin untuk

membayar utang luar negeri secara rutin.

Rapat Paripurna ke- 

19/III/1989-1990

Selasa, 27 Februari 

1990

Suara Jelas

38 Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 2

Side A: Pengeluarananggarannaik 20 % perlu peran serta masyarakatdan dunia usaha mendukung penghimpunantabungan

masyarakat.Pembangunanwilayah Timur perlu ditingkatkanterutama di bidang perhubungandan ketrampilan untuk memudahkan

pelaksanaankerjadi lapangan.Untuk mencapaipembangunantinggallandasperlu peningkatananggaranuntuk transmigrasikhususnya

tran swakarsaguna pemerataanpenduduk, pengawasanditingkatkan untuk menghindarikebocorannegara,pembangunansarana

prasaranaperhubungan,dan peningkatansektor pariwisata,jumlah tenagaguru ditingkatkan.FraksiKaryaPembangunanmengusulkan

RUU APBN untuk disyakhan menjadi undang-undang.

SideB: FraksiABRI,mengucapkanterima kasihkepadamedia persyangmeliput prosesRUUmenjadiUU untuk pelaksanaananggaran

tahun ke dua Repelitake V akandisyahkanpada tanggal19 maret 1990.Di Eropasedangbergejolakanjloknyamata uangdunia dan

harga minyak bumi di pasarandunia dan bangsaIndonesiamampu melewati masalahini. Kebijakanperkembanganekonomi dan

moneter dapat memberikanpertumbuhanguna meningkatkanpelaksanaanpembangunan.Pemilikansahandi perusahaanbesaroleh

koperasiyangdianjurkanoleh PresidenRIsupayakoperasidapat berkembanguntukkesejahteraananggiotanya.Bantuandanadonatur

sekarangpindahke EropaTimur,APBNmeningkat17 %penerimaannaik25%dari pajaknaik31,7%.PBBturun tetapi penerimaanmiga

naik ditunjangkenaikantabunganpemerintahsehinggamembantupinjamanluar negeridengandemikiananggaranmenjadiseimbang

sesuaiprinsipekonomidandapatmenekaninflasisampai6 %.Penarikaninvestorluar negeridapatmemebrikannilai tambahkeuangan

negaradan menyeraptenagakerja. Sumberminyakbumi dihemat untuk kemakmuranrakyat dan pemerintahmengupayakanbantuan

luar negeriuntuk pelaksanaanpembangunansesuaikebutuhan.Pembangunanperhubunganuntuk meningkatkanalat transportasi dan

mencapaihubunganantara wilayah sehinggamenyeraptenagakerja. Pendidikanditingkatkankualitasnyauntuk pembinaangenerasi

muda untuk pembangunan Indonesia yad untuk pertahanan nasional menjadi ilmuwan yang berwawasan.

Rapat Paripurna ke- 

19/III/1989-1990

Selasa, 27 Februari 
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39 Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 3

SideA: A. makruf dari FraksiABRI,PembangunanwilayahTimur dapat terpadu,efektif untuk mencapaikesimbangandengananggaran

naik 30 % dari tahun yang lalu laju transmigrasiperlu diarahkanuntuk mencapaihasil terpadu mulai dari kemauanyang kerasdan

penyiapan lahan yang tepat. Pembinaan hukum ditingkatkan sehingga investasi dapat masuk dan menyerap tenaga kerja. Penarikan pajak 

bagi yangmampu belum tertangani untuk membiayaipembangunan.Ekonomimasihterhambat karenakarenaseharusnyamelayani

tetapi sebaliknyasehinggabanyakproyekpembangunanwilayahTimurkurangditanganidenganbaik.Menciptakanlapangankerjasesuai

denganfungsionaldapatdiperdayakansehinggadapatberkembangdanwaskatdimulaisejakdirencanakansampaipelaksanaandengan

diawasidan diarahkansehinggadapat dicegahpenyalahgunaanwewenang. Kenaikangaji PNS10 %membantukesejahteraanPNSdan

FraksiABRImenyetujui RUUAPBNmenjadiUU.Moh. Mansurdari FraksiPPP,pelaksnaanpembangunanwilayahTimur mulai membaik

dandemokrasiekonomiberkembangbaik,penerimaandari gasdanminyakbumi naik 10,7triliyun perlu ditingkatkansertaPPnnaik 7

%.

SideB: Mansur dari FraksiPPP,petani dibebaskandari PBB,bantuan luar negeri memberi kontribusi untuk pembangunansejauh

penggunaandana untuk kesejahteraanrakyat. Penerimaanpinjamanini tidak ada kaitannyadenganpolitik dan merupakanpinjaman

lunak.Pembayaranhutan 84 %dari anggaranharusdibayarsupayamendapatkepercayaantanpamelanggarkesepakatanyangdiambil.

Untuk kesejahteraanPNSperlu ditingkatkanterus dan 4,9 triliyun tabunganmasyarakatditingkatkanuntuk pembiayaanpembangunan.

sasarandan pemerataananggaranuntuk penyerapantenagakerja. FraksiPPPmengusulkanpenyempurnaanpelaksanaanpemilu dan

penataranP4 hasilnyabelum maksimaluntuk itu perlu dimaksimalkankurikulumnyasupayapesertanyabenar-benarmenerapkanisi

Pancasila.Perlu peningkatanmutu pendidikan Madrasahagar siswa dapat menerapkanpendidikan agama di masyarakat.Aparat

penegakhukumtidak membedakanmasyarakatyangmencarikeadilandanpemerintahdianjurkanuntuk memberibantuanhukumbagi

yang tidak mampu. harga pupuk petani dimurahkanuntuk kesejahteraanpetani dan menuju ke swasembadapangan.meningkatkan

semangatkoperasiuntuk kepentinganorang banyakdan perusahaandiminta untuk memberika25 % untuk pengembangankoperasi.

Taraf hidup para transmigran ditingkatkan sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan program Inpres diberikan secara utuh sehingga 

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Rapat Paripurna ke- 

19/III/1989-1990
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40 Rapat Paripurna ke 19/III/1989-1990 Volume 4

Side A: Kegiatanwaskat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatbelum tuntas untuk itu pengawasanfungsional perlu

ditingkatkan dengan cara disiplin nasional.Anggaranfungsional meningkat yang melakukanpemantauanpemeriksaan.FraksiPPP

menghimbauSDMperlu ditingkatkanketaqwaannya.Pemerintahharusnyamenyalurkanpaket kecil peminjamanuanguntuk koperasi

gunasehinggapetanidapatmencapaipemerataankesejahteraansehinggagolonganekonomilemahdapatkeseimbanganhidupsehingga

ekonomi menjadi kuat. Moh. Mansyur,dari FraksiPPPdenganpejabat Depkeupada pemandanganRUUAPBN. APBNsesuaiTrilogi

Pembangunanuntuk mencapaipembangunantinggallandas denganberpatokanpadaharhaminyakbumi. PembangunanwilayahTimur

harus ditingkatkan ketertibannya dan mendapat prioritan sehingga pemerataan Trilogi pembangunan dititikberatkan pada

pemerataantapitidak sepertiyangdiharapkansehinggatimbul konglomerat.Koperasidapatmemanfaatkanpeluanguntuk kesejahteraan

bantuansosialParpoldan Golkaruntuk mendahulukanrakyat supayarakyat punyahak dan kewajibanuntuk memikul tanggungjawab

pembangunan.ABRIdiminta untuk mengayomirakyat karena asal-usulABRIdari rakyat sehinggamasyarakattidak jenuh dengan

perilaku kekuasaan ABRI.

SideB: FraksiPDI,ClarisSitompul,menyambutbaik kebijakanMenteri DalamNegeri,RudiniNo. 13/2/1990 tentang penyusunantatib

DPRDTk I dan II.Kekuranganguru pada Pelita VI belum terpenuhi untuk itu perlu ditunjang dengansaranadan prasarana.Upaya

penciptaantanah perlu dilakukanuntuk pemerataankepemilikantanah karenasebelumnyabelum terpenuhi sehinggaperlu realisasi.

DepartemenTransmigrasidapat merealisasikananggaransesuaiInpres No. 1 tahun 1986 untuk penyerapananggaran.Penggarapan

hutanperlu ditingkatkanuntuk menyerapSDMdanmenghasilkanhasileksportrotan. Danarehabilitasiperlu diterapkanuntuk reboisasi

yangmenyerapdana4 milyarduntuk itu perlu adanyareboisasi.Polapenyuluhanhukumyanglangsungmenyentuhmasyarakatsupaya

warganegaradapat mematuhihukum dan taat hukum supayaUU Perkawinanmelalui Sadarkum.Untuk pemerataankesehatanperlu

proyek rehabilitasiuntuk anak -anakdan tempat bersalindi RSProvinsi.Kerjasamapertamina dan swastaharusdiawasidenganbaik

sehinggaBBM tidak dinaikan karena sangat mempengaruhi.PenyerapanSDM perlu diatur dengandasar hukum untuk melindungi

bekerja.Anggaranpenelitian dinaikanuntuk pengembangan.FraksiPDImenghargaikeberhasilanpemerintah tentang pengembangan

listrik tenagasurya di Sukabumisehinggahal ini bisa dikembangkandi daerah perbatasanatau daerahterpencil untuk pemerataan.

Perbaikanperumahankumuh melalui program perumahandan masyarakatrendah bisa mendapatkancicilan rumah denganbunga

rendah untuk menghindari gejolak sosial.
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41 Rapat Paripurna ke 20/III/1989-1990 

SideA: ClarisSitompuldari FraksiPDI,untuk pendidikansumberdanadari masyarakatdigunakansebaik-baiknyadan untuk mencapai

eksportnon migaspemerinahdiharapkanmengelolabahan bakuuntuk diproduksisendiri sehinggadapat menekandevisit.Pemasukan

modal dan peminjaman dana dari luar negeri untuk pembangunanpemerintah dapat merealisir dengan penuh tanggung jawab.

Walaupunharga minyak bumi naik APBN1990 masih ada devisa untuk itu perlu ditingkatkan pendapatanpetani dan pengadaan

peralatankerja untuk pelayananmasyarakat.RUUtentangperimbanganpembiayaandaerahdanpusatperlu diperbaruisupayadaerah

mempunyaisaranahukumdalammengaturpembiayaandaerah.Pendapatakhir FraksiPDIdalampembicaraanTkIII bahwakesenjangan

pusatdandaerahitu adadanperlu adanyakomputerisasisertamonitoringpenggunaananggaranRUUtentangperbendaharaannegara

yang diajukan pada taun 1990 dapat diterima dan disetujui  RAPBN tahun 1990 untuk disyahkan menjadi undang-undang.

SideB:Rapatyangdihadiri335anggotadewanuntuk mengesahkanRUUAPBNmenjadiUndang-Undang.Menteri Keuangan,JB.Sumarlin

: Bahwauntuk menjagakelangsunganpembangunanmakaUU telah disyahkandan kamimengucapkanterima kasih.Pemerintahselalu

mengajukanRUUAPBNpada tahun ke- 2 RepelitaV untuk memasukkipembangunanera tinggal landas.Aliran modal lebih besarke

negaraindustri dari padanegaraberkembangdisebabkanadanyaproteknise,hal ini mempengaruhinegaraberkembangsehinggaharga

minyak bumi tidak mengalamikenaikan.Aspekpengelolaanuangnegaraagar dapat digunakansesuaisasaransehinggaperlu adanya

pengawasanfungsional sebagaimata rantai APBNuntuk menghindarikebocorannegara.Pertumbuhanekonomi dapat berkembang

karenaadanyapeluanguntuk meningkatkanproduktifitassehinggadunia usahadapat terarah jelassehinggahasil pembangunandapat

dirasakansecara merata untuk itu pemerintah memberikan deregulasidan debirokrasi secara sistem. Penyempurnaankebijakan

pemerintah berbagai perangkat hukum dimantapkan agar mencerminkanpada kesetiakawanannilai kekeluargaan,kebersamaan

bersumberpadaUUD1945danPancasilauntuk memberikanaturanhukumyangjelasdalampelaksanaannya.Danadalamnegeridapat

digunakansecaraoptimal dan investasiluarnegeri dapat memberi peluanglapangankerja. Berhasilatau tidak penggunaananggaran

tergantungdari instansidan kesanggupanaparatur yangmenggunakanoleh sebabitu harusberpegangsecaraterarah dan terkendali

sesuairencanaprogramdandisiplinpembiayaanfungsisertakegiataninstansitsb sehinggadituntut untuk berhematsesuaikebutuhan,

disiplin kerja, jujur, tekun, efisien.

Rapat Paripurna ke 

20/III/1989-1990, 

Selasa, 27 Februari 

1990

Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 21   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

42 Rapat Paripurna ke 21/III/1989-1990 

Side A: BJ. Habibie, menyampaikanrancangan pemerintah tentang RUU Ilmu PengetahuanIndonesia. Teknologi sebagai ilmu

pengetahuanyangharusdikembangkandenganmetodesecarakeseluruhaninformasi untuk yangdigalidandisusununtuk memberikan

kejelasantentang hakekat berbagaigejala alam dan kemasyarakatanuntuk memperoleh hasil yang diperlukan bagi kelangsungan

hidupnya sehinggadapat merubah peradabanmanusia.SekarangIlmu pengetahuandan teknologi dapat berkembangdenganpesat

untuk kehidupan pribadi, masyarakat,dan internasional. Kekayaanbangsa tergantung dari kekayaanIptek dan teknologi untuk

percepatanteknologigunamemperolehproduk baru semuaini karenaditunjangdenganIptek sehinggaakanmendapatnilai tambah.

Meningkatkanmutu hasil pembagunanyangberhubungandenganinternasionalkarenasebagaiprestisedan kemajuanbangsa.Setiap

bangsaberusahameningkatkanpengetahuansupayatidak ketinggalandenganbangsalain denganmajunyabangsaIndonesiamampu

menyumbangkan, memanfaatkan,danmenerapkanteknologimutakhirdi bidangtransportasi,komunikasi,penginderaanjarakjauh,dan

penerbangan. 

TujuanIptek sebagaisaranayangmampusebagaipenunjangpembangunan.Tahun1956dibentuk MajelisPengetahuannasional,tahun

1967diganti lembagaRisetNasional,tahun 1978hadir BPPThal ini untuk untuk menghadirkankegiatanpenelitian danpengembangan

penelitian.Tahun1984tahappenggunaanteknologi,tahappenerapantransportasi, tahappengembangan,dan tahappenelitian,hal ini

akan menghasilkan8 wahana yang hasilnya untuk kesejahteraanmasyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan

bermasyarakat.Parailmuwanbertanggungjawabdengahasilpenelitiandandampakyangditimbulkansehinggaharusadapertimbangan

para ahli sehingga wajar Iptek diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Side B: Akademi Ilmu PengetahuanIndonesia tugasnyamenyampaikansaran pertimbangantentang ilmu pengetahuan,tujuannya

melaksanakanhubunganinternasionalsehinggadapatmenampungdanmendapatdatauntuk perkembanganIptek,melaksanakantelaah

di bidang pengetahuan dan teknologi data dan informasinya untuk kepentingan nasional dan internasional yang dapat

dipertanggungjawabkan.Investasi ilmu pengetahuan dapat memberikan nilai tambah untuk kehidupan manusia1

Rapat Paripurna ke 
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43 Rapat Paripurna ke 22/III/1989-1990 Volume 1

SideA: Mendagri,Rudiniselakumewakili pemerintahmengajukanRUUtentang pembentukanKabupatenTk II HalmaheraTengahdan

RUUKodyaTk. II Bitung.Untuk mewujudkanaspirasimasyarakatHalmaheraTengahdan Biitungmerupakanjanji pemerintahsehingga

dibahaspadaRapatParipurnaini. HalmaheraTengahdalamsejarahnyaikut mengembalikanwilayahIrian Baratdimanasaatdikuasai

olehBelandadaerahtsbberbentukKawedananTidoredandi daerahini telahdicetuskanTrikora. Tanggal13 Juni1967GubernurMaluku

menegaskandaerahIrian BaratdisiapkanmenjadidaerahTk II. Sekretariatdandaerahdan jumlah pegawaidari semuadinasada1181

orang. 

SideB: KabupatenTkII HalmaheraTengahmerupakankota administrasiyangdibentukpertamaterdiri dari 3 kecamatanapabiladitinjau

dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum . Kota administrasiBitung berkembangsangat pesat banyak industri baru,

konstruksi,perikananmengakibatkanbertambahnyapenduduknaik hingga75 % maka perlu dibentuk pemekarankecamatanuntuk

meningkatkan pelayanan masyarakat. Walaupun Bitung hanya kota administrasi tetapi kkgiatannya dan kesibukan perangkat

administrasinyasepertiTkI sedangkanjumlahpegawaihanya194 orang.Semuakecamatanmempunyaigedungkantor setingkatKanwil

untuk tingkat II. KecamatanBitungUtara,Tengah,dan Timur untuk mewujudkanketertibankeamananurusantsb dilaksnaakansecara

nyata oleh sukudinas.Kota Madya Bitung dan KabupatenpengangkatanKepalaDaerahDPRDsesuaiperundang-undangan.Walikota

Madya diangkatoleh Gubernurdan akan diangkat20 anggotaDPRDdari Minahasauntuk ditempatkandi Bitung. Pembiayaanakan

mendapatbiayatambahandari pemerintahuntuk operasionaldanpenambahanpegawaiselama3 tahun. Berdasarkanfakta -fakta tsb

sesuaiketetapanMPRRINo II/MPR/1988,GBHNkhususuntuk pemekarandaerahdanpembentukanKabupatenHalmaheraTengahdan

Kodya Bitung merupakan janji pemerintah maka dibentuk kedua daerah tsb dari kecamatan menjadi Kabupaten dan Kodya.

Rapat Paripurna ke 
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44 Rapat Paripurna ke 22/III/1989-1990 Volume 2

SideA: Menteri Muda TanamanKerasa,ParadaHarahapselakupemerintahmemberikanjawabandalampemandanganumum tentang

RUUWajib serahkarya cipta dan karya rekam. Untuk mengamatiUU ProdukHindia BelandaPs33 disebutkanbahwa bumi air dan

kekayaanyang terkandungdi dalamnyadigunakanuntuk kesejahteraanrakyat artinya semua yang ada dibumi harus dikelola dan

dimanfaatkansebaik-baiknyauntuk masa kini dan mendatang.untuk meningkatkankesadaranhukum warisan Belandamaka RUU

sumberdayaps 12 No. 4 Tahun1984tentangPokok-PokokPolaLingkunganHiduppengertiansumberdayaada3, yaitu: Perlindungan

ekosistem,pengawasanjenissatwa,danpelestariansumberdayahayatidanekosistem.Konservasibukanuntuk kepentingankonservasi

belakatetapi mengenaikesejahteraanrakyat sehinggadapat manfaat dan masyarakatikut bertanggungjawabuntuk menyelamatkan

ekosistemsehinggadapat berhasil.*Posesekosistempunyamanfaat tinggi sehinggaperlu diwujudkanpelestariansatwa kehidupandi

wilayahRI.RUUyangdiajukanuntuk menggantiUUyangadaal: UUNo. 5 Tauhun1967tentangKetentuanPokokKehutanan,UUNo.4

tahun1982tentangKetentuanPokokLingkunganHidup,UUNo.9 tahunTentangPerikanan.Halini karenapenjabarannyamasihterbatas

misalnyaperaturantentangpenangkapanikan,wisatalaut, kepemilikansatwaperoranganbelumdiatur dalamketigaundang-undangini.

AlasanyangmendasariadalahkedudukangeografiswilayahIndonesiamenjadi jalur internasionalantara Pasifikdan SamuderaHindia

untuk itu perlu adanya UU yang ketat dan menanggapi anti kayu tropis hal ini untuk menangkal isu tsb sesuai kondisi kita.

TujuanIptek sebagaisaranayangmampusebagaipenunjangpembangunan.Tahun1956dibentuk MajelisPengetahuannasional,tahun

1967diganti lembagaRisetNasional,tahun 1978hadir BPPThal ini untuk untuk menghadirkankegiatanpenelitian danpengembangan

penelitian.Tahun1984tahappenggunaanteknologi,tahappenerapantransportasi, tahappengembangan,dan tahappenelitian,hal ini

akan menghasilkan8 wahana yang hasilnya untuk kesejahteraanmasyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan

bermasyarakat.Parailmuwanbertanggungjawabdengahasilpenelitiandandampakyangditimbulkansehinggaharusadapertimbangan

para ahli sehingga wajar Iptek diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Side B: Akademi Ilmu PengetahuanIndonesia tugasnyamenyampaikansaran pertimbangantentang ilmu pengetahuan,tujuannya

melaksanakanhubunganinternasionalsehinggadapatmenampungdanmendapatdatauntuk perkembanganIptek,melaksanakantelaah

di bidang pengetahuan dan teknologi data dan informasinya untuk kepentingan nasional dan internasional yang dapat

dipertanggungjawabkan.Investasi ilmu pengetahuan dapat memberikan nilai tambah untuk kehidupan manusia.

Rapat Paripurna ke 

22/III/1989-1990

Kamis, 8 Maret 1990 Suara Jelas

45 Rapat Paripurna ke 23/III/1989-1990 Volume 1

SideA: Indonesiamenyamnggupimembayarbiaya kegiatanpada tahap I. Sekjendari ASEANdan masajabatansekjen5 tahun biaya

ditanggung bersama dari AIPO. Susunananggota: Abdul Lopez diangkat sebagai Sekjen AIPO diberi 1 sekretaris berkantor di

Jakarta.JabatanSekjendanDeputiAIPO3 tahundari ASEANsedangkanstaf berdomisilidi Jakarta.Mulai September1990jabatanSekjen

dari Indonesiawakildari Thailanddanberkantordi gedungDPRRIdi Jakarta.Tanggal17Februariberdiri sekretariattetap di Jakartayang

ditandai dengapengguntinganpita. SekjenAIPOjabatansampaisidangAIPOmendatangdi Singapuradimanastruktur nantinyaakan

ditatapka di Singapurasedangkanstaf di Jakartadan rencananyaakan mendirikansekteraiatnasionaldi setiap negaranya.Indonesia

bersediamenyiapkandanaoperasionalnyadandalamsidangtsb menghabiskandana120.000$ ditanggungoleh 5 negaraAIPO/ASEAN.

DalamkegiatanAIPOdi jakartadihadiri 322dewan,FraksiABRI82,PPP30 orang,PDI23orang.KetuaDPRRI,Daryatmomenurutsidang

AIPO.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

23/III/1989-1990

Kamis, 8 Maret 1990 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 24   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

46 Rapat Paripurna ke 24/III/1989-1990 Volume 1

SideA: Menteri DalamNegeri,RudinidalammemberikanketeranganpemerintahtentangRUUSusunanPemdaDKIJakartapadapasal6

1976 kedudukanJakartasebagaiibukota RI apabilakedudukandisamakandenganprovinsi lainnya akan mengalamikendalakarena

Jakartamerupakantempat menyelenggarakankegiatansecararegionalnasionaldan internasional, makaRUUtentangsusunanPemda

DKIsebagaiIbukotaRI.LatarbelakangRUUini karenaJakartamengalamipertumbuhandengancepatyangdilatarbelakangioleh faktor

historis lahirnya Budi Utomo, Pancasila,UUD1945, dan Proklamasi.UU No. 1 Tahun1956 UUDSerikatPemerintahIbukota Jakarta

dijalankanolehWalikotaataspetunjukMenteri DalamNegeri,kemudianUUNo. 1 ayat1 tahun 1957JakartasebagaiIbukotadanmulai

Februari1961 Jakartadipimpin oleh Gubernur dan dalam PenetapanPresidenPemerintahJakartaRayameliputi DaerahKotapraja

JakartaRayadikuasaioleh PresidenRI melalui Menteri I kewenanganJakartaRayamelaksanakankegiatanpemerintah pusat dan

anggaranditetapkanoleh pemerintahAgung.Maka mulai saat itu disebutDKI.UU No. 10 tahun 1964 tentangpernyataanDKIJakarta

RayamenjadiJakartaRayakemudianditata denganperaturanNo.D.3/1/1/66 tentangpembentukankota administrasiyangdikukuhkan

N025 tahun1978ps6 UUN0.5 tahun1974IbukotaRImengingatpertumbuhanpendudukdanlainnya.UUyangmengatursecarakhusus

adalahNo. 2 dan No. 10 tahun 1974 sehinggatimbul masalahkarenasebagaidaerahprovinsi denganotonomi khususmengahdapi

tantangan secara komplek karena wilayahnya terbatas tapi jumlah penduduknya tinggi sehinggaperlu adanya sinkronisasidari

penanganananpenyelenggaraannya,makaDKItidak dibagimenjadiDaerahTKII tetapi sebagaidaerahotonomi khususTkI hal ini untuk

tidak melahirkanotoritas lain tetapi untuk kesatuanpembinaan.DKIdibagi wilayah Kodya,gubernur dibantu 3 walikota dan wakil

karena tugasnyabanyak maka tidak memungkinkanuntuk kelancarankegiatan pusat di bidang politik, acara kenegaraan,pusat

kegiatannasional,regionaldan internasional,dan pembangunankota makagubernurminta petunjuk presidendimanaanggaranAPBD

dibantu dengan APBN.  

SideB:LaporanBKSKAPsebagaipenasehatkhususDPRRIke sidangMajleisPBBke-44 di New Yorktanggal19-20September1990.Drs.

Subagyo,dalamsidangtsb Menlu Argentina,YosepenGarbamenyetujuitentangPalestinadanIsraeluntuk dibahasdalamsidangMajleis

PBB.Negaraberkembangmenjadi korban dalam ekonomi tentang hutang luar negeri, pemilu di Namimbiaharus dilakukansecara

demokratisagendalain yangdibahasadalah:menyerukansemuaanggotaPBBdapat meratifikasi,masalahTimor Timur ke RIditunda

sampai7 kali berturut-turut dimanaBawardimandan Subagyoditunjuk sebagaistaf khusus.Selamadi New YorkbersamaMenlu Ali

Alatas dan staf khususserta anggotatetap melakukankegiatandenganhasil yangdicapaiadalah:Ekuinmengadakansidangkhusus

untuk komoditi utangluar negeri,alirandana,narkotika,wanitadalampembangunan,pengembanganSDMdi bidangIptek,danmasalah

Kamboja supaya statusnya merdeka.

Rapat Paripurna ke 

24/III/1989-1990

Jumat, 9 Maret 1990 Suara Jelas
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47 Rapat Paripurna ke 24/III/1989-1990 Volume 2

SideA: RapatpembahasanTk I keteranganpemerintahtentangRUUKepariwisataandan Tk II jawabanpemerintahtentangRUUwajib

serah karya cipta dan karya rekam. Rapat dihadiri oleh 218 anggota dewan dari 3 fraksi. Menteri Pariwisata,Susilo Sudarman:

Pembangunanpariwisatadenganmengembangkanpotensikepariwisataanuntuk menghasilkanekonomigunamendorongkesejahteraan

rakyat. Tanggal29 Desember1990 untuk pertama kalinya disampaikanRUUKepariwisataanguna memudahkansektor pariwisata

sebagai sektor devisa non migas yang setiap tahunnya selalu meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Pariwisata

memanfaatkansektoralamyangsudahadahal ini akanmemperkokohjatidiri bangsadan hubunganantar bangsasebagaibangsayang

berbudaya.Alam merupakanpotensi besardari bahari untuk itu perlu dikelola denganbaik dan profesionalismesehinggawisatawan

dapat tertarik dengan alam dan budaya kita sehingga bisa dikenal diseluruh dunia.

SideB: SesuaiInpresNo. 3 Tahun1989 tentang kepariwisataanmenjadikanVisit Indonesiasetiap tahun diprogramkanmelalui Sapta

PesonaPariwisatahal ini untuk menyeraptenagakerjasehinggasektornon migasmenjadibesar.RUUini dirintis dari tahun1974melalui

pertemuan-pertemuansebelumdibentuk Deparpostel.Setelahtahun 1983berdiri Deparpostelmakaperlu penambahanmateri melalui

RUUmembentuk tim dari pariwisataswastadan melibatkanberbagaiinstansi.Kegiatanpariwisatamemanfaatkanalam dan budaya

sehinggamenyeraptenagakerja dandevisanon migasuntuk itu perlu dibangunobyekwisatayangterakomodirdalampasal15 tentang

keamanandan ketertiban, pasal19 tentang angkutandan perhubungan,pasal20 tentang pendidikandan kebudayaan,dan pasal33

tentang lingkungan hidup.

Rapat Paripurna ke 

24/III/1989-1990

Sabtu, 10 Maret 1990Suara Jelas

48 SideA: JawabanpemerintahtentangRUUwajib serahsimpanhasilkaryacipta dan karyarekam.Menteri Pendidikandan Kebudayaan,

tanggal29 Januari1990usahapengumpulankaryacipta danrekamandibuat RUUsupayapembangunandibidangperpustakaannasional

dan daerahdapat berkembangkarenadapat meningkatkankualitasdan kuantitas. Pengelolaanperpustakaansupayadapat digunakan

untuk mengembangkanilmu pengetahuandengancarapengumpulan,pelestarian,pendayagunaanhasilbudayabangsasehinggasemua

jenis terbitan dalam bentuk apapundapat dikonsumsimasyarakatluas dan disimpandi perpustakaanpusat dan daerahuntuk dapat

didayagunakan.

Side B: Materi karya cipta dan rekam pemerintah akan menyimpan setelah diserahkan. Lembaga Perpustakaan dapat melakukan kegiatan 

pelestariandan penyimpananhasil cetak dan karya rekam yangpembiayaannyadilakukaoleh pemerintah. PembicaraanTK. II RUU

Sumberhayati selesaitanggal8 Maret 1990 dan RUUSerahdan Simpan selesaitanggal10 maret 1990.Dalamrangkapemanfaatan

landasankerangkapembangunandituntut untuk semakinmemperkokohsolidaritassosialnasional.Walaumencapaisuksesdi bidang

pembangunantetapi masihbanyakyanghidup sulit. Ny. FatimahAchmad,studi bandingke Australia,Malaysiadan SyaifulSulun,H. J

Naro dan Drs. Suryadi melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mendengar aspirasi dan menampung keluhan masyarakat. 

Tidak Ada judul Sabtu, 10 Maret 1990Suara Jelas

49 Rapat Paripurna ke 25/IV/1989-1990

Side A: Tidak Ada Suara

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

25/IV/1989-1990

Tidak Ada Tanggal Tidak ada 

suara

Reksur DPR RI 1989 - 1993 26   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

50 Rapat Paripurna ke 25/    /189-1990 Volume 2

SideA: LaporanMenteri Muda Keuangan,pelaksanaanpembiayaanpembangunanirigasidi JawaBarat,JawaTengah,Sulawesi,NTBdan

pembangunan6 bendungandi Jawadan Kalimantan.Pembiayaanprogramrehabilitasi jalan , jembatan, rel KA,dan pengembangan

kesyahbandarandisampingitu program pendidikantingkat atas dan tinggi baik kejuruan maupun non kejuruan , gedungpoliteknik,

laboratorium, program energi listrik, PLTUIII dan IV di Belawan dan Tulungagungsemua ini dibiayai dari tambahan anggaran.

Pengeluaranrutin 17 triliyun 350milyarduntuk realisasibelanjapegawai,operasional,danpemilu.Tabunganpemerintah4 triliyun 351

milyard dan penerimaanpembangunan5 triliyun 562 milyard. Ketuasidangmembacakansusunananggotapansusuyangditentukan

berdasarkanrapat paripurnauntuk membahasRUUKonservasisumberdayaalamdanekosistemyangterdiri dari: Tambunan,Rangkuti,

HE. marboen, Jamarisius,Hardoyo, R. TubagusHamsyah,Suwardjo Djoyohadisusno,Sutopo, Drs. Sudarmadji,Drs. Syarif Alkadri,

Bambang Supangat, Indrajaya, Alam F, Dra. Ulfah HS Harmanto, Rapat ditutup.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

25/  /1989-1990

14 Mei 1990 Suara Jelas

51 Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 1

SideA: Sidangdihadiri 304 anggotadari 3 fraksi untuk pembukaanmasasidangke- 4 1990/1991untuk membahas:pembukaanmasa

sidang ke- 4 tahun 1989/1990, pembicaraanTk. I tentang RUUtambahan dan perubahanAPBNtahun 1989/1990, penghitungan

anggarannegara1988/1989,pembicaraanPansusekosistem.Sidanguntuk membahas10 RUUal: RUUkonservasidan ekosistem,RUU

wajib simpankaryacetak,RUUsusunanDKIJakarta,RUUPembentukanKabupatenHalmaheraTengah,RUUAkademiIlmu Pengetahuan

Indonesia, RUU Kepariwisataan, RUU PTUN di Jakarta, Medan, Ujung Pandang, dan RUU Perhitungan APBN.

SideB: Ketuamembukasidangdan mengucapkanbela sungkawakepada3 dewanyangtelah meninggaldunia dan mengangkatSekjen

DPR RI. Wakil Menteri Keuangan,Drs. Suryadi memberikan penjelasan tentang RUU Tambahan Keuanganuntuk memenuhi

ketentuankonstitusionalPasal5 UU No. 1 Tahun1989tentang Pendapatandan anggaranbelanjanegaratahun 1990.UU ini disiapkan

untuk setiap tahun anggaran sesuaistrategi pembangunanseperti yang diamantkandalam Repelita.Ketahananekonomi nasional

berkaitandenganminyak dan gassehinggapemerintahberusahameningkatkansumberdana dari non migasterutama dari sumber-

sumberpajak.Penerimaanpajakmigasnon igasmencapaisasarankarenaperkembanganhargaminyakdangas,PPn,PPh,pajakeksport

mengalamikenaikanhal ini bisadigunakanuntuk pembiayaanpembangunanyangsedangdilaksanakan.Halini untuk memberisemangat

kerja aparatur negaraserta biaya operasionalpeningkatansubsidibahan bakar minyak karenamelonjaknyaharga minyak di dunia

menyebabkanbiayarutin meningkatmenjadi220 milyard.Repelitamemberibatasandanpetunjuk dalampembiayaanRepelita seperti

pertamina, pariwisata dll. 39 % dibiayai pelaksanaan pembangunan dari tabungan pemerintah dan utang luar negeri.

Rapat Paripurna ke 

26/IV/1989-1990

14 Mei 1990 Suara Jelas
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52 Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 2

SideA: Rapatdihadiri oleh324 dewanuntuk melaporkanhasilkerjakomisi-komisipadamasareses.Ir. UmbuMehangkundadari Komisi

IV, melaporkanhasil kunjunganke Bengkulu,Maluku, NTT pada tanggal 12 - 18 Maret 1990 pada obyek kehutanan, pertanian,

transmigrasi,danperorangan.Produksipangandi Malukumengalamipeningkatan4,5 %untuk perbaikangizidanswasembadapangan

karenapembangunanirigasi,penyediaanbibit pertanian,dan penyuluhanpertanian.Perkebunan:Intensifikasikapasdi NTTmengalami

peningkatansehinggapemerintah menyediakan pabrik kapasdi KabupatenSika yang dikelola oleh PTPVI tetapi lama kelamaan

mengalamipenurunankarenaanimo masyarakatuntuk menanamkapasberkurang disebabkanhargakapasrendah,kesulitankredit,

hama, lahan sempit, dan tata laksana.Perikanandi Maluku meningkatdi P. Obi karenamelimpahnyahasil tangkapanmenimbulkan

harganyamurah.Anggotadewan menyarankanadanyapabrikpengolahanikandancolstored.Di BalidanNTTnelayanmendapatkredit

perahudari pabrikpengolahikan"Mintarko Raya"sehinggamenyeraptenagakerja. DinasPertikanandi Bengkulumenyediakansarana

diklat sehinggapeternak udang dan bandengbisa mengembangkanperikanan ikan baronangdan kepiting sehinggamendatangkan

investordanadanyapabrikyangdikelolaoleh BUMNsehinggamenyerapSDM. Peternakansapi,kerbau,dankudaserta ternak potong

yangdidampingioleh penyuluhdi NTTsebagaisumberpenghasilan.Kehutananindustri kayudi Maluku dan Irian Jayadikelolaoleh PT.

jayanti Group sehinggaproduksi kayu lapis dan gergajianuntuk memenuhi daerah tsb. Komisi IV mendukungadanyareboisasiyang

dilakukan oleh PT. jayanti Group untuk kesejahteraan rakyat.

Side B: Hutan di NTT produktivitasnya rendah karena hanya 10 % sisanya berupa ladang tapana sehingga kebutuhan kayu tidak terpenuhi. 

JPerumPerhutaniJawaTimur melakukanreboisasidengansistemtumpangsari . Lahankritis di Yogyakartadan JawaTengahdi aliran

sungaiOpak,Progo,Comal,dll. Transmigrasidi Maluku didatangkandari P. Jawadenganpola tanamanpangandan nelayantetapi

daerahnyabelum terpenuhi air bersih sehinggabanyakyang pergi menjadi buruh di kta hal ini disebabkanpengolahanlahan yang

dipaksakan.Transmigrasidi NTT,Irian jaya,SulSel,Kal Tim, dan Kalselbanyakyangberhasil tetapi kantor transmigrasidi NTTmasih

ngontrakdi rumahpenduduk.Peninjauanke TimorTimur pelaksanaanpembangunanberjalandenganbaik sesuaiGBHN.Pembangunan

rel KAuntuk mengangkutbatubara,dansemenIndarungseringterkendalakarenatanahlongsordandewanmenyarankanpembaharuan

kereta api karenausianyasudahtua. PelabuhanTelukbayurdan lapanganterbangTabingperlu dikembangkanpembangunannyauntuk

mendorong eksport non migas Sumatera Barat . Dinas PerhubunganLLAJRdi Riau untuk jembatan tibang perlu ditambah dan

pembangunanpelabuhan perintis untuk menanggulangipenumpang. Fasilitas pelabuhan di Batam perlu dikembangkantentang

keselamatanpenumpangdanbarangkarenaasalwisatawandari Singapurameningkat.Pelabuhandi Banyuasin,SumateraSelatansudah

mengalamikedangkalanmakaperlu dilakukanpengerukan.PelabuhanLuwukdi SulawesiTengahperlu dilakukanpembangunanuntuk

melayani kapal perintis.

Rapat Paripurna ke 

26/IV/1989-1990

29 Mei 1990 Suara Jelas
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53 Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 3

SideA: Proyekpembangunanjalan PadangBaypassepanjang22 Km perlu dibebaskanuntuk kota Padangyang dibiayai oleh pusat

sedangkankanpelaksanaanpembangunannyaoleh daerahdenganbiaya15 milyard.Junarso,biayaganti rugi hanyauntuk tanamandan

bangunan.Pembangunanirigasidi Riautersebardi 5 kabupaten.Permasalahanyangditemuaianggotadewanadalahbelumsemuatanah

diolah menjadisawahsehinggairigasikurangbermanfaat.Pembangunanjalan akandibukadi lintas Timur untuk memperpendekjarah

tempuh dan mengaktifkan jembatan timbang yang ramai dilalui. Pembangunanjalan di KapuasHulu, KalimantanBarat dimana

masyarakatnyarela tanahnyadibangunjalan.Pembangunanjembatandi KalimantanSelatandari jembatankayudiganti jembatanbeton.

Pembangunanjalandi NTTperlu tambahandana. Parpostel,banyaknyawisatawandari Belandake SumateraSelatandanBatam,maka

perlu daerah tsb dikembangkandan kendalanyaadalah modal untuk mengembangkanpariwisata. Pembangunantelekomunikasi

terhambat karena prosedur pabean, tanah mahal, pelelangan dan DIP terhambat. 

SideB: R.BudiWinarno,anggotadewanmelakukankunjungankerja ke SulawesiTengggara,SulawesiSelatan,SumateraSelatan,Jawa

Barat.balailatihankerjadi Palu,kerajinandanindustri di Donggalanihil. Anjloknyahargatimah mencapai50%karentidak biasaoperasi

tambangtimah dan kurangnyaperalatansehinggamempengaruhikesejatreaanrakyat. Karenatambangtimah mengandungradio aktif

makaperlu diolahdenganbaikdan reklamasipantaiuntuk pelestaruanlingkunganhidup perlu dilakukan.Bahanbakuproduksikrakatau

steelsehinggamendatangkandari luar negeri.Perlunyapengawasanstandarindustri bahanbakudari PT.TunasInti. Karenamasyarakat

SulawesiSelatanmemerlukanbanyakBBM makaperlu ditingkatkanproduksinyadan penggunaanlistrik di Palusangattinggi karena

perkembangan industri.`

Rapat Paripurna ke 

26/IV/1989-1990, 

Vol. 3

29 Mei 1990 Suara Jelas
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54 Rapat Paripurna ke 26/IV/1989-1990 Volume 4

SideA; SuwardiWirya, kegiatanTVRIsudahmenjangkaupelosokmisalnyadi SumateraTImur.TVRItayangannyalebih bagusdari pada

Malaysiatetapi RRIkalah dengansiarandari luar negeri yangsudahada 8 stasiun.KegiatankeammananyangdilakukanALRImasih

kekuarangansaranakapal untuk operasikeamananlaut dimana banyaknelayanluar negeri yangmencari ikan di perairan Indonesia

untuk itu perlu penambahanSDMALRI, bea cukai,dan kelauatan.Aparatpeneranganmobil banyakyangrusaksehinggaperlu diberi

mobil untuk operasi penerangan dan klopencapir tentang produksi da perdagangan . Komisi II dalam kunjungannya ke Medan 

menemuiadanyaprogrampembauranwargadi Medandanbanyaksengketatanahdi perkebunanhal ini perlu segeradiselesaikanoleh

KomisiIV dimanahutan di Simalungunsedangmemperluasarealhutanyangdilakukanoleh PT.Indorayon.Pariwisatadi Batam,dimana

kapal Feri tujuan Belawan- PangkalPinang dihentikan karena sedikit wisatawan yang datang dan kondisi Istana Deli, Medan

memprihatinkan untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi dan pemindahan lapangan terbang Polonia karena jauh dari Ibukota Medan.

SideB:HS.Amini,SH,laporanhasilkunjungananggotadewanke daerahTk.I JawaTimur, Bali,Aceh,SumateraUtara,SumateraBarat,

dan JawaBarat. Otonomi daerah Tk. II mulai dilakukanoleh PendapatanDinasPU dan DinasPertanian.Pemekaranwilayah untuk

mempermudahpelayanan.DenpasarmenjadiKodyakarenasudahmemiliki BAD,gedungDPRdll.LKMDterhambat karenadanauntuk

demokrasidesaperludiperhatikanmelaluiBanpresyaitupenggatiankepaladesamelaluipemilihanuntuk mencerdaskanmasyarakatdan

perlu peremajaandanuntuk lurahdicarikandanadari PBB.Kondisinelayandi Pasuruanmasihrendahekonominya,pembangunaninpres

kesehatan , jala, sekolah di daerah tsb terhambat karena dana dari pusat terhambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. 

KepalaDaerahMalangmenyetujuipenggunaantanahgarapanoleh rakyatdantanahdi BatamseluruhnyabelumadaHTLuntuk itu perlu

dilakukanpendataanuntuk memenuhi keinginanrakyat. pendaftaranulang ex anggotaPKIuntuk menghadapipemilu. Moh Roem,

penegakanhukumkorupsi,eksekusiperkara,imigrasi,pembinaandan pemasyarakatan,dan bantuanbiayaperkara.Penegakanhukum

di RiauyangberbatasandenganSingapura,Vietnam,Malaysia.Saranaperhubunganbelumlancarsehinggapenegakanhukumterhambat

danbiayaperkarasangattinggisehinggabanyaktunggakanperkarabaikpidanamaupunperdata.PolrisebagaiujungtombakKuhaptapi

Polri hanya sedikit yang dapat menyidik perkara untuk itu perlu diadakanpembinaanhukumuntuk Polri yang menyulitkan dalam

pelaksanaan KUHAP.

Rapat Paripurna ke 

26/IV/1989-1990

Selasa, 20 Mei 1990Suara Jelas

55 Rapat Paripurna ke 26/Lj.IV/1989-1990 Volume 1

SideA: Moh Roem,Terbatasnyaruang untuk pemeriksaanperkara di Polda Riau perlu dilakukanperluasanbangunan.30 % yang

terselamatkandari perkara korupsi dari SPJfiktif dan penyelundupansebagiandapat diselamatkan.Hasil perkebunan,perikanan

dipasarkandi Singapurauntuk dijual kemudianmembeli kebutuhanpokok sehari-hariserta barter di tengah laut. Penasehathukum

tempat tinggalnya di propinsi sedangkanperkara ada di daerah sehinggamemerlukan biaya tinggi hal ini berpengaruh oada

membengkaknya perkara . Untuk pengawasan imigrasi di wilayah pulau dan daratan di Riau  perlu penyempurnaan administrasi imigrasi. 

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

26/Lj.IV/1989-1990

Selasa, 29 Mei 1990Suara Jelas
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56 Rapat Paripurna ke- 26 (Lj)/IV/1989-1990 Voume 2

SideA: LaporanTengkuHaji GazaliAmna, Drs. Ukun Suryawan,AminulahAdiwilaga(komisi X), Drs. Sutikno(KomisiAPBN),Martin

Balalembang(KomisiVII).Laporankunjungankerja bidangkesehatan,sosial,perananwanita, BKKBN.Masareses1989/1990.Sulawesi

Selatan,KalimantanSelatan,Dati I di indonesia,SumateraUtara.kesehatandi SulawesiSelatan,KalimantanSelatandapatmeningkatkan

derajat kesehatanmasyarakat.RumahSakit di Ujung Pandangsebagairumah sakit rujukan, pendidikan,penelitian sehinggadapat

bergunabagimasyarakatrumahsakit ini letaknyadekatdenganRumahSakitrujukanuntuk itu harusdipindahkansalahsatunya.RSUPdi

SulawesiSelatanpembuatanbaru Puskemas,RSUUlina Banjarmasinlahan kurangmendukungkarenarawa tanahnyadan lingkungan

kurangsehat,rujukanbelum berjalanbaik dan bebankerjanyasangattinggi untuk itu perlu perubahan.RumahSakitUmum di Medan,

pembangunanfisik terhambat termasuk obat-obatanbanyakdidatangkandari luar, peningkatanbiaya operasionalsehinggakurang

mampu mengelolarumah sakit tersebut. Jumlahpara medis belum sesuaibila dibandingkandenganjumlah pasien.Bangunanbekas

Belandatersebut perlu di renovasikarenasudahtua. BantuanperalatanLuarNegerikurangkarenakesalahanteknis.Pengadaanobat-

obat murah/ generiksudahhampirke daerah,tetapi kendalapengadaankurangdansulit diperoleh.Adanyaperbedaanpelayananaskes

danumumkarenadanasehinggaSBBOdihentikan.Dokterahli kurangehinggaperlu di realisasi.Penanganansukuterasingdi Riaukurang

berhasilpembinaanolehEpartemenSosial,Dep.pertanian,PU,Deptran,danDepdagribarumencapai19%yangberhasildipemukimkan.

Danapembinaantidak dapatdiperolehsesuaidengandanayangdialokasikan.PemukimankembalisukuTabalangdi KalimantanSelatan

setiap kepala keluarga dapat rumah, alat pertanian, tanah tapi tanah yang ditempati kurang air sehinggamasih masuk hutan.

Penangananbencanaalamdari laut dapatarumah,tanahtetapi belumadatenagapenyuluhpertaniandanperikanan,sekolahjauh dan

rumah sudahbanyakyangrusak.Penempatansatgassosialadalahpendampingsukuterasingpembentukankarangtaruna di Sulawesi

Selatan,KalimantanSelatansudahadatetapi tiddakunyausahakarenakurangdanaperlu lintassektoralagardapatpunyausahasendiri.

Perlu banyak sekolah SD dan Puskesmas.

SideB: Perananwanita menunjukkanpeningkatandi SulawesiSelatan,KlimantanSelatanseperti PKK,KOWANI,BKW,kurangtenaga

untuk perencanaadministrasiehinggaperlu adanya kerjasamadengan universitas.Daerah transmigrasi,terasing, terpencil khusus

mendapatkanbantuanKBuntuk mempercepatprogramKBmandiri untuk itu perlu dilibatkanulama, institusi. PengadaantenagaPLKB

perlu dilakukanuntuk menanggulangipenyuluhanKB.ProgramKBdapat menekanjumlah penduduk.Pembinaansuku terasingperlu

ditingkatkan.Drs.H. UkunSuryaman(komisiIX).Laporankunjungankerja Irian Jaya,JawaTimur,JawaTengah,DIY,SumateraSelatan,

Jambi,NTT,SulawesiUtara,SulawesiSelatan.Kunjungankerja sesuaiSuratKeputusanBadanMusyawarahDPRRI.TK,D,SMP,SMA,PT.

PeninggalanPurbakala.Perkembanganpendidikandi Jawameningkattetapi untuk gedungsekolahperlu direhabilitasimengingatadanya

bencanaanginpuyuh untuk daerahpedalamankarenajauh. Pembatasantugasantara DinasP&K, Kanwiluntuk itu setiapkecamatan

perlu satu yaitu Dinas Pendidikan di Kecamatan. Sekolah SLB gedung jelek, jalan siswa jauh sehingga tidak mampu menyekolahkan untuk 
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57 Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/IV/1989-1990 Volume 3

SideA: Drs. H. Ukun Suryawan,Programpenyerataanguru SDyang akan dilakukanoleh UniversitasTerbukaperlu dipikirkan dan

programpenyerataanusahamandiri di UniversitasMalangperlu dipantauuntuk mengetahuisejauhmanakeberhasilannya.Peninggalan

purbakalaseperti candi-candibanyakyang perlu diawasipengelolaanyamengingatbanyaknyaorang yangmenjual benda purbakala.

Pembinaanolahragaperlu ditanganisecaraorganisasi.Kurangmerata penempatanguru agamadi jawa Tengah,Irian Barat,Sulawesi

Selatandankepulauanlainnyaperlusegeradirealisasikan.PerbaikanrumahibadahcepatditanganidanJemaahumrohadayangmenjadi

TKIperlu ditertibkan serta aliran agamaKongFuChudiserahkankepadaDirjen Agama.Calonguru pria harus lebih banyakdari pada

wanita supayasiapditempatkandi daerahterpencil yangakandibangunkangedungSDdan adanyaSMPterbuka untuk golongantidak

mampu. Drs.AminulahAdiwilagadari KomisiX, Bapedadi NTTbelum berfungsisesuaiyangdiharapkanuntuk itu perlu ditingkatkan

melaluidiklat, pembangunangedung,tenagaahli, dan konsultanpembangunan.Perencanaanpembangunandi NTTperlu direncanakan

denganbertumpu pada kemampuansupayamendapatbantuankonsultan denganbiaya dana dari luar negeri denganmeningkatkan

saranafisik . PadaRepelita V mamasukkitahun ke- 2 sejak UU No. 4 tahun 1986 tentang analisisdampak lingkunganperaturan

pelaksanaannyaperluditanganidenganbaik ditanganioleh Amdaldan KLHtetapi sampaisekarangbelum dilaksanakansecaraoptimal

karena perbedaan birokrasi yang kurang memahami tentang amdal.  

SideB: Drs. AminulahAdiwilaga,lahan kritis di NTTmeningkat10,6 % sehinggaperlu Inpres penghinjauanmelalui hutan tanaman

industri.Peningkatankonservasilahanuntuk penghijauanadanyaembung-embungair perluditingkatkan.Habitatbinatangkomodoperlu

diobservasi untuk kepentinganpariwisata mengingatbinatang tsb sudah langka.Prokasihkerjasamadengan46 perusahaanuntuk

mengolahair limbah gunamentaati lingkunganhidup. Masyarakatdiberi bekalpendidikankesehatandenganbekerjasamadenganLSM

melalui penyuluhanhidupsehat lingkunganbersih.NTTperlu diteliti mengingatdaerahtsb kering , daerahkritis dan jenis tanah tidak

suburkarenakemiringannyasehinggabanyaksawahtadahhujan.PemerintahmendorongUniversitasCendanauntuk mengembangkan

penelitian daerah NTT. Pemanfaat.Pemanfaatantenaga surya yang dilakuka oleh BPPTbekerjasamadenganJermanbarat untuk

mendapatkanair bersihdi daerahKupang,SumbaBaratdanSumbaTimur.Penyediaanlistrik di JawaTengahmenggunakantenaganuklir

denganPLTNtetapi masyarakatsekita mengkhawatirkanbahayayangditimbulkan PLTN.Penelitianstatistik dampaknyakarenadana,

data, SDMterbatassehinggamutunya kurangbaik dan tingkah laku respondenkarenaperusahaankurangterbuka dalammemberikan

informasiuntuk itu perlu ditinjau kembaliUUStatistikN0.7 tahun 1960karenapeta rupa bumi, tematik, klimatologibelumdimiliki oleh

daerah kecamatan.    
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58 Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/IV/1989-1990 Volume 4

SideA: Drs. Sutikno dari KomisiAPBN,Pendapatantahun 1989-1990pada Pelita IV direncanakandari PBBdan minyak gasbumi.

Hambatanpembangunandi Irian Jayaadalahtanahadat, hargamahaluntuk itu Kanwildi Irian Jayadiberi kewenanganuntuk merubah

DIP.Bankmeningkatdan pergerakandanamilik masyarakatuntuk pembangunan10,3 %,kredit macet 12,9 %dari total kredit hal ini

karenakelemahanpengawasandebitur. Korupsimengakibatkankerudiannegara200 juta. Jalandaei Merauke - Timikapenuhdengan

hutan . Perkebunansawit perlu ditopangdengan adanyaperusahaanMinyak sawit untuk mengolahdan untuk meningkatkanPADdari

PT.Frepotperlu adanyaperaturan pembangunauntuk devisanegara.Perluadanyainvestordari luar untuk memajukanIrian jayadan

pembangunanpendidikan,perhubungandan untuk penanganannyatidak seperti daerah lain karena latar belakangdaerah.Di Timor

Timur PADnya kecil hanya dari ikan sedangkandi NTB PAD5 Milyard 337 juta ini sangatkecil dari dari non pajak. Pendapatan

masyarakatmasihkecildankepatuhanmembayarpajak93 %tidak adapeta , batasdesa,letak geografis. Pembangunanproyekkarena

pimpro di Jakartadan kemampuanSDM terbatas sedangkanuntuk pengembanganpertanian mendapat bantuan dari Bank Dunia.

penyediaanbibit sapi dari Australia realisasi37 % angka kematian bibit sapi 11 % sehinggaSDM tidak terserap . Pembangunan

bendunganSutamiuntuk irigasi belum dimanfaatkansepenuhnyadan pembangunanrumah sakit di KabupatenEndeperlu dilakukan

karenamengalamikerusakan.BaliPADnya18Milyard380juta (80,4%)penerimaannegara62 milyard80 juta mengalamikenaikan16%

dari pariwisata. kebutuhan daerah Bali terhadap pegadaian positip tetapi lemah di pengawasan.

SideB: KalimantanSelatanPADnya 8,5 % temuan pada kelemahanadminsitrasi.Martin, DaerahTernateyangdihasilkankayu lapis,

nekel,pala, coklat, dan ikan. PinjamanKUKmaksimalRp200.000untuk masyarakatbelum jalan karenatenagaBankbelum disiapkan

untuk menangani KUK. Eksport ikan mengalami kenaikan `1, 15 % harena harga ikan tertinggi dan dari mutiara 22 %.

Rapat Paripurna ke 
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59 Rapat Paripurna ke 27/IV/1989-1990 Volume I

SideA: Martin Balalembangdari KomisiVII,pemasanganrumpon untuk meningkatkanpendapatanperikananoleh PT.HusasaMina dan

nilai eksporkayulapisndangergajian. Eksportcengkehdi Maluku mencapai 4000 ton tetapi harganyaselalumerosotuntuk itu perlu

pembentukanKUDuntuk membeli cengkehrakyat sehinggaperkembagankoperasi dan non KUDmeningkat.Puskuddi Ambon dan

Ternatekurangtenagapenyuluhandan koperasikurangtenagaadministrasi.Dologdi Malukumensuplaiberasuntuk keperluandaerah

Maluku dan Ternatemelaluiangkutanlaut termasukgula.KarenaIndonesiamerupakanwilayahseribupulaumakaharusberwawasan

kelautansehinggaperlu menambaharmadalaut dan landasanlapanganterbang perlu diperluasuntuk mengangkuthasil laut melalui

udara . Pembangunandi P. Searmsetelah Pelita III tidak selesaimenimbulkanpertanyaan.Angka inflasi di Maluku tinggi , harga

kebutuhan hidup tinggi untuk itu perlu perhubungan darat, laut, dan udara untuk menyeimbangkanpendapatandan kebutuhan.

Perhatian pemerintah terhadap koperasi perlu ditingkatkan dan perlu diberi tunjangan kemahalan serta simpan pinjam untuk

masyarakat.

SideB:Kebutuhanhidup di Ambomsangattinggi karenatelur didatangkandari Surabaya.Polatata niagaeksportpaladancoklat tetapi

faktor kendalanya adalah alat transportasi. 31 jenis eksport naik 47 % akibat deregulasi dan debirokrasi pemerintah. 

Side B :; Tidak ada suara
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60 Rapat Paripurna ke 27/IV/1989-1990 Voume 2

SideA: Mendagri(Rudini),dalampemandanganumum AnggootaTKII RUUIbukota JakartaNo. R/07/PU/XII/1989-7 Desember1989.

PembangunanmasukRUUIbukotaJakartaNo. 15/5/1990 olehMendagridisampaikandi depanDPR.PembicaraTKII. Drs.H.Hasanudin

(Golkar),Rudiyanto(ABRI),KunSolehudin(PPP),Adi Pranoto(PDI).Drs.H. Hasanudin- sejarahibukota JakartaRayaUUNo. 1/1960RIS

No.20 tahun1950 dijalankanolehWalikota.PemerintahdijalankanUUNo.20tahun1956.2. StatusKotaPrajadi pertahankanolehUU

No. 1 tahun 1957. 3. Setelahdekrit 1959 ada 2 keputusan:a. PenetapanpresidenNo. 2 tahun 1961 tentang PemerintahDKIJakarta

menjadiJakartaRayamenjadiIbukotaJakartadiberi daerahkhususIbukotasehinggadiatur dalamUUmengemban2 fungsi.LandsanIdil-

Pancasila,LandasanKonstitusioanal-UUD 1945. Jakarta harus tampil menjadi Kota metropolitan yang mencerminkancitra dan

masyarakatIndonesiamempunyaikultur kebudayaandimata masyarakatdunia. Untuk itu perlu dikembangkandenganBMW- Bersih,

Manusiawi,Berwibawa.Jakartadiberi statusharusmemberi pelopor dengansusunanpemerintahyangkhusus.UU No. 5 tahun 1974

sudahmemberi arah untuk itu perlu ditekankantingkat kekhususanbidangapa sajadalam peran serta pembangunanuntuk itu perlu

ditekankantentang kekhususankarena perkembanganpendidikan,dll harus ditangani secarakhusus.side B: Untuk mendewasakan

masyarakatyang tersebar tidak digunakanotonomi daerah yang nyata-nyatabertanggungjawabyang seluas-luasnyakarena akan

mengarahpadahal-halyangmenimbulkankecenderunganpenukaranyangmembahayakanbagikeutuhanRepublikIndonesiaUU No. 5

No. 1974.PSIIayat 1- titk berat otonomi daerahdiutamakanpadadaerahTKII karenaDKItidak punyaTKII dimanaotonomi tersebut

dilaksanakanpadaseharusnyamenampangkepesatanDKI.DKItidak dibagi-bagike wilayahTKII karenamemberipercepatanpelayanan

masyarakatdan pengambilankeputusan.FungsikhususDKI - sesungguhnyakonsekuensisebagaiIbukota RepublikIndonesiasampai

menjadi pelayan pemerintah pusat disamping sebagai pelayan masyarakat.

sideB:Untuk mendewasakanmasyarakatyangtersebartidak digunakanotonomi daerahyangnyatabertanggungjawabseluas-luasnya

karenaakanmengarahpadahal-halyangmenimbulkankecenderunganpenukaranyangmembahayakanbagikeutuhanRIUUNo. 5 No.

1974psl11 ayat1. Titik berat otonomi daerahdi TKII karenaDKItidak punyaTKII dimanaotonomi tsbdilaksanakanpadahalseharusnya

menopangkepentinganDKI.DKI tidak dibagi2 ke wilayah TKII untuk memberi percepatanpelayananmasyarakatdan pengambilan

keputusan.FungsikhususDKI- sesungguhnyakonsekuensisebagaiIbukota RI samapaimenjadi pelayanpemerintahpusat sedangkan

harussebagaipelayanmasyarakat.Pertanggungjawabangubernurkepadapresidenpadapasal10 ayat1 RUUDPRanggotadewanminta

penjelasankarenagubernursetingkatmenteri dan penyelenggaraanpemerintahdibebankanke APBNbukanke APBD.Rudiyantodari

FraksiABRI,dinamikapembangunansemakinpesatdanDKImenuntut adanyakemajuandalampelayananyangkeinginanyaberagam.60

% uangberedaardi Jakartakarenapusat pemerintahandan pusat pengambilankeputusansehinggaperlu adanyapengaturanJakarta

sebagaifungsi kedaerahandan Jakartaharus dapat memberikanpelayanan.Hal yang menjadi pemikiran dewan adalah: Hakekat

kekhususan karena Jakarta sebagai pusat pemerinyahan negara, penyelenggaraan nasional dan regional serta pengambilan keputusan. 
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61 Rapat Paripunar ke 27/ IV / 1989-1990 Volume 3

SideA: KunSolahudindaiFraksiPPP,Jakartaharusdikembangkanmenjadiibukotabaikyangberkaitandengantransportasi,pemukiman,

industri, dan kegiatanpemerintahan.Harustampil seefisienmungkin dan memudahkanpelayanan.Tata ruang harus dikaji sungguh-

sungguh.Jakartatidak perlu diberi daerahkhususkarenasudahmenjadiibukotanegaradanmendapatkekhususan. Pengaturanwilayah

ibukota perlu penataanruang yangbaik dan tepat serta beban bebanwalikota non otonomi telah disetujui presidendan FraksiPPP

memahamikarena gerak pembangunanwilayah Jakartasebagaikhsususibukota mencakupbanyakkegiatanbaik nasionalmaupun

internasionaltetapi FraksiPPPingin mengetahuisejauhmanaperananMendagri , bagaimanaposisidaerahDKI,bagaimanalegitimasi

rencana induk yang dimiliki untuk tahun 1995 -2005 sesuai pasal 11 ayat 1 apakah harus ditata kembali.

SideB:Adi Pranotodari FraksiPDI,SusunanDKIaturanyasamadenganprovinsilain yangmengaturotonomi tetapi UUPsl5 tahun1974

bahwa mengingat perkembangan dan pertumbuhan wilayah DKI disesuaikan dengan ketentuan ternyata dalam pasal tsb sampai sekarang 

belumada.SaatUUdibuat jumlahpendudukDKItahun 19895,9 juta dansetiaptahunnyabertambahbanyak.Titik berat otonomi pada

pasal11 ayat 1 dimana daerahTKII sebaiknyaKodyadan DKIpunya walikota tetapi tidak punya DPRDTk II semuaberpusatpada

gubernur sebagaiKanwil yang langsungkepadagubernur sehinggakekuasaantidak berpusatke gubernur tetapi ke walikota. Hal ini

wewenangbisatersebarke walikotasehinggamenjadikonnkrit padatahun2005.UUNo.74 sudah16 tahuntitik beratotonomi padaTk

I dan kewenangan walikota ditambah sepanjang tidak menyangkut masalah militer dan kenegaraan. 

Rapat Paripunar ke 

27/ IV / 1989-1990

Selasa, 5 Juni 1990 Suara Jelas

62 Rapat Paripurna Ke 28/IV/1989-1990 Volume 1

SideA: Dalam rangka memberikankebutuhan pelayananPemdaDKI membentuk Dinas-dinasdaerah masih tumpang tindih dalam

memberikanpelayanan.Misal:Telp,perhotelan,air minum,PLNhal ini perlu dijelaskanolehMendagri.Proklamasi,Pancasila,UUD1945

lahir di Jakartapada HUTRI sesuaidenganpertumbuhan dan perkembanganpemerintah diminta ada 5 wilayah perlu penjelasan

pemerintah sesuai dengan RUU tentang susunan Pemda DKI Jakarta. Sidang ditutup oleh Ketua sidang. 

 Side B: Tidak ada Suara
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63 Rapat Paripunar ke 28/ IV/1989-1990 Volume 2

SideA: Rapatdibuka oleh KetuapembicaraTk II RUUpembentukanKabupatenTk II HalmaheraTengahdan KodyaBitung.Alexander

Wenas dari Fraksi PDI, pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah atas aspirasi Halmahera tahun 1962, Provinsi Irian Barat yang berasal 

dari KawedananTidoredan Wedadikembalikanke Maluku bukanke Maluku Utara . Padatanggal13 Juni1967 daerahex Irian Barat

perjuangandijadikandaerahTk.II hal ini sesuaidengansejarah,akar,danaspirasiyangtidak bisadipisahkan. WilayahKesultananTidore

dikembalikanmenjadiTk II. Untuk wilayahBitungatasaspirasimasyarakatBitungsebagaikota administratif I di SulawesiUtara walau

sehari-harikota administrasitetapi kegiatanadministrasinyasemakinmeningkat.Berdasarkankemajuanyangberkembangpadatanggal

16 September1983SuratGubernurSulawesiUtaramengusulkanDati Tk II BitungmenjadiKotaMadya.Golkarberjanji ataspemekaran

HalmaheraTengahdan Bitung tetap diperjuangkandan pada tanggal15 maret 1980 keduadaerahtsb menjadi janji pemerintahdan

dibahasoleh anggotadewan dan merupakanproduk yang I tentang pokok-pokokpemerintah di daerah.Setelahmendengarsikap

pemerintahmakaanggotadewandari Golkarberpijak padaPancasilasebagaiazasnegaramemantapkanpemekarandi daerahuntuk

meningkatkan operasional GBHN. 

SideB: Adolf Yopi Sondagdari FraksiGolkar, sependapatdenganpemerintah karena erat hubungannyadenganpolitik will supaya

perkembangandapat dilaksanakansecara merata. Untuk memantapkanpenyelenggaraanpemerintah Tk II sangat penting untuk

pembinaanmasyarakatuntuk mencapaikesejahteraansesuaiUU NO. 5 tahun 1974 supayadapat memberikanpengayomandan

pelayananyangcepatkepadamasyarakat.YangdipertanyakanDewanadalah:kesamaanaturanpadahal yangsatuotonomi TkII danTk

I, KabupatenHalmaheraTengahdan KodyaBitung ada 9 urusan pemerintah yang selamaini dilayananioleh dinas-dinastermasuk

perikanandankehutanan.Bitungterdiri dari 3 kecamatanmengapayang2 kecamatantidak diajukan?Untukmenetapkanbataswilayah

HalmaheraTengahberhadapandenganLautanTeduhharusnyaMendagri menyebutkanpada pasal6 ayat 3 tetapi tidak ada. Masa

jabatankepaladaerahBupati,Walikota,danDPRDmasajabatannya.MuhamadIsnaenmahmuddari FraksiABRI,2 RUUsudahditunggu-

tungguoleh daerahmasing-masinguntuk melaksanakanotonomi daerahnyayangtujuannyauntuk memberi wadahdaerahybs untuk

mengatursendiridanmengeloladaerahnyadalammemberikanpelayanankepadamasyarakatuntuk mencapaikesejahteraan.Hubungan

fungsionalperlu ditata kepaladaerahdan DPRDuntuk menyerasikanperlu dikoordinasiantaraaparatur negaradan masyarakatdapat

diayomi. Batas wilayah perlu diperjelas disertai koordinasi antara fungsional Halmahera dan maluku Utara.

Rapat Paripurna ke 

28/ IV/1989-1990

Rabu, 6 Juni 1990 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 36   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

64 Rapat Paripurna ke 28/IV/1989-1990 Volume 3

SideA: HalmaheraTengahtelah mempunyaiSDMyangbaik wilayahSoaSiutetap sebagaiibukota KabupatenHalmaheraTengah.Apa

ada rencana untuk menarik anggota DPRDdari Minahasauntuk mengisi jabatan yang kosong untuk HalmaheraTengah.Kemas

Badarudindari Fraksi PPP,pembentukanotonomi 2 daerahtsb sangatditungguuntuk memacupembangunandaerahdi bagianTimur

karenasumberdayalaut belumbanyakyangdiolahdandaerah-daerahini menjadisengketaantaraIrian Barat- Maluku- TimorTimur.

Halmaheraposisinyastrategiskarena saat pembebasanIrian Barat daerah ini menjadi daerah perjuanganyang wilayahntadibawah

KesultananTidore.Tanggal15April 1969HalmaheraTengahsudahmengaturdaerahnyasendiridenganibukotaSoaSiuyangberadadi P.

Tidore dimana wilayah tsb kecil . DenagnadanyaHalmaheraTengahmakadaerahMaluku akan terpecah-pecah.Kota Bitung dalam

melaksanakan tugas menyamai dengan daerah Tk. L. Bitung sebagai kota pelabuhan , pangkalan T 

SideB: AlexanderWenasdari FraksiPDI, tanggal7 Desember1986 sesuaiamanat presidententang pembentukanRUUHalmahera

TengahdanBitung.Kemauanyangkerasuntuk mewujudkan HalmaheraTengahmenjadidaerahTKII atau daerahera perjuanganIrian

Barat.KantorDinasdi SoaSiumenjadiDinasjawatanyangkeberadaannyadi rumahkediamanBupatidanDPRDmendapatperhatiandari

Pemdayangkewajibannyamengembanamanatrakyatdankedudukanbupati tidak dapatkarenabelumadaDPRD.PengangkatanDPRD

paling sedikit 3 orang bertempat di tinggal di daerahpemekaran.Bitung dari daerahTk II menjadi Kodya adalahwajar dan selaras.

pemekarandesadanpemecahanwilayahsudahdiatur. Bagaimanapengangkatanadministrasipegawaipemerintahdangedungpegawai

apakah pegawaikelurahanadadi Bitung.Sumberpendapatandi Bitungdari pajak,bagihasilbukanpajak,sumbangandll denganjumlah

anggaranini Bitung dapat mandiri. Pemdadikepalaoleh KepalaDaerahdan DPRDsehinggapenyelenggaraanPemdadilakukanoleh

kepaladaerahyangmemimpin eksekutifdan DPRDyangbergerakdi bidanglegislatif. Kepaladaerahsebagaikepaladaerahotonom

fungsinyasebagaikepalawilayahyangmenyelenggarakanpemilu dan mendapatkepercayaandari masyarakatdi daerahnya.Dewan

menyarankanuntuk memperhatikanUU No. 5 tahun 1974 tentang peraturan pemerintahdaerah.NI,pangkalanminyak, terdapat 4

pabrik pengalengan ikan, pengolahan kayu. Posisi kota Bitung akan menjadi kota terbesar di wilayah Timur.

Rapat Paripurna ke 
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65 Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990 Volume 1

SideA: AlexanderWenas dari FraksiPDI,anggotadewandari FraksiPDImenyetujui dengananggoraDPRDsejumlah22 orangsetiap

fraksi kurang3 orangdiangkatbukandipilih denganketentuanUU No. 5 Pasal25 tahun 1985dengantempat tinggaldi wilayahBitung

daerah Tk II dan disediakan gedung untuk DPRD. Sidang ditutup oleh Ketua. 

Side B: Tidak ada suara
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66 Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990 Volume 2

SideA: Untuk membicarakanRUUKepariwisataantingkat II yangdiajukanoleh pemerintahyangdisampaikanoleh Yupito dari Fraksi

ABRI,Karenaselamaini belum ada produk hukum yang memayungikepariwisataanmaka anggoradewan menanggapidenganbaik

untuk menyambuttahun pariwisata yangbisa mendatangkandevisadari sektor non migas.Ini dapat mengatur tanggungjawab dan

fungsisertaperanankepariwisataan.RUUini mendapattanggapanpositipdari kalanganswastamaupundari mahasiswauntuk mengatur

tentang kepariwisataankarenaperkembangannyasangatpesat di AsiaPasifiksehinggasecaradini kita sudahmenyiapkanaturannya.

Pembangunanpariwisatadapat menciptakankesenjangansosialyangmenjadipertanyyadalampasal6 mengapausahakepariwisataan

harus dijalankan oleh perseroan terbatas?

SideB:Padabagiandampakkepariwisataanpadamateri pidanakurangtegaspadapasal24 dan 25 karenabelumjelasdelik pidananya

untuk itu perlu dirumuskankembali. MansyursahArdian, Pancasilasebagaipandanganhidup dan landasandalam melaksanakan

pembangunanpariwisata yang perlu ditingkatkanuntuk menambahdevisanegara,menyerapSDM, dan tetap menjada kelestarian

kebudayaanbangsauntuk memupuk cinta tanah air oleh sebab itu perlu disediakansarana prasarana,mutu, dll. Pembangunan

pariwisataperlu dikembangkandan diamdalkanuntuk menjagaiman dan alam lingkunganhidup. Pengamananlingkunganhidup perlu

dilakukansebagaiupayaterpadu dan dapat mendorongdemokrasiekonomisehinggaperlu perananBUMN,koperasi,dan swastaikut

mendorong perkembanganpariwisata. Pembangunanpariwisata dapat membantu menyerap tenaga kerja, kesempatanberusaha

masyarakat sehingga dapat berperan  di dalamnyamaka pembangunan lintas sektoral dan non sektoral.  

Rapat Paripurna ke 

29/ IV/ 1989-1990

Kamis, 7 Juni 1990 Suara Jelas

67 Rapat Paripuna ke 29/ IV/1989-1990 

FraksiPembangunanKarya/Golkar-Mansyur.PenyelenggaraanΧΧΦΦBUMN,Koperasi,ΧΦDiberi hakuntuk ikut mengelolasesuaidengan

demokrasiekonomi.Pengelolaandilakukanoleh PTbelum memberikanhasil yangoptimal. PromosiΧΦbelum seperti yangdiharapkan

untuk itu dituangkandalam RUUini. Sampaimana tata ruang yang ditetapkan pemerintah sesuaidenganUUD 45 dan bagaimana

memberikanperlindungankepada pengelola perusahaandan sejauhmanapemerintah membentuk badan untuk megelola....Husni

Thamrindari FraksiPPP........ dapat merusaktata ruangbudayadi Bali dan JawaBaratmerusaklingkungankurangnya.... sehingga...

hanya ....... bahwa hanyapulau Bali tempat pariwisatadi Indonesia.FraksiPDI-RUUini sebagaiacuandalam kepariwisataandalam

mengelolah RUU menjadi UU ........ dan pelaksanaan kepariwisataan yang dijamin oleh UUD, Pancasila, dan GBHN.

Rapat Paripuna ke 

29/ IV/1989-1990 

Kamis, 7 Juni 1990 Suara Jelas

68 Side A  : Putus

Side B : Putus

Rapat Paripurna ke 

30/ IV/

1989-1990

Kamis, 7 Juni 1990
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69 Rapat Paripurna ke 30/ IV/ 1989-1990 Volume 2

SideA:Dr. IdaYudiDahlan,RUUAkademiIlmuPengetahuandalamsejarahnyapertamakaliditerapkannyaUUNo.6 tahun1956tentang

pembentukanMajelisIPIkemudianSKKepMPRSNo.18/B/1967+D68tanggal16Februari1967pembubaranLembagaRisetNasionaldan

MajelisIlmu PengetahuanIndonesiadanpembentukanLIPI.SesuaikepresNo.94 tahun1962diadakannyaMenteri UrusanRisetnasional

dan penempatannyaberadadi bawah Menristek Nasional.Kepres128 tahun 1967 MpembentukanLIPItugaspokoknyamenyiapkan

pembentukanAkademiIlmuPengetahuansesuaikepresNo.64 tahun1973dansesuaiKepresNo.34 tahun1974kedudukanLIPImenjadi

non Departemen.Dalamrangka pembangunantinggal landaspengembanganteknologi disesuaikandenganpembangunanpenerapan

teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksional sebagai daya saing dengan negara lainuntuk itu peran aktif masyarakat

mengembangkanIPI.WadahAIPIadalahorganisasipara ilmuwan yangsifatnyanon struktural dan mandiri merupakanbagianBadan

pemerintah yangmemperolehdana dari APBNdari SekretariatNegarasehinggaperlu dijelaskanbagaimanabentuk pola AIPIyang

diterapkandi negarayangbermoral Pancasila.Parailmuwan dipilih menjadianggotadan usiapensiun bisa diperpanjanghal ini perlu

ditanggapi karenaapabilaadakesalahanharusdiberhentikantetapi materi disini tidak dijelaskan,sejauhmanakewenanganpemerintah

untuk mengawasi AIPI.

Side B: Masnan SastraPutra dari FraksiABRI,GagasanAIPI sudah lama tetapi karena situasi dan kondisi tidak terealisasi.Untuk

mewujudkanIlmu Pengetahuanpada pembangunannasionalkarenatumpangtindih MIPI makadibubarkan padamasaPRSkemudian

dibentukLIPI.IPIberkembangdenganpesatmakauntuk mengimbangidan tidak tergantung dengannegaramaju makaperlu dibentuk

AIPI yang dipayungi dengan UU sebagai landasanhukum untuk pembangunanera tinggal landasmenujuke industrialisasiyang

memerlukanteknologi. Alangkahbaiknya jika AIPI dimasukkandalam batang tubuh UU. Peroleh dana bukan merupakanstruktur

pemerintah walau demikian karena menghasilkandaya intelektual wajar apabila pemerintah memberi dana dan sarana hanya

pemerintah tidak boleh mencapuri  hasil AIPI,mengapa dana diminta dari APBN?

Rapat Paripurna ke 

30/ IV/ 1989-1990

Senin, 11 Juni 1990 Suara Jelas

70 Rapat Paripunr ke 30/IV/1989-1990 Volume 3

SideA: Dra.SyarifahMutarom dari FraksiPPP,RUUAIPIdiajukanpemerintahtanggal1 Maret 1989melaluisuratpresiden.Bangsayang

berazaskanPancasilaharusmeninjausudut lain untuk kemaslahatanbangsa.Ilmu tanpa pengetahuanakanlumpuh dan pengetahuan

tanpa ilmu akan buta. Seorang Pancasilaistidak boleh ragu dalam amanat GBHN,pembangunanjangka panjang II terciptanya

masyarakatadil dan makmurberdasarkanPancasiladan UUD1945sehinggahubunganantaramanusiadenganalamdan Tuhansaling

terkait. 

SideB: LembagaAIPIditingkatkanmenjadi AkademiAIPIyangdilindungi UU. Perlupenjabaranyangyangseimbangantara ilmu dan

amanat. FraksiPPPmenginginkanAIPIdilindungi UU untuk kesejahteraanmanusiadan seisinyadi dunia. PapoSunataHarun, surat

pemerintah No. R.08/EU/12/1989tanggal 23 Desember 1989 menyampaikanRUU AIPI dan tanggal 1 Maret 1990 Menristek

menyampaikanketerangantentang pentingnyaperananteknologi.FraksiPDIsependapatdenganpemerintahmakaperlu ditingkatkan

ilmu pengetahuandan teknologi untuk kemajuan,kekuatan,dan prestisesuatubangsa.MengingatIndonesiamasihdi bawahJepang,

Thailand,danPakistanmakadewanmenyadariperlu adanyaUUyangmemayungi.Untuk meningkatkanilmu pengetahuanbiayanyanya

perlu ditingkatkansupayateknologinyamaju untuk memasukkiera tinggal landas.Kegiatanpenelitian merupakankegiatanstartegis

suatu bangsa karena maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari hasil penelitian untuk itu pemerintah perlu memprogramkan.

Rapat Paripurna ke 

30/IV/1989-1990

Senin, 11 Juni 1990 Suara Jelas
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71 Rapat Paripurn ke 31/IV/1989-1990 Volume 1

SideA: PapoSonataHarun,kurangnyaminat SDMuntuk menjadipeneliti dan kurangnyadanayangmenunjangpenelitianbagaimana

kemandirianAIPI tsb? Peranteknologi sangatpenting karenadapat menjunjungtinggi bangsa.RUUperadilanagamauntuk perkara

perdata yang beragamaIslam, hal ini berlaku di pengadilanagamayang kewenangannyamengadiliagamatertentu sejajar dengan

penhadilanagamayang lain untuk itu hal-hal yang menguraikankeputusandihapus seperti pengukuhanpengadilanagama untuk

memantapkan pengadilan agama maka dalam UU ini diadakan juru sita. UU perkawinan diatur secara khusus No. 9 tahun 1975

SideB: DalamUU perkawinanapabilaseorangistri menggugat cerai makasesuaiPeraturanPemerintahUU No. 9 tahun 1975 yang

menentukan bahwa gugatanharus diajukanke PengadilanAgamayangdaerahhukumnyaberadadi daerahtergugat sesuaiprinsip-

prinsip hukum pidana umum, tetapi perkaradiajukanke pengadilandi daerahhukumnyatertgugat. Seoranghakim yangmelakukan

perbuatan tercela di depan pengadilandihukum 3 bulan apabila sikap perbuatan merendahkanpengadilan.Hukum tidak boleh

diberhentikandari kedudukannyasebagaiPNSdansebelumdiberhentikansebagaihakim.Hakimbukanjabataneksekutif oleh sebabitu

pemberhentiannyatidak seperti PNS.Padapasal22 yangdimaksudpengadilandalam perkarapidana adalahPengadilanNegeriatau

Pengadilan Militer.

Rapat Paripurn ke 

31/IV/1989-1990

Senin, 11 Juni 1990 Suara Jelas

72 Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990 Volume 1

Side A: Yoke Sondagdari Fraksi Karya Pembangunan,memberikan jawaban pemerintah tentang RUU pembentukan Kabupaten

halmaheraTengahdanKodyaBitung.Rudini(Mendagri)menyampaikanjawabanpemerintahpadatanggal6 Juni1990oleh fraksi-fraksi.

JawabanFraksiKaryaPembangunan,YokeSondagKabupatenHalmaheraTengahkarena faktor historis yangdipegangoleh seorang

Bupati selama25 tahun. SistematikaRUUdisusunberdasarkanserupawalaupunmaterinya berbedasatu KabupatenI Kodyaurusan

kewenanganakanmenjadiurusanrumah tanggadaerahsesuaikemampuanSDMdan sarana/prasarana.Urusanperikananlaut masih

wewenangdaerahbataswilayahdenganmenyebutwilayahTKII denganberbatasandenganKecamatanini sebagaipelengkap.Anggota

DPRDBitungditarik dari Minahasatanpamelaluipemilihandari awaldiisi sesuaidaftar nomor urut hasilpemilu tahun1987dandomisili

di wilayahBitungsepertihalnyadi HalmaheraTengah.Usnaenmachmuddari FraksiABRI,statuskecamatandi Bitungtetap kecamatan

pembantu , pengisianggotaDPRDseperti di atas karena keterbatasandana dan faktor historis SoaSiu sebagaiibukota Halmahera

Tengah karena transportasi melalui laut . Modal pangkal 3 tahun karena 2 daerah tsb sudah mampu membiayai untuk daerahnya sendiri.  

Rapat Paripurna ke 

32/ IV/ 1989-1990

Selasa, 12 Juni 1990Suara Jelas
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73 Rapat Paripunar ke 32/IV/1989-1990 Volume 2

SideA: MuharsonoKartodirdjo dari KomisiAPBN,pembahasandilakukansecarasingkatyang rapat-rapatnyadilakukanoleh Menteri

Keuangandan KomisiAPBN.Denganadanyapendapatanyangmeningkatkarenaadanyakenaikangaji PNSdan pemberiantunjangan

khususuntuk pegawaidi wilayah Ambon. Untuk mengendalikaninflasi supaya tidak mempengaruhiekonomi rakyat maka neraca

perdagangandapat diatur denganbaik. TemuanBPKdapat digunakansebagaipedomanpelaksanaanAPBNanggarantahun 1987/1988

pelaporannyadapat ditingkatkan.Realisasibelanjapegawailebih tinggi karenauntuk pembayarangaji PNSyangmemangdibutuhkan

adalah guru dan pegawai rumah sakit.

SideB: Meningkatnyaeksport tekstil memperbaikidevisanegara . Neracaperdaganganuntuk mempercepatperhitungananggaran

denganmeningkatkanbiro-biro keuanganuntuk memperhatikanSEMenteri Keuangan.Bataswaktu penyampaianlaporan keduaRUU

sudahdisempurnakanoleh Tim perumus KomisiAPBNuntuk itu Menteri keuanganbisa membahaspada tingkat IV. KomisiIV APBN

mempersilakanuntuk memutuskankeduaRUUtsb. Pendapatakhir DPRdari EndangJunaedi,setiapAPBNditentukan denganUU dan

ditetapkanolehDPR.RencanaAPBNsemakintumbuh denganbaikhal terlihat dari banyaknyapemasukkannegaradari non migas.Fraksi

KaryaPembangunan,mengharapkanalat mobilisasi disiapkanuntuk menjamin pelaksanaanpemilu sehinggadapat berjalan dengan

baik. Untuk mewujudkanagraria yang baik untuk menjamin kepemilikantanah di sertifikat untuk kepastianwilayah industri jangan

sampai menggunakanlahan pertanian. Unutk membangun perekonomian himbauan presiden perlu dilaksanakandimana untutk

memberikan ..... dari perusahaan besar kepada pengusaha lemah sehingga pasal 33 UUD 45 dapat diwujudkan

Rapat Paripunar ke 

32/IV/1989-1990

Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jelas

74 Rapat ParipurnakKe 32/IV/1989-1990 Volume 3

FraksiKaryaPembangunan.SideA: RUUkeuangan,perdagangan,perbankanDPRmeminta kepadapemerintahuntuk segeradiajukan.

DPRprihatin masih banyakyang belum memberi kesejahteraanburuh sesuaihak-haknya.Berbagaikebijakanuntuk memberi mutu

pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik untuk itu subsidi untuk rumah sakit di daerah perlu dipertahankan bantuan sarana 

prasaranadari Bank Dunia dapat dimanfaatkandengan baik- Tunjanganintensif guru perlu ditingkatkan karena belum memadai.

Pelaksanaanpembangunaninpres ditingkatkan untuk pemerataan pembangunan.Pemerintah berhasil mengajukanpertambahan

anggaranpemerintahdapatmemenuhiaturan tetapi ..... APBNsetiaptahunharusdapatmendapatpersetujuanDPR.PelaksanaanAPBN

dan tambahanAPBNsesuaitahun 1989. Fraksikarya Pembangunanmenyetujui 2 RUUuntuk ditetapkanmenjadiUU untuk mencapai

masyarakatyangsejahtera,adil, dan makmursesuaidenganUUD45. FraksiABRI- MahmudiHadisaroso.Untuk membayarutang luar

negeri ..... ditingkatkan kualitas ekspor seluruh sektor produksi. Tingkat pertumbuhan 7,9% dapat menyerap SDM.

Side B : Penerimaan dalam negeri diterapkan untuk menjaga aparat pemerintahanyang berwibawa. Rencanapemerintah akan

menaikanhargaBBM1989/1990tidak jadi .... hargaminyakmentah di pasardunia naik tetapi dampaknyahargabahanbakumentah

naik,karenakelebihanpenerimaanuangtersebutdapatmensubsidiBBMsehinggamasyarakattidak kenadampaknya.Realisasibantuan

programdan proyek ..... tapi dapat ditutup dari tabungan,untuk itu .......PBBgunadevisanegara.Apabilaada temuan harusditindak

lanjuti sesuai UU yang berlaku. Fraksi ABRI menyetujui 2 RUU yang sudah ..... maka untuk menjadi UU.   

Rapat Paripurna ke 

32/IV/1989-1990

Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jelas
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75 Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990 Volume 4

FraksiPPP- BenyaminMataliti. Realisasipenerimaandari minyak bumi dan gasalam dan non minyakbumi dan gasada peningkatan

24,9%.Fraksibersyukurhargaminyakdan gasbumi mengalamikenaikansehinggamenigkatkandevisanegara.Untuk menghematgas

bumi yang ditunjang dari PLTA,PLTUdan tenaga nuklir. Berkurangnyaanggarankarena kurangnyabantuan proyek dari luar negeri

sehinggatidak terealisasikarenaprosedur/sayaratyangharusdipenuhi.Dewanmenilaibaik kebijakanpemerintahdalammenggunakan

anggaranmenggunakandana dari luar negeri untuk pembangunansehinggamemperinganpengembalianutang. Pengeluaranrutin

berkaitan denganpelaksanaanpembangunanperekonomianIndonesiacukup baik untuk menghadapipembangunantinggal landas

neraca keuangan harus baik. Side B: Pemerintah perlu

melakukanpengawasan.Kebijakaneksporminyakmeningkatsehinggamengurangipinjamanutangluar negeri.FraksiPPPmenerimadan

menyetujuai 2 RUUuntuk disyah kan menjadi UU. Sejalandengan teknologi informasi UU ini segeradisosialisasikansecaraluas.

Budihardjonodari FraksiPDI,pemerintahharusbisamengatasimasalahperdaganganasongansehinggaopererasiperdaganganasongan

harus ditinjau kembali karena pemerintah harus memberi penganyomanmasyarakat.Hal-hal yang menyangkuthajat hidup orang

banyakpemerintahharus ikut memikirkanuntuk itu kenaikanBBM ditinjau kembali ijin untuk angkutanlaut harus diperketat untuk

menghindari dari kecelakaanpenumpanglaut. Koperasiharus mempunyai peran penting dengan memberi prioritas utama untuk

deregulasi.Pembebasankuota rempah-rempahseperti pala,bungapala,PDImenyarankanmemberi deregulasiuntuk cengkehmelalui

KUD.

Rapat Paripurna ke 

32/IV/1989-1990

Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jelas
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76 Rapat Paripurna ke 32/IV/1989-1990 Volume 5

SideA: FraksiPDI- Budi Hardjono,yangmenikmatibiaya masukotomotif bukannegaratetapi para pengusahauntuk itu pemerintah

perlu mempertimbangkanderegulasihargaotomotif sementaramasyarakatmembelihargamotor tinggi.Sikappemberipelayanantidak

dapat memenuhikeinginanmasyarakat.Pemerintahmemberi perlindungankepadamasyarakatyang tanahnyatergusur untuk diberi

perlindungantegastdak dirugikan.Hargadari ekpor hail pertanianrakyat sangatrendahuntuk itu pemerintahdapat mengambilsikap

untuk delegulasi/restrukturisasidi bidangindustri/tata niagasehinggaberanidannilai tata ekspordapatterpenuhikebijakanpemerintah

20%untuk koperasisangatpositif karena ini dapat membantumasyarakat.Penerimaanpembangunanmengalamipenurunanhal ini

lembagadonor karenaberkuranguntuk itu pemerintahharusanggarkandalamAPBN.Pengeluaranlebihbesarkarenapemberitunjangan

10%kepadaPNS.Realisasiuntuk membayarutang/cicilanpiutangluar negeri11,6%.Membaiknyahargaeksporminyakbumi Indonesia

sehinggapemerintahmenyediakansubsidikepadamasyarakatcukupbesarkarenapatokanhargaminyak bumi sangatrendah hal ini

karenaanggarantidak lentur dalammenentukanpengeluaranpemerintahnaik 13 triliun. Alokasiproyekpencetakantanahuntuk sawah

sangatpositif hal ini untuk menujupadaswasembadaberas.SaranPDImelaluideregulasidi bidangindustri secaraterpadudimanahasil

produkpertanianrakyatdapatdi olahmenjadibarangbakumenjadiindustribarangjadi sehinggapetanimendapathasilyangloyaluntuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

SideB: Pelaksanaanproyek harus diperhitungkandenganbenar agar mencapaisasaran. Menteri KeuanganmenanggapiFraksiPDI

mengusulkankeduaRUUdapat di syahkanmenjadi UU. RUUtentang tambahanAPBN.KepalaBiro Persidangan: Mengsahkan2 RUU

dapatdi syahkanmenjadiUUdengandemikiananggaranbertambahAPBN1989-1990tambah1,8 triliun denganrinciananggaranrutin

dan proyek.UU berlakusurut disyahkandi Jakarta RUUtambahanAggaranBelanjaNegaraPendapat2. Kelebihanpenerimaannegara

yang lebih untuk pembangunaninfrastruktur. Karenakelebihanalokasi1990 anggarandigunakanuntuk pembangunanyang dapat

meningkatkanpendapatanmasyarakat,lapangankerja, pembangunanwilayah timur. Minyak bumi sumberpenerimaannegaraNo. 1

untuk itu perlu dimanfaatkandenganbaikuntuk itu minyakbumi di manfaatkansebaik-baiknya/bijak untuk pembangunan.Kemantapan

dari penerimaanpajak1989-1990dialisir sesuairencana/ lebih supayadapat memberi nyata bahwapendapatanrakyat. Perluadanya

sosialisasipajakuntuk meningkatkankesadaranmasyarakatuntuk membayarpajakuntuk itu tahun 1989-1990dapat lebih efektif lagi.

Denganberkurangpembayaranpajakpadatahun 1989-1990mulai realisasitambahanpemasukanmelalui tabunganmasyarakatdapat

direalisasikan sehingga dapat mendukung sasaran pembangunan dan menekan realisasi pembangunan ekstern.

Rapat Paripurna ke 

32/IV/1989-1990

Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jelas

77 Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990 Volume 1

Side A: Menteri Keuangan,tambahan anggaranuntuk pembangunanpertanian, pengairan, pariwisata, pendidikan, kepercayaan,

pertambangandan energi. Pengembangansumber daya manusiamobilisasidana, meningkatnyatabunganmasyarakatswastadan

tabunganpemerintahuntuk disalurkanlagi, sektor produktif sehinggamemperlancarsektor yangkuat dan yanglemah sehinggadana

dapat menumbuhkan ekonomi yang produktif. 

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

33/IV/1989-1990

Rabu,13 Juni 1990 Suara Jelas
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78 Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990 Volume 1

SideA : PembicaraTKII, jawabanpemerintahtentangRUUAkademiIlmu PengetahuanIndonesiadanRUUkepariwisataanMenristekBJ.

Habibie: untuk meningkatkankesejahteraanrakyat Indonesia perlu dibuat RUU AIPI berlandaskanUUD 1945 guna kepentingan

pembangunanbersama.AIPIdenganLIPI,AIPIdiatur UU No. 2 tahun 1989tentangsistempendidikanpasal16 dan 17 dalamlembaga

pendidikantugasAIPIdiatur dalampasal3 dan4 rinciantugastidak mencakupkegiatankependidikannasionalsepertiyangdiatur pada

UU No. 2 tahun 1989. LandasanAIPI - Pancasila.AIPI buakn badan pemerintah, buakn bagian pemerintah, bukan orang politik,

masyarakatyangmencari kewenangandana dari pemerintahdan masyarakatyang akan di syahkanoleh pemerintah.Pelita V baru

dibentuk awalnyaSKMPRS18/ B/1967, telah dibubarkanlembagariset dan LIPIkemudiaanmembentukLIPIawalnyaLIPIyangakan

membentukAIPIkarenatahun 1973 LIPIdijadikan lembagaNon Departemen,maka AIPIkemudiandibentuk menristek.AnggotaLIPI

adalahpara ilmuan dari LIPI,Menristek, dll. AIPIbukanbadanpelaksanaLItbang/perguruan.AIPIbukanpenasehatIPTEKtetapi AIPI

sebagaiwadahilmuanyangtugasnyamemberiwadahnon struktural danmandiri.AIPIadalahprakarsasendiri.SideB: Usiaanggota65

tahun. AnggotaberdasarkansuarakeanggotaanAIPIsetiap5 tahun ditinjau kembaliberdasarkanusiadankeaktifan.Menteri Pariwisata

dan Postel-AhmadTahir.Ucapanterima kasihdari pemerintahkepadaDPRyangtelah menggodokRUU.Perdebatanantara DPRdan

Pemerintahuntuk mendapatkanUUyangberbobot.Ketertarikanjudul, definisi,danmateri menjelasannyadijabarkanoleh pemerintah.

Tujuan pariwisata kurang lengkap memuat F. ABRI dapat dilihat pada penjelasan karena perlunya jaminan keamanan bagi wisatawan.

Menteri Parpostelpemerintah sepakatdengan FraksiPPPkarena ikut mendorong pendapat nasionaldalam rangka meningkatkan

kesejahteraanrakyatdanpemerataanpendapatannasionalserta penyerapantenagakerja sehinggadapatmeningkatkankualitashidup

danlingkunganhidupyangakanmenjadidayatarik pariwisata.PelaksanaanpariwisatadilakukanolehBUMN,Koperasi,danmasyarakat.

Kegiatanpromosi dituangkan dalam RUU untuk pemasaranpariwisata. Tata ruang pariwisata sebagaipotensi tunjangan wisata.

Perkembanganpariwisatadapatmenghancurkankebudayaanbangsauntuk itu perlu UUuntuk menjaringbudayabangsa.Karenabangsa

Indonesia mempunyai pandangan hidup yaitu Pancasila. Budaya asing yang dapat mempengaruhi kebudayaan bisa dicegah untuk itu pada 

pasal 32 karena bertentangandenganPancasila.Pendayagunaanpantai untuk hotel sangat merugikan.Ada daerah tertentu yang

pariwisatanyatidak dipromosikankarenabelum ada saranaprasarana.LahirnyaUU pariwisatadapat menjadi landasanyangkokoh.

Perkembanganpariwisata tidak lepas dari kemajuan teknologi. Penyelenggarawisata harus menyediakanpemandu apabila tidak

menyediakan azin akan dicabut. 

SideB: Apabilausahapariwisataasingmembawapemandudari negaraasingakandicabut izinnya.Perhubungan,pariwisata,Menpora,

Pendidikandan Kebudayaanmengadakankerjasamapariwisatauntuk menimbulkancinta tanah air. PemerintahsepakatdenganPDI

bahwapariwisatamerupakanasetyangmeningkatkanaspekekonomisehinggaperlu ditingkatkan danpenyelenggarapariwisataharus

PT yang mempunyai kepastian hukum yang jelas. Penetapan objek wisata bersifat teknis jawaban pemerintah terhadap RUU pariwisata 
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SideA: Menteri Kehutanan(HasjrulHarahap),RUUtentangkonservasisumberdayaalamhayatidanekosistemnyadanRUUwajib serah

karyacipta dan karyarekam,serta laporansidangAIPOdi Manila. Sumberdayahayati dan ekosistempunyaperananstrategisuntuk

penyelamatangunagenarasimuda. Konservasiuntuk menjaminkesejahteraanrakyatsehinggadapatdimanfaatkandanmasyarakatikut

bertanggungjawabdalam penyelamatanekosistemsupayadapat berhasil. Prosesekosistempunya manfaat tinggi sehinggaperlu

diupayakanpelestariansatwa kehidupandi wilayahRI.Pemerintahmenghargaipendapatdari fraksi-fraksidalam membicarakanRUU

yangdiajukanpemerintahuntuk salingmengisidari 3 RUUyaitu: UU No. 5 tahun 1967tentangketentuanpokok kehutanan,UU No. 4

tahun1982tentangpokok-pokoklingkunganhidup,danUUNo.9 tahun1990tentangperikanan.Hal ini disebabkanUUNo. 5 danNo.9

masihterbataspengaturannyadimanamasalahwisatalaut, tamanlaut, dankepemilikansatwaperoranganbelumdiatur pada3 UUini.

AlasanpenyusunanRUU ini adalah kedudukangeografiswilayah Indonesia menjadi jalur internasional antara Benua Pasifik dan

SamuderaHindiauntuk itu perlu adanyaUUyangketat danmenanggapianti kayutropis sehinggauntuk menangkalisutsb sesuaikondisi

saat ini. 

SideB:LaporanAIPOdi ManilaolehA. Hartono,pemerintahmengirim2 delegasike AIPOuntuk menyampaikanundangankepadaKetua

AIPOdi Singapura.KegiatanAIPOmendapatdukungandari Malaysia,Thailand,dan Philipinauntuk menyiapkanSekjenyangdiisi oleh

Thailand. Pada AIPO pada bulan September mendatangstrukturnya akan disederhanakandan pelaksanaannyadilangsungkandi

Singapura.DalampertemuanAIPOdisetujui KetuaDPRRI sebagaipembuka,persetujuanrekomendasi,pengangkatansekretaris,dan

pembentukan kantor AIPO. Sekjen AIPO dari Singapura ditetapkan dan delegasi RI mengusulkan kantor sekretariat tetap.
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SideA: PembicaraTKII jawabanpemerintahtentangRUUDKIJakartaRaya.MendagriRudini:PemerintahsependapatdenganFraksiPPP

fungsiDKIsebagaidaerahotonomi TKI sesuaiketentuanNo.5 tahun1974walaupunadapenegasanpadapasal.Berkaitandenganfungsi

untuk itu daerah TK I berbeda dengandaerah lain pertumbuhannya.Mengingat persentasiwilayah DKIdapat mempunyaisusunan

wilayahdalam bentuk lain yangketetapandisesuaikanUU No. 5 tahun 1974 dan hanyaciri-ciri dan kebutuhanyangberbedadengan

daerahlain. Perbedaanterbatas pada wilayah dan perangkatnyasehinggapengaturannyaselalusesuaiUU No. 5 tahun 1974 kecuali

pengaturanpenyelenggaraankecualidalamhal tertentu dan berkaitanerat denganpembangunanJakartadan kelancaranpelaksanaan

penyelenggaraanpemerintah.WilayaJakartaperkembangannyasangatcepatsehinggatimbul barbagaimasyarakatdi 5 wilayahsehingga

tidak ditanganisendiriuntuk pemberianpelayanantidak padaTKII tetapi di TKI sehinggaTKI sebagaipenyelenggarapemerintahnegara

dannasional,pusatreional,internasionalpelaksanaantugasbaik biayamaupunpenyelenggara.UntukmerumuskankembaliDKIJakarta

pelayanandiatur padapasal2 sesuaiumumGurbernurDKIdalammenjalankanpemerintahanbersifatkhususbertanggungjawabkepada

presiden merupakanbentuk lain UU No. 5 tahun 1974 pembangunanwilayah sesuaidesentralisasi/sentralisasiuntuk memenuhi

pelayananmasyarakat.Sepanjangmendapatpetunjuk khususpresidendenganpembiayaanAPBNsesuai.Rencanaumum tata kota DKI

mendapatpersetujuanpresidenuntuk mendapatkepastian.Pengaturbataswilayahdiatur No. 45 tahun 1974 untuk perubahanbatas

wilayahDKIsesuaipasal4 ayat2 UUNo. 5 tahun1974fungsisusunanketentuanumum No.5 tahun1974untuk susunantersebuttidak

perlu disusun dalam batas tubuh UU. 

SideB: Koordinasidengandaerah penyanggaMendagri mengajukan3 wakil gubernur untuk dapat memacuberfungsinyaperangkat

operasional seperti dinas, wali kota, lurah, camat, bidang pembangunan,pemerintahan, permasyarakatan.Diatur secara khusus

kedudukanDPRDdalamUU dapat melihat penjelasandari FraksiKaryaPembangunan.JawabanPPP:KedudukankhususJakartakarena

penetapanPresidenRI No. 2 tahun 1961 tentang pembangunanDKI pertimbangandaerah yang dikuasai langsungoleh presiden

kemudianditinjau kembali Keprespasal 5 tahun 1974 bahwa daerah TK I dan tata pemerintahannyadiatur seperti daerah lainnya

berdasarkanUUyangberlakuuntuk memberipelayananyangtepat dancepatmakadibentukdaerahTKII di wilayahbarat timur selatan

sehingga urusan tidak menumpuk  di wilayah Jakarta Pusat.    
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SideA: PembukaanRapatParipurnaolehKetuaDewan.DalamRapatParipurnaakandibacakanlaporanBKKPtentanglaporanhasil-hasil

kunjungandelegasiDPRRIke luar negeri.PembicaraI akanmelaporkanhasilkunjunganke ColombiaolehSundoroSamsurianggotaNo.

407,pembicaraII akanmelaporkanhasilkunjunganke Finlandiaoleh KemasBadarudinanggotaNo. 13, pembicaraIII akanmelaporkan

hasilkunjunganke Australiaoleh BudiWaluyoanggotaNo. 490,danpembicarake IVakanmelaporkanhasilkunjunganke Belandaoleh

WalkamSilitongaanggotaNo. 424. Dilanjutkandenganlaporan I hasil kunjungananggotaDPRRI ke Colombiayang disamSundoro

Samsuri.KunjunganDelegasidiketuai oleh Wakil KetuaDPRRIdan anggotanyayangterdiri antara lain Ir. AhmadMustahidAstaridari

FKP(FraksiKaryaPembangunan),H. YahyaMurad dari FKP,H. Imam K dari FPP,Royanidari PDI (PartaiDemokrasiIndonesia),dan

SundoroSamsuridari fraksi ABRI.Tujuankunjunganuntuk menjagahubunganbaik antara DPRRIdan Parlemennegarasahabat,baik

secarabilateral dan multilateral. Selamakunjunganmembahasmasalahnarkotika,politik dan pemerintahan,sosialdan KTTyangtelah

dilaksanakandi Kartenayangtidak berhasilkarenaPresidenAmerikaSerikatGeorgeBushmenuduhAmerikaLatinsebagainegarayang

melanggar hukum, sedangkan Amerika Latin meminta Amerika tidak mengkonsumsi narkotika.

SideB : Laporandari PembicaraII kunjunganDelegasiDPRRIke Finlandiaoleh KemasBadarudin.Delegasidiketuai oleh H. Naro,S.H.

dengananggotanyaantaralainAbdulahZaini,S.H.dari FKP,Dagomesdari FKP,Surahtadidari FraksiABRI,KemasBadarudindari FKPdan

I GustiNgurahYudedari PDI.Kunjungandelegasike Finlandiadengantujuan membinadan mempereratkerja samaantara dua negara

yangsalingmenguntungkan.Antara lain: menunjangpeningkatanhubunganekonomi dan perdagangandenganMasyarakatEkonomi

Eropa (MEE)karena FinlandiamenganggapIndonesiasebagainegara ASEANyang terpenting, dalam hal ini pemerintah Indonesia

menjelaskankebijaksanaandan langkah-langkahpemerintah dalam kaitannyadenganpemerataanpembangunan,khusussnyaTimor

Timur, masalah lingkungan hidup. Selain itu delegasi mengunjungi juga daerah Utara Finlandia dan Helsingki.

Rapat Paripurna ke 

35/IV/1989-1990
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SideA : Kesimpulandari kunjunganke Finlandiayangdisampaikanoleh KemasBadarudinadalahsambutansangatbaik danmelanjutkan

hubungankerja samadalambidangpolitik, ekonomi,dan perdagangankarenaIndonesiaberpengaruhdi AsiaTenggara,Finlandiaakan

memberi bantuan Indonesiadi bidang pembangunandan perdagangankarena Indonesiaberhasil mengembangkanlaju ekonomi,

penanamanmodal Finlandiake Indonesiarendahkarenahambatanbirokrasikeduanegara.LaporanpembicaraIII kunjungandelegasi

DPRRIke Australiadan Malaysiadari tanggal27 Februari-8Maret 1990 disampaikanoleh Budi Waluyo.Sasarandititikberatkan pada

bidang kelembagaan,anggaran,kesekretariatan,dan perpustakaan.KetuadelegasiSafirahUdin dari FraksiPersatuanPembangunan

(FPP)dananggotanyaBudiWaluyo,IrawanBratakusumaS.Hdari FKP,Drs.UsmanSimanjuntakdari FKP,LencangB.A.,BeniWardanto,

dan FaisalS.H.Di Malaysiamengadakandiskusikelembagaan,peninjauangedungdan fasilitaskerja, dan meninjau masjid Selangor.

Sedangkanselamadi Australiadapat dilihat secaralangsungadanyaperbedaansistem politik antara Australiadan Indonesia,tetapi

karena di sana sedang ada kampanye maka tim tidak bisa meninjau jalannya persidangan.

SideB: LaporanpembicaraIVkunjungandelegasiDPRRIke Belandadari tanggal10-19Maret 1990disampaikanoleh WalkamSilitonga.

Tujuankunjunganadalahuntuk kepentinganpembangunannasionaldenganmengadakantukar pikiran,penjajakanantar delegasidengan

pejabat pemerintah,parlemendan swastaBelanda.Selainitu dilakukanjuga peninjauanke obyek-obyekvital di negeri Belandadan

propinsi termuda Belandahasil reklamasilaut. Dalamkunjungankehormatanketua majelis tertinggi di Belandadiharapkanadanya

peningkatan kerjasama antar parlemen.
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SideA : LanjutanlaporankunjungandelegasiDPRRI ke Belanda.SaatmenerimadelegasiIndonesia,PerdanaMenteri Belandasangat

terkesandenganperkembanganekonomi Indonesia,pendidikan,dan pariwisatanya.PihakBelandajuga menyayangkanpelaksanaan

pidanamati yangmasihdilakukandi Indonesia.Selainitu dibahasjugamasalahKambojauntuk mencarijalandamai.Untuk Masyarakat

EkonomiEropaakandibahasusahamemberantaskemiskinansepertidi Indonesiadannegaraberkembanglainnya.Sebagainegarapintu

gerbangEropa,Belandamenawarkansebagaitransiko untuk komoditi dan jasa.Fasilitasyangtersediadapat dimanfaatkanIndonesia

dalam upaya perluasanhubungan ekonomi Indonesia.Rombongandelegasiditerima juga oleh Walikota Amsterdam karena ada

kerjasamadenganDKIJakartamasalahpenanggulangansampah,pemugarangedungkesenianKebudayaan.Masalahlain yangdibahas

adalah lingkungan hidup, kerja sama pendidikan, dan Timor Timur.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

35/IV/1989-1990

25 Juni 1990 Suara Jelas

84 Rapat Paripurna ke 36/IV/1989-1990 Volume 1

Side A : Acara yang dilaksanakanadalah pengesahanpembentukanpanitia khusus terhadap 2 rancanganUndang-undang,yaitu

RancanganUndang-undangtentang susunanpemerintahDaerahKhususIbukota NegaraRepublikIndonesiadan RancanganUndang-

undang tentang Kepariwisataan.Dilanjutkan dengan laporan delegasiDPRRI di New Delhi dalam acara KonferensiAseanWoman

Parlementarianon Populationdan laporanmuhibahDPRRIke Canada.RancanganUndang-undangSusunanPemerintahDaerahKhusus

Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta disampaikanoleh pemerintah kepada pimpinan dewan sesuai amanat PresidenNo.

R.07/PU/XII/1989tanggal7 Desember1989.SedangkanUndang-undangKepariwisataandisampaikanolehpemerintahkepadapimpinan

dewansesuaiamanatPresidenNo. R.09/PU/XII/1989tanggal29 Desember1989.RapatBadanMusyawarahakhirnyamemutuskanRUU

tersebut diserahkan kepada Panitia Khusus dengan anggota tetap berjumlah 25 orang dan anggota pengganti 12 orang.

SideB : DilanjutkandenganlaporandelegasiDPRRIdalamKonferensiAseanWomenParlementarianon Populationdi New Delhiyang

disampaikanoleh ketua delegasiNy.HKS.SusilastutiSutopoIsnomo.Dalamlaporannyadia mengatakanbahwa dunia telah mengakui

peranan wanita dalam konferensi PBBbulan Juli 1985 di Naerobi. Kemudiantanggal 11 Juli 1987 bersepakatuntuk mengadakan

konferensibagi anggotawanita parlemense Asia.Sedangdasarhukum delegasike acaratersebut adalahkeputusanpimpinanDPRRI

No.26/Pimpinan/III/1989-1990tanggal15 Februari1990untuk mengirimkan2 oranganggotaDPRRIatasnamaDra.Ny. H. Sarifahdan

Dra.HSK.SusilastutiSutopoIsnomo.Pesertadari 25negaraAsia,9 dari organisasiinternasionalPBB,sertadari Irak,Iran,danMonggolia.

Dalamkonferensitersebutmembahastentangpeningkatanpendidikandangizibagiperempuan.Butahuruf seAsiauntuk laki-laki25,6%

sedangkanperempuan47,4 %.Dibahasjuga masalahtenagakerja, hak asasimanusiadan diskriminasi,upah yangsamauntuk pekerja

yang sama, mitra sejajar, agama, budaya, politik, dan perundang-undangan.
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SideA: LaporandelegasiDPRRI ke Canadayangdisampaikanoleh Drs. Kafandi.Perjalanandilaksanakantanggal17-24 Maret 1990

dengandasarhukumnyaKeputusanPresidenRINo.18/LN/1990tanggal7 Maret 1990.RombongandipimpinolehWakilKetuaDPRRIR.

Soekardi,dengananggotanyaantaralain H. AbdulFirmandari FKP,Drs.Sudarmajidari FKP,Drs.Kafandidari F.ABRI,Ny.Mahdullohdari

FPP,Marbun S.H.dari F.PDI,dan Drs.Sujito.Tujuandilaksanakankunjungantersebut sesuaidenganpolitik luar negeri Indonesiayang

bebasaktif untuk membinapersahabatandan kerja samayangsalingbermanfaattanpamembedakanideologidan prinsip-prinsipyang

dianut sehinggatercipta perdamaiandi dunia,meningkatkanhubunganperdagangandanekonomidi BenuaAmerikakhususnyaCanada,

menjelaskankebijakan-kebijakanatau langkahpemerintahRIdalamkaitannyadenganpembangunannasionalyangsedangdilaksanakan

melaluiserangkaianRepelita,khususnyapemerataanpembangunanke arahIndonesiabagianTimur,danuntuk menangkalkemungkinan

adanya pandangan negatif terhadap usaha pembangunan Indonesia terutama yang menyangkut lingkungan hidup.

Side B :Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

36/IV/1989-1990

29 Juni 1990 Suara Jelas

86 Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990 Volume 1

SideA: Rapatdihadiri olehMenteri Kehakiman,anggotaDPRRIdanmasyarakat.Acarayangakandibahasadalah1. PembicaraanTingkat

I, yaitu keteranganpemerintahatasrancanganundang-undangtentangpembentukanPengadilanTinggi,TataUsahaNegaradi Jakarta,

Medan, dan Ujung Pandang,2.LaporanBKSAPmengenaidelegasiDPRRI ke pertemuan Abda ke 6 di Jakartadan ABDA(Asosiasi

Kependudukandan PembangunanBangsa-bangsaAsia) di Tokyo Jepang.3. LaporanKonferensidi Cyprus4. LaporanKonferensidi

AmerikaSerikat,5. LaporandelegasimuhibahDPRRIke Thailand.Pembahasanpertamadisampaikanoleh Menteri KehakimanBapakAli

Said,SH.DalamrapatparipurnaAli SaidmengatakanbahwaRUUtentangpembentukanPengadilanTinggi,TataUsahaNegaradi Jakarta,

Medandan UjungPandangsesuaidenganpelaksanaanpasal6 ayat 2 UU No.5 tahun 1986 tentangPeradilanTataUsahaNegarayang

telah diundangkantanggal 29 Desember1986. Dilanjutkan dengan pembahasankedua yaitu laporan BKSAPdelegasiDPRRI ke

pertemuan ABDA ke 6 di Jakarta dan kunjungan Abda di Tokyo Jepang yang disampaikan oleh Dr. Tahiri Nor, MA 

SideB: LanjutanLaporanpertemuanABDAdi Jakarta.DiharapkanABDAke 14 ini akanmemberikanhasildari pertemuanABDAke 1-4

yangbelumterpenuhi, terutama amanatABDAyangtelah dilaksanakandi Filipinayaitu kerjasamadi bidangkependudukan,lingkungan

hidup dan pembangunansecarainternasionaldalam ruang lingkup AsiaPasifik.Hasilnyabergunabagi anggotaparlemenbukanantar

parlemen.DalamlaporankunjunganABDAdi JepangyangdiketuaiolehDrs.Suryadidisampaikanbahwakunjungantersebutdiharapkan

dapat membinadan mempererathubunganDPRRIdengananggotaABDAJepang.DelegasiIndonesiajuga menjelaskankebijaksanaan

dan langkah yang ditempuh dalam rangka kependudukanmelaksanakankependudukan,lingkunganhidup, dan pembangunandi

Indonesia.Selain itu kegiatan tersebut untuk mencari temuan dan masukansebagai sumbangandalam pembangunannasional.

Dilanjutkandenganlaporan delegasiDPRRI dalam konferensidi Cyprusyangdisampaikanoleh Marzuki Darusman,yangmembahas

tentang kesempatankerja, latihan kejuruan, dan teknologi-teknologibaru untuk meningkatkanpembangunanyang berkelanjutan.

Sedang masalah dunia yang dibicarakan adalah masalah kamboja dan masalah keamanan Laut Tengah Cyprus.
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SideA: Laporankonferensiantar parlemenyangdiselenggarakandi WashingtonDCAmerikaserikat tanggal29 April-3 Mei 1990,yang

disampaikanoleh BambangSupangat.Sebagaiketua delegasiadalahH. Naro, dengananggotanyaantara lain: Prof. Dr. Ir. Gunarwan

Suratmodari DepartemenKehutanandan Dr. Kholil Abdullah,MPHdari BKKBN.Kegiatanini menyoroti isu-isuyangtimbul mengenai

pengaruh negara terhadap dunia yang disebabkanoleh kurang terpeliharanya lingkungan,yang meliputi: perubahan suhu udara,

perusakanlapisanozon, dan penggundulanhutan. Hasilnyaadalahkesepakatanbersamayang dibawa oleh masing-masinganggota

parlemenuntuk membantupemerintahdalampenentukebijaksanaandalamikut sertamenyelamatkaniklim dunia.Negera-negarayang

ikut sertadalamkonferensiini adalah:Australia,Austria,Kamerun,Canada,Cekoslowakia,DenMark, Mesir,ParlemenEropa,Finlandia,

Perancis, Jerman, Watamala, Indonesia, Italia, Jepang , Kenya, Madagaskar, Maladewa, Malta, Mexico, dan Belanda.

SideB : Lanjutanlaporankonferensidi WashingtonDC.Indonesiamerupakanhutan tropis terbaik dunia. Dalamusahamenjagahutan

tropis Indonesiabelum mempunyaiundang-undangpengelolaandan pengaturanhutan. Isu tentang lingkunganhidup akan menjadi

sorotandunia internasionalselamabelum adakesamaanbertindakyangmenanganipenanganantersebut. Dilanjutkandenganlaporan

delegasimuhibahDPRRIkeThailanddenganpembicaraDrs.SukarnoDarmoSukarto.MuhibahdilaksanakanberdasarkanKeputusanDPR

RI No. 11 tahun 1989/1990 dan KeppresRI No.32 tahun 1990. Susunankeanggotaannyaterdiri dari Saiful Sukun,Sri Rejeki,S.H.,

SubiyonoS.H.,Silalahi,danUmarB.A.Sedangkanmaksuddan tujuannyaadalahmembinapersahabatanantaraIndonesiadanThailand.

Kunjunganmuhibah antara lain ke obyek wisata, pembuatankerajinantangandan cara memprosesbatu mulia, serta melihat pusat

pemeriksaan pemberian sertifikat barang eksport hasil pertanian.  

Rapat Paripurna ke 

37/IV/1989-1990 

2 Juli 1990 Suara Jelas

88 Rapat Paripurna ke 37/IV/1989-1990 Volume 3

SideA : LanjutanlaporankunjungandelegasiDPRRIke Thailand.Eksportpermata dan batu hiassebelumnyamenempatiurutan ke 4

setelahItalia,Hongkong,danSpanyol,bahkankini menempatiurutan ke 2 di duniasetelahItalia.Untuk itu negarakita perlu belajardari

negara tersebut agar potensi yanga ada di Indonesiabisa dikembangkanlebih cepat di bidang perdaganganThailandmengalami

peningkatankemakmuransehinggadiramalkandalam waktu dekat akan menjadi negaraindustri baru kelima setelahKoreaSelatan,

Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Side B : Tidak Ada Suara
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89 Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 1

Side A : Acara Rapat Paripurna adalah PembicaraanTingkat IV PengambilanKeputusanatas RancanganUndang-undangTentang

KonservasiSumberDayaAlamHayatidanEkosistemnya.BerdasarkanKeputusanDewanNo.8DPRRI/IV/1989-1990tanggal14 Mei 1990

dibentukPanitiaKhususRancanganKonservasiSumberDayaHayatidanEkosistemnyayangberanggotakan47 orang,30 oranganggota

tetap dan17 anggotapengganti.PadaRapatParipurnakali ini juru bicarayangakanmenyampaikanadalahDra.UlfahA. Darmantodari

FKP(FraksiKaryaPembangunan),jamaludindari FraksiABRI,HadiAbdullahKhalildari FPP(FraksiPersatuanPembangunan),dan Jupri

S.H.dari FraksiPartai demokrasi Indonesia.Pembacaanpendapat akhir fraksi ABRItentang RUU yang dibahasdisampaikanoleh

Jamaludin.Timperumusdapatmenyelesaikanrumusandengantepat dan benar,denganmengikutsertakankonsultanbahasaIndonesia

agar dapat diterima oleh panitia kerja. Perumusandapat diterima secarabulat oleh ke 4 fraksi dan pemerintah, sehinggadapat

diteruskan pada pembicaraan Tingkat IV yang akan dibicarakan sekarang ini.

SideB : Di dalamrapat telah diputuskanselainadapenambahanayat dan butir jugaadapenghapusanpasal,ayat, danbutir. Selainitu

jugaadaperubahansistematikababyangdisesuaikandengansubstansi,danditambahkanpenjelasanpasal,ayat,danbutir. Pembacaan

pendapatakhir FraksiKaryaPembangunanolehDra.UlfahA. Darmanto.Rencanaundang-undangyangdibahasakanmenjadiperangkat

lunak dan dasarhukum dalampengelolaandan pemanfaatansumberdayaalam hayati Indonesia.FKPberpendapatbahwapengajuan

RUU ini mempunyai latar belakang dan motivasi yang sangat mendasar dalam rangka mempersiapkanproses tinggal landas

pembangunanIndonesia.RUUini merupakankelanjutan dari pasal 12 UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuanpokok

pengelolaan lingkungan hidup. 

Rapat Paripurna ke 

38/IV/1989-1990

2 Juli 1990 Suara Jelas

90 Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutanpembacaanpendapatakhir dari FKPoleh Dra.Ulfah,FraksiKaryaPembangunanintinya menyetujuisepenuhnyaRUU

untuk disahkanmenjadiundang-undang.Harapandari FKPagarpemerintahmenyediakanperangkatpelaksanaanyangtersurat dalam

undang-undang.Untuk pendapat akhir Fraksi ABRI yang disampaikanoleh Sayudin tentang RancanganUndang-undangTentang

KonservasiSumberDayaAlamHayatidan Ekosistemnyamerupakanmasalahyangmempunyaikedudukanstrategissehinggawajar bila

terdapatperbedaanpendapatdalampembahasannya.Namunfraksiini mengharapkanRUUini dapatdiselesaikansecaralancar.Undang-

undang kolonial yang sudah ada tidak sesuailagi denganperkembanganhukum, sehinggadiharapkansetelah disahkannanti bisa

menangkalisu dunia tentang pengrusakanhutan-hutantropis, karenaINdonesiasangatmemperhatikanmasalahkonservasi.Selainitu

diharapkan juga memuat peran serta masyarakat dalam konservasi, dan segera pemerintah segera mensosialisasikan undang-undang ini

SideB : Pendapatakhir dari FraksiPersatuanPembangunandisampaikanoleh AbdulahKalil. Setelahada penyempurnaandari fraksi-

fraksi undang-undangini menjadi 45 pasaldan 14 bab. Menurut fraksi ini peran serta masyarakatharus mendapatperhatian agar

mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab karena kehadirannyabermanfaat dan meningkatkankesejahteraanmasyarakat.

Undang-undangini berazaskanpelestarian,kemampuan,dan pemanfaatansumber daya hayati dan ekosistemnyasecaraserasidan

seimbang,maka tanggungjawab untuk mewujudkansuatu kondisi yang kita inginkansepenuhnyaterletak kepadapemerintah dan

seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan undang-undangtersebut. Undang-undangini perlu diimbangi dengan kesadaran

pengelolaannyaterhadapkonservasipengelolaansumberalamhayatidanekosistem.Perlujugaadanyasosialisasimelaluimediacetak,

elektronik,sertapendidikanformal maupuninformal karenamasalahini merupakanhal yangbaru, terutama untuk anakmuda.Dengan

demikian diharapkan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab untuk memiliki dan memelihara konservasi
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91 Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 3

SideA : Pendapatakhir dari FraksiPartaiDemokrasiIndonesiaolehJufri,S.H.Masalah-masalahyangsekarangdihadapidalamkaitannya

denganundang-undangini antaralain adalahmasalahekspansiindustri yangberupakawasanindustri PulauJawa,diperlukanreorientasi

kebijaksanaanyanglebih bersifatrasionalobyektif dalamrangkakepentingannasionaldengantolok ukur GBHN.Proyeknuklir di Jepara,

yangdiharapkanakanditinjau kembali.KemudiankawasansekitarDanauTobadiharapkansegeradihutankankembalidalamarti yang

sebenarnya agar fungsi konservasi dalam pengertian yuridis maupun royalitasnya dapat sungguh-sungguh terpenuhi.

SideB : PadadasarnyaFraksiPDImenyambutbaik undang-undangini untuk menambahUndang-UndangNo 20 tahun 1982 tentang

ketentuan-ketentuanpokok pertahanannegaraRI. FraksiPDI telah mengadakanpeninjauanmateri dan substansi,maka FraksiPDI

menyetujui untuk segera disahkan menjadi undang-undangdan setelah pengesahannyasegera pula memasyarakatkankepada

masyarakatsecaraluasagarsemuapihakyangterkait dalampelaksanaanoperasionalundang-undangini agardapatmelaksanakantugas

ini sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kehutanan Ir. Hasjrul Harahap.

Rapat Paripurna ke 
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92 Rapat Paripurna ke 38/IV/1989-1990 Volume 4

SideA : Dalamsambutannyamenteri Hasjrul Harahapmengatakanbahwa Undang-undangTentangKonservasiSumberDayaAlam

Hayatidan Ekosistemnyamerupakanpenjabarandari UUD1945 khususnyapasal33 dan yangdiamanatkandalamGBHNtahun 1988.

Hutan tropis dalam bentuk alam hayati dan ekosistemnyadi Indonesiamerupakanterluas kedua di dunia setelahBrazilia.Masalah

konservasimerupakanhal yangbaru sehinggaminim sekalipengertiantentang hal ini. Dalampembahasantidak ada perbedaanyang

prinsipil antara pemerintah dan fraksi-fraksidewan. Dengandisetujuinya undang-undangini mengandungmakna dan arti dalam

pembangunanbangsaIndonesiaterutamadalampembangunanhukumnasionalsecarateknis.Sumberkonservasidayaalamhayatitelah

memperolehkepastianhukum,khususnyamasalahkawasandanpengembanganwisataalam.Dalamrangkaulangtahun Indonesiayang

ke-45 ini telah berhasil disusun undang-undang oleh pemerintah dan DPR yang digali dari budaya bangsa Indonesia

Side B :tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

38/IV/1989-1990

19 Juli 1990 Suara Jelas

93 Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 1

SideA : MerupakanpembicaraanTingkatIV denganhasilpengambilankeputusanatasrancanganundang-undangtentangpembentukan

DaerahTingkatII KabupatenHalmaheraTengahdanDaerahTingkatII KotamadyaBitung.SedangkanFraksi-fraksiyangakanmemberikan

pendapatakhir atas 2 rancangantersebut di atas adalah:1. Eni Achyanidari FraksiKaryapembangunan,2. Drs. Moelyono Marto

Suwarnodari FraksiABRI,3. H. Kun Solehudindari FraksiPersatuanPembangunan,dan Adi Pranoto dari FraksiPartai Demokrasi

Indonesia.PembicaraanTingkat I sudah dilakukan tanggal 5 Maret 1990, PembicaraanTingkat II dilakukan tanggal 6 Juni 1990,

sedangkanPembicaraanTingkatIII tanggal19Juni-22Juli1990.Dilanjutkanpenyampaianpendapatakhir dari FraksiKaryaPembangunan

oleh Eni Achyani, yang pada intinya telah melakukankunjunganke dua daerah tersebut dan tidak mengalamihambatan dalam

memberikan sumbangsih atas penyempurnaan kedua undang-undang tersebut

SideB: Menurut FraksiKaryaPembangunankeduaRUUsangatpentingdirealisasikandalammasapemerintahanOrdeBarusebagaibukti

keberhasilanpembinaanwilayah.Hal ini sesuaidenganpasal18 UUD1945,yaitu sebagaibukti adanyakemajuanyangseimbangantara

kota dan desa.Dilanjutkandenganpenyampaianpendapatakhir dari FraksiABRIoleh Moelyono Marto Suwarnotentang keduaRUU

tersebut diatas. Dalam hal ini FraksiABRImengaitkandenganUU No. 5 tahun 1975 dan UU No. 18 tahun 1965 yang telah ada

sebelumnya.Dalamhal ini FraksiABRImengharapkanadanyapertemuantingkat III karenamasihadanyaselisihpendapathal-halyang

perlu dimuat, sehingga harus segera diselesaikan.
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94 Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 2

SideA : Penyampaianpendapatakhir dari FraksiPersatuanPembangunanoleh Kun Solehudin.Menurutnya keputusanterakhir dari

pembahasanharusbisadipertanggungjawabkansecaramoral kepadaAlloh, karenakenyataanbanyakdaerahyangberstatusotonomi

tetapi masihmenggantungkansubsididari pemerintahpusat. Kemudianpada pasal5 UU No. 5 tahun 1974 disebutkanbahwa suatu

daerahdapatdihapusapabilasyarat-syaratdalampasal4 ayat1 UUNo.5tahun1974tidak terpenuhilagi.Halini diperlukankemantapan

dankeyakinanbahwakeduadaerahtersebuttelah benar-benarmampudansiapditingkatkanstatusnyauntuk menjadidaerahnyatadan

bertanggungjawab.Dilanjutkandenganpenyampaianpendapatakhir dari FraksiPDIolehAdi Pranoto.Padaintinya fraksiini setujuakan

dibentuknya UU tentang PembentukanDaerahTingkat II KabupatenHalmaheraTengahdan Daerah Tingkat II KotamadyaBitung.

Pembentukannyaharus segeradiselesaikansesuaidenganjadwal yang sudahditentukan. Perlu dilakukanpeninjauanke dua daerah

tersebut untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sarana dan prasarananya, serta kegiatannya

SideB : Harapandari FraksiPDIadalahpejabatatau pemimpindaerahyangdiangkatbenar-benarmelaksanakantugasnyaagarrakyat

dapatmenikmatipelaksanaanpembangunandaerahTingkatII yangbaru.Selainitu sebagaiDewanPerwakilanRakyatDaerahyangbaru,

baikHalmaheraTengahdanBitungwajarapabilatelahmempersiapkandiri untuk melaksanakanfungsinyasebagaiwakil rakyat,sehingga

diberikan hak-hak tertentu yang sesuai dengan tata tertib DPRD yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri dalam negeri

Rapat Paripurna ke 

39/IV/1989-1990

20 Juli 1990 Suara Jelas

95 Rapat Paripurna ke 39/IV/1989-1990 Volume 3

SideA : Pemekarandan penataanwilayahsesuaidenganketetapanMPRRI No.II/MPR/1988tentang Garis-garisBesarHaluanNegara

(GBHN)tepatnya dalam Bab IV bidang ekonomi, yakni dalam rangka efisiensi pelaksanaanpembangunandaerah perlu diadakan

pemekarandan penataankembali wilayah daerah-daerahtertentu. Dalam Repelita V ini sesuairealisasikebijaksanaanpemekaran

daerah,DepartemenDalamNegeriselainKabupatenDaerahTingkatII HalmaheraTengahdanDaerahTingkatII KotamadyaBitungtelah

memprogramkan juga Daerah Tingkat II Lampung Barat, serta akan dilakukan penelitian-penelitian lain untuk dikembangkan

Side B :Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 
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96 Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990 Volume 1

SideA : RapatParipurnaPembicaraanTingkatIVyangmerupakanpengambilankeputusanatasrancanganUndang-UndangtentangWajib

SerahSimpanKaryaCetakdanKaryaRekam.Dalamacaraini perwakilanmasing-masingfraksimenyampaikanpendapatakhirnya.Dalam

hal ini dari FraksiKaryaPembangunandiwakili oleh Drs.IsakSojay,FraksiABRIdiwakili olehSutahanMangunSentono,FraksiPersatuan

Pembangunandiwakili olehH. Ali, danFraksiPDIdiwakili oleh A. TiasSatiyonoSunarto. Pendapatakhir dari FraksiKaryaPembangunan

yangdisampaikanolehDrs.IsakSojay.MenurutnyaKaryaCetakdanKaryaRekammerupakanhasildari budayarekamdalammenunjang

pembangunan,khususnyapembangunanpendidikan, teknologi, penelitian, penyebaraninformasi, dan pelestarian budaya bangsa

berdasar Pancasila, serta dalam UUD 1945 pasal 32

SideB : Sejarahtidak berarti hanyaperjuanganfisik, tetapi mencakupdimensisosial,budaya,ekonomi,danpolitik yangdapatdijadikan

pertimbangandalampengambilankeputusan.Kewajibanserahsimpankaryacetakdankaryarekamtidak hanyaditujukanpadapenerbit

atau pengusaharekamanyangmenghasilkankaryacetak dan karyarekamdi dalamnegeri, tetapi juga setiapwarganegaraIndonesia

yangmenerbitkankarya-karyanyadi luar negeri.RancanganUndang-undangini mempunyaiketerkaitandenganUU No. 7 tahun 1971

tentang Kearsipandenganobyek arsip dalam arti naskah.Harapadari FraksiKaryaPembangunanadalahuntuk segeradipersiapkan

fasilitas pendukungnyadan peraturan pelaksanaannya.Diharapkan juga berlaku lama dan dapat menyaring kebudayaanasing.

Dilanjutkanpendapatakhir dari FraksiABRIoleh SutahanMangunSentono.Fraksiini berpendapatakandimungkinkanupayaagarlebih

terarahdalammendatadanmenginventarisirbudayabangsadalambentuk karyacetakdankaryasimpan.BiladikaitkandenganUUNo.

7 tahun 1971 tentang Kearsipan, Fraksi ABRI dapat memaklumi adanya kerancuan.
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97 Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990 Volume 2

Side A : Sehubunganadanya kerancuantersebut maka terhadap naskahdan rekaman yang dihasilkaninstansi pemerintah yang

berbentukkaryacetakdankaryarekamtetapi muatannyahal-halyangbersifatrahasia,makatidak menjadiobyekdalamundang-undang

ini, sehinggatidak wajib diserahkankepadaPerpustakaanNasional,PerpustakaanDaerah,maupunbadanlain yangditunjuk pemerintah.

Harapandari fraksiini Undang-UndangtentangWajibSerahSimpanKaryaCetakdanKaryaRekamsegeradisosialisasikankemasyarakat.

Dilanjutkan dengan pendapat akhir Fraksi PersatuanPembangunanoleh H. Ali. Menurut fraksi ini pembangunanbangsaharus

dilaksanakanseutuhnyabaik materiil maupun spirituil untuk meningkatkankwalitas manusia.Pentingnyaundang-undangini perlu

dilakukanpembinaandemi kelestariannyadenganmewajibkansetiappenerbit dan pengusaharekamanmenyerahkanbeberapakarya

cetak dan karya rekam guna disimpan di PerpustakaanNasionaldan PerpustakaanDaerah,sehinggadapat digunakansemaksimal

mungkinbagimasyarakat.HarapannyaperlumengajakpengusahaIndonesiadalammembantuberdirinyaperpustakaandilingkungannya.

Selainitu perlu dispersiapkanjuga perangkatkerasdan lunak sesuaidenganperkembanganteknologi, agar meningkatkanmutu dan

pelayan perpustakaan

SideB : Kemudiandilanjutkandenganpendapatakhir dari FraksiPersatuanDemokrasiIndonesia,denganjuru bicaraA. TiasSatiyono

Sunarto.Padaintinya FraksiPDImenyetujuiUndang-undangtentangWajibSerahSimpanKaryaCetakdanKaryaRekamuntuk disahkan

sebagaiundang-undang.Sedangkanharapannyaantara lain pada tahap pertama harus tersedia tenaga pelaksanayang mampu,

profesional,sertamengetahuiselukbelukpelaksanaankaryacetakdankaryarekamsehinggadiperlukanstudyperbandinganke negara

tetanggauntuk memperolehpengalamandan tata kerja yangrelevan.Selainitu demi kelestariankaryacetak dan karya simpanyang

optimal maka perlu disediakanperalatanyangmemadai,mutakhir, dan fungsional.Perlu didukungjuga oleh tenaga pelaksanayang

profesionaldan tidak birokratis. Dilanjutkandengansambutandari Menteri Pendidikandan KebudayaanBapakFuadHasan.Dengan

pengesahanundang-undangini merupakanlangkahlebih maju bangsaIndonesiadalam perkembangansisteminformasi,dan menjadi

andalan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

Rapat Paripurna ke 
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98 Rapat Paripurna ke 40/IV/1989-1990 Volume 3

SideA : AcaraPenutupanRapatMasaSidangke IVTahun1989-1990.Dari tanggal12 Mei 1990-21 Juli1990alat kelengkapanDPRtelah

berhasilmengolah10 buah RUUyang sedangmaupun telah ditangani.KesepuluhRUUtersebut adalah:1. RUUtentang Konservasi

Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya,2. RUU tentang Serah SimpanKarya Cetak dan Karya Rekam,3. RUU tentang Susunan

PemerintahDaerahKhususIbukota Jakarta,4. RUUtentang PembentukanDaerahTingkat II KabupatenHalmaheraTengah,5.RUU

tentang PembentukanDaerahTingkat II KotamadyaBitung, 6. RUUtentang Akademi Ilmu PengetahuanIndonesia,7.RUUtentang

Kepariwisataan,8. RUUtentang p[embentukanPengadilanTinggiTata UsahaNegaradi Jakarta,Medan, dan UjungPandang,9. RUU

tentangTambahandanPerubahanatau PendapatdanBelanjaNegaratahun1989/1990,10.RUUtentangPerhitunganAnggaranNegara

Tahun 1987-1998. Dalam hal ini 6 buah RUU di atas telah diselesaikan dan 4 buah belum terselesaikan

Side B :Tidak Ada Suara
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99 Rapat Paripurna ke 1/I/1990-1991

SideA : AcarapembukaanRapatParipurnaini dihadiri oleh PresidenSoeharto,Wakil PresidenSoedharmono,S.H.,menteri Kabinet

PembangunanV, para duta besar,kepalaperwakilannegarasahabat,anggotadewan,dan para undangan.Dalamsambutannyaketua

DPR/MPRRImengatakanbahwaDPRbersamapemerintahtelah melakukanpembahasanterhadap9 buahRUU,yakni : 1. RUUtentang

Paten,2. RUUtentangPeradilanAgama,3. RUUtentangAPBN1990/1991,4. RUUtentangTambahandanPerubahanAPBN1989/1990,

5. RUUtentang PerhitunganAnggaranNegara1987/1988,6. RUUtentang KonservasiSumberDayaHayatidan Ekosistemnya,7. RUU

tentang PembentukanKabupatenDaerahTingkat II HalmaheraTengah,8. RUUtentang PembentukanKotamadyaDaerahTingkat II

Bitung, dan 9. RUUtentang Wajib SerahSimpanKaryaCetakdan KaryaRekam.Dalamhal ini ada 5 RUUyangbelum dibahasyaitu

tentangkepariwisataan,AkademiIlmu PengetahuanIndonesia,SusunanDaerahKhususIbukotaJakarta,PembentukanPengadilanTinggi

Tata Usha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang

SideB : Dilanjutkandengansambutanketua DPR/MPRRI dalam rangkamengisikemerdekaanRI yangke 45. IdeologiPancasilatelah

kokoh dan melembagadalam kehidupanmasyarakatIndonesia.Kekuatirantidak perlu lagi karena akan menghambatPancasilaitu

sendiri.Tugasyangkita hadapiadalahmemeliharastabilitasnasionalyangdinamis.Tahapsaat ini adalahmendekatinegaramaju agar

lebih tercipta perdamaian.Politik luar negeri kita yangbebasaktif akandilanjutkandemi pembangunanbangsa,sehingganegarakita

membangunhubungankerja samakembali denganRRCatas dasar DasasilaBandung,kemudianikut juga dalam KTTke 15. Hal ini

mencerminkantekad negarayangsedangmembangununtuk bekerjasama..DalamRepelitaIV situasiekonomidunia belum pulih dari

dampak penuhnya gejolak, sehinggapada Repelita V ini diutamakan pembangunanprasaranadasar, pengembanganSDM, dan

pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan bagi rakyat, seperti pendidikan, air minum, dan lain-lain.
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100 A Rapat Paripurna ke 2/I/1990-1991 Volume 1

SideA : AcaraPembicaraanTingkat I KeteranganPemerintahatas RUUtentang PengesahanPerjanjianKerjasamaantara RI dengan

AustraliaUtara) tentang CelahTimor dan PenetapanSusunanKeanggotaanKomisi3 BURTdan BKSAP.Hakl ini berdasarkansurat dari

Menteri LuarNegerikepadapimpinandewanNo.1876/90/02tertanggal20 Agustus1990.Untuk acarapertamaditangguhkan,sehingga

dilanjutkandenganacarakeduayaitu PenetapanSusunandan NamaCalonAnggotaKomisiBadanUrusanRumahTanggaDPR(BURT)

yangmerupakanalat kelengkapanDPRyangbersifattetap, dibentukdalamrapat ParipurnaDPRbertugasmenanganiurusandapurDPR,

kerumahtanggaandan kebijaksanaanDPR)dan BadanKerjaSamaAntar Parlemen(BKSAP).Kemudiandilanjutkandenganpembacaan

nama-namacalonAnggotaKomisiBadanUrusanRumahTanggaDPR(BURT)danBKSAPdari KomisiI sampaiKomisiIVdari FraksiKarya

Pembangunan,FraksiABRI,FraksiPersatuanPembangunan,dan FraksiPersatuanDemokrasiIndonesiaoleh Staf SekretariatJenderal

Dewan 

SideB : Dilanjutkanlagi denganpembacaannama-namacalonAnggotaKomisiBadanUrusanRumahTanggaDPR(BURT)dari KomisiV

sampai Komisi IX dari FraksiKarya Pembangunan,Fraksi ABRI,Fraksi PersatuanPembangunan,dan Fraksi PersatuanDemokrasi

Indonesia. Kemudian pembacaan nama-nama Komisi APBN

Rapat Paripurna ke 

2/I/1990-1991

16 Agustus 1990 Suara Jelas

100 B Rapat Paripurna ke 2/I/1990-1991 Volume 2

SideA : Kelanjutanpembacaannama-namacalon AnggotaBadanKerjaSamaAntar Parlemen(BKSAP)dan calon keanggotaanBadan

UrusanRumahTangga(BURT),baikanggotatetap maupunanggotapenggantidari semuafraksi,yakni FraksiKaryaPembangunan,Fraksi

ABRI,FraksiPersatuanPembangunan,maupunFraksiPersatuanDemokrasiIndonesia.Dalamacaraini yanghadir berjumlah348 orang

anggota dewan dari 489 orang anggota dewan, sehinggaforum telah terpenuhi untuk mengambil keputusan.Dilanjutkan dengan

penutupan rapat paripurna

Side B :Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

2/I/1990-1991

23 Agustus 1990 Suara Jelas
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101 Rapat Paripurna ke 3/I/1990-1991 Volume 1

SideA : AcaraPembicaraanTingkat I KeteranganPemerintahatas RUUtentang PengesahanPerjanjianKerjasamaantara RI dengan

Australia(Utara)tentangCelahTimor.RUUtentanghal ini telah disampaikanoleh PemerintahkepadaPimpinanDewandenganamanat

PresidenNo.R.6/PU/VI/90tanggal21 Juni1990,dantelah dilaporkanpadaanggotadewanpadarapat paripurnadewantanggal25 Juni

1990.Perjanjiankerja samaini telah ditandatanganioleh Menteri luar NegriRI,Ali Alatasdan Menteri LuarNegeriAustraliatanggal11

Desember1989.Menurut Ali Alatasperjanjianini merupakantonggakpentingdalamupayapenyelesaianbatasmaritim antaraRIdengan

Australia,danmerupakanpengaturanyangbersifatsementaradanunik.Perjanjianini bukanmerupakanpenentuanbataslintaskontinen

anatara 2 negara, karena maslah ini merupakanhal pelik karena ada perbedaanpersepsi anatara kedua negara baik geologis,

geomorfologis,landaskontinendi CelahTimormaupunprinsiphukumyangdigunakansebagaidasaruntuk menetapkangarisbatasserta

aspek politik 

SideB : Ali Alatasmengharapkandenganketerangannyatersebut di atasdapat memperjelasmaksudperjanjiankerjasamaPemerintah

IndonesiadenganAustraliamengenaizonakerjasadi wilayahantaraPropinsiTimor Timur dan AustraliaUtara.Untuk selanjutnyaRUU

tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama antara RI dengan Australia (Utara) ini diserahkan kepada Komisi I

Rapat Paripurna ke 

3/I/1990-1991

23 Agustus 1990 Suara Jelas

102 Rapat Paripurna ke 4/I/1990-1991 Volume 1

SideA : Acaratunggal pidato ketua DPRdalam rangkamemperingatihari ulang tahun MPR/DPRtepatnya 29 Agustus1945. Dalam

sambutannyaketua DPRmenguraikantentang sejarahMPR/DPRRI. Awal Komite NasionalPusatdilantik oleh PresidenSoekarnodi

GedungKesenianPasarBaru (sekarang)Pelantikananggota KNIPini merupakanembrio kelahiran suatu badan permusyawaratan

perwakilanIndonesiadiawal kemerdekaan.PadaPasal4 Aturan PeralihanUUD1945 mengamanatkansebelumMPR,DPR,dan DPA

dibentuk, maka segalakekuasaandijalankanpresidendenganbantuanKomite Nasional.PadaawalnyaKNIPberanggotakanpemuka-

pemukamasyarakatdari berbagaigolongandan daerah,diantaranyabekasanggotaPPKI.Kemudiananggotanyaberkembangdengan

tambahandari wakil-wakilaliran dan golonganbaru di dalam masyarakat.Setelahkeluar maklumatWakil PresidenNo. X tanggal16

Oktober 1945 fungsi dan tugas mengalamiperubahanatas usul anggota KNIPitu sendiri. KNIPyang dibantu Badan PekerjaKNIP

kemudiandiberi tugaslegislatifikut menetapkanGBHNsebelumterbentuk MPRdan DPR.KemudianKabinetpresidensiildiganti dengan

KabinetParlementer.DalamperkembangansejarahketatanegaraanUUD1945pernahberubahmenjadiUUDRIS,kemudianUUDSdan

kembali ke UUD 1945 lagi lewat Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959

SideB : Kelanjutanpidato ketua DPR,MasaDemokrasiTerpimpindengankekuasaannasakomnyadan kekuasaanterlalu besarkepada

pemimpinrevolusi,akhirnyaterjadi peristiwa G 30 S PKI,kemudianOrdeLamatergantikandenganOrdeBarupada tahun 1966 yang

memberi koreksi pada penyimpanganyang terjadi menuju pembangunanekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan

keamanansesuai dengan Pancasiladan UUD 1945. Kemudian lembaga DPRmerupakan lembaga yang dinamis, sehinggaharus

menunjukkancitranyayangberbobotdanmampumemainkanperanandanfungsinyasesuaiperaturanperundanganyangmengaturnya,

baik itu fungsi legislatif, hak bugded, maupun dalam fungsi pengawasannya

Rapat Paripurna ke 

4/I/1990-1991

27 Agustus 1990 Suara Jelas
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103 Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 1

SideA : Rapatparipurnalaporankunjungankerja KomisiI sampaidenganKomisiX selamamasaresespersidanganke IV tahun sidang

1999/1990.Padaacaraini akandisampaikanlaporandari 6 Komisi,yakniKomisiIII sebagaijuru bicaraDrs.RobensonGorning,KomisiIV

sebagaijuru bicara Drs. Ismutiar Nurdin, KomisiV sebagaijuru bicara SundoroSyamsuri,KomisiVI sebagaijuru bicara Dewa Putu

SuparteNide,KomisiI sebagaijuru bicaraIbu Legowo,sertaKomisiII sebagaijuru bicaraLaluPatreWijaya.PenyampainlaporanKomisi

III oleh Drs.RobensonGorningdalamkunjungantimnya ke Balidan NTB.Tujuankunjungannyaadalahmelihat dari dekat keberhasilan

pelaksanaanhukumdan penegakanhukum serta kendala-kendalayangdihadapikeduadaerahtersebut,mencakupbidangkehakiman,

Imigrasi,perkara korupsi, bidang kepariwisataan,dan bidang kepolisian.Padaintinya pencairandana untuk daerah NTBmengalami

kesulitan,sedangkanBali sudahcukup.Sedangkansaranadan prasaranakeimigrasiankeduadaerahtersebut kurangmemadai.Untuk

kasuskorupsi di NTBada 35 perkara,sedangkandi Bali 13 kasus.Untuk bidang kepariwisataan,karena banyakpintu maka banyak

kejahatan

SideB : Di Bali banyakterdapat penyalahgunaannarkotika, oleh karena itu hukum harus disemaksimalmungkinsesuaidenganUU

Narkotika.Di NTBterjadi pemalsuanpestisidayangdibuat di Bandung.Di NTBsaranaprasaranaperhubunganbaik darat, laut, udara

perlu ditingkatkan.Sedangkandi Bali koordinasiantar aparat penegakhukum dan jajarankejaksaan,kepolisian,dan kehakimanlebih

ditingkatkanagartidak adaperbedaanpersepsiyangtajam. Dilanjutkandenganlaporandari KomisiIV oleh Drs.IsmutiarNurdindalam

kunjungantimnya ke Jambidan Lampung.Sedangkanlingkupyangdikunjungimeliputi DepartemenPertanian,DepartemenKehutanan,

danDepartemenTransmigrasi.UntukdaerahJambiterjadi penurunanhasilperikanankarenakurangnyadana.Untukpertaniandi daerah

transmigrasi diperlukan penambahan kursus-kursus. Perlu pula dilakukan konservasi kebun plasma

Rapat Paripurna ke 

5/I/1990-1991

29 Agustus 1990 Suara Jelas

104 Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 2

SideA : LanjutanlaporanKomisiIV,di Jambidi bidangkehutanansebagianbesardigunakanuntuk produksikayuolahanyangdiarahkan

untuk kepentinganeksport dibawahPT.Mugi Trimanseluas5000 Ha. Sedangkandi LampungTengahdidirikan SekolahPusatLatihan

Gajahdi Way Kambasuntuk melindungigajah Sumatera.Melakukanperlindunganpada pohon tengkawang.Transmigrasidari Jawa

Timur dan JawaTengahkurang lebih 6000 kepalakeluarga.Mulai berkembangjuga kebun kelapasawit yangdikelola pihak swasta.

Dalamhal ini di Lampungtelah terjadi kerusakanhutan sehinggamulai berkurangkesuburantanahnya, seringterjadi banjir dan erosi

sehinggaawal Repelita III Pemda Lampungmulai mengadakanpenataan ulang pemukiman penduduk dan berusaha bertani di

daerahmkawasanhutan, DAS,daerahkritis dandaerahpadatpenduduk,sehinggamerekaakanberpindahdi daerahtipis penduduknya.

DilanjutkandenganlaporanKomisiV oleh SundoroSyamsuridalam rangkakunjungakerjanyake JawaTengahdan Yogyakartauntuk

memantaupelaksanaanpembangunandi bidangperhubungan,pekerjaanumum, pariwisata,pos dan telekomunikasidan perumahan

rakyat. 

SideB : Dalamrangkakunjunganke JawaTengahtempat yangmerekakunjungiadalahpelabuhanlaut Tegal,pusdiklatjalantol, Waduk

Cacaban,pelabuhan Tanjung Mas Semarang,jalan lingkar Semarang,jalan Tol KrapyakJatingaleh,dan relokasi korban banjir di

Semarang,BandaraAdi Sumarmodi Solo,terminal peti kemasdi JebresSolo, dan WadukGajahMungkur. Sedangkankunjunganke

Yogyakartaantaralain di BandaraAdi Sumarmo,bahayalahargunungberapi,rencanaWadukSermodi Kulonprogo,proyekair bersihdi

Wonosari,dan BandaraTunggulWulung.Temuan-temuanantara lain jalan kelasIII karena frekwensipemakaianmeningkatsehingga

banyak yang rusak dan segera diperbaiki. Untuk pelabuhan sarana dan prasaranakurang lengkap. Bandaraperlu diperluas dan

ditingkatkanjugasaranaprasarananya.Keadaanwadukbanyakpendangkalanadanyakebocoranwadukitu sendirisehinggaperlu ditata

dan ditertibkan. Jalanmenuju tempat-tempatwisata juga perlu perbaikan.Dilanjutkandenganlaporandari KomisiVI oleh DewaPutu

SuparteNide dalam rangkakunjungannyake PT.Kaltexdi Riau, pabrik kertas Kiat Indah di Kerawang,Kilangminyak di Dumai,PT.

tambang batubara PT. Kaltim Primako di Kalimantan Timur, dan PT. Bukit Asam di Sumatera Selatan

Rapat Paripurna ke 

5/I/1990-1991

5 September 1990 Suara Jelas
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105 Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 3

Side A : Volume rusak

Side B : Volume rusak

Rapat Paripurna ke 

5/I/1990-1991

5 September 1990 Suara Jelas

106 Rapat Paripurna ke 5/I/1990-1991 Volume 4

SideA : Lanjutanlaporankunjungankerja KomisiII oleh LaluPatreWijaya.Masalahpertanahanmerupakantugasdari BPNyangberat

dan kompleks,sehinggadiperlukanpenambahantenagakerja yanglebih profesionaldan terampil terutama di daerah.Adanyakerja

terpadu antara BPNdan pemerintah daerah sesuaidengan UU No. 5 tahun 1974. Masalah-masalahyang sering dihadapi adalah

pengadaantanahyangluasuntuk pembangunandandatapertanahanbelumtercatat denganlengkap,sertaadministrasidanpendataan

yangdisalahgunakanoleh oknum.Adanyakasusini makadiperlukanmonitoringdi daerahdan penertibantanahsesuaidenganUUNo.

51 tahun1960.Sengketatanahyangterjadi dimulaidari mutasipenyelesaiantanahyangtidak disertaidenganpenyelesaianadministrasi.

Sebagai obyek pajak sering berpindah tetapi administrasi tidak pernah terselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961

SideB : Kasus-kasuspertanahanyangmenonjolantaralain kasustanahdi Niasseluas400 Ha,di daerahMualedan Lagundri.Kemudian

kasustanah di DaerahTingkatI SulawesiTengah,masalahpemeganghak yang tidak diketahui alamatnya,pemeganghak meninggal

dunia, dan sebagaian besar tanah yang secara fisik sudah digarap oleh masyarakat setempat, bahkan banyak yang menjadi pemukiman

Rapat Paripurna ke 

5/I/1990-1991

5 September 1990 Suara Jelas

107 Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 1

SideA : Rapatparipurnamelanjutkanlaporankunjungankerja Komisi-komisiselamamasaresespersidanganke IV tahun sidang1989-

1980.Padaacaraini dilanjutkandenganLaporanKomisiVII denganjuru bicaraHari SuwondoS.H.,KomisiVIII denganjuru bicaraNana

DumanaWiradiPutra,KomisiIXdenganjuru bicaraDr. Ruberu,danKomisiXdenganjuru bicaraDrs.PalarBatubara.Laporankunjungan

kerjaKomisiVIIolehHariSuwondoS.H.ke PropinsiIrianJayadi KabupatenJayapura,WamenadanBiakyangtelahdilakukantanggal23-

30 Juni1990.Kunjungankerja perseoranganjugadilakukanke JawaTimur,SumateraUtara,SumateraSelatan,KalimantanTengah,dan

Timor-Timor.Laporandisusundalam bidangkeuangan,perbankan,perdagangan,Koperasi,dan Bulog.Dalamhal ini Irian Jayadalam

bidangkeuanganterjadi perkembanganwajib pajak,sedangSDM-nyakurang.Untuk anggaranrutin masihterlalu kecil sehinggatidak

seimbangdenganbeban kerja. Inflasi juga terjadi di Irian Jaya,terutama harga semen yang cukup tinggi. Untuk koperasimandiri

berkembang di daerah Sorong, Mereuke, Wamena, dan Biak.  

SideB : KoperasidanKUDbelumdibuka.Kadindi IrianJayabelummampumengantisipasipembangunandaerahkarenasemuakegiatan

tergantungdenganAPBNdan APBD.Komoditi yangmenjanjikandi Irian Jayaadalahkulit buaya.Namunadanyapermainandari para

pengusahasehinggarakyat belum bisa menikmati, karena menjualnyadenganharga rendah. Kendalapembangunandi sanakarena

kesulitansaranadan prasarana,kwalitas SDMyang rendah, kemampuanmanajemenaparatur pemerintah yangmasih rendah pula.

Namundemikiansecarasektoraldalamlingkupkeuangan,perbankan,adapeningkatanwalaupunrelatif kecil.Untuk daerahSumatera

Selatandalambidangkesehatandititik beratkanpadapenurunanangkakematianbayi,balita, ibu melahirkan,danpenurunanvertilitas.

Selainitu ditingkatkanjugaprogramKeluargaBerencana(KB), termasuksaranadanprasarananya.RumahSakitManalayangdi Sumatera

Utaraperalatanrumahsakitdari luar negeriharussegeradipasang,dokter spesialisnyajugamasihkurang.SedangkanRumahSakitAceh

Barat sangat memerlukan kendaraan roda 2 dan roda 4.  
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108 Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 2

SideA : Untuk kunjunganperseoranganke KalimantanTengahkegiatanPKKdan ProgramP2WKSSmasih kurang karenahambatan

Medan. Untuk SumateraSelatanprogram KB terutama vasektomidan tubektomi sudah berhasil baik. Hambatandari dua daerah

tersebut adalah karena kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, dan kesadaranterhadap nilai pernikahan dan tingkat pendidikan,

transportasi,dankomunikasi.Olehkarenaitu banyakperkawinanmuda,tingkatpendidikanrendah,kondisigeografisterisolir, sertaalat

mobilisasiyangtidak mendukung.Secaragarisbesarpelaksanaanpembangunankesehatandi keduawilayahtersebut padaumumnya

telah mengalamikemajuandanpeningkatanhanyaperlu diperbaikiteknisoperasionalnyadi KalimantanTengah.Partisipasimasyarakat

SumateraSelatanjugasudahcukupmembantu.Sedangkansaranaprasarananyakeduadaerahtersebutperlu ditingkatkan.Dilanjutkan

denganlaporankunjungankerjaKomisiIXolehDr. J.RiberukeDKIJaya,JawaBarat,JawaTengah,JawaTimur,SumateraBarat,Sulawesi

Selatan,Bali, KalimantanBarat, NTT,SulawesiUtara, Maluku, dan Irian Jaya.Dalamkunjunganini dilaporkanmasalahpendidikan,

kebudayaan,pembinaangenerasimudadanolahraga,agamadankepercayaanterhadapTuhanYME.SumberDayaManusia,saranadan

prasarananya sudah semakin diperhatikan dan dibenahi

SideB:Sebagaicontohdi SumateraSelatanpembinaanpemudadanolahragadilakukansecaraterpaduyangmelibatkaninstansiterkait,

antara lain KanwilDepdikbud,DinasP dan K, DewanPerwakilanDaerah,KNPI,sertaorganisasikemasyarakatanlainnya.Programyang

dilaksanakanantara lain: Paskibraka,pertukaranpemudaantar nagara,misi kapalmuda AsiaTenggara,kepramukaan,dan lain-lain.Di

JawaTengah,JawaTimur, SumateraSelatandan SuamteraBarat programSarjanaPenggerakPembangunanPedesaan(SP3). Dalam

bidang keagamaan,saranadan prasaranadi daerah yang dikunjungi masih kurang, terutama asramahaji di SumateraBarat, IAIN

Palembangdan Ambon. Untuk daerahyang rawan gempaseperti Ciamisdan Sumedang,bangunangedungbaru sekolahdiharapkan

dibuat dengankontruksi tahan gempa.PemalsuanSTTBdan NEM di JawaTimur agar segeraditindaklanjuti karena merusakcitra

pendidikan.DilanjutkandenganLaporanKomisiX yangdisampaikanoleh PalarBatubarayangmengadakankunjunganke Kalimantan

Selatan.Kunjunganini dengantujuan memantaupelaksanaanAPBN1989-1990untuk mendapatmasukantentangrencanaAPBN1990-

1991danRepelitayangmencakupbidangKomisiX.Tugas-tugasyangdibidangiKomisiX meliputi: perencanaanpembangunannasional,

kependudukandan lingkunganhidup, ilmu pengetahuanriset dan teknologi, survey, tenaga atom, penerbangandan antariksa,dan

statistik.
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109 Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 3

Side A: Dalam memproduktifkan wilayah Kalimantan Selatan diperlukan reboisasi dan reklamasi. Banyak kendala untuk

memproduktifkanwilayahtersebutdi atassehinggaperlu perhatian,antaralain : pembinaanpeladangkhususnyabagimasyarakatyang

terisolisasi melalui usaha pertanian menetap, usaha pelestarian sumber daya alam, tumpangsari,bina desa oleh HPH PIR, dan

pemukimankembalimasyarakatterasing.Selainitu perlu pula ditingkatkanperan serta pesantren,pramuka,KNPI,LSM,dan lain-lain

dalam rangka kegiatanpenghijauan.Masalahyang sedangdihadapi adalah kurang tersedianyadana. Masalahlimbah harus sesuai

denganKepresNo. 29 tahun 1990.Dalamhal ini PT.Indah Kiat di Riaubelum mengamankanlimbah sesuaidenganperaturan.Untuk

wilayahJawaTimurmasalahlingkunganyangperludiperhatikan,OperasiKemukusolehPolridilakukanuntuk mengurangipencemarandi

JawaTimur. DilanjutkandenganlaporanKomisiAPBNyangmengadakankunjunganke Lampungpada masareseske IV persidangan.

Kunjungandilakukandi instansi-instansiterkait diantaranyaKanwil Perindustriandan Kanwil Perdagangan,Koperasi,DinasPekerjaan

Umum, Dinas Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dan Dinas Pertambangan dan Energi

SideB: Kunjungandilakukanjugake KanwilKeuanganbesertajajarandan perwakilanBPKBdi Lampung,aparat perbankanpemerintah

maupunswasta,Kadindadan Asosiasi-asosiasi,BupatiDati II LampungUtara, serta PembantuBupati LampungBarat dalamkaitannya

denganpemekaranwilayahtersebut.Dilanjutkanjugaku njunganke Pabrikmarmer.Darikunjungantersebutdiketahuiinfo pelaksanaan

APBNdan APBD,moneter, perkreditan,dunia usahadan industri, laju pertumbuhanperekonomiandan pembangunandaerah,disertai

masalahharapandan himbauanyangdikemukakanoleh instansidan pengusahadi daerah.Dari hasil kunjungandilaporkanperlunya

penambahansaranadanprasarana,peningkatankawasanindustri,adanyamasalahtentangtransmigrasilokal,masalahminimnyaberas,

dan perlu segera diselesaikannya pembangunan Dam Batulegi untuk keperluan irigasi

Rapat Paripurna ke 
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110 Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 4

SideA: LanjutanlaporanKomisiAPBN.Temuanyangdiperoleh antara lain adalahproyek fasilitasBandarBranti tentang pengeboran

sumur bor tidak dapat dilkasanakan.PLNpenyaluranlistriknya baru mencapai14.000KKdenganperalatanyangsangattua, sehingga

perlu diganti.Dilaporkanjugaadanyakebocorankeuangan.DiperlukanpembiayaanpembangunangedungDepartemenPenerangandan

pembangunanstasiun produksi keliling. Perlu juga dilakukanpenambahanpesawat Jakarta-Brantiagar tidak terus menerus terjadi

perubahanjadwal. Jaringantelepon belum dialokasikandi Kadindaibukota LampungSelatan.PBB(hargatanah) belum ada ketetapan

dari KanwilII Dirjen Pajak.PT.SemenTonasaperlu dikembangkan.Dalamkunjungantersebut dapat disimpulkanbahwapembangunan

ProvinsiLampungSelatansudahberjalanwalaupunmasihbanyakhambatannya.PertumbuhanekonomiselamaRepelitaIV cukuptinggi

sekitar9,7%.Pengaruhdebirokrasidanderegulasisecaraumummemberidampakpositip dalamekonomidaerah.Bidangusahatumbuh

tinggi dalam eksport swasta maupun pemerintah. PemekaranLampungBarat menjadi LampungUtara dan lampung Barat sudah

memenuhipersyaratantinggalmendapatpersetujuan.AkandilakukanpembangunancagaralamKrakatau.Acararapat paripurnaditutup

oleh pimpinan dewan.

Side B:Tidak Ada Suara
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SideA: PembukaanRapatParipurnaoleh KetuaDewan.Dilanjutkandengandua laporanBKSAP,yaitu mengenaipengirimandelegasi

Indonesiadalamrangkapelucutansenjatadi Born RepublikFederasiJermandan muhibahdelegasiDPRRIke Uni Sovietdan Republik

FederasiJerman.Laporanpertama oleh JoniHerlaut Sumaryonoyangmelaporkanhasil konferensipelucutansenjatadi Born. Dalam

KonferensitersebutJoniHerlautdidampingiolehMarzukiDarusmanS.H.Tujuankonferensiini adalahberpartisipasidalamkegiatanantar

parlemendi dunia,apalagiIndonesiasangatberkepentingandenganpelucutansenjata.DisanadelegasiIndonesiamengikutisidangpleno,

merumuskan hasil pleno, mendengarkanpernyataan Kanselir Jerman Helmut Koln dalam pleno hasil-hasil konferensi. Dalam

pernyataannyaIndonesia menekankanperkembanganpersenjataanbaik dalam perencanaan,pembuatan, penyimpanan,maupun

penggunaannyaakanmenghancurkansegi-segikehidupanmanusia,merusakperdamaiandanbudayabangsa.Delegasiyanghadir dalam

Konferensidi Jermanberjumlah61 negara.Dengankonferensiini melahirkankomitmen agarpelucutansenjatasegeradipatuhi untuk

mendamaikandunia.Dilanjutkandenganlaporankeduaoleh Megawati TaufikKemasyangmelaporkanmuhibahDPRRIke Uni Soviet

dan Republik Federasi Jerman.

SideB:Dalammuhibahtersebutdi atasdiketuaiolehM. KharisSuhud,sedangkananggotanyaterdiri dari R.Kartidjo,A.A.OkaMahendra,

YanHendrikSalu,TaheransahKarim,Megawati,danSoeharto.Di BerlinBaratmengadakanpertemuandenganwakil ketua BerlinBarat.

Dilanjutkan dengan kunjunganke gedung DPRBerlin, Museum Berlin, peternakan sapi, obyek-obyekwisata. Dalam kunjunganke

Moskow, adanyagrasnot dan perestroika oleh Gorbacevtelah melahirkanprinsip pluralismedalam bidang politik. PKUStidak lagi

mempunyaiposisisentral sebagaipemegangmonopoli kekuasaanb,tetapi berkedudukansamadenganpartai-partai lainnya.Akhirnya

tumbuh kembalinegara-negarabagianyangsebelumnyakurangmendapatkanhakanya,bahkanadakemungkinannegara-negarabagian

tersebut melepaskan diri untuk membentuk negara sendiri yang merdeka

Rapat Paripurna ke 
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SideA: Rapatpembicaraantingkat IV pengambilankeputusantentang RancanganUndang-UndangtentangAkademiIlmu Pengetahuan

Indonesia. Dalam pembicaraan ini akan dikemukakan pendapat akhir dari masing-masing fraksi atas Rancangan Undang-Undang tersebut. 

Sebelummasing-masingfraksimenyampaikanpendapatakhirnya,terlebihdahuluketuaKomisiXMarkusBouranuntuk melaporkanhasil

pembicaraantingkat III. Pada intinya RancanganUndang-UndangAkademi Ilmu PengetahuanIndonesiatelah berhasil diselesaikan

walaupun pada awalnya banyak perdebatan, namun adanya kebersamaan dan toleransi akhirnya diperoleh kesepakatan.

SideB: Pembicaraantingkat IV yang diawali denganhasil keputusandari FraksiKaryaPembangunandenganjuru bicara Sudiartini

Sumarno.Dalamrangkatahap tinggal landas,makapembangunandisegalabidangdiperlukanperan aktif dari warganegaratermasuk

ilmuwan guna memberi sumbanganpemikiranyangdapat menunjangpelaksanaanpembangunannasional.Sumberdaya alam perlu

didukungdenganSumberDayaManusiayangmampumenyerapperkembanganilmu pengetahuandanteknologi.Olehkarenaitu Fraksi

Karya Pembangunanberpendapat kehadiran RancanganUndang-Undangtentang Akademi Ilmu PengetahuanIndonesia sangat

diperlukan, apalagi merupakansatu-satunyawadah bagi Ilmuan Indonesia.Diharapakanpara ilmuan mampu memberi saran dan

pertimbanganyang berguna bagi pemerintah, lembagailmu pengetahuandan teknologi bagi pembangunandan kemajuanbangsa

Indonesia.

Rapat Paripurna ke 

7/1990-1991

17 September 1990 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 61   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

113 Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 2

SideA: Lanjutan laporandari FraksiKaryaPembangunandenganjuru bicaraSudiartiniSumarno.KelancaranpembahasanRancangan

Undang-Undangini dapatdicapaidemi kepentinganbangsa.Dalamhal ini FraksiKaryaPembangunanmenyetujuanRancanganUndang-

UndangtentangAkademiIlmu PengetahuanIndonesiauntuk disahkanmenjadiUndang-Undang.DilanjutkanhasilkeputusanFraksiABRI

denganjuru bicara M. Taufik Sarbaini.Padaera tinggal landaspada Pelita VI pembangunanindustri lebih meningkat lagi, sehingga

perkembangandi dalamilmu pengetahuandan teknologilebih berperan.Peluanguntuk memanfaatkanilmu pengetahuandanteknologi

semakinterbuka. Perbedaanpendapat dari masing-masingfraksi banyakmenyita waktu, sehinggadalam pembahasanperlu dicari

konsensusantar fraksidenganpemerintahsebelumpembahasanRUUtersebut.AkademiIlmu PengetahuanIndonesiamerupakansatu-

satunyawadahbagi ilmuan IndonesiasehinggaFraksiABRImenyetujuiRancanagnUndang-Undangtersebut menjadiUndang-Undang.

Setelahpengesahandiharapkanpemerintahsegeramenyiapkankeperluandalam rangkamerealisirkeperluanpara ilmuan terkemuka

baik perangkat lunak dan kerasnya. Selain itu pemerintah juga segera mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia

Side B: Hasil KeputusanFraksiPersatuanPembangunandengan juru bicara Drs. H. Suwardi Hambali. Dalam laporannyaSuwardi

mengatakanbahwasalingmengisidanmembantudalammengembangkangagasanyangterbaikbagimasyarakatIndonesiaadalahdalam

bidangilmu pengetahuandan teknologi.Hal ini dilakukanuntuk mengejarnegara-negaramaju yangsudahterlebih dahulumempunyai

wadah ilmuan terkemuka sejak berabad-abadyang lalu. Bertitik tolak dengan hal tersebut maka Fraksi PersatuanPembangunan

berpendapattentang pentingnyaRancanganUndang-Undangtentang Akademi Ilmu PengetahuanIndonesiauntuk disahkanmenjadi

sebuahUndang-Undangdi Indonesia.SetelahUndang-Undangtersebut di atasdisetujuimakaFraksiPersatuanPembangunanberharap

pemerintah segeramerealisasikan3 pimpinan lembagapemerintah menjadi anggotadalam angkatanI. Hal ini sesuaiamanat yang

terkandungdalamUndang-Undangtersebut,yaituMenteri NegaraRisetdanTeknologiProf.Dr. Ing.B.J.Habibie,Menteri Pendidikandan

KebudayaanPro.Dr. FuadHasan,danPimpinanLIPI.DilanjutkandenganHasilKeputusanFraksiPersatuanDemokrasiIndonesiadengan

juru bicara Drs. Subagio
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SideA: DalamlaporannyaSubagiomengatakanbahwaRancanganUndang-UndangtentangAkademiIlmu PengetahuanIndonesiasangat

penting supayabangsaIndonesiatidak ketinggalandalam bidang teknologi dengannegara lain. BangsaIndonesiaseakanmendapat

tantangan untuk melakukanakulturasi dengan budaya dan peradapanmodern yang telah tumbuh menghasilkanperadapanglobal

dimana ilmu pengetahuan,teknologi, dan ekonpomimenjadi kekuatanutama. Oleh karenaitu FraksiPersatuanDemokrasiIndonesia

menyetujui Rancangantentang Akademi Ilmu PengetahuanIndonesia disahkan menjadi Undang-Undang.Setelah semua fraksi

menyampaikankeputusanyang sama akhirnya forum menyepakatiRancanganUndang-Undangtentang Akademi Ilmu Pengetahuan

Indonesiauntuk disahkanmenjadiUndang-Undang.Setelahpengesahanitu B.J.Habibiememberisambutan.DalamsambutannyaHabibie

mengatakanbahwa PemerintahbersamadenganDPRtelah menyelesaikanproduk undang-undangtersebut bagi nusa dan bangsa

Indonesiadengan landasanpasal 5 ayai 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Ilmu pengetahuandan teknologi sangat penting bagi

pembangunanbangsauntuk meningkatkankesejahteraanbangsa,sehinggaterbitnya undang-undangtersebut sangatditunggusebagai

satu-satunya wadah ilmuan Indonesia

Side B: Lanjutan laporan dari Subagio,bahwa untuk menjagakesinambunganteknologi informasi dalam melaksanakanperan dan

fungsinyadiperlukantersedianyadanayangteratur dari sumberAPBNatau sumbanganlain, misalnyadari masyarakatbaik dari dalam

maupunluar negeriyangsifatnyatidak mengikat.Namuntanpabantuantidak akanmengurangikemandirianAkademiIlmu Pengetahuan

Indonesiayang akan tetap memberikanpendapat, sarandan pertimbanganberdasarkebebasanakademikyangbertanggungjawab.

DengandisetujuinyaRancanganUndang-Undangini diperlukanpengaturanlebih lanjut yangberupaKeputusanPresiden.Undang-Undang

ini memuat 8 Bab dan 17 Pasal, sehingga ringkas dan hanya memuat substansi pokok.

Rapat Paripurna ke 

7/1990-1991

26 September 1990 Suara Jelas

115 Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 1

SideA : Rapatdihadiri oleh Menteri PariwisataPosdan Telekomunikasidan staf, serta anggotadewan.Rapatparipurnaini merupakan

pembicaraanTingkat IV tentang pengambilankeputusanatas RancanganUndang-Undangtentang Kepariwisataan.Juru bicara dari

masing-masingfraksi adalahFraksiABRIdiwakili oleh SundoroSamsuri,FraksiKaryaPembangunandiwakili oleh Ibnu Saleh,Fraksi

PersatuanPembangunandiwakili oleh M. Buang,dan dari FraksiPersatuanDemokrasiIndonesia.Sebelumjuru bicaramasing-masing

fraksimenyampaikanlaporannyaterlebih dahuluBapakWarnoHarjosebagaiketuaPansus(PanitiaKhusus)memberikanlaporanproses

pembahasanpembicaraanTingkatIII tentangkepariwisataan.Dalamlaporannyaada3 tipologi daerahkepariwisataanyaitu daerahbaru,

daerah telah berkembangdan daerah yang telah maju. Hasil dari pembicaraantersebut telah dilakukan penyempurnaandalam

RancanganUndang-UndangKepariwisataantersebut. Dilanjutkandenganjuru bicarapertama pembicaraanTingkatIV dari FraksiABRI

oleh SundoroSamsuri.Kepariwisataanmerupakanhal baru baik pengertian,lingkup, tujuan, aspek,maupununsur-unsurnya,sehingga

perlu kehati-hatiankesepakatanmuatan konsiderandari masing-masingfraksi. Dari segiekonomikepariwisataanmerupakanandalan

penghasil devisa negara, sedangkan dalam pembangunan mempunyai peran dalam mewujudkan cita-cita bangsa

SideB : Saranadanprasaranaperlu dibenahiuntuk meningkatkanmutu dan kelancarankepariwisataan,selainitu perlu jugaSDMyang

terdidik di bidangini. HarapanFraksiABRImengharapakanUndangUndangKepariwisataansegeradisosialisasikankhususnyakepada

aparatur pemerintahyangterkait. AdanyaUndang-undangini DepartemenPariwisataPosdan Telekomunikasiakansemakinterpacu

untuk lebih mendorong sektor kepariwisataan

Rapat Paripurna ke 

8/1990-1991

26 September 1990 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 63   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

116 Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 2

SideA : Jurubicaradari FraksiKaryaPembangunanoleh Ibnu Saleh.Undang-undangKepariwisataanini akanmembawadampakpositip

terhadap pembangunandan pengembangankepariwisataandi Indonesia.Undang-undangini harus berlandaskanPancasiladan UUD

1945,sertaGBHNyangbertumpupadaTrilogiPembangunan.Selainitu diharapkandapatmenjangkauseluruhwilayahIndonesiadalam

rangka mewujudkanwawasannusantara.Kebijaksanaanpembangunankepariwisataanhendaknyadilaksanakanmelalui pendekatan

keamanandan kesejahteraan,sehinggamampu menumbuhkankesempatanberusahadan kerja dan mendorongpembangunanbaik

sektoralmaupunregional.BUMN,koperasi,serta swastahendaknyadiberi kesempatanyangsamaserta diupayakansalingmenunjang

dalam penyelenggaraankepariwisataan.Pengusahakecil dan menengah yang rgerak dalam bidang kepariwisataanperlu diberi

perlindungansehinggadapat terhindar dari persainganyangmerugikan.Eraindustrialisasimenempatkankepariwisataansebagaibagian

dari pembangunanyangmutlak perlu dipacu.Masukan-masukandari FraksiKaryaPembangunansudahtertampungterutama perlunya

SDM yang berkwalitas di bidang kepariwisataan.

SideB : FraksiKaryaPembangunanmenyetujuinaskahakhir Undang-UndangtentangKepariwisataanuntuk disahkanmenjadiundang-

undang.Harapanyangdiinginkandari fraksi ini adalahsetelahdisahkanundang-undangini Pemerintahsegeramenyiapkanperaturan

pelaksanaannya.Pemerintah juga segera mensosialisasikankepada masyarakat,agar dapat memahami daerah tujuan wisata di

Indonesia.Jurubicaradari FraksiPersatuanPembangunanolehM. Buang.Pembangunankepariwisataanditujukan untuk mewujudkan

manusiaIndonesiaseutuhnyadengannilai-nilai agamasecaratetap mewarnaikehidupanmasyarakatIndonesia.Olehkarenaitu nilai-

nilai agamaharus dimasukkan.Pertunjukanartis baik dari dalam maupun luar negeri harus sesuaidenganperaturan di pasal 12,

pelanggaran dikenaikan sanksi 5 tahun atau uang 50 juta
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SideA: Menurut FraksiPersatuanPembangunanpenyediaanakomodasi,makan,minum juga perlu memperhatikannilai-nilai agama.

Hotel berbintang maupun melati diharuskanmemberi tanda arah kiblat. Pembangunankawasanwisata tidak menimbulkandampak

negatif bagi masyarakatsekitarnya. Dalam Undang-undangharus tercermin penggunaanproduksi dalam negeri. Kepariwisataan

merupakansumberdevisanegara.Pandanganakhir dari Jupri juru bicara dari FraksiPDI.Undang-undangkepariwisataanmerupakan

milik bersamasehinggatidak hanyadilaksanakanoleh pemerintahtetapi jugasegenapaparatdan rakyat yangterjangkauoleh undang-

undangini. Kepariwisataanharusberdasarnorma dan dasarsesuaiPancasiladan UUD1945. Produkhukum kepariwisataanbiasanya

hanyaberupaKepres,KeputusanMenteri dankeputusanlain. DenganadanyaUndang-undangkepariwisataanmerupakanlangkahbaru

dalammemantapkantata hukumnasionalyangkokohSideB:Masukan-masukandari FraksiPDIdisambutdenganbaik yangmenyangkut

aspekidiil politik, sosialbudaya,maupunekonomi.Usahakepariwisataanharusmempunyaiijin kecualiusaharumahtangga.Dalamhal

ini FraksiPDI menyetujui RancanganUndang-UndangKepariwisataanuntuk disahkanmenjadi sebuah undang-undang.Dilanjutkan

pernyataanbersamadalam sidangparipurna untuk menyetujui RancanganUndang-undangKepariwisataanmenjadi undang-undang.

Setelah pernyataan itu dilanjutkan sambutan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
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SideA: SambutanMenteri Pariwisata,Posdan Telekomunikasi,SoesiloSoedarman.Dalamkesempatanitu Menteri SoesiloSoedarman

mengucapkanterima kasihdari semuayangtelah menyetujui Undang-undangKepariwisataan.Tahun1970-anIndonesiasudahmulai

mengembangkan kepariwisataan nasional. Dengan semakin mantapnya pembangunan ekonomi, diharapkan dalam bidang

kepariwisataanjuga semakinberkembangdenganbaik. Stabilitasyang dinamis, baik di bidang ekonomi, sosialbudaya,dan politik

maupunpertahanankeamanan.KebutuhanUndang-undangtentangKepariwisataansangatmendesakapalagikepariwisataantidak dapat

dilepaskandari situasidankondisiinternasionalyangsecaranyatabergerakke arahiklim yangmenguntungkankepariwisataannasional

dan memberi prospekyang cerah. Untuk mensinkronkannaskahundang-undangini telah dilakukanrapat-rapat antara departemen

terkait, antaralain Deparpostel,Depdagri,DepartemenKehakiman,DepartemenPertahanandanKeamanan,DepartemenPerhubungan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Polri, dan lain-lain

SideB : Dalamkaitannyadengankemajuandan peningkatanbidangkepariwisataan,ada 2 hal yangperlu mendapatperhatianyakni

kemajuanteknologi bidangtransportasidan komunikasi.LahirnyaUndang-undangtentang Kepariwisataandiharapkankepariwisataan

nasionalbertambahbaik dan memacupembangunanserta pembinaankebudayaannasional,memperkukuhjatidiri bangsaIndonesia

untuk menjadi salah satu daya tarik dunia yang handal. Selainitu diharapkanjuga dapat memberi sumbanganyang nyata untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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Side A : Rapat Paripurna PembicaraanTingkat IV pengambilankeputusanatas RancanganUndang-Undangtentang Pembentukan

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Pembicara dari masing-masingfraksi yang akan

menyampaikanpendapatakhirnyaadalahdari FraksiKaryaPembangunanoleh M. Roem,FraksiABRIoleh Ung Rumaji,S.H.,Fraksi

PersatuanPembangunanolehSukardiEfendi,dandari FraksiPDIolehTengkuDahmanMuzir,S.H.Dalamrapat ini didahuluioleh laporan

dari ketua KomisiIII SusantoBangunNegoro,S.H.yangmenyampaikanhasilpembicaraanRUUtersebut di tingkat III yangintinya telah

membentukjadwalkerjadanmekanismepembahasanRUUtersebutmelaluipembahasanlangsungolehPanitiaKerja yangkomposisinya

diwakili dari semuaFraksi.Akhirnyadiperolehkesepakatansecarabulat dari masalah-masalahyangada dan mengesahkanhasilPanja

suatu Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang

SideB: DalamRapatParipurnaPembicaraanTingkatIV ini diawalipembicaradari FraksiKaryaPembangunanolehM. Roem,S.H.Dengan

keluarnyaRancanganUndang-undangtentangPembentukanPengadilanTinggiTataUsahaNegaraJakarta,Medan,dan UjungPandang

ini berarti bangsaIndonesiasudahmaju selangkahdalam usahamemberi perlindunganhukum kepadaseluruhmasyarakatIndonesia,

juga untuk mewujudkan tata kehidupan bernegarayang tertib, aman, dan sejahtera. PembentukanRancanganundang-undangini

bertahap,diharapkannantinyadisetiappropinsiakandibentuk juga PengadilanTinggiTataUsahaNegarasesuaidenganpasal6 ayat 2

UUNo.5 tahun1986.DengandisetujuinyaUndang-Undangini diharapkandapatmemenuhiharapanparapencarikeadilan.Dalamhal ini

FraksiKaryaPembangunanmenyatakanmenyetujuiRUUini untuk disahkanmenjadiUndang-Undang.Dilanjutkandenganpembicaradari

FraksiABRIoleh Ung Rumaji,S.H.Adanyaundang-undangtersebut diharapkanPengadilanTinggiTata UsahaNegaradapat menjadi

pengadilanbandingyangmampu mewujudkanpemerataankeadilanperlindunganhukum dalam prosesperadilan.Dengankeluarnya

undang-undang tersebut di atas, akan keluar juga Peraturan Pemerintah tentang undang-undang tersebut
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Side A : Pembicaradari FraksiPersatuanPembangunanoleh SukardiEfendi S.H.KeluarnyaUndang-undangtentang Pembentukan

PengadilanTinggiTataUsahaNegaraJakarta,Medan,dan UjungPandang.Hal ini sesuaidenganpernyataanyangaadadalampasal27

ayat1 UUD1945bahwasegalawarganegarabersamaankedudukannyadalamhukumdanpemerintahandengantidak adakecualinya.

Adanyaundang-undangtersebut di atas berarti bangsaIndonesiatelah berusahamewujudkantata kehidupanbangsayangsejahtera,

tenteram dan tertib.

SideB : SetelahpembentukanPengadilanTinggiTataUsahaNegaraperlu adanyapendidikanilmu hukumPTUNyanglebih diintensifkan

gunamempersiapkanpengadaanhakim,pengacara,ataupejabatyangmenanganipermasalahansengketaTataUsahaNegara.Kemudian

pemerintahsegeramensosialisasikanPTUNsecaraluas.AnggaranDepartemenKehakimanjugaperlu ditambahuntuk menunjangPTUN

tersebut.MenjelangpemiluhendaknyaPTUNbekerjasecaraefektif mengadilisemuapelanggaranpemilusepanjangmenyangkutPTUN.

Dalamhal ini FraksiPersatuanPembangunanmenyetujuiRancanganUndang-undangtentangPembentukanTataUsahaNegaraJakarta,

Medan,danUjungPandanguntuk disahkanmenjadiundang-undang.Dilanjutkandengapembicaradari FraksiPartaiDemokrasiIndonesia

oleh TengkuDahmanMuzir, S.H.Dalamuraiannyadikatakanbahwa padahakekatnyatujuan yanghendakdicapaiadalahpemerintah

yangbersih dan berwibawa.Adanyajaminandan perlindunganhukum yangpasti bagi masyarakatatas tindakanpejabat Tata Usaha

Negarayangmerugikannya,hal itu akanmeningkatkanpartisipasimasyarakatdalampembangunan.SetelahpembentukanPTUNtahap

pertama ini diharapkanakan disusuldenganpembentukanPTUNdi setiap ibu kota propinsi. Dalamhal ini FraksiPartai Demokrasi

IndonesiamenyetujuiRancanganUndang-undangtentang PembentukanTataUsahaNegaraJakarta,Medan,dan UjungPandanguntuk

disahkan menjadi undang-undang. 

Rapat Paripurna ke 

9/I/1990-1991

4 Oktober 1990 Suara Jelas

121 Rapat Paripurna ke 9/I/1990-1991 Volume 3

SideA : Menurut TengkuDahmanMuzir S.H.pengesahanPTUNdinilai sebagaitindakanmaju selangkahdan semogaakandiikuti terus

denganberbarbagailangkahnyata lainnya.Denganhadirnyaperadilanadministrasinegaradiharapkanakan lebih mendorongkehati-

hatianbadanatau pejabatadministrasinegaradalammembuatkeputusanmaupuntindakan-tindakanlain yangdapatmenjadisengketa

tata usahanegara.Kehadiranundang-undangini bukan semata-matauntuk melindungi hak-hakperseorangansaja tetapi memberi

perlindungankepadabadanatau pejabatadministrasinegaraitu sendirisehinggamendorongkehati-hatianpejabatadministrasinegara

yangmenjadi objek sengketa.Selainitu keberadaanundang-undangini harus kita sambut dengantekad untuk lebih meningkatkan

pelayanankepada rakyat, meningkatkankesadaranhukum yang tinggi dan kesadaranadministrasiyang mantap sehinggatercipta

administrasinegarayangdilaksanakanoleh aparatur yangjujur, adil, bersih,efisien,dan berwibawaatas landasannegarahukum dan

landasan administrasi yang tertib.

Side B :Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

9/I/1990-1991

4 Oktober 1990 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 66   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

122 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ млκLκмффл ς мффм ±ƻƭǳƳŜ L

SideA: Padarapat ini membahaspengambilankeputusanatasRancanganUndang-undang(RUU)tentangsusunanpemerintahanDaerah

KhususIbukota (DKI)JakartadenganAA Oka MahendrasebagaiKetuaPansus.Rapatkali ini memasukipembicaraantingkat IV yaitu

pengambilankeputusan.PermasalahanperumusanRUUantara lain mengenairedaksional,teknis yuridis, substansial(perumusanDKI

Jakartasebagaikekhususanlangsungsebagaiibukota negaradansegalakonsekuensinya),keterpaduanpelaksanaanDKIJakartadengan

daerah sekitarnya dan perlunya keluwesan dalam penyusunan perangkat.

Drs. FNTRadjaguguk(FKP)menyampaikanpendapat akhir atas RUU,landasanidiil RUUadalah Pancasiladan landasanyuridisnya

mengacu pada pasal 18 UUD 1945 (tentang pembagian daerah di Indonesia).

SideB:LanjutanPenyampaianpendapatakhirRUUdari Drs.FNTRadjaguguk(FKP)mengenaikeberadaanDPRDTingkatI yangdisebutkan

dalam RUU, karena perencanaan pembangunan dikelola secara terpusat pada Tingkat I. FKP menyetujui RUU ini untuk disahkan.

Sdri. Rukmini (FABRI)dalam pembicaraantingkat III menyampaikanpendapat mengenaiperlunya Pansusuntuk mengadakanrapat

dengarpendapatdenganpara pakar,PemdaDKIJakarta,PemdaJawaBarat,KunjunganKerjake wilayahBogor,Tangerangdan Bekasi

(Botabek).

Rapat Paripurna ke 

млκLκмффл ς мффм

4 Oktober 1990 Suara Jelas

123 Rapat Paripurna ke 10/I/1990 -1991 Volume2

SideA :LanjutanUraianSdri.Rukmini(FABRI)tentangsusunanpemerintahanDaerahKhususIbukota(DKI)Jakarta.Menurut FABRI,DKI

Jakartamemiliki fungsigandayaitu sebagaiibukota negaradan DaerahTingkatII yangtidak dapat dipisahkansatusamalain. Selainitu

DKIJakartamerupakantempat perwakilannegara-negaraasingdanberlangsungnyaacara-acarakenegaraansehinggaperlu pengaturan

secarakhusus.Alternatif perluasanwilayah,ditinggalkankarenatidak mampumenjawabpersoalan.Yangharusdikembangkanadalah

kota-kota di sekitar DKI Jakarta seperti Bogor, Tangerangdan Bekasi sebagai daerah penyanggadengan prinsip yang saling

menguntungkan.

Ny. Aisyah Amini (FPP)menyampaikanuraian terhadap RUU tentang perencanaan,pelaksanaandan pengembanganDKI Jakarta

seharusnyaberdasarkanrencanainduk DKIJakartayangtelah mendapatpersetujuanPresiden.Selainitu dijelaskanpula tentangjumlah

keanggotaan DPRD DKI Jakarta.

SideB: Lanjutanuraian Ny. AisyahAmini (FPP)terhadap RUUtersebut. Menurut FPP,karenapendudukDKIJakartasangatberagam

termasukKepulauanSeribumakanamakecamatansebaiknyadiganti denganKotapraja.Selainitu, perlu adanyaLembagaMusyawarah

Kota di setiap kotamadya, kemudian dijelaskan tentang beberapa pasal dalam RUU tersebut.

Rapat Paripurna ke 

10/I/1990 -1991

Jumat, 12 Oktober 

1990

Suara Jelas

124 Rapat Paripurna ke 10/I/1990 -1991 Volume 3

SideA: Lanjutanuraian Ny. AisyahAmini (FPP)terhadapRUUtersebut. FPPmenjelaskantentang keterkaitanpasal20 (1) UUD1945

denganRUU,usulanperubahanurutan pasalRUU,batas-bataswilayahDKIJakarta,usulanperubahanpasal6 padaRUUmenjadipasal7

tentangwilayahkotamadya,kecamatandan kelurahan.Dikemukakanpula rencanapembangunanrumah susun(rusun)di lokasibekas

lapangan udara Kemayoran.

Uraian Sdri. Ipik Asmasubrata(FPDI)terhadap RUUtersebut. FPDIberpendapatbahwa DKI Jakartasebagaiibukota negara,dapat

memiliki susunanpemerintahansendiri sesuaiUU yangberlaku,keterkaitanpasal11 UU No. 5 Tahun1974 yaitu mengenaititik berat

otonomi daerah pada daerah  tingkat II dan usulan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kota yang terdiri dari ABRI dan pemerintah.

Side B: Sambutan Menteri Dalam Negeri Rudini (sebagai wakil pemerintah), atas disahkannya RUU menjadi UU.  

Rapat Paripurna ke 

10/I/1990 -1991

Jumat, 12 Oktober 

1990

Suara Jelas
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SideA: LaporanBKSAPtentangkunjunganDPRIke luar negeriyaitu hasilpertemuanAIPOdenganParlemenEropatanggal21-24Mei di

Brussel,Belgia.Dalam pertemuan tersebut, dibahassituasi politik di Eropadan Asia Tenggara,ekonomi dan perdagangan,Putaran

Uruguay,perhubunganlaut dan udara Internasional,kerjasamaEropaςASEAN,lingkunganhidup dan pengungsi.Dilaporkanpula,para

anggota DPRRI juga berkunjung ke Roterdamdan Amsterdam,Belandaserta menghadiriSidangUmum AIPOke II tanggal 10-15

September di Singapura. 

SideB:LanjutanLaporanBKSAPketikamenghadiriSidangUmumAIPOke II di Singapura.PadaSidangAIPOke II ini, diusulkanbeberapa

hal yangakandibahasyaitu politik regional,pengungsiIndocina,daerahbebasdamai,netral dan bebassenjatanuklir, situasidi Eropa,

TimurTengahdanAfrikaSelatan,KTTKelompok15 di KualaLumpur,KTTBushςGorbachev,usulandiadakannyaKTTke 4 di Singapura,

sosialekonomidanalih teknologi.DiharapkanAIPOlebih berperanaktif dalammenciptakanstabilitasdankesejahteraanbangsa-bangsa

di Asia Tenggara.

Rapat Paripurna ke 

ммκLκмффл ς мффм

Jumat, 12 Oktober 

1990

Suara Jelas
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SideA: LanjutanLaporanBKSAPketika menghadiriSidangUmumAIPOke II di Singapura.DiuraikanmengenaihasilSidangUmumAIPO

hari ke 6 dan penyerahanjabatanSekretarisJenderal(bergilir) antaraMr. A. Lopez(parlemenSingapura)kepadaMr. JohanBoudewijn

PaulMaramis.SekretariatJenderalAIPOdijabat oleh Buri Ratnamwat(Thailand).SidangAIPOke 13 akandiselenggarakanpadatahun

1992 di Jakarta.

Diuraikan tentang pengesahan empat RUU, sedangkan RUU tentang Celah Timor belum disahkan.

Konferensiinternasionalyangdihadiri delegasiIndonesiayaitu SidangUmum AIPOke II tanggal10-15 September1990 di Singapura;

CominacConferenceof Ministersof Information of Non AlignCountrieske 4 tanggal24-29 September1990 di Havana,Cuba;Global

ParlimentarianConferenceof HumanSettlementsandDevelopmenttanggalнрςнуSeptember1990di Tokyo,Jepang;SidangUmumPBB

ke 45 di New York, AS dan Konferensi IPU ke 84 tanggal 15-20 Oktober 1990 di Punta Del Este, Uruguay.

SideB:Penjelasanmengenaitugaskomisi-komisiDPRRIpadapriode ini yaitu: KomisiII, KomisiIII, KomisiV,KomisiVI,KomisiVII,Komisi

VIII,KomisiIX.DikemukakantentangRakerKomisiXdenganBappenas,KomisiVIdenganMenteri PertambangandanEnergisertaKomisi

APBNdanMenteri Keuangan.Selainitu, dikemukakantentangpengendalianinflasi,keterkaitankoperasidenganekonomidanpolitik dan

tidak adanyalembagaokusisidi DPRRI (tidak dibenarkandiktator mayoritasdan tirani minoritas) karenaanggotaDPRRI mengabdi

kepadarakyat. Dikemukakanjuga mengenairencanakunjunganPresidenSuhartoke Beijingbulan November1990 setelahmenghadiri

penobatan Kaisar Akihoto di Jepang.

Rapat Paripurna ke 

ммκLκмффлςмффм  

Sabtu, 13 Oktober 

1990

Suara Jelas
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SideA: LaporanmengenaipenyelesaianempatRUUyaitu RUUAkademiIlmu PengetahuanIndonesia,RUUtentangKepariwisataan,RUU

PembentukanPengadilanTinggiTataUsahaNegaradi Jakarta,Medandan UjungPandangdanRUUtentangSusunanPemerintahanDKI

Jakarta.

LaporanKunjunganKerja Komisi-komisiDPRRI ke duabelasprovinsi dalam rangka tugas dibidang pengawasan.Untuk daerah lain,

dikunjungisecaraperorangansesuaidaerahpemilihanmasing-masing.Dijelaskanpula mengenaiLaporanSemesterAPBNTahun1990ς

1991danperkiraantambahanAPBN1990ς1991.Selainitu, diinformasikanbahwaNelsonMandela(PemimpinNasionalAfrikaSelatan

dan Wakil Ketua Kongres Afrika,  diberikan penghargaan Bintang Republik Indonesia pada HUT Golkar ke 26 tanggal 20 Oktober 1990. 

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 
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128 Rapat Paripurna ke 13/II/1990-1991 Volume I

SideA: Rapatini dihadiri oleh Menteri Kehakimanbesertastaf, JaksaAgungbesertastaf, rombongankhususPerancangUndang-undang

Babinkumdan para anggotaDewan.Dalam rapat ini dibahasRUUKejaksaanAgungRI yang merupakantindak lanjut dari Amanat

PresidenRINo. R/PU/9/1990tanggal17 September1990.Rapatini diawali denganuraianMenteri KehakimantentangRUUKejaksaan

Agung RI. 

PadaUUNo.8 Tahun1981KitabUndang-undangHukumAcaraPidana(KUHAP),digambarkankeserasianhubungankerjadankoordinasi

antar aparat dalamprosespenyelesaianmasalahpidana(integratedcriminal justicesystem)yangmerupakanpenyidikan,penuntutan,

penyidangan, pemutusan perkara dan pelaksanaannya secara terpadu.

SideB:LanjutanuraianMenteri Kehakimanmengenai:eksistensiKejaksaanAgungRIpadaUUD1945,AmanatPresidenpadapelantikan

Ketua MahkamahAgungRI dan JaksaAgungRI tanggal 19 Agustus1945, keputusanPPKItahun 1945 yang membentuk duabelas

Departemen(termasukKejaksaanAgungRI) dan UU No.19 Tahun1948 tentang Susunandan KekuasaanKehakimandan Kejaksaan.

LembagaKejaksaanbukansekedarpenuntut umum tetapi alat pelaksanakekuasaanpemerintahdibidangperadilan,dalampenegakan

hukum dan keadilan.Sejaktahun 1966,ada dua permasalahanmengenaikedudukanKejaksaandan kontradiksiKejaksaandenganUU

No.15 Tahun 1961.

SejakdiberlakukannyaKUHAP,bobot Kejaksaanberkurangdalam penegakanhukum dan keadilan.Dasarpembuatan RUUtentang

KejaksaanAgungRI yaitu pasal284 KUHAP(ketentuan peralihan)yaitu mengenaiKejaksaantidak dapat dipisahkandari wewenang

penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus, menyempurnakan hasil penyidikan, wewenang khusus Jaksa Agung dan Kuasa Hukum.

Rapat Paripurna ke 

13/II/1990 -1991

Senin, 5 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: MuhammadIsnainMahmud melaporkanKunjunganKerja KomisiII DPRRI ke 27 provinsi memantauperihal pemerintahan,

aparatur,pembangunan,pertanahan,politik dan sebagainya.Dinilainyaaparatur pemerintahjumlahnyabelum proporsional.Selainitu

dikemukakanmengenaipembangunanpulau Bintan (untuk memasokair ke Singapura,pariwisata,industri dasardan agrobisnis)dan

pembangunan pelabuhan Jambi.

SideB:LanjutanlaporanMuhammadIsnainMahmudmengenaiKunjunganKerjaKomisiII DPRRIke 27 provinsi.HasilpantauanKomisiII

yaitu tentang pemerintahan, aparatur, pembangunan,pertanahan, politik, bantuan dana kepada parpol, penyediaanair bersih,

perdaganganrakyat dan pembauranetnis Cinadi pulau Bangka.KomisiII juga memantausengketatanah di beberapadaerah.Untuk

tertibnya pengalihanhak tanah, Komisi II mengusulkanagar PeraturanNo. 2 Tahun1976, diusulkanuntuk ditinjau kembali karena

mengandungpeluanguntuk disalahgunakan.Dikemukakanpula SuratMenteri DalamNegeriNo.11Tahun1990 tentang SusunanTata

Tertib DPRD,Intruksi Menteri DalamNegeriNo. 13 Tahun1990 tentang PenyempurnaanSusunanPimpinanDPRDTk II, penggantian

antar waktu anggota DPRD Tk I Jawa Barat dan RUU pembentukan Lampung Barat sebagai Daerah Tingkat II.

LaporanKomisiIII DPRRIolehTengkuDahmanMunzirmengenairencanakunjungankerjakeprovinsiKalimantanSelatandanKalimantan

Tengah, memantau bidang Kehakiman, Tunjangan Fungsional Lapas  dan penyuluhan hukum.

Rapat Paripurna Ke 

мпκLLκмффл ς мффм

Jumat 16 November 

1990

Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 69   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

130 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ мпκLLκмффл ς мффм ±ƻƭǳƳŜ LL 

SideA: LanjutanlaporanKomisiIII DPRRI oleh TengkuDahmanMunzir mengenaipenebangankayu di KalimantanTengah,industrial

Pancasila,materi UUPariwisata,bidangimigrasi,penyidikPolri,peradilanagamadankesepakatanempatorangGubernurdi Kalimantan

tentang pengaturan terpadu bidang transportasi dan perbatasan.

LaporanKomisiIVDPRRIolehAbdullahKholilmengenaikunjungankerjaKomisiIVke SulawesiSelatan(memantaupertanian,pabrikgula

dan wisata bahari) dan Irian Jaya (memantau pembangunan transmigrasi, pertanian dan kehutanan). 

SideB: LanjutanlaporanKomisiIV DPRRI oleh AbdullahKholil mengenaikunjungankerja KomisiIV ke SumateraSelatan(memantau

pengamanan hutan).

Laporan KunjunganKomisi V DPRRI oleh I Gusti Ngurah Yudha ke Maluku. Di sana Komisi V DPRRI memantau kesenjangan

pembangunan, sektor perhubungan laut, darat dan udara serta daerah kumuh di Maluku.

Rapat Paripurna ke 

мпκLLκмффлςмффм

Senin 19 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: LaporanKunjunganKomisiV DPRRIoleh I GustiNgurahYudhake Maluku. KomisiV DPRRImemantauperumahanrakyatdan

sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi (parpostel) di Maluku. Selain itu Komisi V DPR RI juga berkunjung ke Musi Banyuasin, Sumatera 

Selatan; proyek irigasi Teluk Lada di Pandeglang dan Lebak, Jawa Barat; Tanjung Perak, Surabaya dan Kalimantan Barat.

Laporan Kunjungan Komisi VI DPR RI oleh H. Muhammad Yusuf Anwar Gaffar ke Jawa Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

SideB:LanjutanlaporanKunjunganKomisiVIDPRRIolehH.MuhammadYusufAnwarGaffar.KomisiV DPRRIberkunjungke Sorongdan

Wamenajugamenyoroti kasusFreeport,tenagakerja,penanamanmodal,pertumbuhanekonomidanpeningkatantenagakerja di Irian

Jaya.

Laporan Kunjungan Komisi I DPR RI oleh H. Kusnaedi ke DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Rapat Paripurna ke 

мпκLLκмффлςмффм

Senin, 19 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: LanjutanlaporanKunjunganKomisiI DPRRIoleh H. Kusnaedike KalimantanTengahyangmemantaukesiapanPemiludi sana,

sensuspenduduk, forum muspida, komoditi utama, RRIPalangkaraya,pertanian, potensi hutan, perhubungandarat dan sungai,

perfilman dan media massa setempat. Rapat paripurna ditunda besok.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 

мпκLLκмффлςмффм  

Senin, 19 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: LaporanKunjunganKerjaKomisiAPBNDPRRIoleh Dra.SarikinkinAhmadDimyatike SulawesiTenggaradanSulawesiUtara.Di

SulawesiTenggara,KomisiAPBNDPRRImeninjautentang peran serta daerahdalammembangunpotensi daerah;pelaksanaanAPBN,

APBD, perkreditan, dunia usaha, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara sektoral dan regional.

Di SulawesiUtara, KomisiAPBNDPRRI meninjau tentang GerakanMakmur DesaMerata (Gersa),pertumbuhan ekonomi daerah,

perkembanganAPBD,penerimaanasli daerah, penerimaannegara,perkreditan, perbankan,peningkatanSDM,komoditi non migas,

pembangunanPelabuhanPerikananSamudra (PPS)di Kendari, pembentukan BPKPDaerah, pembangunanjembatan, jalan dan

bendungan serta proyek Bina Marga.

SideB: Lanjutanlaporan kunjungankerja KomisiAPBNDPRRI oleh Dra. SarikinkinAhmadDimyati ke SulawesiTenggaramemantau

perhubungan laut dan udara, sertifikasi tanah milik Pos dan Giro, transmigrasi serta otonomi Daerah Tingkat I dan II.

Laporankunjungankerja peroranganKomisiAPBNDPRRIke Nias,Sumateradan Maluku Barat,Lampung,JawaBarat,NusaTenggara

Timur dan Sulawesi Selatan.

LaporanKunjunganKerjaKomisiVIIDPRRIyangdibacakanolehSdr.Sukirmanke JawaTengah,JawaTimurdan Jambi.KomisiVIIDPRRI

juga memantau tentang piutang negara (kredit macet) yang ditangani PUPN, Perum Pegadaian, Taspen, Asuransi dan Perbankan.

Rapat Paripurna ke 

мп [ƧκLLκмффлςмффм 

Senin, 19 November 

1990

Kosong, 

Tidak ada 

Suara
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SideA: Lanjutanlaporankunjungankerja KomisiVII DPRRIyangdibacakanoleh Sdr.Sukirman.KomisiVII memantaupenyaluranKUK,

kredit macet,kredit modal kerja, laju inflasi, TataNiagaKaretdan investasi.Padakunjungankerja ke JawaTengah,KomisiVII DPRRI

memantauekspornon migas,laju inflasi, karet rakyat, koperasi,panenpadi. Sedangkanpadakunjunganke Jambi,KomisiVII DPRRI

memantau ekspor migas, karet rakyat, koperasi, kebutuhan beras dan meningkatkan pendayagunaan tanah. 

Laporankunjungankerja KomisiVII DPRRIyangdibacakanoleh Ny. TonySumarjoke DI Aceh.KomisiVIImemantaubidangkesehatan,

sosial,KB,UniversitasSyahKuala,pemindahanRSLhoksemauwe,RSZainalAbidin,RSSiglidan Abri MasukDesa(AMD)serta kendala-

kendala pembangunan di Aceh.

SideB:LanjutanlaporankunjungankerjaKomisiVIIDPRRIyangdibacakanolehNy.TonySumarjoke DIAceh.KomisiVII jugamemantau

bidang kesehatandi Aceh dan pelayanannyabagi masyarakatdan bidang sosialseperti pembinaanmasalahsosialdi panti, urusan

peranan wanita, peranan ABRI, pemukiman serta kelompok masyarakat Raja Ubiet dan Bantakiyah.

KemudiandilanjutkandenganlaporankunjungankerjaKomisiIX DPRRI(yangdibacakanoleh Drs.Kafandi)ke KalimantanTengah.Pada

Kunjungan kerja tersebut, Komisi IX memantau pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA serta pembangunan mess guru di perbatasan.

Rapat ParipurnakKe 

мп [ƧκLLκмффлςмффм 

Selasa, 20 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: Lanjutanlaporankunjungankerja KomisiIX DPRRIyangdibacakanoleh Drs.Kafandike KalimantanTengah.KomisiIX DPRRI

melaporkanperkembanganpendidikandan kebudayaandi KalimantanTengah;perkembanganpendidikandi Kebumen,JawaTengah;

kondisi budaya, agama dan permasalahan tanah di Jambi serta pelayanan urusan haji di Kalimantan Tengah, DI Aceh dan Sumatera Barat. 

Kemudian dilanjutkan dengan laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dibacakan oleh Budi Waluyo ke Sulawesi Tenggara.

SideB:Kemudiandilanjutkandenganlaporankunjungankerja KomisiX DPRRIyangdibacakanoleh Budi Waluyoke SulawesiTenggara

tentang : pembangunan,pendidikan,kondisi daerah, sensuspenduduk,pelabuhanlaut dan tata kota Kendari, Lampungtentang :

pembangunandan penelitian Balai BudidayaLaut, Nusa TenggaraTimur tentang : dana PBBuntuk kelautan, Irian Jayatentang :

pemeliharaanhutan, longsor,bendunganWowotobi, JawaBarat tentang : limbah yang mencemariwaduk Saguling,DI Yogyakarta

tentang pembentukan Komisi Amdal dan Sumatera Selatan.

Rapat Paripurna ke 

мп [ƧκLLκмффлςмффм

Volume II, Selasa, 20 

November 1990

Suara Jelas

136 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ мп [ƧκLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ п 

Side A: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dibacakan oleh Sdr. Budi Waluyo. Sidang ditutup.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 

мп [ƧκLLκмффлςмффм 

Selasa, 20 November 

1990

Suara Jelas

137 Rapat Paripurna ke 15/II/1990-1991 Volume I 

SideA: RapatParipurnaDewanmembahasmengenaipembicaraantingkat II yaitu tentang : PemandanganUmumpara anggotaDewan

terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kejaksaan RI yang dibacakan FKP, FABRI, FPP dan FPDI.

PemandanganUmum FKPyangdibacakanoleh MH MonanganHutabarat,SH.FKPmenyampaikanbahwa RUUtentang KejaksaanRI

merupakanprosespenggantianUU No.15 Tahun1951 tentang KetentuanPokokKejaksaanRI dan UU No. 16 Tahun1961 tentang

PembentukanKejaksaanTinggiyangtidak sesuaidenganperkembanganjaman.Dikemukakanpula tentangpokok-pokokyangtercantum

dalam RUUyaitu tentang kedudukanKejaksaanRIberdasarkansistemketatanegaraanberdasarkanUUD1945,susunanKejaksaanRI,

tugas dan wewenang Kejaksaan RI dan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI.

SideB: KemudiandilanjutkandenganPemandanganUmumFABRIyangdibacakanoleh Drs.H. BagoesSujadiGR.FABRImenyampaikan

bahwa UU No. 8 Tahun1981 tentang KUHAPmerupakanrujukan hukum pembuatanRUUtentang KejaksaanRI. KemudianFABRI

mengemukakantentang pokok-pokokyang tercantum dalam RUU,isi berbagaiperaturan perundangantentang hukum dan aturan-

aturan yang belum tercantum dalam RUU.

Rapat Paripurna ke 

15/II/1990-1991

Selasa 20 November 

1990

Suara Jelas

138 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ мрκLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ н

SideA: LanjutanPemandanganUmum FABRIyangdibacakanoleh Drs.H. BagoesSujadiGR mengenaikedudukandan perananJaksa

secaraumum, persyaratanuntuk menjadi JaksaAgungMuda dan pengertianyangtidak tercantum dalamRUU,UU No.15Tahun1951

dan  UU No.16 Tahun 1961, untuk menghindari salah pengertian dalam RUU.

Pemandangan Umum FPP yang dibacakan oleh Drs. Muhammad Yunus Husein mengenai kajian-kajian pasal-pasal dalam RUU.

SideB:LanjutanPemandanganUmumFPPyangdibacakanolehDrs.MuhammadYunusHuseinmengenaikajian-kajianpasal-pasaldalam

RUU. 

Kemudian disampaikan Pemandangan Umum FPDI oleh Jupri, SH.

Rapat Paripurna ke 

мрκLLκмффлςмффм 

Senin, 26 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: LanjutanpemandanganUmumFPDIoleh Jupri,SH.FPDImemintapenjelasantentangkoordinasidansinkronisasiantarainstansi

terkait dalampenyusunanRUUtentangKejaksaanRI.Selainitu FPDImengemukakanbahwaRUUharusmengacupadaTAPMPRRINo.4

Tahun1978, kedudukanKejaksaansebagailembagapenuntutan, pembahasanpasal-pasaldalam RUUdan penyidikantindak pidana

khusus.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 

мрκLLκмффлςмффм 

Senin, 26 November 

1990

Suara Jelas

140 Rapat Paripurna ke 16/II/1990-1991 Volume I 

Side A: LaporankunjungandelegasiDPRRI ke Global ParlementarianHuman Settlement and Developmentke IV tanggal 25 -18

September1990 di Tokyo,Jepangyangdibacakanoleh Sdr. HSKSusilastutiSutopo Isnomo.Dalamlaporan ini dikemukakantentang

tujuan konferensitersebut mengenaipandangandan dukunganmasalah-masalahpemukimandan lingkungansecaraumum (khususnya

negara-negaraberkembang)dan upaya solidaritasantar anggotaparlemen.Topik yang dibahasdalam konferensitersebut yaitu isu

pemukimandan pembangunandi tingkat global, pemukimandan lingkungan,wanita dan pemukiman,proyek inovatif yangberhasil

tentang pemukiman serta kerjasama dibidang pemukiman.

SideB: LanjutanlaporankunjungandelegasiDPRRIyangdibacakanoleh Sdr.HSKSusilastutiSutopoIsnomomengenaikesimpulandan

saranyangdisepakatipadaGlobalParlementarianHumanSettlementandDevelopmentke IV tanggal25 -18 September1990di Tokyo,

Jepang

LaporankunjungandelegasiDPRRI sebagaipenasihatkhususpara Menteri Penerangannegara-negaraNon Blok ke Conferenceof

Ministersof Informationof NonAlignCountriesIII (Cominec)di Havana,Kuba yangdibacakanolehSdr.JoniHerlaudSumaryono(FABRI).

FABRImelaporkanpenyelenggaraanCominecIII, usulandelegasiRImengenairealisasiprogramkerja CominecI tahun 1984 di Jakarta

danCominecII tahun 1987di Harare,Zimbabwe.DiharapkanGerakanNonBlok lebih pragmatisdalammengisikegiatannya,khususnya

dalam meningkatkan bidang Informasi.

Rapat Paripurna ke 

16/II/1990 -1991

Senin 26 November 

1990

Suara Jelas

141 Rapat Paripurna Ke 17/II/1990-1991 Volume I

SideA: JawabanPemerintahatasPemandanganUmum para anggotaFraksiyangdisampaikanoleh Menteri Kehakiman.Dikemukakan

penjelasanyang bersifat umum untuk menyeragamkanpersepsisecaraprinsipil, jawaban atas pertanyaan-pertanyaanfraksi-fraksi,

masalah-masalahSistemPeradilanPidanaTerpadu(Integrated Criminal JusticeSystem),penambahankententuan tanpa mengubah

sistem dan asas yang dianut KUHAP yaitu persidangan perkara secara cepat dan murah serta uraian proses perkara di pengadilan.

Side B: Lanjutan jawaban Pemerintahatas PemandanganUmum para anggota fraksi yang disampaikanoleh Menteri Kehakiman.

Kemudiandiuraikanmengenaipasal-pasaldalamRUU,keterkaitannyadenganKUHAP,kondisihukumdi Indonesia,UUNo.5 Tahun1950,

UUNo.5 Tahun1959,prosesperkaradi pengadilandanpembahasanpasal-pasalpadaRUUyaitu pasal32 (1) b, 28, 7 (2), 27 butir c dan

d. Disampaikanpula surat-suratdari MahkamahAgungyangtelah diterima PimpinanDewantentang usul pengangkatanenam nama

Hakim Agung untuk mengganti dua orang Hakim Agung yang telah memasuki masa pensiun.

Rapat Paripurna ke 

17/II/1990-1991

Jumat, 30 November 

1990

Suara Jelas
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SideA: RapatParipurnaKe18/II/1990ς1991merupakanpembicaraanTingkatIVpengambilankeputusanatasRUUtentangpengesahan

perjanjianantara RIςAustralia,zonakerjasamaantar dua wilayahdi Timor Timur, IndonesiadenganAustralia.Padarapat paripurna

tersebut, disampaikanpendapatatakhir oleh ClementinoDos ReisAmaral (FKP)tentang penambahanterjemahantreety dan Zona

EkonomiEksklusif(ZEE)kedalamBatangTubuhRUU,bataslandaskontinensuatunegaradan tuntutan Indonesiaatasgaristengahyang

sama pada laut Timor dan laut Arafura.

SideB:Lanjutanpenyampaianpendapatakhir ClementinoDosReisAmaral(FKP)tentangbataslandaskontinen,yaitu di sebelahSelatan

Timor Timur (dinamakanCelah Timor) dan di sebelah utara Australia. Dikemukakantentang persetujuan zona kerjasamayang

memanfaatkanmigasdi CelahTimorantaraRIςAustraliapadatahun1989yangdibagimenjadi3 daeraheksplorasidaneksploitasiyaitu

daerahA, B,danC.Tetapipersetujuantersebutbersifatsementara,bukanketetapanyuridiksi(hakberdaulatsetiapnegara).Selainitu RI

dan Australia harus berupaya mencapai batas landas kontinen yang tetap. 

Penyampaianpendapatakhir oleh Drs.E.Syarifuddin(FABRI)tentangkerjasamaRIςAustraliadi daeraheksplorasidaneksploitasiyaitu

daerahA, B,danC;carabagihasildanpengelolaannyadan prospekdan potensimigasdi zonakerjasamadan sekitarnya.Dikemukakan

pula UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif.

Rapat Paripurna ke 

муκLLκмффлςмффм  

Jumat, 7 Desember 

1990

Suara Jelas

143 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ муκLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ н

SideA: Lanjutanpenyampaianpendapatakhir oleh Drs.E.Syarifuddin(FABRI).FABRImengemukakantentang perbandinganKonvensi

Jenewatahun 1958 dan KonvensiHukumLaut tahun 1982,pembagianhasil zonakerjasamadi daerahA, B dan C serta pendapatdan

saran terkait dengan RUU Celah Timor.

Penyampaianpendapatakhir oleh H. Ali Tamin,SH(FPP).Menurut FPP,kekayaanalam yangterkandungdi CelahTimor, dikeloladan

dimanfaatkansebesar-besarnyaoleh seluruh rakyat Indonesia.Dalammembahaskonsideransminyak, FPPmemandangperlu untuk

disebutkan UU yang terkait dengan perjanjian tersebut, baik secara nasional maupun internasional.

Side B: Lanjutan penyampaianpendapat akhir oleh H. Ali Tamin, SH (FPP).FPPmenitikberatkanratifikasi perjanjian CelahTimor,

meningkatkanhubunganbilateral RIςAustralia,perjanjianCelahTimor diharapkantidak merugikan batas landaskontinen di Celah

Timordandapatmengembangkansalingpengertiandanmenjembataniperbedaanantarakeduanegara.FPPjugamengemukakansaran

terkait perjanjian ini.

Penyampaianpendapatakhir olehBNMarbun,SH(FPDI)bahwaperjanjianCelahTimordiharapkantidak menghambatpersetujuanbatas

landaskontinendanagreeminuteΩууbahwakerjasamadi CelahTimordapatdihentikansetiapsaatapabilaRIςAustraliatelah sepakat

terhadap penetapan batas landas kontinen.

Rapat Paripurna ke 

муκLLκмффлςмффм

Rabu, 12 Desember 

1990

Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 74   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

144 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ муκLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ о

SideA:Menteri LuarNegeriAli Alatas,SHmemberikansambutanpemerintahmengenaiperjanjianRIςAustraliadi zonakerjasamaTimor

Timur dan bagianutara Australia.Dikemukakanbahwa tujuan perjanjian ini untuk menjernihkanpermasalahandan menghilangkan

keraguanmengenaimanfaatperjanjianini bagi Indonesia.Perjanjianini merupakanpengaturansementaragarisbataslandaskontinen

keduanegarakarenapihakRIdanAustraliamemilikipendapatyangberbedatentanggarisbataslandaskontinenmasing-masingnegara.

Dikemukakanpula tentangpasal2 (3) RUUperjanjianCelahTimordanzonapengembanganbersama(daerahyangtumpangtindih yang

menjadi klaim negara-negara yang bersangkutan) berdasarkan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 pasal 83 (3).

SideB: Menteri LuarNegeriAli Alatas,SHmemberikansambutanpemerintahmengenaiperjanjianRIςAustralia.Perjanjianini berlaku

selama 40 tahun, kontrak bagi hasil berlaku selama 30 tahun, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dikemukakan tentang pasal-pasal 

dalam RUUyaitu pasal31 (1), pasal2 (4) dan pasal3. Diharapkan,setelahdisahkannyaperjanjian ini, dewan menteri dan otoritas

bersama, dapat mulai bekerja dan berfungsi.

Rapat Paripurna ke 

муκLLκмффлςмффм 

Rabu, 12 Desember 

1990

Suara Jelas

145 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ мфκLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ L 

Side A: Pada rapat ini disampaikan laporan kunjungan BKSAP DPR RI ke luar negeri yaitu:

LaporanhasilkunjungandelegasiDPRRIke SidangUmumPBBke 45 tanggal18 SeptemberςpertengahanDesember1990di NewYork,

AS,olehSdr.SabarKumbino.Dalamlaporanini disampaikansecaraumumtentangpenyelenggaraanSidangUmumPBBtersebutdanmisi

yang dibawa delegasi RI ke Sidang Umum tersebut yaitu masalah umum, masalah khusus dan pelaksanaan tugas misi tersebut.

Side B: Lanjutan laporan kunjungan BKSAP DPR RI ke luar negeri yaitu:

Laporanhasil kunjungandelegasiDPRRIke KonferensiIPUke 84 tanggal15 ς20 Oktober 1990 di PuntaDel Este,Uruguay,oleh Sdr.

ClementinoDosReisAmaral.Dalamlaporanini disampaikansecaraumumtentangpenyelenggararaanjalannya,Ny.TatiSumiatiHarsoyo

sebagaianggotaParlemenwanita selama2 tahun, terpilihnyaDelegasiRIsebagaiKetuaPanitiaPerumusPendidikanKebudayaan,Ilmu

Pengetahuandan LingkunganHidupserta terpilihnyaDelegasiRIsebagaianggotapanitia perumusdekolonisasiuntuk mencegahTimor

Timur dimasukkandalamresolusi.Kemudiandisampaikankesimpulan(berupakeberhasilan-keberhasilanyangdicapaidelegasiRI)dan

saran-saran.

Rapat Paripurna ke 

мфκLLκмффлςмффм 

Rabu, 20 Desember 

1990

Suara Jelas
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Side A: Lanjutan laporan Sdr. Clementino Dos Reis Amaral yang menyampaikantentang resolusi-resolusiyang berkaitan dengan

kepentingannasional Indonesia,persiapanmenghadapiKonferensiIPU ke 85 di PyongYang,Korea Utara dan meminta kerjasama

Deparlemen Luar Negeri RI untuk Konferensi IPU ke 85 tersebut.

LaporanhasilkunjungandelegasiDPRRIkeSidangUmumIII,AsianForumof Parlementarianof PopulationandDevelopmenttanggal15 -

18 Oktober1990di Bangkok,Thailand, olehSdri.Dr. IdaYusiDahlan.Disampaikanhal-halyangdibahasdalamSidangUmumIII tersebut

ȅŀƛǘǳ ƪŜǇŜƴŘǳŘǳƪŀƴ Řŀƴ ƭƛƴƎƪǳƴƎŀƴ ƘƛŘǳǇΣ ƪŜǎŜƘŀǘŀƴ ƛōǳ ς ŀƴŀƪΣ ƪŜƭǳŀǊƎŀ ōŜǊŜƴŎŀƴŀ Řŀƴ ǇŜǊƘŀǘƛŀƴ ǘŜǊƘŀŘŀǇ ƻǊŀƴƎ ƭŀƴƧǳǘ ǳǎƛŀΦ

Laporanhasil kunjungandelegasiDPRRI tanggal12 -13 November1990 ke PapuaNugini, oleh MZ Wazaraka.Disampaikantujuan

kunjungantersebutuntuk meningkatkankerjasamaRIςPapuaNuginidi bidangpolitik, ekonomidankebudayaanmelaluilegislatif.Dalam

kunjungantersebut dibahasberbagaihal dan solusinyaseperti OrganisasiPapuaMerdeka (OPM)dan kecurigaanrakyat PapuaNugini

terhadap Indonesia.

SideB: Laporanhasil kunjungananggotaDPRRI tanggal12 -13 November1990 ke PapuaNugini, oleh MZ Wazaraka.Disampaikan

tentang rincian kegiatan anggota DPR RI di Papua Nugini, kesimpulan dan saran. 

Rapat Paripurna Ke 

мфκLLκмффлςмффм

Sabtu, 15 Desember 

1990

Suara Jelas
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SideA: LanjutanMasaSidangII mengenaidengarpendapatdenganAsosiasiSemenIndonesia,diusulkanagareksporsemendihentikan

untuk sementarawaktu, sistem kesehatannasional,penyelenggaraanibadah haji, laranganpementasanyang bertentangandengan

Pancasila,lingkunganhidup, Amdal,KomisiAPBNςMenteri KeuanganyangmembahasrealisasiAPBNdan Hari KesetiakawananSosial

Nasional (HKSN) tanggal 20 Desember.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna Ke 

мфκLLκмффл ς мффмΣ 

Volume III 

Sabtu, 15 Desember 

1990

Suara Jelas

148 Rapat Paripurna ke 20/III/1990-1991 Volume I 

SideA:Hal-halyangdibahaspadarapatparipurnaini yaitupembahasanRAPBN,demokrasiekonomiberdasarkanpasal33 UUD1945dan

GBHN,kebijakanmoneter, kenaikanhargaminyak karenakrisisTeluk,masalah-masalahpertanahan,HukumAcaraPidana,RUUyang

telah disahkan sejak tahun 1989, RUU tentang Dati II Halmahera dan Bitung dan masalah-masalah yang muncul 1 tahun belakangan ini.

SideB: Pidato PresidenSuharto tentang perhitunganRABN,penetapanharga minyak, sumber penerimaannon migas,perpajakan,

bantuan luar negeri, investasidari dalam negeri dan luar negeri, penerimaannegara,pengeluaranrutin dan pembangunan,subsidi

daerah otonom, Trilogi Pembangunan dan prioritas pada Repelita V.

Rapat Paripurna ke 

20/III/1990-991 

Sabtu, 15 Desember 

1990

Suara Jelas

149 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ нлκLLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ нς п 

SideA: PidatoPimpinanDewantentang pendudukIndonesia(per 31 Oktober 1990)berjumlah179.321.641jiwa dengan31 % tinggal

diperkotaandan 69 % di desa, Muktamar Muhammadyahdi Yogyakarta,lawatan PresidenSuharto ke RRCdan Vietnam, Putaran

Uruguay Desember1990 di Brusseldan amanat yang disampaikanPresidenSoeharto tentang RAPBNdan Nota KeuanganTahun

Anggaran 1991/1992.

Side B: Lanjutan pidato Pimpinan Dewan tentang pembangunansarana dan prasarana, sektor perhubungan dan pariwisata,

pembangunanenergi,pendidikanbangsa,ProgramPengembanganKawasanTerpadu,pengembangannilai moral,etika dankeagamaan,

pelaksanaan UU Peradilan Tata Usaha Negara, pembangunan di bidang Hankam dan keberhasilan program KB.

Rapat Paripurna ke 

нлκLLLκмффлςмффм

Senin, 7 Januari 1991Suara Jelas

150 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ нлκLLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ р ς т

Side A: Lanjutan Amanat PresidenSoeharto yang mengemukakantentang kependudukandi perkotaan serta kependudukandan

pembangunan. Sidang Paripurna ditutup.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 

нлκLLLκмффлςмффм

Senin 7 Januari 1991Suara Jelas

151 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ нмκLLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ L

SideA: Penyampaianpokok-pokokpikiran KomisiAPBNoleh KetuaKomisiAPBNSdri.BakriSri HarsonomengenaipenyusunanRAPBN

yangdipengaruhiperekonomiannasionaldan dunia,perkiraanpeningkatanpenerimaannegaraTahunAnggaran1991/1992,perkiraan

pengeluarannegaradan pembangunanTahunAnggaran(TA)1991/1992,peningkatankesejahteraanPNSTA 1991/1992,peningkatan

daya guna dan hasil guna anggaran negara.

SideB: Lanjutanpenyampaianpokok-pokokpikiran KomisiAPBNoleh KetuaKomisiAPBNSdri.BakriSriHarsonomengenaipenjelasan

anggarandari berbagaisektor,pokok-pokokpikiranKomisiAPBNyangperlu mendapatkanperhatian,kebijakanfiskaldanmoneterserta

prioritas pembangunannasional.Pada kesempatanini juga disampaikandaftar nama calon anggota panitia khusus RUU tentang

Kejaksaan RI.

Rapat Paripurna ke 

нмκLLLκмффлςмффм

Senin, 7 Januari 1991Suara Jelas
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152 Rapat Paripurna ke 21/III/1990-1991 Volume 2

SideA: Nama-namaanggotaPansusRUUKejaksaanyaitu SalvadorJanuartoXimenesSoares,HermanMotte, AhmadDawaki,Sukoco

Said.AnggotaPenggantiyaitu OkaMahendra,Suhardi,Ny. Hartini Mukhtar Kasran,Ibnu Saleh,Ny. CayaSupangat,AbuHasanJazili,Y.

Mulyono, Jauhari Kahar Datuk Bagindo, Harun Rasyidi.  

Dari FraksiABRI,anggotatetap yaitu DPSunardi,Made Sudiarto,Subagyo,Ung Rumaji,SHSimatupang,AkhmadRustandi;anggota

pengganti yaitu Samsudin, Sutaryo, E. Syarifudin.

Dari FraksiPersatuanPembangunan(FPP),anggotatetap yaitu Abu Bakar,SukardiEfendi,MuhamadYusufHusin,Ny. H. AisyahAmini,

anggota pengganti yaitu H. Didik Iskandar, Zarkasih Nur, H. Ali Tamin. 

DariFraksiPartaiDemokrasiIndonesia(FPDI),anggotatetap yaituBNMarbun,Zufri,TengkuDahmanMusir; anggotapenggantiyaituJeni

Suharso, Budi Harjono.

Rapat dihadiri oleh 317 anggota, telah mencapai quorum dan menyetujui nama-nama anggota Pansus yang telah disebutkan sebelumnya.

Pengarahansingkat bahwa diharapkanPansusRUUKejaksaandapat diselesaikanpada masa persidanganke III ini dan penentuan

pemilihan pimpinan Pansus dilaksanakan setelah selesainya rapat paripurna ini. Rapat paripurna ditutup.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

21/III/1990-1991

Jumat, 11 Januari 

1991

Suara Tidak 

Jelas

153 Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume I

SideA: Rapatmembahastentang pembicaraantingkat II tentang PandanganUmum Fraksiatas RUUAPBN1991 - 1992 dan Nota

Keuangannya. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Muda Keuangan beserta wakil pemerintah. 

PandanganUmumFraksiyangakandibacakanolehH.AbungKusman(FKP),Drs.Sutikno(FABRI),H.MuhammadHartono,BA(FPP),Klara

Sitompul Tambunan (FPDI) dan besok pagi dilanjutkan lagi dengan tiga pembicara.

PembacaanPandanganUmumolehH.AbungKusman(FKP) yaitu RAPBNharusditetapkanberdasarkanPancasila,UUD1945(khususnya

pasal23),GBHNdanperkembanganKoperasidi Indonesia,RAPBNmerupakantanggungjawabkonstitusionalDPRRIbersamapemerintah

dan penjelasan GBHN tahun 1988 tentang Pelita V.

RAPBN1991 ς1992 diharapkandapat melaksanakanfungsi sesuai kedudukannyasebagaitahun ke III Repelita ke V dan dapat

melaksanakankebijakan-kebijakanyang menjamin terjadinya keseimbanganpembangunanantar bidang, sektoral dan wilayah. Pada

Repelitake V ini, harus dapat mewujudkankemandirianekonomi yangdapat menjadi tolak ukur bisa tidaknyamencapaiera tinggal

landas pada Repelita VI.

SideB: (Sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh H. AbungKusman(FKP)yaitu mengenaihal-hal yangmenjadi pertimbangan

penentuanRAPBN1991ς1992 antara lain, harga minyak yang fluktuasi harganyadipengaruhioleh PerangTeluk, penerimaannon

migas, pajak penghasilan,hutang luar negeri (pada RepelitaI ςV masihmemerlukanpinjamanluar negeri),pengeluaranrutin dan

pengeluaran pembangunan dan subsidi BBM.

FKPmenanyakankepadapemerintahmengenaikebijakanpemerintahterkait PerangTeluk,hutangluar negeridan rencanapembelian

saham Bank Danamon oleh PT Taspen 

Pembacaanpandanganumum oleh Sdr.Sutikno(FABRI)mengenaikesenjanganhubunganUtara - Selatan,perkembanganekonomidi

Eropa Timur dapat berdampak positif bagi Indonesia, ekonomi ASEAN dan globalisasi dunia.

Rapat Paripurna ke 

22/III/1990-991

Jumat, 11 Januari 

1991

Suara Jelas
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154 Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume 2

SideA: (Sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh Sdr. Sutikno(FABRI)mengenaiPutaranUruguay(perundinganperdagangan

multilateral dalam kerangkaGATTyang dapat menciptakanperdagangandunia yang lebih terbuka dan bebas),berbagaihal yang

mempengaruhilaju inflasi,pertumbuhanekspornonmigas,tabunganpemerintah(selisihpemasukandanpengeluarannegara),kebijakan

uang ketat, hutang laur negeri, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

SideB: (Sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh Sdr.Sutikno(FABRI)mengenaiPMDNyangbanyakmenumpukdi pulauJawa,

kendala-kendalaekonomi di Indonesia,peningkatananggaranpembangunanuntuk meningkatkandaya guna aparatur pemerintah,

pengawasan perbankan setelah kasus Bank Duta, Bank Majapahit dan bank-bank lainnya. 

PembacaanpandanganumumolehSdr.MuhammadHartono,BA(FPP)mengenaipenyusunanRAPBNdannota keuangannyadipengaruhi

PerangTeluk,berbagaikeadaanperekonomiandunia padatahun 1991,kebijakanyangmengarahkankekuatankonglomeratagartidak

mempersempitgolonganekonomi lemah dan mengarahkankekuatankonglomeratuntuk mampu menghadapiglobalisasiyangdapat

memperbesarakseskomoditi Indonesiadi pasarandunia, naiknyaRAPBNtahun 1991 - 1992dipengaruhioleh kenaikanhargaminyak

bumi, subsidiBBM,penentuanpatokanharga,padatahunanggaran1991-1992pemerintahbelumdapatmenaikkangajiPNS,pensiunan

dan ABRI,diharapkanDPRRI dapat mengelolasendiri anggarannya,penerimaandari pajak penghasilandan pertambahannilai dan

penerimaan dari bea cukai.

Rapat Paripurna ke 

22/III/1990-1991

Kamis, 17 Januari 

1991

Suara Jelas
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SideA: Lanjutanpembacaanpandanganumum oleh Sdr. MuhammadHartono, BA (FPP)mengenaiusulankepadapemerintahuntuk

memulihkanperanandan fungsi bea cukai, menggantiUU Kepabeanansebagaipenggantiordonantie, membinapabrik-pabrikrokok

kecil,meninjaukembaliPeraturanTataNiagaCengkehNomorSKEP.306/KP/XII/1990tanggal28 Desember1990, pelayananpublikyang

menguasaihajat hidup orangbanyakharusberkerjasamadenganBUMN(menolakswastanisasiBUMN),usulanpembayarangaji ke 13

padabulanApril 1991 dan menaikkangaji PNS,pensiunandan ABRIserta menghilangkanpotongan-potongandan menambah12 jenis

jabatan fungsional baru dan subsidi BBM. 

Pandangan-pandanganlainnyayangdisampaikanFPPmengenaipenerimaankhususlaba negara,bankdan BUMN,penerimaannegara

dari bantuanluar negeri,PerusahaanUmum(Perum),PerusahaanJawatan(Perjan),DanaOperasionalManajemen(DOM)sertaarahdan

dasar RAPBN dengan  GBHN 1988.

PertanyaanFPPkepadapemerintahyaitu mengenairincianjumlahhutangkomersial,lunakdansetengahlunak,pembayaranbungadan

cicilanhutang,sektor pertaniandan pengairan,sektor pendidikan,generasimuda dan aliran kepercayaanterhadapTuhanYME,sektor

pertambangan dan energi serta sektor pembangunan kota dan desa.

SideB: Lanjutanpembacaanpandanganumum oleh Sdr. MuhammadHartono, BA (FPP)mengenaiberbagaihal yang terkait dengan

sektor pembangunankota dan desa,pembangunansektor industri, sektor perdagangandan koperasi,tenagakerja dan transmigrasi,

pengadilanagama,bantuanproyek dalam dan luar negeri, peningkatankualitasBappedaTingkatII, pengawasanpembangunanuang

negara,subsidibagisektorpertanian,berbagaikebijakanmoneter,penyebaranKUKdi daeraholehperbankan,kegagalanBankDutadan

BankMajapahit,usulanmenerbitkanRUUyangterkait dengankeuangan,pertanyaanmengenaiPTIndo RayonUtamadanPTIndahKiat

yang telah go public padahal belum memenuhi syarat dan perolehan devisa negara dari ekspor komoditi non migas.

Rapat Paripurna ke 

ннκLLLκмффлςмффм 

Kamis, 17 Januari 

1991

Suara Jelas
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156 Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume 5

SideA: (sambungan)pembacaanpandanganumumolehSdr.MuhammadHartono,BA(FPP)mengenaiusulan-usulanyangterkait dengan

kebijakanekonomi dan perdagangandalam negeri, cadangandevisaTahun Anggaran1991 ς1992 dan partisipasi Indonesiapada

perdamaian wilayah Teluk.

Pembacaanpandanganumum oleh Ibu KlaraSitompulTambunan(FPDI)mengenaiRAPBNyangdiajukanpemerintahselamaini masih

belumsesuaidenganpasal23 UUD1945,komposisidanabantuanluar negeridalamRAPBN,prioritaspolaumumpembangunanRepelita

V,kenaikanpenerimaanmigas,penerimaannon migas,penerimaandari berbagaijenispajakdanbeacukai.Selainitu FPDIjugameminta

penjelasan pemerintah tentang tata niaga cengkeh.

SideB: (sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan(FPDI)mengenaipenerimaanpembangunan,

bantuanluar negeribesertacicilandan bunganya,pengeluaranrutin, usulankenaikananggaranbelanjapegawai,usulankenaikangaji

PNS, ABRI dan pensiunan, anggaran belanja barang, Kredit Usaha Kecil (KUK), penyaluran kredit perbankan, sektor ekonomi

(perindustrian dan perdagangan),sektor pertanian dan pertambangan.Selain itu FPDImenanyakanlangkah-langkahyang diambil

pemerintah dalam meningkatkan efesiensi dan efektifitas dunia usaha di  Indonesia. 

Rapat Paripurna ke 

22/III/1990-991 

Kamis 17 Januari 

1991

Suara Jelas

157 Rapat Paripurna ke 22/III/1990-1991 Volume 5

Side A: Lanjutan pembacaanpandanganumum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan(FPDI).Pandanganumum FPDIbagian II akan

dibacakan oleh Sdr. Edwin Himawan Sukowati. Rapat ditutup.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 

22/III/1990-1991

Kamis 17 Januari 

1991

Suara Jelas

158 wŀǇŀǘ tŀǊƛǇǳǊƴŀ ƪŜ нн [ƧκLLLκмффлςмффм ±ƻƭǳƳŜ L

SideA: Pembacaanpandanganumum oleh Nur SiswadiPuspoSenjoyo(FABRI)mengenaitinjauan secarasektoralatas RAPBNtahun

мффмςмффнΣdiharapkankenaikananggarandiiringi pengelolaandan pengawasanyang efektif dan produktif. Dalam RAPBNtahun

мффмςмффнΣyangmendapatprioritasadalahsektorperhubungandanpariwisata.Hal-hallain yangdikemukakanyaitu, sektorpertanian

dan pengairan(diversifikasi,intensifikasi,ekstensifikasidan rehabilitasi pangan),pengelolaankawasanhutan, pembangunansektor

pendidikan, generasimuda, kebudayaannasional dan kepercayaankepada Tuhan YME, sektor pembangunandan energi, sektor

perdagangandan koperasi,sektor tenagakerja dan transmigrasi,sektor agamadan sektor kesehatan,kesejahteraansosial,peranan

wanita, kependudukan dan KB.

Side B: (sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh Nur Siswadi Puspo Senjoyo (FABRI)mengenai sektor hukum, sektor

pengembanganduniausaha,himbauankepadapemerintahuntuk meninjaukembaliindikator-indikatoryangmenjadidasarpenyusunan

RepelitaV dan Repelitayangakandatang,efisiensipelaksanaanpembangunantercermin pada peningkatananggaransektor aparatur

pemerintah,tingkat efisiensitersebutharusdiiringi pengajuanperundang-undanganterkait, serta peningkatanRAPBNtahunмффмςмффн

agar diiringi dengan pengelolaan dan pengawasan yang efektif, produktif dan konsisten.

Pembacaanpandanganumum bagianII olehMaskanSajarwo(FKP)diawalimengenairalat (salahketik) padapandanganumum bagianI

olehFKPyaitu padahalaman11,seharusnyaberbunyiTahunAnggaranмффлςмффмdanpadahalaman12,seharusnyaberbunyilebihdari

15, 8 Trilyun.

Selain itu, FKPmengemukakanmengenaiperkiraan pengeluaranpembangunanpada RAPBNмффмςмффнΣsektor perhubungandan

pariwisata, sektor pembangunanpengairandan pertanian, pembangunaneksploitasisumber daya hutan serta sektor pendidikan,

generasi muda dan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Rapat Paripurna ke 

нн [ƧκLLLκмффлςмффм

Kamis, 17 Januari 

1991 

Suara Jelas
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SideA: (sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh MaskanSajarwo(FKP)mengenaikebutuhanenergidalamnegeridan sumber

energi tenaga nuklir, sektor pembangunandesa dan kota, aturan-aturan hukum yang harus diubah, kegiatan transmigrasidan

pemerataanpembangunandi luar pulau Jawa,kebijakan-kebijakankeuangandan investasi,kesiapanpemerintahdalamkeseimbangan

pembangunandi pulau Batam dengan Singapuradan Johor, prioritas pelayanan dasar bagi rakyat, peningkatan masyarakat

berpenghasilanrendah(khususnyaparanelayandansuku-sukuterasing),pelaksanaanKBMandiri, kegiatan-kegiatanpengembangandan

kelestarian lingkungan hidup harus dikoordinasikan dengan Bapedal, peningkatan SDM yang berkualitas dan urbanisasi.

Pembacaanpandanganumum bagianII oleh EdwinHimawanSukowati(FPDI)mengenailima sektor yangmendapatanggaranterbesar.

Lima sektor tersebut yaitu sektor perhubungandan pariwisata,sektor pertanian dan pengairan,sektor pendidikan,generasimuda,

kebudayaannasionaldan kepercayaanterhadapTuhanYME,sektor pertambangandan energiserta sektor pembangunandaerah/desa

dan kota.

Side B: (Sambungan)Pembacaanpandanganumum bagian II oleh Edwin Himawan Sukowati (FPDI)mengenai himbauan kepada

pemerintahagaranggaranpembangunanjalan dan jembatanbaru lebih ditingkatkan.Selainitu dikemukanjuga mengenaisaranadan

prasaranaperhubungandarat, laut dan udara, sektor pariwisata,sektor pertaniandan pengairan,peningkatanpendapatandan taraf

hidup parapetani,nelayandanpeternak,subsektorenergi,subsektorkesehatan,kesejahteraansosial,perananwanita,kependudukan

dan KB,sektor tenagakerja dan transmigrasi,sektor iptek dan penelitian, sektor pengembangandunia usaha,sektor industri, sektor

sumber alam dan lingkungan hidup serta sektor perdagangan dan koperasi.

Rapat Paripurna ke 

нн [ƧκLLLκмффлςмффм 

Jumat, 18 Januari 

1991

Suara Jelas

160 Rapat Paripurna ke 22 Lj/III/1990-1991 Volume 3

Side A: Lanjutan Penutup pandangan umum FPDI bagian II oleh Edwin Himawan Sukowati.

Denganselesainyapandanganumum bagianumum bagianII, telah selesaipandanganumum seluruh Fraksi.Pembicaraantingkat II

jawaban Pemerintah,akan diadakanpada tanggal 25 Januari1991. Ada usulan bahwa penyampaianRAPBNdan Nota Keuangan,

seharusnya disertai dengan rincian anggaran (buku biru), baik anggaran rutin maupun pembangunan. Rapat ditutup.

Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke 

22 Lj/III/1990-1991

Jumat, 18 Januari 

1991

Suara Jelas
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161 Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991

SideA : Pembukaanrapat paripurnadewandan laporankunjungankerja komisiselamaresespersidangankeduatahun 90-91.Laporan

masing-masing komisi :

1. Komisi I disampaikan Endang Kusuma Inten Suweno

2. Komisi II disampaikan Drs. Awang Arung Isak

3. Komisi III disampaikan Drs. Habi Sujadi

4. Komisi IV disampaikan H. Lukman

5. Komisi V disampaikan R. Ahmad Natar

6. Komisi VI disampaikan R. Adi Sayoto

7. Komisi  X disampaikan H.M Musafak

8. Komisi APBN disampaikan Drs. Muhammad Mansyur

9. Komisi VII disampaikan Umbu Haramburu Kapita

10. Komisi VIII disampaikan Drs. H. Sadikun Sugih Waras

11. Komisi IX disampaikan  Drs. Tengku Jamaludin Wali

Laporan kerja komisi I dengan tema : Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Pemilu 1992 dalam pemantauan ke Dati II Sumatra Barat.

Side B : Kesimpulan hasil kerja di Daerah TK I Sumatra Barat :

1. Pemerintah Daerah tetap optimis untuk memacu pembangunan diberbagai sektor dan mensukseskan Pemilu 1992

2. Jajaran ABRI di Daerah TK II dan TK I Sumatra Barat mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Laporan komisi II oleh Awang Arung Isak

1. Bidang Pemerintah

2. Bidang Aparatur

3. Bidang Pembangunan

4. Bidang Pertanian

5. Bidang Sosial Politik

6. Penutup

Rapat Paripurna ke

 23/III/1990-1991

Jumat, 18 Januari 

1991

Suara Jelas
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162 Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991

Side A : Lanjutan  oleh Awang Arung Isak

Pelayanan Pemerintah untuk penanaman modal bagi masyarakat

Laporan Komisi III oleh Drs. Habi Sujadi GR.

Daerahkunjungandi Bengkuludan SumatraSelatan,TemaKunjunganKerjaKomisiIII : DengansemangatketerpaduanAparatPenegak

Hukummengembangkantugasuntuk menegakkanHukumdan Keadilan.Laporanterdiri 2 bagian: bagianyangmenonjol / penting -

penting yangperlu mendapatkanprioritas perhatianpemerintahdan bagianyangmemuat data dan hal-hal lain yangtak terpisahkan

dengan hal pertama.

Side B : Laporan penemuan hasil kunjungan kerja Komisi III sebagai berikut 

1. Pendahuluan

2. Bidang Hukum membahas KUHP dan  Penyuluhan Hukum

3. Bidang Kejaksaan membahas Jaksa Masuk Desa, Laut dan Pos Hukum Terpadu

4. Bidang Kehakiman membahas Hakim Masuk Desa, Laut dan Kadarkum

5. Bidang Kepolisian

6. Bidang Pengadilan Agama

7. Penutup

Laporan Komisi IV oleh H. Lukman

Kunjungan kerja di Daerah Sumatera Utara dan Kalimantan Timur di lingkup Departemen Pertanian, Depertemen Kehutanan,

Departemen Transmigrasi.

Rapat Paripurna ke

 23/III/1990-1991

Rabu, 

23 Januari 1991

Suara Jelas

163 Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991

Side A : Lanjutan oleh H Lukman

SektorPertaniandi KalimantanTimur denganprogramEkstensifikasipenanamanpadi melaluikegiatanpengolahansawahbaru, Sektor

kehutananbekerjasamadenganPT.Inti IndorayonUtamadi TapanuliUtara yangmerupakanhutan pinus,SektorTransmigrasidengan

adanya 17 UPT di Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Selatan.

SideB : LaporanKerjaKomisiV olehH. AhmadNatardi daerahpropinsiJambidanKodyaMadyaSumateraSelatanpadatanggal16 - 20

Desember 1990.

1. Sektor Perhubungan membahas Perhubungan Laut, proyek  pembangunan Pelabuhan Laut Banyu Asin

2. SektorDepartemenPekerjaanUmummembahasSaranadanPrasaranaJalanmeliputi PembangunanJembatanMusi dan JalanArteri

dan Rehabilitasi Jembatan Ampera

3. Sektor Pariwisata, Pos dan Giro membahas pembangunan Situs Purbakala.

Rapat Paripurna ke

 23/III/1990-1991

Rabu, 

23 Januari 1991

Suara Jelas

164 Rapat Paripurna ke 23/III/1990-1991

Side A : Lanjutan oleh H. Ahmad Natar, membahas masalah sektor perumahan rakyat, sektor pariwisata

LaporanKomisiVI oleh R. Adi Sayotokunjungankerja di JawaBarat dan DKIJakarta.Membahasbidangperindustrianlebih prioritas

peningkatanmodal, bidang pertambangandan energi lebih mengembangkankebijakan tentang listrik, bidang tenaga kerja lebih

meningkatkan pembinaan akan peraturan dan bidang penanaman modal lebih meningkatkan sarana dan prasarana.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

23/III/1990-1991

Rabu,

 23 Januari 1991

Suara Jelas
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165 Rapat Paripurna ke 23 (ljt)/III/1990-1991 Volume 1

Side A : Laporan Komisi  oleh H.M. Musafik

1. Koordinasi Perencanaan dengan memperhatikan personil Bapeda Kalimantan Timur yang semakin luas

2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengangkat program kali bersih sebagai air baku pemasok air bersih kelas B

3. Reboisasi dengan menambah jumlah dan jenis tanaman

4. Penyelamatan Satwa Langka dengan peningkatan pengawasan HPH agar tidak sempitnya lahan Hutan

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6. Statistik

7. Bidang Pemetaan

SideB : Kesimpulankunjungankerja komisi X dalam kunjungankerja selamaresesmasapersidanganke 2 tahun 1990-1991.sebagai

tindak lanjut pemerintahharusmemperhatikanmasalahperencanaan,kependudukan& lingkunganhidup, masalahIPTEK& Statistik,

bidang pemetaan, pengkajian dan penerapan teknologi BPPT.

LaporanKomisiAPBNoleh Drs. M. Mansyur. Hasil kunjungankerja tingkat I Jabar,Kanwil Pertanian,Kanwil Perhubungan,Kanwil

Pekrjaan Umum, Kanwil Perdagangan, Kanwil Pertanian, Kanwil Perindustrian, Kanwil Keuangan, Aparat Perbankan dan Swasta.

Rapat Paripurna ke 

23 (ljt)/III/1990-1991

Rabu, 

23 Januari 1991

Suara Jelas

166 Rapar Paripurna ke 23 (Lj) / III / 1990 -1991

Side A : Lanjutan, Pengembangan Pulau Batam yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara.

Laporan Komisi VII oleh H. Slamet Riyanto, pembahasanmasalahkeuangan,perbankan,perdagangan,koperasi di propinsi TK I

Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh ketua komisi VII Saiful Anwar Husein.

Laporan Komisi VIII oleh Drs. H Sadikun Sugih Waras

Kunjungankerja ke daerahTKI PropinsiJawaTengahmembahasmasalahbidangkesehatan,sosial,peningkatanperananwanita dan

keluarga berencana

Side B. Lanjutan Laporan Komisi VIII, membahas masalah bidang sosial dan bidang peranan wanita.

LaporanKomisiI olehDrs.TengkuJamaludinWali, kunjungankerjake daerahTKI SulawesiTengah,membahaspembangunanIndonesia

Timur, masalah terbatasnya SDM / kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia, peningkatan prioritas

pembangunan Sulawesi Tenggah antara lain bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan agama.

Rapat Paripurna ke 

23 (ljt)/III/1990-1991

Kamis, 24 Januari 

1991

Suara Jelas

167 Rapat Paripurna ke 23 (Lj)/III/1990-1991

Side A : Lanjutan Laporan Komisi IX.

- bidang pendidikan --> hambatan ketenagaan tentang penyebaran guru yang belum merata

- bidang kebudayaan --> pembentukan kelompok kebudayaan kesenian tradisional dan kurangnya pembinaan

- bidang agama --> kurangnya madrasah/tempat belajar agama dan kurangnya guru agama

Side B : Penutupan rapat Paripurna ke 23/III/90-91 oleh pimpinan sidang

Rapat Paripurna ke 

23 (ljt)/III/1990-1991

Kamis, 24 Januari 

1991

Suara Jelas

168 Rapat paripurna ke 24/III/1990-1991

Side A : Pembukaan rapat oleh Pimpinan Sidang.

RapatmembahasjawabanPresidenataspemandanganumum para anggotamengenairancanganundang-undangtentang APBN91-92

beserta nota keuangannya.

Menteri Keuangan--> jawabanpemerintah,tantanganglobalisasisemakinketat dan membahasmasalahAnggarandan BelanjaNegara;

membahas mengenai penerimaan pajak tidak langsung yang lebih besar dari pajak langsung.

SideB: Membahaspeningkatanpenerimaanbukanpajakmelaluipenyempurnaanadministrasi,tata penyetorandanpengawasandalam

pelaksanan. 

Rapat paripurna ke 

24/ III/1990-1991

Kamis, 24 Januari 

1991

Suara Jelas
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169 Rapat paripurna ke 24 (Lj)/III/1990-1991

SideA : Lanjutan,perkembangankoperasiharus sejajar denganpara pelaku ekonomi lainnya dan diperlukanperaturan perundang-

undangan dibidang perkoperasian sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Penutupan rapat paripurna ke-24/III/90-91 oleh pimpinan sidang

Side B : Tidak ada suara

Rapat paripurna ke 

24 (Lj)/ III/1990-1991

Jumat, 

25 Januari 1991

Suara Jelas

170 Rapat Paripurna ke 25/III/1990-1991

Side A : Pembukaan Rapat oleh pimpinan dan terbuka oleh umum.

LaporanKomisiAPBNtentang rancanganUU APBNtahun 91-92oleh KetuaAPBNsdr. H. AbdulBakriSrihardo.KomisiAPBNmencatat

berbagai masalah sbb : Sistem anggaran masih ada kerancuan tentang penempatan kegiatan.

Side B : Pembangunan di bidang hukum, masalah kejaksaan dan departemen kehakiman masih membutuhkan Sarana dan Prasarana

Rapat Paripurna ke 

25/III/1990-1991

Jumat, 

25 Januari 1991

Suara Jelas

171 Rapat Paripurna ke 26/III/1990-1991

Side A : Ketua membuka rapat paripurna dan terbuka untuk umum.

Rapat membahas laporan tentang :

1. LaporanDelegasiDPR-RIke sidangInternasionalTropicalTimerOrganizationConsuldi YokohamaJepangoleh UsmanHasantentang

hutan sebagaikomponenlingkunganhidup menjadi faktor dominanmenjaminkelangsungankehidupanbiologi yang perlu dipelihara,

kedudukan, peranan ekonomi dari hutan sebagai sumber pendapatan serta komoditi perdagangan, dan Keorganisasian ITTO.

2. LaporanDelegasiDPR-RIke sidangRoadandAgricultureOrganizationdi RomaItalia oleh SutahanMangunSentonotentangmisi yang

dibawa sebagai tugas dan kewajiban program nasional bidang pangan dan pertanian.

SideB : Kemajuanusahapembangunanplasmanutfah ternak sangatberkembangpesat,pengembanganpangandunia supayaanggota

donor dapat memberikan sumbangan berupa komoditas atau tunai.

Rapat Paripurna ke 

26/III/1990-1991

Kamis, 14 Februari 

1991

Suara Jelas

172 Rapat Paripurna ke 27/III/1990-1991

Side A : Wakil Ketua membuka rapat dan terbuka untuk umum.

Pembahasan usul pendapat sdr. Theo L Sambuaga dkk tentang perang teluk sbb :

1. Pembicaraan TK.I penjelasan pengusul atas pendapat Theo L Sambuaga dkk tentang perang teluk

2. Pembentukan panitia khusus yang akan menangani materi pada pembicaraan TK.II

3. Pengambilankeputusandenganurutan-urutansbb.LaporanKetuaPansus,Pendapatfraksi-fraksitentangpernyataandewantentang

perang teluk. 

SideB : Pembukaanrapat melanjutkanpembicaraanTk. IV tentang laporan pansusoleh Theo L Sambuagadan pembahasankonsep

pendapat usul pernyataan Theo L Sambuaga.

Rapat Paripurna ke 

27/III/1990-1991

Jumat, 25 Februari 

1991

Suara Jelas

173 Parap Paripurna ke 27/LJ/III/1990-1991

SideA : Drs. Mardiansyahdari fraksi PPmengemukaanpendapat tentang perang teluk tidak hanyamenghancurkanberbagaiaspek

kehidupantapi propagandaperangteluk dapatmembentukpersepsiyangkeliru ditengahmasyarakatsehinggamenciptakandisintegrasi

bangsa.

Naro dari fraksi PDIberpendapatmenyatukansecaralangsungkepadapihak-pihakyangberperanguntuk segeragenjatansenjatadan

menghentikanperangsecaratotal, mendorongdewankeamananPBBuntuk segeramengadakanevaluasiperkembanganperangteluk,

menghimbaukepadapihak-pihakyangberwenangdalam pembinaanperdamaianpenyelesaianmasalahinternasionaluntuk segenap

etikat baik menempuhupaya- upayasupayajiwa, semangatdan prinsip-prinsipPancasiladan UUD'45 dapat diterapkandi tingkat

internasional.

Rapat Paripurna ke 

27/III/1990-1991

Sabtu, 16 Februari 

1991

Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 84   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

174 Rapat Paripurna ke 28/III/1990-1991

SideA : PembicaraanTingkatIV PengambilanKeputusanatas RUUtentang APBN1991 -1992 besertanota Keuangannya.Sambutan

kepalaBiro Persidanganuntuk membacakansurat dari Presidententang RUULalulintasdan AngkutanJalan,RUUPenerbangan,RUU

Pelayaran, RUU Pembangunan.

SideB : Lanjutan,PembahasanRUUAPBNTahunAnggaran1991- 1992,Pendapatdan Saranfraksi-fraksidan KomisiI - X dan Komisi

APBN.

Rapat Paripurna ke 

28/III/ 1990-1991

Sabtu, 16 Februari 

1991

Suara Jelas

175 Rapat Paripurna ke 28/III/1990-1991

Side A : Lanjutan, Penyampaian Pendapat Fraksi Karya Pembangunan dalam pelaksanan APBN 1991 -1992 yang akan datang.

SideB : Penyampaianpendapatakhir dari FraksiABRIoleh sdr. Drs. Afif Ma'ruf tentang langkahderegulasidan debirokratisasitelah

membawa hasil bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

Rapat Paripurna ke 

28/III/ 1990-1991

Kamis, 28 Februari 

1991

Suara Jelas

176 Rapat paripurna ke 28/III/1990-1991

Side A : Lanjutan pendapat Akhir dari Fraksi ABRI dan menyatakan menyetujui RUU APBN 1991 - 1992 untuk disahkan menjadi UU.

PenyampaianpendapatakhirDrs.Moh Mansurdari FraksiPersatuanPembangunantentangpenerimaandari ekspormigastetap menjadi

penerimaan utama negara, selain itu mendukung sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Side B : Lanjutan pendapat dari Fraksi Persatuan Pembangunan, penyampaian harapan dan saran dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Rapat Paripurna ke 

28/III/ 1990-1991

Kamis, 28 Februari 

1991

Suara Jelas

177 Rapat Paripurna ke 28/III/1990-1991

SideA : Lanjutan,Penyampaianpendapatakhir oleh BudiHarjonodari FraksiPDItentangbidangpolitik dan kemasyarakatan,ekonomi,

sosial budaya, Hankamnas.

SideB: HarapanfraksiPDIdalamsektorpertanian,pengairan,kehutanan,pendidikanumumdangenerasimuda,energidan listrik desa,

pembangunandaerah,desadan kota, pertahanandan keamanan,peruhamanrakyat dan pemukiman,kesehatan,tenagakerja, dunia

usaha, perdagangan dan koperasi, perbankan, pengawasan pembangunan, yayasan dan pertanahan.

Rapat Paripurna ke 

28/III/ 1990-1991

Kamis, 28 Februari 

1991

Suara Jelas

178 Rapat paripurna ke 28/III/1990-1991

SideA : LanjutanPenyampaianpendapat(harapan)dari fraksiPDI.Pimpinansidangmembacakannaskahakhir RUUAPBNtahun 1991-

1992. SambutanMenteri KeuanganRI bahwa kelahiran UU APBNmerupakantonggak penting demokrasi.Kurun waktu RepelitaV

merupakan kurun waktu yang penting dan menentukan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Side B : Lanjutan sambutan Menteri Keuangan RI.

Pimpinan menutup sidang.

Rapat Paripurna ke 

28/III/ 1990-1991

Kamis, 28 Februari 

1991

Suara Jelas

179 Rapat Paripurna ke 29/III/1990-1991

SideA : Pimpinanmembukarapat paripurna dan terbuka untuk umum. LaporanBKSAPdelegasiDPR-RIke Australiaoleh H. Mien

Sugandhitentang membinadan mempereratkerjasamayangsalingbermanfaatantara bangsa-bangsatermasukhubungankerjasama

antar perlemen, menunjang kebijaksanan Pemerintah RI untuk meningkatkan upaya pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan 

dengan Australia.

SideB: Laporandari SusantiniSukantono,SEtentangBKSAPdelegasiDPR-RIke KonferensiAIPOtentangkerjasamaekonomidi kawasan

Asia Pasifik yang berlangsung di Thailand dari tanggal 28 januari sampai dengan 1 februari 1991 yang bertempat di Concent Comburi.

Rapat Paripurna ke 

29/III/ 1990-1991

Kamis, 28 Februari 

1991

Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 85   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

180 Rapat Paripurna ke 29 /III/1990-1991

SideA : LanjutanLaporandari SusantiniSukontono,SEtentangBKSAPdelegasiDPR-RIke KonferensiAIPOtentangkerjasamaekonomidi

kawasanAsiaPasifik,yangisinyabahwaKonferensiAipo hendaknyamempertimbangkankemungkinandiadakanpertemuanAIPOlebih

lanjut untuk membicarakanaspek-aspekkhususdari padakerjasamaekonomiregional,mempelajaricaradanmetodeuntuk merangsang

pendekatan dan memperluas kerjasama di bidang - bidang lain.

SideB : Pemanfaatansecaralestari sumberdayahayati dan ekosistemnyadilakukandenganmelalui kegiatanlingkunganyangdiatur

dalamundang-undangantaralain pemanfaatansumberdayaalamihayatidanekosistemyangberadadalamkawasanpelestarianalam,

pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang berada didalam atau diluar kawasan pelestarian alam.

Rapat Paripurna ke 

29/III/ 1990-1991

Jumat, 08 Maret 

1991

Suara Jelas

181 Rapat paripurna ke 31/IV/1990-1991

SideA : Ketuasidangmembukarapat paripurnake 31 dan terbuka untuk umum. PidatopembukaanmasapersidanganV tahun sidang

1990- 1991.Tim- tim anggotaDPRtelah mengadakankerja yaitu TimKomisiI ke ProvinsiKalimantanTimur,KomisiII ke ProvinsiIrian

Jaya,KomisiIII ke ProvinsiSumateraBarat,KomisiIVke ProvinsiKalimantanSelatan,KomisiV ke ProvinsiNusaTenggaraBaratdanBali,

KomisiVI ke ProvinsiNusaTenggaraTimurdanJawaBarat,KomisiVIIke ProvinsiTimor-TimordanNusaTenggaraTimur , KomisiVIIIke

ProvinsiRiaudan Bali, Komisi IX ke ProvinsiDKI,JawaBarat dan JawaTengah,KomisiX ke ProvinsiRiau,KomisiAPBNke Provinsi

Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

SideB : PembicaraanTk. I keteranganpemerintah tentang rencanaundang-undangpembentukanKabupatenDaerahTk. II Lampung

Barat. Laporan Menteri Dalam Negeri atas penjelasan pemerintah atas diajukannya RUU pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Barat.

Rapat Paripurna ke 

31/IV/1990-1991

Jumat, 08 Maret 

1991

Suara Jelas

182 Rapat paripurna ke 31/IV/1990-1991

SideA : Lanjutan,pembahasantentang potensi wilayah LampungBarat, keadaanpertanian, peternakan,perikanan,pariwisatadan

pertambangan.

Penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat.

Side B : Tidak ada suara.

Rapat paripurna ke 

31/IV/1990-1991

Senin, 13 Mei 1991 Suara Jelas

183 Rapat Paripurna ke 32/IV/1990-1991

SideA : Pimpinanmembukarapat persidangan,pembicaraanTk. I keteranganpemerintahatasRUUtentang tambahandan perubahan

APBN tahun 1990-1991, RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 1988-1989.

SideB : PenjelasanRUUtentangperhitunganAnggaranNegaratahun 1988-1989,gambaranperhitungananggarannegaratahun 1988-

1989 sebagai berikut : Pendapatan rutin, Belanja rutin, tabungan pemerataan, pendapatan pembangunan dan belanja pembangunan.

Rapat Paripurna ke 

32/IV/1990-1991

Senin, 13 Mei 1991 Suara Jelas

184 Rapat Paripurna ke 33/IV/1990-1991 Volume 1

SideA : Pimpinanmembukarapat persidangan,PembicaraanTk. II pandanganumum anggotaterhadap RUUtentang pembentukan

Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Barat. Penyampaian pandangan umum atas RUU sebagai berikut : 

Drs.MulalolaPardededari FraksiKaryaPembangunan,Rubiyantodari fraksiABRI,H. AisyahAmini dari fraksiPersatuanPembangunan,

Adi Pranoto dari Fraksi Demokrasi Indonesia.

SideB: Pandanganumumdari fraksiABRI,daerahotonom dibentukdengantujuan pembinaanpolitik, pembinaanrumahtanggasendiri,

pembinaan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan negara RI terhadap daerah diberi hak-haknya.

Rapat Paripurna ke 

33/IV/1990-1991

Jumat, 17 Mei 1991 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 86   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

185 Rapat Paripurna ke 33/IV/1990-1991 Volume 2

SideA : Lanjutan,PandanganFraksiDemokrasiIndonesiaoleh Adi Pranototentang menggalipendapatanasli daerahdan peningkatan

kwalitas pegawai.

SideB : Lanjutan,Programpembangunanair bersih, sekolahdasar,transmigrasi,pariwisatadan pemberianmodal pangkalselama3

tahun.

Rapat Paripurna ke 

33/IV/1990-1991

Senin, 20 Mei 1991 Suara Jelas

186 Rapat Paripurna ke 34/IV/1990-1991 Volume1

SideA : PembukaanRapatParipurnake 34 masapersidanganIV oleh pimpidansidang.PembahasanTk. I keteranganpemerintahatas

RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Perkeretaapian, RUU pelayaran, RUU Penerbangan.

Side B : lanjutan pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Sistem Jaringan Transportasi Jalan.

Rapat Paripurna ke 

34/IV/1990-1991

Senin, 20 Mei 1991 Suara Jelas

187 Rapat Paripurna ke 34/IV/1990-1991 Volume 2

Side A : Lanjutan, Ketentuan wajib angkut sebagai aturan wajib publik mengandung arti penyedia jasa/operator.

Pembicaraan Tk. II jawaban pemerintah pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat oleh Menteri Dalam Negari.

SideB : Jawabanpemerintahdari fraksiABRIoleh Ruhdiyantomembahastentangkewenanganpangkal,jawabanpemerintahdari fraksi

Persatuan Pembangunan membahas status perwakilan 8 kecamatan menjadi definitif kecamatan.

Rapat Paripurna ke 

34/IV/1990-1991

Jumat, 24 Mei 1991 Suara Jelas

188 Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991 Volume 1

Side A : PembicaraanTk.IV mengenaipengambilankeputusanRUU tentang KejaksaanRI, Pandanganumum dari PansusMarzuki

Darusman, SH, pendapat akhir dari fraksi Karya Pembangunan oleh H.Z Ansori Ahmad, SH.

SideB : Lanjutanpendapatakhir dari fraksiKaryaPembangunandandilanjutkanpendapatakhir dari fraksiABRItentangRUUkejaksaan

RI oleh S.H. Simatupang.

Rapat Paripurna ke 

35/IV/1990-1991

Jumat, 24 Mei 1991 Suara Jelas

189 Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991 Volume 2

SideA : Lanjutanpendapatakhirdari fraksiABRI,menerimadanmenyetujuiRUUtentangKejaksaaanRIuntuk menjadiUUyangdisahkan

oleh pemerintah.

SideB : Pendapatakhir dari fraksi PersatuanPembangunanoleh Soekardi,SHtentang penghapusanpasal17 faktor umur, pasal27.E

menjadi pasal 27.D

Rapat Paripurna ke 

35/IV/1990-1991

Senin, 27 Mei 1991 Suara Jelas

190 Rapat Paripurna ke 35/IV/1990-1991 Volume 3

SideA : Lanjutanpendapatdari fraksi PersatuanPembangunankemudiandapat menerima dan menyetujui RUUkejaksaanRI oleh

SoekardiEffendi,SH;FraksiPDIolehBNMarbun,SHmenyatakantentangditerimadandicantumkanUUno 14 th 1970dalamkonsideran

mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dimaksudkan dalam pengertian RUU.

Side B : SambutanMenteri KehakimanRI membahastentang semangatanggota DPRdan pengkajiananggota yang berkualitas.

penutupan Rapat Paripurna oleh pimpinan sidang.

Rapat Paripurna ke 

35/IV/1990-1991

Senin, 27 Mei 1991 Suara Jelas

191 Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 1

SideA : Laporankerja komisi-komisipadaresesyanglalu. LaporankomisiVI oleh Drs.NugrahaBesoesdaerahkunjungankerja ke Jawa

Barat, NTT, Timor-timur masalah peraturan.

Side B : Lanjutan laporan komisi VI tentang pertambangan dan energi, industri, tenaga kerja dan penanaman modal

Laporan komisi I oleh H Andi Selanurdin masalah bidang pertahanan dan keamanan.

Rapat Paripurna ke 

36/IV/1990-1991

Senin, 27 Mei 1991 Suara Jelas
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192 Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 2

SideA : LaporanKomisiI olehH.AndiSelanurdintentangbidangHankamABRIdi Balikpapan,kesiapanmenghadapipemilu1992,bidang

penerangantentang koran masukdesa,saranadan prasaranaoperasionalyangmasihkurangdan kesiapanmenghadapipemilu 1992,

bidang luar negeri tentang perkembangan Pulau Sipadan.

side B : Laporan Komisi II oleh Adi Pranoto di wilayah Irian Jaya tentang keadaan geografi, jumlah tenaga kerja dan sumber alam.

Rapat Paripurna ke 

36/IV/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991 Suara Jelas

193 Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 3

SideA : LanjutanLaporankomisiII, tetangprogramINPRESBANGDES( InpresPembangunganDesa) dandidangAparatur,LaporanKomisi

III oleh sdr. SamsulMuarif, BA.DalamresesIII tentangmasalahhukumdan perundang-undangan,sanksihukum,pemikiranhukumdan

kelembagaan negara.

SideB: Lanjutan,masalahkasushukumdaerahperbatasan,masalahlembagapermasyarakatan,laranganhakim.laporanKomisiIVoleh

Sdr.Muntaran, kunjungankerja di SumatraBaratoleh H. H. Imam Khurmendan KalimantanSelatanoleh sdr. Sutahanlingkupkerja di

Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Depertemen Transmigrasi.

Rapat Paripurna ke 

36/IV/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991 Suara Jelas

194 Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 4

SideA : LanjutanlaporanKomisiIV,Pengembanganperkebunanteh, perkebunankaret, sektor kehutananmembahashutan konservasi,

sektor tansmigrasi.Laporankomisi V oleh Dra. SumiatmiBSdalam resesIII kunjungankerja di wilayah Bali dan NTB.WilayahBali

membahas tentang Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, serta perumahan rakyat. 

Side B : Wilayah NTBmembahastentang pelabuhan,sektor pos dan giro, sektor telekomunikasi,sektor pekerjaanumum tentang

pembangunanBendunganMenuk, BinaMarga,perumahanrakyatdan kunjungankerja perorangandi Jakarta,JawaBarat,JawaTimur,

Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya.

Rapat Paripurna ke 

36/IV/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991 Suara Jelas

195 Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 1

SideA : Lanjutan,PembacaanLaporan: KomisiIXolehSuwardiWiryaAdmadjaSH,KomisiXoleh sdr.Dr Ir Irma Adeputra M.Sc,Komisi

APBNoleh sdr Drs.JoniAlwibanyo,KomisiVII olehsdr Dr WM Sudjoko.LaporanKomisiVIIIolehSuwardiWiryaAdmadjaSH.Kunjungan

kerjakeJawaBarat,Jakarta,JawaTengah,JawaTimurmengenaimasalahpembinaangenerasimudamelaluiolahraga,pendidikanformal

dan permasalahan kurang guru sekolah dasar, Asrama Haji.

SideB : LaporankomisiXolehsdr.Dr IrmaAdePutraM.Sctentangpembangunanpelaksanaandesadi kepulauanRiau,kurangnyatenaga

SDM dan pengembangan Pulau Batam.

Rapat Paripurna ke 

36 (Lj)/ IV/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991 Suara Jelas

196 Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 2

SideA : LanjutanlaporanKomisiXdi ProvinsiIrianJayatentangperencanaanpembangunan,ProvinsiJawaTengahtentangPokok-Pokok

PemerintahDaerah,bidangkependudukandan lingkunganhidup, ProvinsiDIYtentangpengkajianAMDAL( AnalisisDampakLingkungan

Hidup)dan tata ruangkependudukan,ProvinsiSumatraBarat tentang pelestarianAliran Sungai;Risetdan Teknologi;BidangStatistika.

LaporanKomisiAPBNolehDrs.JoniAlwibanyodi PropinsiKalimantanTimurmembahastentangkeuangandaerah,hubungankomunikasi

antara desa dan kota, tata laksana Impor.

SideB : Masalahperkreditan, perasuransian,pengawasan,pelaksanaanpembangunandaerah,bidang perhubungandarat, laut dan

udara, bidang kehutanan, bidang transmigrasi dan bidang kelistrikan.

Laporan Komisi VII oleh Ibu Sudjoko kunjungan kerja ke Dati I Timor-Timur dan Dati I Nusa Tenggara Timur.

Rapat Paripurna ke 

36 (Lj)/ IV/1990-1991

Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jelas
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197 Rapat paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 3

SideA : LanjutanlaporanKomisiVII, tentang GerakanGempar(GerakanMeningkatkanPendapatanAsli Rakyat)di Dati I Timor-Timur

meliputi bidang keuangan, bidang perbankkan, bidang perdagangan, bidang koperasi.

Side B : Laporan Kerja Komisi VIII oleh Nana Dumana Wiradiputra, kunjungan kerja di Provinsi Riau dan Bali tentang masalah kesehatan.

Rapat Paripurna ke 

36 (Lj)/ IV/1990-1991

Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jelas

198 Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 4

Side A : Lanjutan Laporan Komisi VIII tentang kesehatan di Provinsi Riau dan Bali, 

Penutupan rapat paripurna oleh ketua sidang.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

36 (Lj)/ IV/1990-1991

Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jelas

199 Rapat Paripurna ke 38/IV/1990-1991 Volume 1

SideA : Pimpinanrapat MembukaRapatdan Terbukauntuk umum, RapattentangPimbicaraanTk. I keteranganpemerintahatasRUU

perumahandanPemukiman.LaporanBKSKPtentanglaporanBKSKPdelegasiDPR-RIterhadappenasihatKhususdelegasiRIke sidangHak

Asami Manusia di Jenewa Swiss dan Laporan BKSKP muhibah ke Rakyat Demokrasi Korea.

Pembicaraan Tk.I

SideB : lanjutan BKSKP,membahasHak AsasiManusia(HAM)dan pelanggaranHAM, KerjasamaregionaldikawasanasiaPasifik,dan

penghapusan ras diskriminasi sosial.

Rapat Paripurna ke 

38/ IV/1990-1991

Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jelas

200 Rapat Paripurna ke 38/IV/1990-1991 Volume 2

SideA : LaporanBKSKPMuhibah ke RepublikRakyatKoreaoleh H.M YusufAnwar Gofar,Melaporkankeadaandan perkembangnadi

Korea.

SideB : Lanjutan,Saran- saran,PerluadanyaPeningkatankerjasama,Tukarmenukarpengalamanbidangpembangunan,perlu adanya

penjajakan dan penelitian mengenai perkembanganhubungan ekonomi dan perdagangan,perlu adanya kerjasana untuk saling

membantu keamanan di Asia Pasifik.

Rapat Paripurna ke 

38/ IV/1990-1991

Selasa, 11 Juni 1991Suara Jelas

201 Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 1

SideA:PembicaraanTingkatIVtentangpengambilankeputusanatasduaRancanganUndang-Undang(RUU),tentang:(1).RUUTambahan

dan PerubahanatasAPBNtahun 1991; (2). RUUtentangPerhitunganAnggaranNegaraT.A.1988/1989.SelanjutnyaBakriSriHardono

(Ketua KomisiAPBN)melaporkanNeracaPenerimaanNegaraT.A. 1990/1991 sebagaiberikut: RealisasiPenerimaanDalam Negeri,

diperkirakanmencapaiRp.39 trilyun 564 milyar 442 juta; PenerimaanMigasRp.17 trilyun 711 milyar 900 juta; PenerimaanNonMigas

Rp.21 trilyun 834 milyar 542 juta; RealisasiBelanjaNegaramencapaiRp.29 trilyun 997 milyar 739 juta; dan PenerimaanDevisaHasil

Ekspor mencapai US$ 27 milyar 770 juta.

SideB: Pendapatakhir dari masing-masingfraksi atas dua RUU.Imam Santoso,BA (FraksiKaryaPembangunan/FKP)melihat adanya

kemajuandan keseimbangandalam penyerahandana dan kredit yangdikeluarkan.NamunFKPmelihat bahwa distribusi pengelolaan

kredit masihkurangmenjangkaugolonganekonomilemah.FKPmengharapkanagarpenyalurankredit perbankandapatmenjangkaudan

mendorong pengembangan usaha golongan ekonomi lemah

Rapat Paripurna ke 

39/ IV/1990-1991

Selasa, 11 Juni 1991Suara Jelas
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202 Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 2

SideA: Imam Santoso,BA (FKP)berkesimpulanbahwa PenerimaanAPBNT.A.1990/1991mengalamikenaikancukupbesar,sehingga

pengajuanRUUTambahandanPerubahanAPBNT.A.1990/1991adalahtepat sesuaiprinsipanggaranberimbangdandinamis.FKPdapat

menerima dan menyetujui RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN T.A. 1990/1991 dan RUU Tentang Perhitungan Anggaran Negara 

T.A 1988/1989 untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

SideB:MachmudiHadiSaroso(FraksiABRI)berpendapatPembahasanRUUTentangTambahandanPerubahanatasAPBNdilaksanakan

setelahTahunAnggaranberakhir.FraksiABRImenyarankanagarPerkiraanTambahandan PerubahanatasAPBNdapat diajukandalam

triwulan ke-3 T.A.1989/1990.Selanjutnya,pelaksanaanrealisasiPANTahun1988/1989masihberadadalamgariskebijaksanaandan

lingkupsasaran,sehinggadalampelaksanaanprogrampembangunanmampudiwujudkan.FraksiABRImenyatakanmenyetujuiduaRUU

tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden.

Rapat Paripurna ke 

39/ IV/1990-1991

Senin, 17 Juni 1991 Suara Jelas

203 Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 4

SideA:DenganPersetujuanSidangDPRRI,KetuaDPRRImemutuskanuntuk MenetapkanUndang-UndangTentangPerhitunganAnggaran

NegaraT.A.1988/1989,denganrincian:Pasal1 (ayat1) PendapatanAnggaranNegaraT.A.1988/1989sebesarRp.30 trilyun 538milyar

94 juta 529 ribu; (ayat2) BelanjaNegaraT.A.1988/1989sebesarRp.33 trilyun 252 milyar 43 juta 567 ribu; (ayat3) Sisaanggaranlebih

perhitunganAnggaran1988/1989sebesarRp.280milyar 50 juta 962ribu. Daftarakhir ditandatangani317anggotasidangmakakuorum

telah terpenuhi untuk pengambilankeputusandua RUUtersebut untuk disahkanmenjadi Undang-Undang.Sebagaipenutup sidang,

Menteri Keuanganmengharapkankerja samaantaraanggotadewandan pemerintahdalammenjalankanpembangunandi masa-masa

mendatang.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

39/ IV/1990-1991

Senin, 17 Juni 1991 Suara Jelas

204 Rapat Paripurna ke 40/IV/1990-1991 Volume 1

SideA: AcaraPembicaraanTingkatII tentang jawabanpemerintahatas pandanganumum para anggotamengenaiRUUtentang Lalu

Lintas dan AngkutanUmum di Jalan;RUUtentang Perkereta-Apian;RUUtentang Pelayaran;dan RUUtentang Penerbangan;yang

sebelumnyatelah dibicarakanpadatanggal10 Juni1991.JawabanMenteri PerhubunganAd Interim: (1). Pemerintahberusahamenata

kembali peraturan-peraturanlama yang masih sesuaidalam ke-4 RUUbersangkutan;(2). Pemerintahberupayamengelompokkan

berbagaipasalyangmemerintahkanpenyatuanlebih lanjut denganPeraturanPemerintah;(3).Sebagaihasilpengelompokan,Pemerintah

menyiapkan 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di bidang lalu lintas dan angkutan di jalan.

SideB: Menteri PerhubunganAd Interim: Penyusunan4 RUUbidangTransportasiini dimaksudkanuntuk memberikanlandasanhukum

yangkokohdi bidangTransportasiberdasarPancasila,UUD1945,danGBHN.PenyusunanRUUTransportasiini jugadidasarkanatasAsas

Kepentingan Umum, Asas Keterpaduan, Asas Adil dan Merata, dan Asas Keseimbangan.

Rapat Paripurna ke-

40/IV/1990-1991

Senin, 17 Juni 1991 Suara Jelas

205 Rapat Paripurna ke 40/IV/1990-1991 Volume 2

SideA: JawabanMenteri PerhubunganAd Interim terhadappertanyaanmasing-masingfraksi terkait 4 RUUBidangTransportasi:(1).

Pemerintahmenginginkanadanyakewajibanterhadapoperator untuk mengasuransikanterhadapangkutandan barangyangdiangkat

maupunterhadappihakke III terkait pengoperasianalat angkutnya;(2). TransportasiNasionalharusdisusunsecaraterpadudalamsatu

kesatuansistemyangutuh, salingberkaitan,salingtergantung,dansalingmengisi/melengkapimodeyangsatudenganmodelainnya;(3).

Di bidangPelayaran,ApabilaRUUtelah disahkanmenjadi Undang-Undang,maka UU tersebut akanditindaklanjuti dengansekurang-

kurangnya30 RPP.SebagaiPelaksanaantelah disiapkan10RPPbidangPelayaran,5 RPPbidangLaluLintasdanAngkutandi Jalan,4 RPP

bidang Perkereta Apian, dan 4 RPP bidang Penerbangan.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke-

40/IV/1990-1991

Selasa, 18 Juni 1991Suara Jelas
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206 Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 1

SideA: RajaKami SembiringM (KetuaKomisi II DPRRI) membuka rapat PembahasanRUUTentangPembentukanKabupatenTk II

LampungBarat.PembentukanKabupatenTk II LampungBarat dilihat dari sisi kemajuanLampungUtara dan dari sisi kebutuhanyang

mendesaksebagaiwilayahLampungBaratuntuk dikembangkan.Ke-4fraksidanpemerintahdalamkesimpulanmusyawarahnyatanggal

18 Juni 1991 telah menyepakati agar RUU tersebut dapat diajukan pada pembicaraan Tingkat IV pada hari ini.

SideB: Pendapatakhir fraksi-fraksi.HA.YahyaMurad, SH(FKP);FKPmenyetujuiRUUtentangPembentukanKabupatenTk II Lampung

Baratuntuk disahkanmenjadiUndang-undang.FKPmenghimbaukepadapemerintahuntuk segeramemenuhiharapanrakyatdi Lampung

Barat sebelum tanggal 17 Agustus1991 (HUT RI ke-46). Husni Zein (FraksiABRI),menyimpulkanbahwa hakekat ekonomi lebih

merupakankewajibandari padahak,yaitu kewajibanuntuk menjaminterwujudnyapembangunandi daerah.Sebagaibagiandari negara

kesatuan,pemerintahpusat wajib menjaminterciptanyahubunganyangserasiantara perangkatpemerintahpusat denganperangkat

pemerintah daerah.  

Rapat Paripurna ke-

41/IV/1990-1991

Selasa, 18 Juni 1991Suara Jelas

207 Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 2

SideA: HusniZein(FraksiABRI);menyatakandapat menerimadan menyetujuiRUUtentang PembentukanDaerahTingkatII Lampung

Baratuntuk disahkanPresidenRImenjadiUndang-Undang.FraksiABRImengharapkansetelahdisahkanRUUini menjadiUU,agarsegera

ditindaklanjuti penerbitan peraturan-peraturanpelaksanaannya.Usnain Yahya(FraksiPersatuanPembangunan/FPP);menghendaki

setelahdiresmikanKabupatenDaerahTk II LampungBarat, diikuti pula denganperesmianpengangkatananggota-anggotaDPRD.FPP

jugamenyatakanpersetujuannyaterhadapRUUtentangPembentukanKabupatenDaerahTk II LampungBaratuntuk disahkanmenjadi

Undang-undang.

Side B: Adi Pranoto (FraksiDemokrasiIndonesia/FDI),mengusulkanagar penetapan calon pejabat Bupati dimusyawarahkandan

disepakatibersamaantara pimpinan DPRDFraksi-fraksidenganGubernurKepalaDaerah,yang untuk selanjutnyadituangkandalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Rapat Paripurna ke-

41/IV/1990-1991

Kamis, 20 Juni 1991Suara Jelas

208 Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 3

SideA: Menteri DalamNegeri;menyampaikanbeberapamateri RUUyangmenjadi ajangperbedaanpendapatseperti: (1). Penetapan

ibukota Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat di Liwa; (2). PenetapanLiwa sebagai Ibukota karena letaknya strategis; (3).

Pengembangan jumlah kecamatan di Kabupaten Daerah Tk II Lampung Barat; (4). Kewenangan yang menyangkut masalah perikanan. 

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

41/IV/1990-1991

Kamis, 20 Juni 1991Suara Jelas

209 Rapat Paripurna ke 42/IV/1991 Volume I

SideA: Pembicaraantingkat pertamatentang4 RUU,yakni:(1). RUUPerbankan;(2). RUUDanaPensiun;(3).RUUUsahaPerasuransian;

(4). RUU Perubaahn atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

SideB: Menteri Keuangan;menyampaikan4 ciri utama RUUyangharusmenjadi perhatianDewan,antara lain: (1). Pengamanandan

perlindungankepentinganumum terkait kegiatanmenghimpundanamasyarakatyangharuscermat dan didasariaturan-aturanketat;

(2). sikap kehati-hatiandidalam mengeloladana masyarakat;(3). memperluaskesempatanberusahadan bekerja; (3). Mendorong

keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar berbagai pihak.

Rapat Paripurna ke 

42/IV/1990-1991

Kamis, 20 Juni 1991Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 91   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

210 Rapat Paripurna ke 42/IV/1991 Volume 2

SideA: PidatoMenteri Keuangan;pembahasanmengenaipokok-pokokmateri dalamRUUDanaPensiun,perlakuanperpajakanterkait

pengenaan pajak penghasilan, ketentuan-ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan dalam penyelenggaraan dana pensiun.

SideB: PenyampaianRUUperubahanatasUUNo. 7 Tahun1983TentangPajakPenghasilan.TujuanperubahanUUtersebut agardapat

menampungperkembanganekonominasionaldanperkembanganduniausahayangmenyangkutperlakuanpajakpenghasilan.Berdasar

RUUtersebut, lembaga-lembagadi sektor keuangandan perbankanterdiri atas; (1). Perbankan;(2). Perasuransian;(3). DanaPensiun;

(4). Lembaga Pembiayaan; (5). Lembaga di bidang Pasar Modal.

Rapat Paripurna ke 

42/IV/1990-1991

Jum'at, 21 Juni 1991Suara Jelas

211 Rapat Paripurna ke 42/IV/1991 Volume 3

Side A: Tidak Ada Suara

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

42/IV/1990-1991

Jum'at, 21 Juni 1991Suara Jelas

212 Rapat Paripurna ke 43/IV/1991 Volume I

SideA: Pembahasandua materi rapat tentang PelaporanBKSAPmengenaihasil-hasilmuhibahDPRdan PembentukkanPanitiaKhusus

PaketRUUBidangPerhubungan.LaporanDrs.Kafandhieyangmelakukankunjunganmuhibahke SelandiaBarudenganmateri: Laporan

kunjungandelegasiDPR,kunjungankehormatandenganWakil PerdanaMenteri SelandiaBaru,pembahasanekspor-imporIndonesia-

Selandia Baru, Perbatasan PNG Indonesia, Hubungan bilateral kedua negara, dan masalah pendidikan.

SideB:LaporanIbu SriRedjekiIndro Subagjayangmelakukankunjunganmuhibahke Italia padatanggal7-14April 1991.Tujuandelegasi

yakni: (1). Untuk menunjangkebijaksanaanekonomi,(2). Meningkatkanhubunganperdagangandan pariwisatakeduanegara,laporan

kunjungandelegasimuhibahke PresidenItalia danbeberapapejabattinggi lainnyayangmenghasilkanpersetujuankeduanegaradalam

bidang ekonomi yakni kerja sama IGGI.

Rapat Paripurna ke 

43/IV/1990-1991

Jum'at, 21 Juni 1991 Kosong, 

Tidak ada 

Suara

213 Rapat Paripurna ke 43/IV/1991 Volume2

Side A: Sri Redjeki Indro Subagja(lanjutan); pembahasandibidang ekonomi dan sosial-budayaterkait: (1). masalahindustri dan

keanggotaanIGGI,(2). Hubungandagangdan ekspor-imporantara IndonesiadenganItalia, (3). pembahasanpromosi kepariwisataan

Indonesia di Italia serta, (4). pemberian beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk belajar di Italia.

SideB:DrsRihata;Pembacaannama-namacalonanggotapanitiakhususpembahasRUUtentangLaluLintasdanAngkutandi Jalan,RUU

Perkereta-Apian,RUUPelayaran,RUUPenerbangan,dengandaftar hadir telah ditandatangani300 anggotadari total 491 anggota

dewan. 

Rapat Paripurna ke 

43/IV/1990-1991

Jum'at, 5 Juli 1991 Suara Jelas

214 Rapat Paripurna ke 44/IV/1991 Volume I

SideA: PembacaanLaporanBKSAPkunjungan3 DelegasiDPR-RIke LuarNegeriyakni:(1).DelegasiDewankePrancistanggal5 -22Maret

1991olehMuh. Diran;(2).DelegasiDPR-RIke KonferensiIPUke-85di Pyongyang,RRDKoreaUtaratanggal29 Maret - 4 April 1991oleh

SjafrieSaid;(3). DelegasiDPR-RIke GlobalParlementarianConfrenceon Habitat di Harere,Zimbabwetanggal29 Maret - 8 April 1991

oleh Ibu Sutopo Isno.

SideB:SjafrieSaiddalampokokacarakunjunganmembicarakanmasalah:(1).penyatuankembalikeduaKoreaUtaradanKoreaSelatan;

(2). Penyelesaianre-unifikasi sedarah damai, persatuan nasional; (3). Upaya pencegahanperlombaan senjata nuklir dan senjata

pemusnah masal lainnya. (4). Peranan parlemen dalam usaha peradamaian di Timur Tengah.

Rapat Paripurna ke-

44/IV/1991

Jum'at, 5 Juli 1991 Suara Jelas
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215 Rapat Paripurna ke 44/IV/1991 Volume 2

SideA: SutopoIsnowo:laporanDelegasiDPR-RIdi GlobalParlementarianConfrenceon Habitat di Harere,Zimbabwemenghasilkan13

resolusi, 4 diantaranyayang diusulkan DelegasiRI, yakni: (1). PembangunanPermukimanutuk golonganmasyarakatmiskin; (2).

Pembangunankota-kota kecil dan menengahserta peningkatankemampuanlembagapemerintah daerah;(3). program peningkatan

pembinaan perkotaan; (4). Peningkatan peranan wanita dalam peningkatan Global Parlementarian on Habitat.

SideB: Pidato ketua dewan tentang penutupan masa persidanganIV yang dimulai sejak tanggal13 Mei 1991 terkait pembahasan

perundang-undangan,anggaran,danbidangpengawasan.RUUyangakandibahaspadasidangmendatangmembicarakan:(1).PaketRUU

bidang Perhubungan; (2). Paket RUU bidang Keuangan; (3). RUU tentang Perumahan dan Permukiman.

Rapat Paripurna 

ke44/IV/1991

Sabtu, 6 Juli 1991 Suara Jelas

216 Rapat Paripurna k -44/IV/1991 Volume 3

SideA: lanjutanpidato KetuaDewanpadapenutupanmasasidangIV T.A.1990-1991,membicarakan:(1). Keputusankenaikangaji PNS,

ABRI,dan Pensiunansebesar15% terhitung mulai Tanggal1 Juli 1991; (2). Harapanuntuk selalu berusahamemelihara suasana

kekeluargaandalammenghadapimasalahnasionalyangmenyangkutkepentinganrakyat;(3). Pengadaankegiatanpameranilmiah hasil

penelitianbidangBio-Sciencetanggal15-17Agustus1991 dan PeresmianMuseumMPR/DPRTahapI di PustakaLokapada tanggal16

Agustus 1991 oleh ketua MPR/DPR.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

44/IV/1991

Sabtu, 6 Juli 1991 Suara Jelas

217 Rapat Paripurna ke 1/I/1991-1992 Volume I dan 3

SideA: AcaraRapatParipurnameliputi: (1).PidatopembukaanmasapersidanganI / TahunSidang1991-1992olehpimpinandewan;(2).

PidatokenegaraanPresidenRIdalamrangkaianHUTProklamasiKemerdekaanRI.KetuaDewanmengharapkanagarPemilihanUmum

(Pemilu)yang akan datang dapat menghasilkanwakil-wakil rakyat yang berkualitasserta pembahasanmasalahkrusial lain seperti

kenaikanharga BahanBakarMinyak (BBM),kenaikantarif dasar listrik dan angkutanumum, kemaraupanjang,dan Pembangunan

Indonesia Bagian Timur

SideB:PidatoPresidenSoeharto,"mulai pertengahantahun1990pemerintahmelaksanakankebijaksanaanmengendalikanjumlahmata

uangberedar,tujuannyauntuk mengendalikanperekonomianIndonesiaagartetap dijalur yangsehatdanaman.Secarakeseluruhanarah

pertumbuhan bangsa ini berhasil memenuhi petunjuk GBHN".

Rapat Paripurna ke 

1/I/1991-1992

Sabtu, 6 Juli 1991 Suara Jelas

218 Rapat Paripurna k -1/I/1991-1992  Volume 2 dan 4

SideA: PidatoPresidenSoehartopadapidato kenegaraanmenjelaskanperubahanmendasardi bidangekonomiyangberpengaruhpada

integrasi ekonomi dunia. Dilain pihak muncul tanda-tanda lahirnya blok-blok ekonomi baru, kemajuan IPTEK,revolusi di bidang

komunikasidan informasi, serta munculnyakekuatan-kekuatanekonomi baru telah merubahsecaradrastispola investasi,produksi,

konsumsi,distribusi, dan perdagangan.ASEANsendiri terus berkembangmeningkatkanmutu dan ruang lingkupnyadalam mencapai

kemajuan ekonomi dan perubahan sosial.

Side B: Pidato PresidenSoeharto, "Koperasiharus terus dikembangkan,sehinggamemenuhi amanat pasal 33 UUD 1945. Terkait

pemerataanpembangunan,meliputi penyediaandana-danamelalui berbagai jenis proyek-proyekpembangunandi semua daerah,

pengalihansahamdari perusahaanbesardan sehatkepadakoperasi,kemitraanusahaantar bapakangkatdan anakangkat,dankredit

usaha kecil olah perbankan".  

Rapat Paripurna ke 

1/I/1991-1992

Jum'at, 16 Agustus 

1991

Suara Jelas
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219 Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992 Volume 1

SideA: Pidato Menteri TenagaKerja dalam PembicaraanTingkat I RUUTentangJaminanSosialTenagaKerja (Jamsostek).RUUini

diharapkandapat memenuhi kebutuhan pembangunanjangka panjang tahap II, yaitu menciptakansatu hubungan industrial yang

kondusifterhadappembangunan.Perlindungandan jaminankesejahteraantenagakerja ini diberikankepadamerekapadawaktu sakit,

mengelami kecelakaan, menderita cacat, mencapai hari tua, dan meninggal dunia.

Side B: Pembahasanpenetapan keanggotaankomisi-komisiBURTdan BKSAPTahun Sidang1991/1992. Pembacaandaftar nama

keanggotaankomisi I-VIIoleh KepalaBiro Persidangan,sedangkanpembacaandaftar namakeanggotaankomisi8-10 dan komisiAPBN

oleh Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan.

Rapat Paripurna ke 

2/I/1991-1992

Jum'at, 16 Agustus 

1991

Suara Jelas

220 Rapat Paripurna ke 2/I/1991-1992 Volume 2

SideA: KepalaBiro PersidanganmembacakanKeanggotaankomisiVI dan VIIBURTdanBKSAPoleh KepalaBiro Persidangandankomisi

VIII s/d komisi X oleh Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan.

SideB: KetuaSidangmengumumkanjumlah anggotasidangyanghadir tercatat 308 orang dari 409 orang anggota.Acarapemilihan

pimpinan komisi-komisi BURT dan BKSAP akan diselenggarakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 1991, jam 08.30.  

Rapat Paripurna ke 

2/I/1991-1992

Kamis, 22 Agustus 

1991

Suara Jelas

221 Rapat Paripurna ke 3/I/1991-1992 Volume 1

SideA: (opening)Ibu SulastriImranArsyadmemimpinlaguIndonesiaRaya.PidatoKetuaMPR/DPRRIdalamrangkamemperingatiHari

UlangTahunMPR/DPRRIke-46,padatanggal29 Agustus.KetuaMPR/DPRmenyampaikansejarahberdirinyalembagaMPR/DPRRIserta

membahasperanpentinglembagaini dalammeningkatkanmekanismepembahasanRAPBN,agarsecarakualitasperanDPRdidalamhak

budget nanti tampak.

SideB:KetuaMPR/DPR,"dalamkurun4 tahun, lembagaini melaksanakantugas&fungsinyadenganbaik,sehinggabanyakkemajuanyang

telah dicapai.Namun,masih ada satu pekerjaanrumah bagi DPR,yakni upaya penangananpembangunanhukum yang lebih serius,

karenapembangunanhukummerupakanbagiandari pembangunanpolitik di dalamsuatumasyarakatyangtatanankehidupannyatertib

dan teratur". 

Rapat Paripurna ke 

3/I/1991-1992

Kamis, 22 Agustus 

1991

Suara Jelas

222 Rapat Paripurna ke 3/I/1991-1992 Volume 2

SideA: (1).PembacaandoapenutupdalamrangkamemperingatiHUTMPR/DPRRIke-46;(2).Acararamahtamahparaanggotadewandi

Plaza Graha Karana, dengan diwakili oleh Bapak Ketua DR/MPR RI.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

3/I/1991-1992

Kamis, 29 Agustus 

1991

Suara Jelas

223 Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992 Volume 1

Side A: Pembicaraan Tingkat II Pemandangan umum Para Anggota atas RUU Tentang Perumahan dan Permukiman. Ir. Budi Hariyanto dari 

FraksiKaryaPembangunan(FKP)berpendapatbahwaunsurpengawasandanPermukimanperlusecarajelasdiatur didalamRUUini. RUU

ini diharapkantidak hanyamemberikandasarhukum bagi kegiatanperumahandan Permukiman,tetapi justru dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang ini.

SideB:Sdr.Komaruddindari FraksiABRIberpendapatPasal9 RUUTentangPerumahandanPermukimanini lebih lanjut dijabarkanpada

PeraturanPemerintah,sebagaimanatercantumdalamPasal20 ayat5 agardiperhatikanhal-halseperti:(1).PadaDasarnyaBadanUsaha

Swastacenderung lebih menekankanpada keuntungan; (2). Penggunaantanah pada kawasansiap bangun agar dibatasi sesuai

kebutuhannya;(3). Bahwa kepemilikantanah tersedia juga bagi masyarakatberpenghasilanrendah; (4). Bahwa penentuankavling

perumahan agar ditata secara proporsional.

Rapat Paripurna ke 

4/I/1991-1992

Kamis, 29 Agustus 

1991

Suara Jelas
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224 Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992 Volume 2

SideA: Ibu ZaelinarUtomo dari FraksiPersatuanPembangunan(FPP)sepakatbahwa perkampungankumuh (terutama di kota-kota

besar)harusdiremajakan,agartercipta lingkunganPermukimanyangsehat,nyaman,danserasi.FPPjugamelihat pentingnyaRUUTata

Ruang dan Tata Guna Tanah yang harus diajukan terlebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan RUU Perumahan dan Permukiman.

SideB: Sdr. TengkuDahmanMusir, SH.,dari FraksiDemokrasiIndonesia(FPDI)sependapatdenganpidato ketua DPRRI tanggal16

Agustus1991,yangmengatakanproblematikayangseringdijumaidi bidanghukumyaknibanyaknyaundang-undangyangditindaklanjuti

denganperaturan-peraturanpelaksanaannya.FPDIjuga menjelaskanpada pasal14 yang dikatakanbahwa sengketayang berkaitan

denganpemilikandan pemanfaatantanah atau sengketalainnyadiselesaikandenganperadilanumum sesuaiperaturanperundangan-

undangan yang berlaku. 

Rapat Paripurna ke 

4/I/1991-1992

Senin, 2 September 

1991

Suara Jelas

225 Rapat Paripurna ke 4/I/1991-1992 Volume 3

SideA: Sdr.TengkuDahmanMusir, SH.,dari FPDImengusulkanagarpengaturantentang ganti rugi tanah yangterkena kawasansiap

bangun harus diatur dalam RUU ini. Pasal1 ayat 8 menjelaskanbahwa kawasansiap bangun dipersiapkanuntuk pembangunan

perumahan dan permukiman, jadi bukan untuk kepentingan umum seperti jalan.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

4/I/1991-1992

Senin, 2 September 

1991

Suara Jelas

226 Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraanTingkatII, PemandanganUmum ParaAnggotaatas4 RUUdi bidangkeuangan,yakni RUUPerbankan,RUUDana

Pensiun,RUUPerasuransian,RUUPerubahanatasUUNo.7 tahun1983TentangPajakPenghasilan.Drs.MaskaRidwandari FraksiKarya

Pembangunan(FKP),memandangPengajuanRUUdi bidang Keuangan&Perbankansangat tepat dalam upaya meletakkankerangka

landasanyangkuat untuk memasukiawaltahaptinggallandas.FKPmeyarankanagarterdapatbankkhususyangmempunyaimisikhusus

yang menangani pembinaan terhadap golongan ekonomi lemah/Koperasi (baik secara pendanaan maupun pembinaan manajemen.

SideB: Drs.MaskaRidwan(FKP)berpendapatbahwa,"RUUPerbankanperlu dilengkapidenganfungsiBanksebagaipemberibantuan

teknis,mencaripeluangbisnis,penyebarpeta bisnis(terutamagolonganekonomilemah)".DengandiserahkannyaRUUini menjadiUU,

maka UU No. 14 Tahun 1967 tidak berlaku lagi.

Rapat Paripurna ke 

5/I/1991-1992

Senin, 2 September 

1991

Suara Jelas

227 Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 2

SideA:M. Pasaribu,S.H.(FraksiABRI)berpendapatbahwa,"RUUBidangKeuangandanPerbankanini harusdapatmenjadisatupedoman

dan penuntun yangmampu mendorongterwujudnya tujuan pembangunanekonomi yangberpedomanpada wawasannusantaradan

ketahanan nasional serta mampu mengantisipasi arus globalisasi yang melanda dunia".

SideB: M. Pasaribu(FraksiABRI)berpendapat,"untuk tarif pajakperlu diadakanperubahandari 3 lapismenjadi 4 lapis, dengantarif

terendah5%dan tertinggi 40%.Sedangkanlapisanpenghasilankenapajakditingkatkandan pengaturannyamelaluiKeputusanMenteri,

dengan memperhatikan kesadaran dan keadilan. 

Rapat Paripurna ke 

5/I/1991-1992

Selasa, 3 September 

1991

Suara Jelas
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228 Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 3

SideA: Drs.Ali Sofwandari FraksiPersatuanPembangunan(FPP),mengharapkanagar BankPembangunanRakyat(BPR)dapat terus

didoronguntuk menjadi lebih besardan berkembangbaik. FPPjuga mengusulkanagarbankdibagimenjadi3 jenisyakni BankUmum,

BankKhusus,dan BankEksPemerintahyangberfungsisebagaiBankPembangunan.MenanggapiBankAsing,FPPberpendapatUndang-

undang yang lama lebih tagas dan jelas.

SideB: AbersonMarley Sialuhudari FraksiPartaiDemokrasiIndonesia(FPDI)berpendapat,"DalamRUUPerbankan,penyalurandana

yang dilakukan oleh Perbankanharus diatur secara transparan, sehinggamasyarakatdapat mengetahui resiko penyaluran dana

tersebut". FPDImengharapkanagarpenyempurnaanUUTentangPerbankanini jugadapatmemberikanlandasanhukumyangkuat bagi

pelaksanaan sistem pembinaan dan pengawasan (baik fungsional atau dari masyarakat atas penyelenggaraan Perbankan Nasional kita).

Rapat Paripurna ke 

5/I/1991-1992

Selasa, 3 September 

1991

Suara Jelas

229 Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992 Volume 4

SideA: AbersonMarley Sialuhu(FPDI)berpendapatdari ke-7 jenis usahaperasuransianitu, masih perlu ditambah satu lagi usaha

perasuransianyaitu "ke-agen-anasuransi".Hal ini mengingatjika broker asuransimewakilikepentinganmasyarakatpembelisaja,maka

sebaliknya agen asuransi mewakili kepentingan perusahaan asuransi (asuradur).

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

5/I/1991-1992

Selasa, 3 September 

1991

Suara Jelas

230 Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992 Volume 1

SideA: Laporanhasil kunjungankerja komisi-komisidalamresesmasapersidanganke-IVtahun 1990/1991.H.M. Nikmat Rahmatullah

BCHK(juru bicara Komisi V) dalam laporan hasil kunjungantim ke Irian Jayamengungkapkantentang masalahperhubungandan

transportasi(baikdarat, laut, maupunudara)di IrianJayayangmasihkurangmemadai.Selainitu jugapermasalahandi bidangPekerjaan

Umum yang meliputi bidang pengairan, bidang Bina Marga, dan Pembangunan Cipta Karya.

SideB: (1). Laporanhasilkunjungankerja komisiVI ke DaerahDKIJakarta,Lampung,D.I.Aceh,danSumateraUtara,tentangkrisisPLTA

di Asahan,StudikhususpelayananPLNdi desa-desaterpencil,danbidangketenagakerjaandi Jakarta.(2). B.N.Marbun, SHmelaporkan

pelaksanaankunjungankerja KomisiI di daerahpemilihanmasing-masingdan secaratim ke propinsidaerahTingkatI SulawesiTengah

(14-20 Juli 1991).  

Rapat Paripurna ke 

6/I/1991-1992

Selasa, 3 September 

1991

Suara Jelas

231 Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992 Volume 2

SideA: Drs. Asful Anwar (Komisi II): Laporanhasil kunjungankerja Tim Komisi II ke Propinsi DaerahTk I KalimantanSelatandan

kunjungan kerja perseoranganke daerah pemilihan dan pembinaan masing-masing.Materi yag dibahas meliputi laporan bidang

pemerintahanumumdanotonomi daerah(3 masalah),bidangpembangunandaerah(2 masalah),bidangpertanahan(2 masalah),bidang

aparatur negara (3 masalah), bidang sosial-politik (2 masalah), dan bidang lain-lain (4 masalah).

SideB: Moh. YusufHusein(KomisiIII) membacakanlaporanhasil kunjungankerja KomisiIII ke PropinsiDaerahTk I KalimantanTimur

padamasaresesIVTahun1990/1991yangdipimpinS.Suhardi,SH.(wakilketuakomisi)dengananggota10 orang.Laporanmeliputi hal-

hal prioritasyangperlu mendapatperhatiankhususdr pemerintahsepertibidangkehakimandanmasalahkorupsi,hasilkunjungankerja

perorangan maupun tim Komisi III ke Propinsi Kalimantan Timur.

Rapat Paripurna ke 

6/I/1991-1992

Rabu, 4 September 

1991

Suara Jelas
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232 Rapat Paripurna ke 6/I/1991-1992 Volume 3

SideA: H.M. Ali Sri Indrajaya(KomisiIV) membacakanlaporanhasilkunjungankerja KomisiIII ke PropinsiDaerahTkI SulawesiUtara,

yangdipimpinH.AsfuriPurwosasmitodengananggota12 orang.Kunjunganlainyayaknisatutim komisiIVkePropinsiSumateraSelatan

yangdipimpinH. ImamKormendengananggota12 orang.Kunjungankerjayangdilakukantanggal9-13Juli1991ini membahasmasalah

bidangpertanian, perkebunan,kehutanan,tanamanindustri, dan sektor transmigrasi.Objek kunjungankerja meliputi daerah-daerah

yang berada di lingkup Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Transmigrasi.

SideB:H.M. Ali Sri Indrajaya(KomisiIV)menyarankanagarpara transmigrandi SulawesiUtaraperlu dilakukanpembinaanpeningkatan

keterampilan, mempersiapkan dan memprogramkan transmigran swakarsa. Sedangkan di Sumatera Selatan telah disediakan tanah lokasi 

pemukimanpara transmigranseluas1.287.000Ha. Hinggasaat ini jumlah transmigransebesar216.484KKatau 902.957jiwa yang

tersebar di 8 kabupaten 549 UPT.

Rapat Paripurna ke 

6/I/1991-1992

Rabu, 4 September 

1991

Suara Jelas

233 Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992 Volume 1

Side A: Rapat paripurna dengan agendamembahashasil kunjungankerja komsi-komisiselamamasa resespersidanganIV Tahun

1990/1991.Dr. M.P.Pasaribu(KomisiVIII),melaporkanhasilkunjungankerjaperoranganmaupuntim ke PropinsiKalimantanTimurdari

tanggal 8-12 Juli 1991, dengan pembahasan bidang kesehatan, bidang sosial, serta bidang urusan peranan wanita (PKK).

SideB:SulasihImranArsyad(KomisiIX)melaporakanhasilkunjungankerjaKomisiIXTimdanperoranganke PropinsiLampung.Laporan

meliputi bidangpendidikandan kebudayaan,bidangpembinaangenerasimuda dan olahraga,serta bidangagama.Masalahlain yakni

evaluasiCBSA(CaraBelajarSiswaAktif) yangmeliputi gerakanpendekatanCBSAke segenapjajaranpendidikandi Lampungyangperlu

disebarluaskan.

Rapat Paripurna ke 6 

Ljt/I/1991-1992

Rabu, 4 September 

1991

Suara Jelas

234 Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992 Volume 2

SideA: Drs.Al Sulstya(KomisiX),melaporkanhasilkunjungankerja tim dan peroranganke PropinsiTimor-Timor.Bahasanlaporanini

meliputi: (1). Bidangperencanaanpembangunandi PropinsiTimor-Timor,JawaTengah,dan NusaTenggaraTimur; (2). Kependudukan

dan lingkunganhidup di JawaBarat, JawaTengah,dan KalimantanTimur (khususnyaprosespelestarianhutan); (3). Bidangriset dan

teknologi di Propinsi Timor-Timor,NTT, dan kalimantan Timur; (4). Masalah penunjangseperti pembangunankantor dan sarana

transportasi yang masih minim.

SideB:Nur SiswadiPS(KomisiAPBN),melaporkanhasilkunjungankerja tim maupunperoranganyangterdiri dari semuaunsurfraksike

PropinsiDaerahTkI SulawesiTengahpadatanggal4-9Agustus1991sertakunjungankerjakedaerahtransmigrasidi PropinsiKalimantan

Timur tanggal 15-18 Juli 1991. Bidang yang dibahasmeliputi keadaandaerah, keuangandaerah keuangannegara, moneter dan

perkreditan, neraca pembayaran, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan.

Rapat Paripurna ke 6 

Ljt/I/1991-1992

Kamis, 5 September 

1991

Suara Jelas

235 Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992, Volume 3

SideA: Murdono (KomisiVII),melaporkankunjungankerja KomisiVII DPR-RIke DaerahTk I PropinsiSumateraBaratpadaresesmasa

persidanganIV tahun 1990/1991, tanggal 8-13 Juli 1991, dengan bahasanmengenai kondisi wilayah, keuangandan perbankan,

perdagangan, Koperasi, Bulog, dll.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 6 

Ljt/I/1991-1992

Kamis, 5 September 

1991

Suara Jelas
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236 Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992 Volume 1

SideA: KetuaSidangmemimpinsidangdenganmata acara:(1). PembicaraanTingkatII tentang jawabanpemerintahatas4 RUUBidang

Keuanganyangmeliputi RUUTentangPerbankan,RUUTentangDanaPensiun,RUUTentangPerasuransian,RUUTentangPerubahanatas

UUNomor 7 Tahun1982TentangPajakPenghasilanyangdisampaikanoleh Menteri Keuangan,Prof.Dr. JB.Sumarlin;(2). Pembicaraan

TingkatII tentangPemandanganUmumParaAnggotaatasRUUJaminanSosialTenagaKerja(Jamsostek),yangdipimpinolehwakilketua

Koor in Bank, Sdr. Sukardi.

SideB:Menteri KeuanganProf.Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanataspertanyaandari 4 FraksitentangRUUPerbankan.DariFraksi

KaryaPembangunan(FKP),dan FPDIuntuk hal yangberkaitandengantindak pidanapembocoranrahasiabankoleh pihak di luar bank

danmengenaicekkosong.Jawabanataspertanyaandari FPPtentangtugaspokokBankIndonesiayangbertaliandenganrencanakredit

dan pemantapan tingkat suku bunga.

Rapat Paripurna ke 

7/I/1991-1992

Kamis, 5 September 

1991

Suara Jelas

237 Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 2

SideA: Menteri KeuanganProf.Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanataspertanyaandari 4 FraksitentangtentangRUUPerasuransian.

Dari FPDITentangpenyelenggaraanprogramasuransisosial,dari FraksiABRItentang pembinaandan pengawasanasuransi,dari FPDI,

FPP, dan Fraksi ABRI tentang masalah perlindungan kepada tertanggung bila perusahaan asuransi bangkrut.

SideB: Menteri KeuanganProf. Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanataspertanyaandari 4 Fraksitentang RUUDanaPensiunserta

jawaban tentang RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

Rapat Paripurna ke 

7/I/1991-1992

Senin, 9 September 

1991

Suara Jelas

238 Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 3

SideA: Menteri KeuanganProf. Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanataspertanyaandari 4 Fraksitentang RUUDanaPensiunserta

jawaban tentang RUU Perubahanatas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.Ketua Sidang:membacakanurutan

pembicara, dalam penyampaian pemandangan umum para anggota atas RUU Jamsostek.

SideB:SukarnoDarmoSukarto(FKP):DalamRUUJamsostek,FKPmenyarankanagarperanpengusahadantenagakerjadijabarkanlebih

khusus dalam program jamsostek.

Rapat Paripurna ke 

7/I/1991-1992

Senin, 9 September 

1991

Suara Jelas

239 Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 4

SideA: Harsono(FraksiABRI):DalamRUUJamsostek,FraksiABRImengharapkanpemerintahmemberikanpenjelasantentang sejauh

mana kaitan antara program jamsostekdalam pembangunanekonomi nasional.FraksiABRIjuga belum melihat adanyabutir yang

menggambarkan tentang peranan dana jamsostek sebagai salah satu sumber pembangunan nasional.

SideB: YusufAnwarGhofar(FPP):FPPmengharapkanagarbunyi, isi, dan maksudRUUini janganlahmemberipeluanguntuk dijadikan

alat penghambatpelaksanaanjaminansosialtenagakerja. FPPjuga berharapsetelahRUUini disahkanmenjadiUndang-undang,segera

dilahirkan UU Jaminan Sosial bagi kaum tani dan nelayan.

Rapat Paripurna ke 

7/I/1991-1992

Senin, 9 September 

1991

Suara Jelas

240 Rapat Paripurna ke 7/I/1991-1992, Volume 5

SideA: BudiHarjono(FPDI):FPDImemberikantanggapantentangruanglingkupRUUJamsostekyangmeliputi jaminankecelakaankerja,

jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. 

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

7/I/1991-1992

Senin, 9 September 

1991

Suara Jelas

241 Side A : PembukaanRapat Paripurna ke 8/I/1991-1992, yang dilanjutkan dengan PembicaraanTk II JawabanPemerintah atas

pemandanganumum para anggotamengenaiRUUPerumahandan Pemukiman:Menteri NegaraPerumahanRakyat,untuk kemudian

dilakukan jawaban terhadap pemandangan umum dari FKP dan F-ABRI

SideB: Lanjutanjawabanterhadappemandanganumumdari F-ABRIuntuk kemudiandilakukanjawabanpemerintahatastanggapandari

fraksi-fraksi yang dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat

Rapat Paripurna ke 

8/I/1991-1992 

Senin, 9 September 

1991

Suara Jelas
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242 SideA : Jawabanpemerintahatastanggapandari fraksi-fraksiyangdilakukanoleh Menteri NegaraPerumahanRakyat(lanjutan),yang

kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna ke 8 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

8/I/1991-1992 

13 September 1991 Suara Jelas

243 SideA : PembukaanRapatParipurnake 9 MasaSidangke I Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembicaraanTk I Keterangan

Pemerintah atas RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

SideB : PembicaraanTk I KeteranganPemerintahatas RUUtentang BendaCagarBudayaoleh Menteri Pendidikandan Kebudayaan

(lanjutan) yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerangan

Rapat Paripurna ke 

8/I/1991-1992 

13 September 1991 Suara Jelas

244 SideA : PembicaraanTk I KeteranganPemerintahatas RUUtentang Perfilmanoleh Menteri Penerangan(lanjutan) yang dilanjutkan

dengan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman

SideB : PembicaraanTk I KeteranganPemerintahatas RUUtentang Keimigrasianoleh Menteri Kehakiman(lanjutan) dan dilanjutkan

dengan laporan BKSAP tentang kunjungan delegasi DPR RI ke Konferensi Anggota Parlemen se ASEAN di Thailand

Rapat Paripurna ke 

9/I/1991-1992 

Suara Jelas

245 SideA : LaporanBKSAPtentang kunjungandelegasiDPRRI ke KonferensiAnggotaParlemense ASEANdi Thailand(lanjutan) untuk

kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna ke 9 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 9/I/1991-1992 

16 September 1991 Suara Jelas

246 SideA : PembukaanRapatParipurnake 10 MasaSidangke I Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganLaporanKomisiI mengenaihasil

pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993, 

SideB : LaporanKomisiI mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993(lanjutan),dilanjutkandengan

LaporanKomisiII mengenaihasilpembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA1992-1993,danLaporanKomisiIII mengenaihasil

pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

Rapat Paripurna ke

 9/I/1991-1992 

16 September 1991 Suara Jelas

247 SideA : LaporanKomisiIII mengenaihasilpembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA1992-1993(lanjutan), danLaporanKomisi

IV  mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

SideB: LaporanKomisiIV mengenaihasilpembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA1992-1993(lanjutan)danLaporanKomisiV

mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

Rapat Paripurna ke

 10/I/1991-1992 

Rapat Paripurna ke

 10/I/91-92 I

Suara Jelas

248 SideA : LaporanKomisiV mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993(lanjutan) untuk kemudian

dilakukan skorsing sidang

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 10/I/1991-1992 

19 Juni 1991 Suara Jelas

249 SideA : PembukaanRapatParipurnake 10 lanjutan MasaSidangke I Tahun1991-1992yangdilanjutkan denganLaporanKomisiVII

mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

SideB : LaporanKomisiVII mengenaihasilpembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA1992-1993(lanjutan)dilanjutkandengan

LaporanKomisiVIII mengenaihasilpembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA1992-1993danLaporanKomisiIX mengenaihasil

pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

Rapat Paripurna ke

 10/Ljt//I/1991-1992

19 Juni 1991 Suara Jelas

250 SideA : LaporanKomisi IX mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993(lanjutan), dan dilanjutkan

dengan Laporan Komisi X  mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

Side B : Laporan Komisi X  mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan)

Rapat Paripurna ke

 10/Ljt//I/1991-1992

24 September 1991 Suara Jelas

251 SideA : LaporanKomisiX mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993(lanjutan) yang kemudian

dilanjutkan denganLaporanKomisiVI mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993untuk kemudian

dilakukan penutupan Rapat Paripurna ke 10 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 10/Ljt//I/1991-1992 

24 September 1991 Suara Jelas
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252 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe- 11 Masa Sidangke I Tahun1991-1992yangdilanjutkan denganacaraPembacaanAmanat

PresidententangRUUpembentukanKotamadyaDati II Denpasar,RUUPenataanRuang,RUUKarantinaIkanHewandanTumbuhan,RUU

Kesehatandan Merk, kemudian PembentukanPanitia KhususRUU bidang Keuangan;RUU Perbankan,RUU Dana Pensiun,RUU

Perasuransian,danRUUPajakPenghasilan,PembentukanPanitiaKhususRUUtentangPerumahandanPemukiman,PembentukanPanitia

KhususRUUtentangJaminanSosialTenagaKerja,untuk kemudiandilanjutkandenganLaporanBKSAPtentanghasilkunjungandelegasi

DPR RI ke Liga Parlemen negara-negara Pasifik di Singapura

SideB : LaporanBKSAPtentang hasil kunjungandelegasiDPRRI ke LigaParlemennegara-negaraPasifikdi Singapura(lanjutan) yang

kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna Ke- 11 Masa Sidang ke I Tahun 1991-1992

Rapat Paripurna ke

 11/I/1991-1992

Suara Jelas

253 Side A : PembukaanRapat Paripurnake-12 Masa Sidangke I Tahun 1991-1992yang dilanjutkan denganLaporanBKSAPtentang

kunjungan delegasi DPR RI sebagai penasehat delegasi RI ke Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non Blok ke 10 di Ghana

SideB : LaporanBKSAPtentang kunjungandelegasiDPRRI sebagaipenasehatdelegasiRI ke KonferensiTingkatMenteri Luar Negeri

GerakanNon Blok ke 10 di Ghana(lanjutan), yangdilanjutkan denganagendaPenetapandan pembacaannama-namacalon Hakim

Agung,PenetapanBadanPengawasKeuangandan Pembangunan(BPKP),dan PidatopenutupanmasapersidanganI Tahun1991-1992

oleh Wakil Ketua Korinbang

Rapat Paripurna ke

 12/I/1991-1992

11 Oktober 1991 Suara Jelas

254 SideA : Pidato penutupanmasa persidanganI Tahun1991-1992oleh Wakil Ketua Korinbang(lanjutan) untuk kemudiandilakukan

penutupan sidang oleh Ketua Sidang

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 12/I/1991-1992

12 Oktober 1991 Suara Jelas

255 SideA : PembukaanRapatParipurnake-13MasaSidangke II Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganpidato pembukaanoleh Ketua

Sidang

Side B : Pidato pembukaan oleh Ketua Sidang (lanjutan)

Rapat Paripurna ke

 13/I/1991-1992

12 Oktober 1991 Suara Jelas

256 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe-14MasaSidangKeII Tahun1991-1992untuk kemudiandilanjutkandenganPembicaraanTk I

Keterangan Pemerintah atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman

Side B : PembicaraanTk I KeteranganPemerintah atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman(lanjutan) yang dilanjutkan

Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar oleh Menteri Dalam Negeri

Rapat Paripurna ke

 14/I/1991-1992

04 November 1991 Suara Jelas

257 SideA : PembicaraanTk I KeteranganPemerintahatas RUUtentang PembentukanKotamadyaDati II Denpasaroleh Menteri Dalam

Negeri (lanjutan) dan dilanjutkan denganPembicaraanTk I KeteranganPemerintahatas RUUtentang PenataanRuangoleh Menteri

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

SideB: PembicaraanTkI KeteranganPemerintahatasRUUtentangPenataanRuangolehMenteri NegaraKependudukandanLingkungan

Hidup (lanjutan) dan Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan

Rapat Paripurna ke

 14/I/1991-1992

07 November 1991 Suara Jelas

258 Side A : Pembicaraan Tk I Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan (lanjutan)

SideB : PembicaraanTkI KeteranganPemerintahatasRUUtentangKarantinaHewanIkandanTumbuhandanRUUBudidayaTanaman

oleh Menteri Pertanian

Rapat Paripurna ke 

14/II/1991-1992

07 November 1991 Suara Jelas

259 SideA : PembicaraanTkI KeteranganPemerintahatasRUUtentangKarantinaHewanIkandanTumbuhandanRUUBudidayaTanaman

oleh Menteri Pertanian (lanjutan) untuk kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 14/II/1991-1992

07 November 1991 Suara Jelas
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260 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe-15MasaSidangKeII Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganagendaLaporankunjungankerja

KomisiIVDPRRIke PropinsiDaerahIstimewaYogyakarta,JawaTengahdanNusaTenggaraBarat,danLaporankunjungankerjaKomisiV

DPR RI ke Propinsi Dati I Bengkulu dan Propinsi Dati I Lampung

SideB : Laporankunjungankerja KomisiV DPRRIke PropinsiDati I Bengkuludan PropinsiDati I Lampung(lanjutan) yangdilanjutkan

dengan Laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Propinsi Dati I Irian Jaya dan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Rapat Paripurna ke 

15/II/1991-1992

07 November 1991 Suara Jelas

261 SideA : LaporankunjungankerjaKomisiVIDPRRIke PropinsiDati I IrianJayadanPropinsiDati I SulawesiSelatan(lanjutan)danLaporan

kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Dati I Kalimantan Barat

SideB: LaporankunjungankerjaKomisiI DPRRIkePropinsiDati I KalimantanBarat(lanjutan)danLaporankunjungankerjaKomisiII DPR

RI ke Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dan Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara

Rapat Paripurna ke 

15/II/1991-1992

18 November 1991 Suara Jelas

262 SideA : LaporankunjungankerjaKomisiII DPRRIke PropinsiDati I SulawesiSelatandanPropinsiDati I SulawesiTenggara(lanjutan)dan

Laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SideB : Laporankunjungankerja KomisiIXDPRRIke PropinsiDaerahIstimewaYogyakarta(lanjutan)yangdilanjutkandenganskorsing

sidang oleh Ketua Sidang

Rapat Paripurna ke

 15/II/1991-1992

18 November 1991 Suara Jelas

263 SideA : PembukaanRapatParipurnake-13 lanjutan MasaSidangke II Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganLaporankunjungan

kerja Komisi VII DPR RI ke Propinsi Dati Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Dati I Bali

SideB: LaporankunjungankerjaKomisiVIIIDPRRIke PropinsiDati I NusaTenggaraTimurdanLaporankunjungankerjaKomisiIII DPRRI

ke Propinsi Dati I Jawa Timur

Rapat Paripurna ke

 15/II/1991-1992

18 November 1991 Suara Jelas

264 SideA : Laporankunjungankerja KomisiIII DPRRIke PropinsiDati I JawaTimur(lanjutan)danLaporankunjungankerja KomisiXDPRRI

ke PropinsiDati I ke SulawesiSelatandanLaporanpeninjauanke BUMNindustri strategissepertiPTPAL,IPTN,KrakatauSteel,Puslitbang

PU dan pelabuhan Tanjung Priuk

SideB : Laporankunjungankerja KomisiX DPRRI ke PropinsiDati I ke SulawesiSelatandan Laporanpeninjauanke BUMNindustri

strategis (lanjutan) yang dilanjutkan dengan Laporan kunjungan kerja Komisi APBN DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta

Rapat Paripurna ke 

15/II/1991-1992

19 November 1991 Suara Jelas

265 SideA : Laporankunjungankerja KomisiAPBNDPRRI ke PropinsiDaerahIstimewa Yogjakarta(lanjutan) yang kemudiandilakukan

penutupan Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 15/II/1991-1992

19 November 1991 Suara Jelas

266 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe-16MasaSidangKeII Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembacaanAmanatPresiden

mengenaiRUUtentangperkembanganKependudukandan KeluargaSejahtera,dan PembicaraanTk II PemandanganUmum dari Fraksi

Karya Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya

Side B : PembicaraanTk II PemandanganUmum dari FraksiABRIatas RUUtentang Benda CagarBudaya,dan PembicaraanTk II

Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya

Rapat Paripurna ke

 16/II/1991-1992

19 November 1991 Suara Jelas

267 SideA : PembicaraanTk II PemandanganUmumdari FraksiPersatuanPembangunanatasRUUtentang BendaCagarBudaya(lanjutan)

dan Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi PDI atas RUU tentang Benda Cagar Budaya

SideB: PembicaraanTkII PemandanganUmumdari FraksiPDIatasRUUtentangBendaCagarBudaya(lanjutan)yangdilanjutkandengan

penutupan Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 

Rapat Paripurna ke

 16/II/1991-1992

25 November 1991 Suara Jelas

268 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe-17MasaSidangKeII Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembicaraanTkII Pemandangan

Umum dari FraksiKaryaPembangunanatasRUUtentang Perfilmandan PembicaraanTk II PemandanganUmum dari FraksiABRIatas

RUU tentang Perfilman

Side B : Pembicaraan Tk II Pemandangan Umum dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Perfilman (lanjutan)

Rapat Paripurna ke

 17/II/1991-1992

25 November 1991 Suara Jelas
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269 SideA : PembicaraanTkII PemandanganUmumdari FraksiABRIatasRUUtentangPerfilman(lanjutan)yangdilanjutkanPembicaraanTk

II Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Perfilman

SideB : PembicaraanTk II PemandanganUmum dari FraksiPersatuanPembangunanatas RUUtentang Perfilman (lanjutan), yang

dilanjutkandenganPembicaraanTkII PemandanganUmumdari FraksiPDIatasRUUtentangPerfilman,danpenutupanRapatParipurna

Ke-17 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 

Rapat Paripurna ke

 17/II/1991-1992

26 November 1991 Suara Jelas

269.a Rapat Paripurna ke 18/II/1991-1992, Kamis, 28 Nopember 1991, Volume 1

Side A : Pandanganumum anggota tentang RUU Keimigrasian,dengan Amanat Presiden No. R.21/TU/VIII/1991Tentang RUU

Keimigrasian. Pendapat dari FKP oleh Mochamad Roem. 

SideB : Pendapatdari Subagio,SH.(F.ABRI),PadadasarnyaUUtersebuthanyamengaturbagaimanaorangasingdapatmasukdandan

menetap di wilayah Indonesia.

Rapat Paripurna ke 

18/II/1991-1992,  

Volume 1

28 November 1991 Suara Jelas

269.b Rapat Paripurna ke 18/II/1991-1992, Kamis, 28 Nopember 1991, Volume 2

SideA : Lanjutan,SukardiEffendi,SH: orangasingyangmemiliki izin tinggal tetap di wilayahIndonesiadisampingharusmemiliki izin

keimigrasian juga harus mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SideB: TengkuDachmanMunzir,SH(FPDI): - KewenanganPejabatPenyidikPegawaiNegeriSipil,-Polrisebagaitim penyelidikanyudicial,-

Sanksi-sanksi perlu diatur oleh UU bukan PP, - Pelaksanaan dan pengawasan PPPNS.

Rapat Paripurna ke 

18/II/1991-1992,  

Volume 2

28 November 1991 Suara Jelas

270 Side A : PembukaanRapat ParipurnaKe-19 Masa SidangKe II Tahun1991-1992yang dilanjutkan denganagendaLaporanBKSAP

mengenailaporan studi perbandingankomisi APBNke Jepang,Korea,Thailand,dan Malaysia,untuk kemudiandilakukanpenutupan

Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 19/II/1991-1992

29 November 1991 Suara Jelas

271 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe-20MasaSidangKe II Tahun1991-1992,yangdilanjutkandenganPembicaraanTk II Jawaban

Pemerintah RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Side B : Pembicaraan Tk II Jawaban Pemerintah RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerangan

Rapat Paripurna ke

 20/II/1991-1992

29 November 1991 Suara Jelas

272 Side A : Penutupan Rapat Paripurna ke 20 Masa Sidang ke II Tahun 1991-1992 oleh Ketua Sidang

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 20/II/1991-1992

02 Desember 1991 Suara Jelas

273 SideA : PembukaanRapatParipurnaKe-21MasaSidangKe II Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembicaraanTk II Jawaban

Pemerintah RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman

SideB : PembicaraanTk II JawabanPemerintahRUUtentang Keimigrasianoleh Menteri Kehakiman(lanjutan)dan dilanjutkandengan

Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPU di Santiago Chile

Rapat Paripurna ke

 21/II/1991-1992

Suara Jelas

274 Side A : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke ke RRC

SideB: LaporanBKSAPmengenailaporankunjungandelegasiDPRRIke ke RRC(lanjutan)yangkemudiandilanjutkandenganpenutupan

Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 

Rapat Paripurna ke

 21/II/1991-1992

03 Desember 1991 Suara Jelas

275 Side A : Tidak Ada Suara

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 21/II/1991-1992

Suara Jelas

276 SideA : PembukaanRapatParipurnake 22 MasaSidangKe II Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganacaraPembentukanPanitia

KhususRUUtentang Perfilman,Pembacaancalon anggotadan calon anggotapenggantiPanitiaKhususRUUtentang perfilman oleh

KepalaBiro Persidangan,Penyetujuandan pengesahancalon-calontsb, dan terakhir dilakukanPenutupanRapatParipurnaKe-22Masa

Sidang Ke II Tahun 1991-1992

Side B : Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke

 22/II/1991-1992

03 Desember 1991 Tidak Ada 

Suara
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277 SideA : PembukaanRapatParipurnake 23 MasaSidangKeII Tahun1991-1992yangdilakukandenganLaporanPembahasanRUUoleh

KetuaPansusRUUtentangperubahanUU No.7Tahun1983tentangPajakPenghasilan,danPembicaraanTkIV PengambilanKeputusan

atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Karya Pembangunan

SideB : PembicaraanTk IV PengambilanKeputusanatasRUUtentangperubahanUU No.7 Tahun1983 tentangPajakPenghasilanoleh

FraksiKaryaPembangunan(lanjutan),danPembicaraanTkIVPengambilanKeputusanatasRUUtentangperubahanUUNo.7Tahun1983

tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi ABRI

Rapat Paripurna ke

 23/II/1991-1992

09 Desember 1991 Suara Jelas

278 SideA : PembicaraanTk IV PengambilanKeputusanatasRUUtentangperubahanUU No.7 Tahun1983 tentangPajakPenghasilanoleh

FraksiABRI(lanjutan)danPembicaraanTk IV PengambilanKeputusanatasRUUtentangperubahanUUNo.7Tahun1983tentangPajak

Penghasilan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, 

SideB : PembicaraanTk IV PengambilanKeputusanatasRUUtentangperubahanUU No.7 Tahun1983 tentangPajakPenghasilanoleh

FraksiPersatuanPembangunan(lanjutan)dan PembicaraanTk IV PengambilanKeputusanatasRUUtentangperubahanUU No.7Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Rapat Paripurna ke

 23/II/1991-1992

18 Desember 1991 Suara Jelas

279 SideA : PenyetujuandanpengesahanRUUtentangperubahanUUNo.7Tahun1983tentangPajakPenghasilanyangdilanjutkandengan

SambutanMenteri Keuanganatas nama pemerintahatas disyahkannyaRUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983 tentang Pajak

Penghasilan, dan Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPO di Bangkok

SideB : LaporanBKSAPmengenailaporandelegasiDPRRI ke KonferensiIPOdi Bangkok(lanjutan), yangdilanjutkan LaporanBKSAP

mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia

Rapat Paripurna ke

 23/II/1991-1992

18 Desember 1991 Suara Jelas

280 Side A : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia (lanjutan)

SideB : LaporanBKSAPmengenailaporankunjungandelegasiDPRRIke Maroko dan Tunisia(lanjutan)danPenutupanRapatParipurna

Ke-23 Masa Sidang Ke II Tahun 1991-1992 

Rapat Paripurna ke

 23/II/1991-1992

18 Desember 1991 Suara Jelas

281 Rapat Paripurna ke 24/II/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraanTingkat IV untuk mengambilkeputusanRancanganUndang-Undang(RUU)tentang PembentukanDaerahKota

Madya DaerahTingkat II Denpasardan Pidato PenutupanMasa Persidanganke-2. Raja Kami SembiringMelilala (Ketua Komisi II)

melaporkanjalannyapembahasanRUUyangtelah berlangsungpadatanggal20 November1991denganmusyawarahmufakatbersama

Fraksi-fraksidenganklasifikasi34 materi. SelanjutnyaDrs.H. AwangFarukIsak(FraksiKaryaPembangunan)berpendapatpemberian

Otonomi Daerah Tingkat II Denpasar adalah tepat dan benar karena lebih mengerti aspirasi rakyatnya.

SideB: Rubiyanto(FraksiABRI)berpendapatbahwa di DaerahOtonom akandibentuk dewan-dewandaerahyangdapat menciptakan

stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Rapat Paripurna ke 

24/II/1991 - 1992

18 Desember 1991 Suara Jelas

282 Rapat Paripurna ke 24/II/1991-1992  Volume 2

Side A: Rubiyanto(FraksiABRI)mengatakansemakinyakin pembentukanKota Madya II Denpasaryang berdampakpositif dalam

mewujudkanstabilitaspolitik, sosial,budaya,pertahanandankeamanan,sertaberpendapatsecaraumum muatanRUUtersebutsudah

memuat asas, kesatuan & persatuan, keserasian pusat & daerah.

H.AisyahAmini (FraksiPersatuanPembangunan)mengatakanmenurut observasilingkungandi KotaMadyaII Denpasarsudahterpenuhi

untuk menjadi Kota Madya.

SideB: H. AisyahAmini, SH(FraksiPersatuanPembangunan)berpendapatdalampembahasanRUUapakahtidak sebaiknyadisebutkan

kapanberlakunyaRUUini, karenatahapan-tahapanpemilihanumumtelah mulaidilaksanakanpadatahapan6. SelanjutnyaAdi Pranoto

(FraksiDemokrasiIndonesia)mengatakanKota Administratif Denpasardiperkirakanresmi menjadi daerahKota Madya II pada bulan

Februari 1992 dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna ke 

24/II/1991 - 1992

Rapat Paripurna ke 

24/II/1991 - 1992

Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 103   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

283 Rapat Paripurna ke 24/II/1991-1992  Volume 3

SideA: Adi Pranoto(FraksiDemokrasiIndonesia)berpendapatBabII Juduldanbataswilayahseyogyanyaditambahdan IbukotaDaerah

TingkatII Denpasarberkedudukandi Denpasar.Untuk menampungaspirasimasyarakatDenpasarserta meningkatkanhasil gunadan

dayaguna dalam rangkapelayananmasyarakatpelaksanaanpembangunandiharapkanUU tentang PembentukanKota Madya Dati II

Denpasar maka dapat disahkan pada bulan Februari 1992.

SideB: PimpinanDewanmenyampaikanpidato penutupantentang masalahperekenomiansesuaidenganperubahanUndang-undang

Pajak Penghasilan yang diharapkan dapat menampung perkembangan perekenomian nasional.

Rapat Paripurna ke 

24/II/1991 - 1992

Kamis, 19 Desember 

1991

Suara Jelas

284 Rapat Paripurna ke 25/III/1991 - 1992  Volume 1 - 3

SideA:PenjelasanRancanganAPBNdalamtahunke-4RepelitadanPengantarNota Keuangan.KetuaDewanberpendapatbahwaprospek

ekonomi Indonesiamasihbaik dan memberikanharapan,untuk mencapaipertumbuhanekonomikita harusmencaripeluangdengan

mengatasi kendala yang menghambat produksi dalam negeri seperti kendala dalam birokrasi, infrastruktur, dan SDM.

SideB: Padabulan September1991 dibentuk Tim KoordinasiPengelolaanPinjamanKomersialLuar Negeri (Tim PKLN)yangbertugas

mengelolasebaik-baiknyapinjaman komersialLuar Negeri agar tidak membebaniterlalu berat dan dapat memperolehpersyaratan

pinjaman sebanyak-banyaknya.

Rapat Paripurna ke 

25/III/1991 - 1992

285 Rapat Paripurna ke 25/III/1991-1992 Volume 2 - 4

SideA: KetuaDewanmembahasperistiwaDili tanggal12 Nopember1991,KetuaDewanberpendapatperistiwa tersebut mengandung

unsur profokasiyangdirencanakanoleh kelompok anti integrasi sehinggaDewanmenyesalkanjika ada pihak dari Luar Negeri yang

memanfaatkan untuk mendiskreditkan Indonesia.

Presiden Soeharto mengatakan, telah membentuk Komisi Penyelidik Nasional untuk mengatasi insiden tersebut.

SideB:Soehartomengatakandalampembangunannasionalmembutuhkanbantuandari luar negeriakantetapi kuncinyayaitu menggali

sumber-sumberdalam negeri yangmencakupantara lain upaya sungguh-sungguhmeningkatkanpajak, menghapusatau mengurangi

subsidi yang tidak mencapai sasaran, dan meningkatkan efisiensi Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rapat Paripurna ke 

25/III/1991 - 1992

Senin, 6 Januari 1992Suara Jelas

286 Rapat Paripurna ke 25/III/1991-1992 Volume 5

SideA: Soehartomengatakanuntuk mengentaskanmasalahkemiskinanhendaknyasetiapPemerintahDaerahTk.II mengambillangkah-

langkahnyata untuk mengentaskankemiskinanyaitu denganmeningkatkanInpres bantuandibidangpendidikan& kesehatandengan

dana 22,5 Miliar. BantuanInpres lainnya adalahpenghijauan/reboisasiyang melibatkanpartisipasimasyarakatpedesaan.Selainitu

peningkatanjalan kabupatenmendapatbantuanyangpalingbesar,hal ini karenapentingnyajalan kabupatenbagi pembangunandan

mengembangkan otonomi daerah.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

25/III/1991 - 1992

Senin, 6 Januari 1992Suara Jelas

287 Rapat Paripurna ke 26/III/1991-1992 Volume 1

SideA:PenyampaianPokok-pokokpikiranKomisiAPBNatasRUUAPBN1992/1993sertaNotaKeuangannyadanPemibacaraanTingkat4

PengambilanKeputusanatasRUUtentangUsahaPerasuransian.A. BakriTri Hadono(KetuaKomisiAPBN)menyampaikanpokok-pokok

pikiran RUU APBN tahun anggaran 1992/1993.

SideB: A. Bakri Tri Hadonomenyampaikankesimpulanbahwa RancanganAPBNTahunAnggaran1992/1993memenuhipersyaratan

untuk dibahaslebih lanjut karenatelah sesuaidenganRapelitaV.MasukdalamPembicaraanTingkat4 pengambilankeputusanatasRUU

tentang Perasuransian. 

Dr. AABaramuli,SH(PanitiaKhususbidangkeuangan)menyampaikanposisiasuransidi Indonesiamasihlemahdibandingposisiasuransi

dunia dengan total Premi U$ 1 triliun lebih.

Rapat Paripurna ke 

26/III/1991 - 1992

Senin, 6 Januari 1992Suara Jelas
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288 Rapat Paripurna ke 26/III/1991-1992 Volume 2

SideA: H. Sanggor(FraksiABRI)menyampaikanbahwa usahaperasuransianbertujuan untuk memberikanperlindunganperorangan,

perusahaan, bangsa dan negara, karena itu masalah perlindungan tertanggung harus diwujudkan secara maximal. 

Dra.Hj. UmrahMahrujoh (FraksiPersatuanPembangunan)mengatakanpadatahun 1988dari 1,2 triliun dolar ASdanayangdihimpun

dari danaPerasuransianadalah40 %dari Amerika,30 %dari Eropa,27%dari Asia,25%dari Jepang,2%negaralainnya,dan Indonesia

0.06%.

SideB: Drs.BambangWahyudimengatakansebagaiwahanaekonomi yangmenampungdana masyarakatmakausahaperasuransian

perluditingkatkanmelaluipemanfaatandanayangberjangkapanjang.Asaskebebasanmemilihpenanggung(freecoise)harusditerapkan

dalam usaha perasuransian, karena inilah kunci pengembangan dalam perasuransian.

Rapat Paripurna ke 

26/III/1991 - 1992

Senin, 13 Januari 

1992

Suara Jelas

289 Rapat Paripurna ke 26/III/1991-1992, Volume 3

SideA: Dra. H. Umrah Mahrujah (FraksiPersatuanPembangunan)mengemukakanjenis usaha perasuransianyaitu Usahaasuransi

kerugian,Usahaasuransijiwa, dan Usahareasuransi,pengelompokantersebut ada manfaatnyadan dapat diartikan sebagaisuatu

political will berkembangnyaasuransi.SelanjutnyaAdi Pranoto(FraksiPDI)menekankanperhatianpadatiga aspekdalamRUUtentang

Perasuransianyaitu: Aspek perlindunganmasyarakat,Aspek pembinaan dan pengawasan,dan Aspek perlindungan kepada dunia

perasuransian.

SideB:Prof. Dr. J.B.Sumarlin(Menteri Keuangan)mengatakanlandasankonstitusionalyangkokohmutlak diperlukanmengingatperan

perasuransiandalamperkembanganperekonomianbangsasecarakeseluruhansangatmenentukan.Selainitu dalamhubungandengan

fungsimenanggulangiresiko,usahaperasuransianmerupakankebutuhandalamtata kehidupanekonomirumahtanggayangdiperlukan

dalam menghadapi resiko finansial.

Rapat Paripurna ke 

26/III/1991 - 1992

Senin, 13 Januari 

1992

Suara Jelas

290 Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992 Volume 1                                                                             

SideA: MembahasPembicaraanTKII PemandanganUmumparaanggotaatasRUUtentangKesehatan.NanangSurjana,SH(FraksiKarya

Pembangunan)mengatakansaranapelayanankesehatantidak membedakanjenis kelamin,suku,agama,budaya,kedudukan,jabatan,

sehinggapelayanankesehatandiberikanpada prinsip melayaniorang yangmemerlukan.Selainitu upayakesehatanyangmerupakan

kegiatan pokok adalah pencegahandan pemberantasanpenyakit, peningkatankesehatan,penyembuhanpenyakit, dan pemulihan

kesehatan.

SideB: NanangSurjana,SH(FraksiKaryaPembangunan)mengatakandalam RUUini belum mencerminkanperlindungankeamanan

terhadap masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya atau unsur makanan yang belum dikehendaki. 

Rapat Paripurna ke 

27/III/1991-1992

Senin, 13 Januari 

1992

Suara Jelas
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291 Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992 Volume 2                                                                             

SideA: Dr. TeheriNur, ME melanjutkanpenjelasannnyabahwaManajemenkesehatandirasakanbelum memadaikarenakemampuan

pengelolaankesehatandi berbagaitingkat masihterbatasdansisteminformasikesehatanyangmantabbelumada.Selainitu masihada

produk hukum yang tidak sesuaidenganprosedurkesehatan.SelanjutnyaTengkuHj. Gazali(FraksiPPP)mengatakanRUUini masih

memerlukan pembahasan dan penyempurnaan yang lebih menyeluruh dibalik Judul, Isi, dll. 

SideB: TengkuHj. Gazali(FraksiPPP)mengatakanbahwa Pemerintahperlu melakukanpendekatan-pendekatanterhadap pelayanan

kesehatanswastadenganmelalui3 aspekpendekatan,yaitu: Pendekatanmelaluiaspekmanajemen,ketenagaan,teknologidanfinancial.

Denganaspek-aspektersebut unit-unit swastadibina dan dikembangkankualitasmutu pelayanan,sehinggadapat terhindar dari beban

pemerintah. 

SelanjutnyaDr. SafeiAligumai(FraksiDemokrasiIndonesia)mengharapkanpadasemuapihaklayanankesehatanini janganlahdigunakan

sebagailahan bisnis yang bersifat komersial yang berorientasi pada mencari keuntungankarena obyeknyaadalah manusia yang

menderita sakit.

Rapat Paripurna ke 

27/III/1991-1992

Selasa, 14 Januari 

1992

Suara Jelas

292 Rapat Paripurna ke 27/III/1991-1992  Volume 3

SideA: LanjutanDr. SafeiAligumai(FraksiDemokrasiIndonesia)berkesimpulanbahwa suksesnyapembangunanekonomi antara lain

sudahdibangunnyaindustri besaryangtelah menggunakanpara tenagakerja kecil Indonesia.RUUini dikhususkanbagi industri-industri

makanan,restoranbesar,dankatering,misalnyadenganmembuatlaboratoriumkecilyangdapatmengukurstandarkesehatanmakanan

dan minuman.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

27/III/1991-1992

Selasa, 14 Januari 

1992

Suara Jelas

293 Rapat Paripurnak ke 28/III/1991-1992 Volume 1

Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum Para Anggota RUU tentang APBN 1992/1993.

SideA: Ir. IndraBambangUtoyo,SE(FraksiKaryaPembangunan)berpendapatRAPBN1992/1993merupakanbagiandari RapelitaVyang

harusmemprogramoperasionaltahunanyangdapat sasaran-sasaranRapelitaV untuk memasukiRapelitaVI sebagaimanatercantum

dalam GBHN 1988. 

SideB:LanjutanIr. IndraBambang,SEmengatakanpengeluaranrutin yangpalingbesaradalahpembayaranbungadancicilanluar negeri

yangnaik10 %dari anggarantahun ini. Selainitu di bidangSektorIndustrimasihbanyakindustri lokalyangmasihtergantungdari bahan

baku yang diimpor dari luar negeri, sehingga mengakibatkan beban devisa yang cukup besar.

Rapat Paripurna ke 

28/III/1991-1992

Selasa, 14 Januari 

1992

Suara Jelas

294 Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992 Volume 2

SideA: Suwarno(FraksiABRI)menjelaskanlaju pertumbuhanekonomi1991/92 mengalamipenurunan2 %,hal ini disebabkankarena

melonjaknya kegiatan impor dan makin melemahnya kegiatan ekspor, khususnya ekspor migas, sehingga Pemerintah harus

mengendalikanImpor terutama untuk industri yang tidak berorientasi ekspor dan konsistendengankebijaksanaanderegulasidan

kebijaksanaanmoneter lainnya.Suwarnojuga mengatakanPemerintahtetap berpegangteguh pada prinsip anggaranberimbangdan

dinamis yang telah dianut selama ini.

SideB:Lanjutan,Suwarno(FraksiABRI)mengatakandalampenyusunanprogrampembangunanperlu memperhatikan:PemanfaatanBLK

yang ada di daerah agar dilaksanakansecaraoptimal dengankerjasamapihak pemerintah dan swasta;Partisipasiswastaterutama

penyediaanpelatih dan dukungananggaranlatihan; Peningkatanprogram magang,sebagaisalahsatu wujud praktek pendidikandan

pelatihan; Masalah penagihan dan pengembangan transmigrasi, khususnya menyangkut lokasi transmigrasi;

Rapat Paripurna ke 

28/III/1991-1992

Rabu, 15 Januari 

1992

Suara Jelas
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295 Rapat Paripurna ke 28/III/ 1991-1992 Volume 3

SideA: Drs.H. BenyaminMattaliti (FraksiPersatuanPembangunan,PembicaraI) menjelaskanuntuk ekspormigas,asumsihargastandar

Amerikaadalah17 dolar/ bareldari tahun1992/1993merupakanperingatansifat kehati-hatianmengikutihargaminyakbumi dipasaran

dunia bagi Indonesia.Untuk itu Indonesiadiharapkantetap berperanaktif dalam stabilitasbahkanmenaikkanhargaminyak bumi di

pasarandunia,baikmelaluiOPECmaupunkontakdengannegara-negaraprodusenlainnyayangnon OPEC.Selainitu menurut logikadan

rasionalyangadil penerimaannegaraperlu berorientasipadakeserasian,keselarasan,dan keseimbanganpenerimaanpajak langsung

dan tidak langsung.

Side B: Lanjutan Drs. H. Benyamin Mattaliti (Fraksi PersatuanPembangunan)mengemukakananggaran belanja pembangunan

mempunyaiprioritas pengeluaranpembangunanyaitu: pembangunanprasaranadasar,penyediaanpelayanandasaryangmakin luas

kepada rakyat, pembangunanSDM, penyediaanbiaya operasi pemeliharaanyang memadai bagi saranadan prasaranayang telah

dibangun.Berdasarkanprioritas tersebut terdapat 5 sektor pembangunanyangmendapatanggaranyangcukupbesar,yaitu: Sektor

perhubungandan pariwisata,sektor pertambangandan energi, sektor pendidikangenerasimuda, sektor kebudayaannasional,sektor

pertanian dan pengairan, sektor pembangunan daerah desa dan kota.

Rapat Paripurna ke 

28/III/1991-1992

Rabu, 15 Januari 

1992

Suara Jelas

296 Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992 Volume 4

Side A: Drs. Muhamad Mansyur (FraksiPersatuanPembangunan,PembicaraII) menjelaskanselain 5 sektor pembangunanyang

mendapatanggaran,terdapat8 sektor lain yaitu: Sektorperumahanrakyatdanpemukiman,sektorkesehatan,sektor tenagakerja dan

transmigrasi, sektor teknologi dan penelitian, sektor koperasi, sektor agama, sektor perdagangan, dan sektor aparatur pemerintah. 

JajaWinata Kusuma(FraksiDemokrasi)mengusulkanagardaftar usulanproyekdankegiatanbagi lembagatinggi negaradapatdisusun

sendiri oleh lembaga yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan rumusan GBHN.

SideB: LanjutanJajaWinata Kusuma(FraksiDemokrasi)mengemukakanpenerimaansektor non migasdirencanakanpenerimaanPPh

10,8 triliun, untuk itu Fraksi Demokrasi mengharapkan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan pemerataan dan pendapatan.

Rapat Paripurna ke 

28/III/1991-1992

Rabu, 15 Januari 

1992

Suara Jelas

297 Rapat Paripurna ke 28/III/1991-1992 Volume 5

SideA:LanjutanJajaWinataKusuma(FraksiDemokrasi)mengatakanuntuk sektortenagakerjadantransmigrasimendapatanggaran886

miliar yangakandigunakanuntuk pemogramanpemindahanpendudukterutama dari pulau jawa dan bali. Untuk Itu FDImenyarankan

agar pembangunansaranadan prasaranabangunan-bangunankebutuhan dasar di daerah transmigrasiyang sudah ada agar lebih

ditingkatkansehinggamobilitaspenyebarandari daerahpemukimantransmigrasimenjadilancar.Selainitu JajaWinatajugamengatakan

Sektor Perumahanrakyat dan pemukiman mendapat anggaran958,8 miliar yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraanrakyat melalui pengadaanperumahandan pemukimanyang layak, aman, sehat, serasidan teratur, serta harga yang

terjangkau.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

28/III/1991-1992

Rabu, 15 Januari 

1992

Suara Jelas
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298 Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraanTingkat4 PengambilanKeputusanatas RUUtentang JaminanSosialTenagaKerja.Sunaryo(KetuaPanitiaKhusus

RUUJaminanSosialTenagaKerja)menjelaskanprosesjalannyaRUUyangdimulai sejaktanggal9 September1991dan telah disepakati

antaralain: menambahkanpasal27 (2) yangmenyebutkanbahwasetiapwarganegaraberhakataspekerjaan,ketentuanumum pasal1

butir 2 tentang pengertiantenagakerja Pansusmenyetujui rumusandisempurnakan,dengandiresmikanUU ini makaUU No. 2 tahun

1951dinyatakantidak berlakulagisebagaimanadiatur dalampasal34 baru.Situmorang(FraksiKaryaPembangunan)mengatakandalam

pembahasanpengambilankeputusan RUU ini FKPlebih menitik beratkan pada aspek pemerataan, perlindungan, kesejahteraan,

kegotongroyongan, peningkatan harkat dan martabat tenaga kerja sebagai perwujudan amalan Pancasila sila ke 4 dan 5.

SideB: LanjutanSitumorang(FraksiKaryaPembangunan)menjelaskanpandanganstrategisdari FraksiKaryaPembangunan,antaralain

yaitu: Eksistensi jaminan tenaga kerja hendaknya memberikan cakupan yang luas baik dalam hubungan kerja/ non kerja,

penyelenggaraanjaminan sosial tenaga kerja hendaknyadapat menumbuhkembangkansaranadan prasaranakerja, jaminan sosial

menjadi hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan tenaga kerja. Situmorang juga mengatakan substansi yang perlu

ditambahkan adalah yang berhubungan dengan faktor keamanan, kekayaan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Rapat Paripurna ke 

29/III/1991-1992

Rabu, 15 Januari 

1992

Suara Jelas

299 Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992 Volume 2

Side A: Udiyanto (FraksiABRI)perpendapatbahwa pasal 31 RUU tentang pengembanganpensiun dasar tenaga kerja tidak perlu

dirumuskan,hal ini dapat dikembangkandenganmenggunakanpasal14 RUUyangmenyebutkanbahwa Jaminanhari tua dibayarkan

berkalaatau dapat dikatakansebagaipensiun,sehinggapasal31 sebaiknyadihapus.FraksiABRIberharapPemerintahsegeramembuat

peraturanperundangansebagaipenjabarandari UUini antaralain tentangjaminantenagakerja bagitenagakerjayangmengalamiPHK.

Malik (FraksiPersatuanPembangunan)mengatakanRUUini disusundenganmusyawarahmufakat,hasratsungguh-sungguhyangdisertai

dengan keterbukaan dan dimana tidak ada pihak memaksakan kehendaknya.

Side B: Lanjutan, Malik (Fraksi PersatuanPembangunan)mengemukakanharapan antara lain: Pemerintah segera mengeluarkan

peraturanpelaksanaanRUU,Jaminansosialtenagakerjasangaterat hubungannyadenganaspekpengupahantenagakerja,keberhasilan

dari tujuan tentang jaminan tenagakerja sangattergantungpada peningkatansaranadan dana, dan anggaranuntuk Depnakertrans

supayaditingkatkan.Budi Harjono (FraksiDemokrasiIndonesia)mengatakanmasalahtenaga kerja adalahmasalahyang mendasar

sehinggaperlu mendapatprioritas karenapadahakekatnyamembahasmasalahtenagakerja tidak lepasdari manusiasebagaisubjek,

obyek dan tujuan pembangunan nasional.

Rapat Paripurna ke 

29/III/1991-1992

Jumat, 17 Januari 

1992

Suara Jelas

300 Rapat Paripurna ke 29/III/1991-1992 Volume 3

SideA: Budi Harjono (FraksiDemokrasi)mengatakanRUUini hakekatnyabertujuan meletakandasar-dasaryangkuat dan kepastian

hukum yangkokoh, serta merupakanupayaperlindunganmasyarakattenagakerja secaraluas melalui program jaminansosial,serta

memberikanketenangankerja bagi karyawan.JaminanSosialTenagaKerja (Jamsostek)merupakanusahabersamaantara pengusaha

dengan tenaga kerja dimana pengusahadan tenaga kerja merupakanmitra yang saling memerlukan. Perlindungantenaga kerja

hendaknya dilaksanakan dan tumbuhkan oleh organisasi-organisasi profesi ketenaga kerjaan. 

SideB: Menteri TenagaKerja (Drs.CosmasBatubara)mengatakanlahirnya Jamsostekini merupakansatu langkahlebih maju untuk

bangsa Indonesia dalam upaya memberi perlindungan pada tenaga kerja yang merupakan bagian yang penting dalam proses

pembangunan.Selainitu adanyaJamsostekyangmencakupantara lain jaminanhari tua yangdiatur dalamUU ini diharapkanmenjadi

daya tarik bagi kaum muda untuk bekerja di Sektor swasta dan tidak berorientasi dengan jabatan di Sektor pemerintah.

Rapat Paripurna ke 

29/III/1991-1992

Jumat, 17 Januari 

1992

Suara Jelas
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301 Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraanTk.IIPandanganUmumparaanggotatentang:RUUtentangPenataanRuang.Dr. Ir. Irma AlamsyahJayaPutra,M.Si

(FraksiKarya Pembangunan)mengatakanRUU ini harus memuat landasanmoral, etik yang kokoh bagi pembangunannasional,

meningkatkanmartabatsertakewajibanHAM,meningkatkankesetiakawanansosial,menumbuhkan,mengembangkan,danmemelihara

stabilitasnasional.Selainitu RUUyangakanmencakupruangdaratan, laut, udara,angkasaperlu dilakukansedemikianrupa sehingga

membawa terwujudnya kemakmuran rakyat, karena RUU ini mengikat seluruh aparat pemerintah dan masyarakat sehingga RUU ini perlu 

mengaturhubunganantara pemerintahdan warganegara.Asasyangperlu diperhatikandalamRUUini adalahkesesuaiandan sinergi

wilayah.

Side B: Lanjutan Dr. Ir. Irma Alamsyah(FKP)menjelaskanmaksud dan tujuan RUU ini adalah untuk memberi kepastianhukum,

penyederhanaanhukum dan kesatuan hukum dalam mengatur penataan ruang, terkait dengan hal tersebut Pemerintah perlu

memberikan penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud untuk memberi kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. 

NM. Budi Waluyo(FraksiABRI)mengatakanRUUtentang Penataanruangdiharapkanberwawasannusantara,ketahanannasionaldan

berwawaskanlingkunganhidup. Masalahyang berkaitan denganpenataanruang yaitu masih adanyatumpang tindih, gesekanatau

benturanberbagaikepentingan,baik antarapemerintahdenganpengusaha,antarapengusahadenganmasyarakat,antarapemerintah

dengan masyarakat.

Rapat Paripurna ke 

30/III/1991-1992

Jumat, 17 Januari 

1992

Suara Jelas

302 Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992 Volume 2

SideA: LanjutanNM. Budi Waluyo (FraksiABRI)menjelaskanmengenairuang apa yangakanditata dalam RUUini adalah(1) Ruang

WilayahNegara,belumsecaradefinitif disebutkansepertibataswilayahnegarayangdisebutkantermasukPeraturanPemerintahsebagai

dasar sehinggaakan dapat menimbulkan permasalahan,(2) RuangUdara dan Laut, dalam RUU ini masih ada kerancuandalam

mengartikan tata ruang udara dengan tata ruang guna udara dan air. 

SideB: Drs.H. Suwandi(FraksiPersatuanPembangunan)mengatakandalam RUUini perlu diatur suatu penegakantentang perlunya

pengaturan atas hak-hak yang mencakup hak guna ruang bawah tanah, hak milik atas satuan ruang bawah tanah. Di daerah

pemanfaatanruangmasihmenimbulkankeluhankarenasulit ditertibkan peruntukannyasesuaidenganRUTRyangtelah ada.Selainitu

adatumpangtindih pengertianantararencanatata ruangdanpenataanruang,sedangkanrencanatata ruangadalahhasilperencanaan

penataan ruang. 

SuwardiWirya Atmaja (FraksiDemokrasiIndonesia)mengatakanpertumbuhanekonomi dalamnegeri telah tumbuh berbagaiindustri

besarmaupunkecil yangtersebardi berbagaidaerahkhususnyaJawadan Sumatera,akibat adanyapenataanruang industri tersebut

telah membawamasalah-masalahyang merisaukandan merugikanmasyarakatbaik menyangkutlokasi, penggunaandan perluasan

tanah, fasilitas pendukung, air, listrik dan limbah.

Rapat Paripurna ke 

30/III/1991-1992

Rabu, 22 Januari 

1992

Suara Jelas

303 Rapat Paripurna ke 30/III/1991-1992 Volume 3

SideA: SuwardiWirya Atmaja(FraksiDemokrasiIndonesia)berpendapatdalampenataanruangterdapatbeberapahambatan/konflik,

yaitu beredarnyapeta yangdibuat oleh berbagaiinstansipemerintah/pusat/daerah,dan yanglebih mengkhawatirkanlagi pihakswasta

yangikut membuatpeta.Dariprodukpetayangdibuat instansitersebutternyataberbedadari segiukuran,batas,luas,isi danketepatan,

sehinggamasyarakat/dunia menjadi ragu, bingungdan kurangpercayaterhadappeta buatan Indonesia.Selainitu dibeberapadaerah

terjadi perubahanfungsiruangyangmembawadampakyangluasbagipenataanruangsecarakeseluruhandanpadaakhirnyamerugikan

negara dan masyarakat.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

30/III/1991-1992

Rabu, 22 Januari 

1992

Suara Jelas
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304 Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraanTk.IIPemandanganUmumparaanggotaatasRUUtentangKarantinahewan,ikandan tumbuhan,danRUUtentang

BudidayaTanaman.JamarisYunus(FraksiKaryaPembangunan)menjelaskansektor pertanian adalah penghasilberas yang menjadi

bahanmakananutama bagisebagianbesarrakyat Indonesia,oleh karenaitu usahaperberasanmerupakanproduksiyangpentingbagi

negarayangmenguasaihajat hidup orang banyak.Selamaorde baru pengaturanyangmenyangkutusahadi sektor pertaniansangat

minimal yang hanya melahirkan satu UU yakni UU No. 2 tahun 1961 tentang Pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman.

Side B: Lanjutan, JamarisYunus(FraksiKarya Pembangunan)mengatakanpembangunanpertanian waktu mendatangdiharapkan

menggunakanprinsipberkelanjutandanberwawasanlingkunganyangdiarahkanpadaperkembanganpertanianyangmaju, efisien,dan

tangguh.Siahaan(FraksiABRI)menyebutkanbahwaUUNo.6tahun1967tentangPokok-pokokpeternakandankesehatanhewanbelum

mengatur secarakonkrit karantina hewan. Terdapatkasuspemalsuanbenih yang mengganggupencapaianproduksi dan merugikan

petani secarayuridis belum kuat dijadikandasar.Selainitu masalahpestisidamasihdiatur denganPPsebagaipelaksanaanUU No. 11

tahun 1962yangmengaturtentangVGNA,jadi belum adaUU/ PPtentangmasalahkarantinauntuk mencegahdan masuknyatersebar

hama penyakit hewan dan ikan.

Rapat Paripurna ke 

31/III/1991-1992

Rabu, 22 Januari 

1992

Suara Jelas

305 Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992 Volume 2

Side A: Tidak ada suara

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

31/III/1991-1992

Kamis, 23 Januari 

1992

Suara Jelas

306 Rapat Paripurna ke 31/III/1991-1992 Volume 3

SideA: Lanjutan,MegawatiTaufikKiemas(FDI)mengatakanbenih tanamansebagaisaranaproduksiutama dalam budidayatanaman

perlu dijagakemurniankualitasnya,untuk itu harusdilakukankegiatanpengumpulanplasmanutfah danpemeliharaantanaman.Selain

itu Megawati Taufik Kiemasjuga berpendapatpengendalian, pengelolaansaranaproduksibudidayatanamanseperti benih, pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian menurut FDI perlu dilakukan pemerintah. 

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

31/III/1991-1992

Kamis, 23 Januari 

1992

Kosong

307 Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992 Volume I

SideA: PembicaraanTk. II JawabanPemerintahatasRUUtentangRAPBN,PembicaraanTk. I KeteranganPemerintahatasRUUtentang

PerkembanganProdukdanSejahtera,PembicaraanTk.II JawabanPemerintahatasRUUtentangKesehatan.Menteri Keuangan(Prof.Dr.

JB.Sumarlin)menjelaskanbahwa APBNmerupakankristalisasidari cara hidup rakyat sebagaibangsa,yaitu cara memperolehdan

mempergunakansumber-sumberkeuangan negara bagi belanja negara, oleh karena itu penyusunanAPBN harus berdasarkan

perhitungan yang sangat cermat khususnya mengenai potensi dan peluang.

SideB:LanjutanMenteri Keuangan(Prof.Dr.JB.Sumarlin)mengatakanmasalahmacetnyapemberiankredit olehbankdapatdisebabkan

2 (dua)faktor yaitu faktor efisiendan intern bank.Faktorintern biasanyadisebabkanolehkekeliruandalammemberikankredit, kurang

cermatnyadalam antisipasimasalahdan penetapantingkat bungayang terlalu tinggi. Masalahlain yangmenyebabkankredit macet

adalah penetapan suku bunga kredit yang terlalu tinggi.

Rapat Paripurna ke 

32/III/1991-1992

Kamis, 23 Januari 

1992

Suara Jelas
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308 Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992 Volume 2

SideA: LanjutanMenteri KeuanganProf. Dr. JB.Sumarlinberpendapatpenerimaandevisa-devisadari sektor pariwisatajugaakanterus

digalakanantaralain melaluipromosike beberapanegarayangmenjadipasarpariwisataIndonesia,misalnyadenganmengikutibrosur

travel fair di BelgiayakniPergelaranIndonesiaExtravagansadi Taipeh.SelanjutnyaMenteri NegaraKependudukandanLingkunganHidup

Prof.Dr. EmilSalimmengemukakanperkembanganmatra kependudukandinamisperludirumuskanperundang-undangankependudukan

yangbertumpu padapertimbanganpokok, antara lain: Undang-undangyangdihasilkanhendaknyamempunyaiwawasanmasadepan,

serta cukup komprehensif mengatur berbagai segi kependudukan dalam pembangunan.

SideB: Lanjutan,Menteri Kependudukandan LingkunganHidup Prof. Dr. Emil Salimmenjelaskanbahwa pada intinya pembangunan

nasionalmencakupseluruhmatra kependudukanuntuk mewujudkankemakmurandan kesejahteraan.RUUini menekankantanggung

jawabmoral setiappenduduk,memeliharadanmeningkatkankeselarasan,keserasianlingkungan.Setiappendudukmempunyaihakdan

kesempatanseluasnyauntuk berperansertadalamkependudukandanKB.Selainitu jugamenjalaskansasaranutamadari RUUini adalah

untuk menunjang terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang 25 tahun ke dua.

Rapat Paripurna ke 

32/III/1991-1992

Jumat, 24 Januari 

1992

Suara Jelas

309 Rapat Paripurna ke 32/III/1991-1992 Volume 3

SideA: Menteri KesehatanDr. Adhytma,MPHmenanggapiPartaiPersatuanPembangunantentangJudulRUUtentang Kesehatan,dan

padakesimpulannyajudul akantetap RUUtentang Kesehatan.Mengenaitransparansiorgan(bedahmayat)dalamRUUini merupakan

bagian dari penelitian masyarakatdan sekaligustermasuk dalam pendidikan dan produk hukum, akan tetapi diharapkandalam

pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma agama dan bukan untuk kepentingan komersil. 

Side B: Penutupan rapat oleh Ketua Dewan

Rapat Paripurna ke 

34/III/1991-1992

Jumat, 24 Januari 

1992

Suara Jelas

310 Rapat Paripurna ke 33/III/1991-1992 Volume I

SideA: PembicaraanTK.II Jawabanataspemandanganumum para anggotaRUUtentangPenataanRuang.Menteri NegaraLingkungan

HidupProf.Drs.EmilSalimmengatakanPemerintahsependapatdenganparafraksimengenaimaksuddantujuanRUUtentangPenataan

Ruangyaitu Penataanruangsangatpenting maknanyadalampenyederhanaanhukum bagi kegiatanpenataanruang.Dalampenataan

ruang perlu mengambil prinsip-prinsip kelestarian kemampuan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup demi terwujudnya

pemanfaatanruang.Selainitu Prof.Drs.EmilSalimjugamenjelaskanRUUtentangTataRuangini bermuaradanberoperasipadaDaerah

Tk. II, tapi harus disusun karena izin pembangunan/ lokasi harus sesuai dengan ketentuan RUU yang mengatur alokasi pemanfaatan luar.

SideB: Lanjutan,Menteri NegaraLingkunganHidupmengataknRencanaPenataanRuangDaerahTk. II sebagaipenjabaranlebih lanjut

penataanruang DaerahTk. I merupakanpedomanpemanfaatanruang wilayah DaerahTk. II yang bersifat operasionaldan dapat

menampungpembangunanfisik serta perubahan sosial ekonomi yang global, sehinggapenataan ruang Daerah Tk. II ditetapkan

berjangka waktu 10 tahun.

Rapat Paripurna ke 

33/III/1991-1992

Jumat, 24 Januari 

1992

Suara Jelas
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311 Rapat Paripurna ke 33/III/1991-1992 Volume 2

SideA: Menteri PertanianIr. Wardoyo menjelaskansalahsatu prinsip yangdikembangkandalam budi daya tanamanadalahprinsip

demokrasi,badanusaha/hukumdalambentuk koperasisangatdiharapkandan didoronguntuk dapatberkembangmewujudkanbentuk

usahabersamayangberasaskankekeluargaan.Padaprinsipnyatujuan pengembanganbudi daya tanamanyaitu untuk meningkatkan

pendapatan taraf hidup petani, perkebunan, nelayan dan memperluas lapangan kerja, menunjang pembangunanindustri serta

meningkatkanekspor. Untuk itu pemerintah menyusunrencanaperkembangandan menetapkanwilayah pengembanganbudidaya

tanaman.

SideB: Lanjutan,Menteri PertanianIr. Wardoyo mengatakanPemerintahjuga akan mengadakanpengawasanterhadap penggunaan

pestisidaterlarangataumembatasipenggunaanpestisida,yangsudahtercantumdalamPasal31 dan32RUU.Selainitu jugamenjelaskan

bahwapengembanganbudi dayatanamandapat dicapaisecaraoptimal apabiladalampelaksanaannyamenggunakanteknologisecara

tepat, oleh karena itu pemerintah mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan penelitian guna menentukan teknologi tepat.

Rapat Paripurna ke 

33/III/1991-1992

Senin, 27 Januari 

1992

Suara Jelas

312 Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992 Volume I

SideA: PembentukanPanitiaKhususRUUtentangPenataanRuangdanPembicaraanTk.IVPengambilanKeputusanatasRUUPerumahan

dan Pemukiman. 

Rifai(KetuaPansus)menyampaikanlaporanprosespenambahanRUUPerumahan,adabeberapasubstansiyangbukansajamemerlukan

waktu yang sangatpanjangkarena ekstensinyasangatdominan atas sukses/tidaknya dibidang perumahandan pemukiman,yaitu:

pemerintah harus siap menanti RUUtentang Penataanruang yang sedangdibahasdan harus dapat mengendalikanpenyelenggara

pengelola pelaksanaannya. Selain itu Abdul Latief (Fraksi Karya Pembangunan) juga menyampaikan pandangan umum fraksi mereka yaitu 

Pancasilasebagaidasarnegara,falsafatdan pandanganhidup bangsaoleh karenaitu UU tentang Perumahandan Permukimanharus

mewujudkan rumah yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial.

SideB: Lanjutan,Abdul Latief (FKP)mengatakanpembangunandan pemukimanharus berlandaskanpada Trilogi Pembangunan,dan

hendaknyaberlandaskanpada UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-PokokPemerintahandi daerah. FKPmengharapkansegera

terwujudnyakebijaksanaannasionalyangmantapdalambidangperumahandanpemukimantermasukterjaminnyaketertibanhukumdi

bidang perumahan.Selainitu PaulaRejaan(FraksiABRI)mengatakandalam muatan RUUini terdapat masalah-masalahbaru yang

merupakanterobosan terhadap ketentuan yang telah ada yaitu tentang pembangunanperumahan dan pemukiman siap bangun,

pelepasanatastanahmilik masyarakatdanrumahsebagaijaminanhutang,untuk itu masing-masingpihakharusberhati-hatiagarmateri

UU tersebut tidak berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Rapat Paripurna ke 

34/III/1991-1992

Senin, 27 Januari 

1992

Suara Jelas
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313 Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992 Volume 2

SideA: LanjutanPaulaRejaan(FraksiABRI)menyampaikanharapanantara lain: (1) SetelahRUUtentang Perumahandan Pemukiman

Pemerintahhendaknyamempersiapkanpengoperasiannyaberupa perangkatyang diperlukansehinggatertib secaraadministrasi;(2)

Dalam mempersiapkanperangkat tersebut diharapkan pemerintah memperhatikansungguh-sungguhmasalahantara lain: sidang

pertanahan,peraturan yang berhubungandengansewa rumah; (3) Pemerintahsungguh-sungguhmembina peran serta masyarakat

dalam penyertaan modal; (4) Pengendalian harga tanah segera diwujudkan.

H.M. Mustafa (FraksiPersatuanPembangunan)menyampaikansarandan pendapatfraksinya,antara lain: (1) Masalahpelepasanhak

tanahsupayadengansistemkesepakatan;(2)Pemerintahperlumemberikanbantuanbimbingandankemegahan;(3)Perlufasilitasuntuk

perumahan, khususnya golongan penghasilan rendah melalui bank tanah dan (4) Perlu penertiban penghuni yang bukan hak miliknya.

Side B: Lanjutan, H.M. Mustafa (FKP)mengatakansasaranpembangunanperumahan dan pemukiman adalah akan menangani

pemugaranperumahan yang tidak layak huni. I Gusti Ngurah Yudha (FraksiDemokrasiIndonesia)berpendapatpenyelenggaraan

perumahandan pemukimanharusdiarahkanuntuk mendorongdan memperkukuhdemokrasiekonomiserta memberikankesempatan

yang sama dan saling menunjang antara BUMN, Koperasi dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.

Rapat Paripurna ke 

34/III/1991-1992

Rabu, 5 Februari 

1992

Suara Jelas

314 Rapat Paripurna ke 34/III/1991-1992 Volume 3

SideA: Lanjutan,I GustiNgurahYudha(FDI)mengemukakanpendapatFDI,yaitu: (1) Segeraditertibkan PPuntuk menjalankanUU ini

sesuaiamanatpasal5 ayat2 UUD'45; (2) Pelanggaranterhadappembangunanperumahanmenurut RUUini diancampidana;(3) Dalam

kaitan konsolidasitanah yangdilakukanpemilih tanah dilaksanakansecarabertahaptanpa paksaan.SelanjutnyaMenteri Perumahan

RakyatIr. SiswonoYudohusodomenjelaskanpendekatanbaru dalam pembangunanperumahandan pemukimandilakukanmelalui

strategipembangunankawasansiapbangundalamkawasanyangbesaryangdikelolaolehpemerintahuntuk memperhatikantata ruang

danpertumbuhanwilayahuntuk jangkapanjang.Polaini merupakanstrategipembangunanperumahanyangberjangkamelihat jauh ke

depan, penyelenggaraandilakukanoleh BUMN,pola tersebut akan dapat menciptakanpemukimanpenduduksecaraterencanadan

serasi yang terkonsentrasi dalam kawasan siap bangun.

SideB: Lanjutan,Menteri PerumahanRakyatIr. SiswoyoYudohersodomenyampaikanmateri yangdiatur dalam Peraturanperaturan

dalamRUUini adalah(1) Ketentuanmengenaipersyaratanteknis, logis,administratif pengelolaanlingkungan;(2) Ketentuanmengenai

penghunian,pengalihanstatus dan hak atas rumah yangdikuasainegara;(3) Ketentuanmengenaipendataanrumah; (4) Ketentuan

tentang Penghunian rumah dengan cara sewa; (5) Ketentuan mengenai pengendalian harga sewa yang dibangun.

Rapat Paripurna ke 

34/III/1991-1992

Rabu, 5 Februari 

1992

Suara Jelas
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315 Rapat Paripurna ke 35/III/1991-1992 Volume I

SideA: PembicaraanTk. II PemandanganUmum Anggotaatas RUUtentang PerkembanganKependudukandan KeluargaSejahtera.

BambangSupangat(FraksiKaryaPembangunan)menjelaskantujuan utama RUU ini adalahuntuk mencapaiperkembanganpenduduk

yangseimbang,serasidanselarasdenganlingkunganhidupdalamkaitannyadenganpembangunanhidupyangberkelanjutan.Penurunan

kualitas lingkunganakan berdampakpula terhadap kulaitas pendudukdan pembangunanpada kesehatan,mutu SDM,pemukiman,

keamanandan kesehatankeluarga.RUUini mengatur2 (dua)materi yaitu masalahkependudukandan keluargasejahterayangterkait

menjadi satu, tapi ditinjau dari berbagai segi 2 (dua) masalah tersebut menduduki posisi yang tidak sama.

SideB:Mujono (FraksiABRI)mengatakanpembangunannasionaldalambidangkependudukandankeluargasejahteratelahmenunjukan

keberhasilanperubahanyang cukup menggembirakandari berbagaiciri kependudukan,perubahantersebut antara lain: terjadinya

penurunandalamtingkat penurunansertadalamlaju pertumbuhanpenduduk,kesadarandan tanggungjawabserta motivasipenduduk

semakin meningkat. Drs. H. BenyaminMattaliti (FraksiPersatuanPembangunan)mengatakandalam rangka kampanyeKeluarga

Berencana(KB) hendaknyadihindari cara-carapenyebarandan penggunaanalat-alat kontrasepsiKB (kondom, KB, spiral), hal ini

bertujuan supaya tidak disalahgunakan untuk free sex.

Rapat Paripurna ke 

35/III/1991-1992

Rabu, 5 Februari 

1992

Suara Jelas

316 Rapat Paripurna ke 35/III/1991-1992 Volume 2

SideA: Lanjutan,Drs. H. BunyaminMattaliti (FraksiPersatuanPembangunan)menambahkanbahwa peningkatankualitaspenduduk

adalahsangattepat jika secarasungguh-sungguhdan simultandidukungoleh pemerataanpembangunandan hasil-hasilnya.Drs.Popo

SunandarHarun(FraksiDemokrasiPancasila)menjelaskanterjadi masalahkomplekkarenasektorkependudukandankeluargasejahtera

mencakupberbagaiaspek(politik, ekonomi, HANKAM,pendidikan,sosial,kesehatan,lingkunganhidup). Karenamencakupberbagai

aspektersebutmakapermasalahannyamenjadirumit, untuk memecahkanmasalahtersebutdiperlukanpendekatanyangmulti dimensi

agar mendapatkanpenyelesaianyang tuntas. Sejaktahun 1989 pemerintah telah mencanangkanuntuk memberikanprioritas bagi

pembangunanIndonesiabagianTimur, karenawilayahbagianTimur ketinggalandalam bebagaihal dibandingkandenganwilayahlain

Indonesia baik segi prasarana, komunikasi, maupun transportasi.

SideB:Lanjutan,Drs.PopoSunadar(FraksiDemokrasiPancasila)mengatakandari segikepadatanpendudukpadatahun1990pulauJawa

paling padat penduduk dengan luas 6,88% dari luas Indonesia, menampung55,99% penduduk Indonesia,Propinsi DKI. Jakarta

kepadatannyamasih tertinggi penduduknyayaitu 13.990 orang/Km2. SedangkanIrian Jaya menempati urutan terendah hanya 4

orang/Km2. 

Rapat Paripurna ke 

35/III/1991-1992

Senin, 10 Februari 

1992

Suara Jelas

317 Rapat Paripurna ke 36/III/1991-1992 Volume I

SideA: PemandanganUmum para anggotaatas RUUtentang Merk. SamsulMu'arif, BA (FraksiKaryaPembangunan)menyampaikan

pokok-pokokpikiran antara lain: (1) UU No. 21 tahun 1961 menyebutkansistemdeklaratif lebih cocokdigunakanuntuk pendaftaran

merk mengingatwilayah Indonesiayangluasdanperhubunganantaradaerahsatuke daerahlain belumcukupmudahuntuk digunakan

pendaftaranmerk. Apabilaada seorangpemakaimerk benar-benarmenggunakannyameskipuntidak terdaftar dalamsistemini tetap

dilindungi oleh hukum sepanjang dia dapat membuktikan sebagai pemakai pertama. 

SideB:Lanjutan,SamsulMu'arif (FKP)menanyakantentangalasanmengapasanksipidanaantaraRUUini denganRUUtentangHakPaten

dan HakCipta,ancamannyapersissamasedangkanpemberianjangkawaktu haknyaberbeda-berbeda.Drs.M. Ali Tahla(FraksiABRI)

mengatakankemajuanteknologikhususnyadibidanginformasidan transportasitelah menyebabkantercegahnyaglobalisasipasaryang

menyebabkanmengalirnyaproduk luar negerike Indonesia.Denganjudul "Merk" makaRUUtidak hanyamenjangkaumerk perusahaan

dan merk perniagaan, tetapi juga akan menjangkau merk dagang, jasa, dan merk kolektif. 

Rapat Paripurna ke 

36/III/1991-1992

Senin, 10 Februari 

1992

Suara Jelas
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318 Rapat Paripurna ke 36/III/1991-1992 Volume 2

SideA: Abubakar,SH(FraksiPersatuanPembangunan)mengatakandalampasal2 (1) UUNo.21 tahun1991telahditentukanbahwahak

khususuntuk memakaisuatumerk diberikankepadapemakaipertamadari merk tersebut di Indonesia,tetapi apabiladikemudianhari

adaoranglain yangdapatmembuktikansebagaipemakaimerk tersebut,makadapat dibatalkanpendaftarpertamatersebut.Selainitu

Abubakar, SH menjelaskanmerk merupakan simbol sehinggapedagangdapat memperluas dagangannyadan mempertahankan

pasarannya. 

SideB:TengkuDahmanMuhzir,SH(FraksiPartaiDemokrasiIndonesia)mengatakanbahwaPemerintahdalammenyiapkanRUUtentang

Merk ini telah melakukanpenelitian-penelitiancukupmendalamdalambentuk seminar,konsultasi,supayapadaakhirnyaRUUini dapat

membawakesejahteraanbagimasyarakat.TengkuDahmanMuhzir, SHjugamenjelaskanprosedurpendaftaranmerk tercantumdalam

pasalsebagaiberikut: (1) Pasal9 Permintaanpendaftaranmerk diajukansecaratertulis kepadakantor merk; (2) Pasal12 ayat2 Apabila

adakekuranganpemenuhanpersyaratandiharapkansegeradipenuhidalamwaktu 3 bulan; (3) Pasal19 Kantormerk secepatnyaakan

mengumumkansetelahketentuanpadapasal9 dan 12 terpenuhi; (4) Pasal20 Pengumumanberlangsungselama6 bulan; (5) Pasal23

ayat2 Sanggahandiajukansecaratertulis selambat-lambatnya3 bulansetelahpengumuman;(5)Pasal25ayat1 Selanjutnyakantormerk

akan mengadakanpemeriksaanpendaftar merk; (6) Pasal 26 Pemeriksaandiselesaikandalam waktu 12 bulan sejak tanggal

pengumuman/ pemeriksaan; (7) Pasal 29 Sertifikat merk diberikan pada pihak yang mengajukan selambat-lambatnya 30 hari.

Rapat Paripurna ke 

36/III/1991-1992

Selasa, 11 Februari 

1992

Suara Jelas

319 Rapat Paripurna ke 37/III/1991-1992 Volume I

SideA:LaporanKomisiAPBNatasRAPBN1992/1993,LaporanBKSAPtentangHasilKunjunganDelegasike Jerman,LaporanHasilDelegasi

DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi RI Sidang Majelis Umum PBB Ke-46 di New York, AS. 

Wiratno PuspoAtmojo, SH(Wakil KetuaKomisiAPBN)menjelaskanhasilkompilasiRAPBNsalahsatunyaadalahKomisiI, bahwatidak

tercermin di DepartemenLuar Negeri dalam REPELITAV alokasi dan sasaranyang digunakansebagaitolok ukur penilaian dalam

pelaksanaan pengawasan. 

SideB:Lanjutan,Wiratno PuspoAtmojo,SH(WakilKetuaKomisiAPBN)kembalimenjelaskanhasilkompilasiRAPBN,KomisiV yangpada

dasarnyamenerimaRAPBN1992/1993,yangperlu diperhatikanadalahbanyakkonsultanyanggagaldalamperencanaanproyek, tapi

tidak pernahmendengarsanksiapayangdijatuhkanpadakonsultandanmasihlemahnyakoordinasipersiapansertapengawasan.Komisi

VI menyetujui, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan minyak solar yang menunjukan kenaikan perlu diusahakan

pemecahannyakarenaakanmempengaruhiberapabesarnyasubsidi.SelanjutnyaA. BakriSriHardonomelaporkankegiatandelegasike

Jermanpada tanggal3 s.d 13 Oktober 1991,yaitu pembicaraantentang kerjasamaberupabantuanpemerintahJermanperbandingan

sistempembangunanwilayahdanmasalahDesentralisasiyangditerapkandi Jerman.Ruanglingkuppembicaraantersebut lebih menitik

beratkan pada masalah politik dan ekonomi.

Rapat Paripurna ke 

37/III/1991-1992

Selasa, 11 Februari 

1992

Suara Jelas
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320 Rapat Paripurna ke 37/III/1991-1992 Volume 2

SideA: A. BakriSriHardonomenjelaskanlaporankerjadelegasike Jerman,kebijakanekonominegaraJermanmenganutsistemekonomi

liberal/ ekonomipasar.Dalamsistemini campurtanganpemerintahdihindarisemaksimalmungkin,yangdiutamakanadalahkombinasi

antar insanindividudanprinsip-prinsipkemajuansosial.PrioritasbantuanJermankepadaIndonesiaadalah:transportasi,pengadaanair

bersih,industri kecildanmenengah,pembangunanpedesaandanpertanian(khususnyapulauSumateradanKalimantan).Permasalahan

yang menghambatbantuan yaitu keterlambatanpihak Indonesiadalam menyediakandana rupiah dan negarakita sering terlambat

mengajukan proyek. 

SelanjutnyaRoesdiRoeslimenyampaikanLaporanDelegasiDPRRI ke New York pada tanggal12 September1991. DelegasiRI untuk

sidangMajelisUmumPBBKe-46bertugasuntuk memperjuangkankepentingannasionalIndonesiadalamrangkakelangsunganprogram-

program pembangunan perdamaian dunia. 

SideB: LanjutanRoesdiRoeslimengatakanIndonesiaterpilih menjadi tuan rumah KTTNon Blok Ke-10Tahun1992, makadiharapkan

dapatmenciptakankonsolidasidalamgerakanNonBloksehinggadapatberperandalamrangkamemeliharakedamaiandunia.Kegiatan

antara tanggal 23 September s.d 10 Oktober 1991 adalah acara penyampaianpidato persengketaansenjata, pelucutan senjata

diharapkan menyeluruh karena merupakan tanggung jawab bersama negara di dunia.

Rapat Paripurna ke 

37/III/1991-1992

Kamis, 13 Februari 

1992

Suara Jelas

321 Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 1

Side A: Pembicaraantingkat II pandanganatas para anggota mengenaiRUUtentang PerkembanganKependudukandan Keluarga

Sejahterayangdisampaikanoleh Menteri NegaraKependudukandan LingkunganHidup.Merasakankeprihatinanyangsama,ditangan

Presidenditanganisecaraprioritas makapemerintahmengambillangkahRUUdihadapkanDPRuntuk Hak-hakpendudukdalamsegala

matranya,memperhitungkanketerkaitanpendudukdenganlingkunganfisik dansosialtempat merekaberadadan mengaburketentuan

mengenaibatas-bataswewenangpemerintahterhadappendudukuntuk penanggulanganpendudukmiskindanpendudukrentan lainnya

diatur secara sistematik dalam RUU dengan peningkatan kualitas pada pembangunan jangka panjang ke-2.

Side B: Lanjutan sambutan Menteri Negara Kependudukandan LingkunganHidup, mengenai masalah single parents dan angka

perceraian, masalah sanksi dan peran serta masyarakat.

scrors 3 menit.

Pembentukanpanitia khususRUUtentangKesehatan,pembacaannama-namaanggotatetap dan anggotapenggantipansusyangakan

disahkan.

scors 3 menit.

Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum anggota dewan atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman.

Rapat Paripurna ke 

38/III/1991-1992

Senin, 17 Februari 

1992

Suara Jelas

322 Rapat Paripurna ke 38/III/91-92 Senin, 17-2-1992, jam 09.00, Volume 2

SideA: LanjutansambutanMenteri Kehakiman,penjelasantentangSistemKontributif dan SistemDeklaratifdalamRUUtentangMerk,

pandapatdari fraksi-fraksi,sanksi-sanksidalamRUUtentangMerk, Keteranganasalbarang,jangkawaktu prosedurpendaftaranmerk,

penetapanPengadilanNegeri JakartaPusatsebagaisatu-satunyatempat pengajuandan pembatalanmerk dan penjelasanancaman

pidana untuk tindak pidana di bidang merk.

SideB:LanjutansambutanMenteri Kehakiman,bahwaRUUtentangMerk yangbarudanPeraturanPemerintahtentangdaftar kelasdan

jenis barang telah ada revisi sebanyak 6 kali.

Pembicaraantingkat IV oleh Menteri Keuangan(perwakilan) RUU tentang Perbankanpenangananoleh Panitia Khusus(Pansus),

SambutanKetuaPansusoleh Dr. A. A. Baramulibahwamodal asingtidak akanmendominasiperekonomiannasionalmasyarakatharus

ikut berpartisipasi dalam perekonomian negara dan memperjuangkan Azas Pancasila.

Rapat Paripurna ke 

38/III/1991-1992

Senin, 17 Februari 

1992

Suara Jelas
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323 Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 3

SideA: Sambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh Drs. H.M. HoesniThamrinAsaat,S.H.Bahwakonsistenselalumengarahkan

pandangan,pikirandananalisapadapola pikir yangdidasarkanpadafalsafahbangsadannegarayaitu Pancasila,UUD1945,GBHNdan

program umum GolonganKaryayangharus dijabarkandalam pelaksanaanpembangunannasional,RUUharus berimplementasidan

tergambar dengan jelas semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Program umum Golkar.

SideB: Sambutandari FraksiABRIoleh Murdono, hal-hal yangperlu dipedomanidalam pembahasanyaitu WawasanNusantaradan

KetahananNasional, fungsi bank sebagaiagen pembangunanyaitu meningkatkanproduktifitas dan meningkatkankesejahteraan

masyarakat, penjelasan tentang jenis-jenis bank dan harapan-harapan dari Fraksi Karya Pembangunan.

Rapat Paripurna ke 

38/III/1991-1992

Senin, 17 Februari 

1992

Suara Jelas

324 Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 4

SideA: Sambutandari FraksiPersatuanPembangunan,bahwabeberapapokokUUperbankanuntuk saatini sudahtidak dapatmengikuti

perkembanganperekonomiannasionaldaninternasional,perbankannasionaldalamera globalisasidengancaramenjemputbola(paket-

paket deregulasioleh pemerintah),dunia perbankansangataktif menghimpundana masyarakat,RUUtentang perbankanini terlalu

liberaldankurangadanyalandasanfilosofi yangkuat, azas-azasfungsidantujuan, perizinanbentukhukumdankepemilikan,prinsipbagi

hasil, rahasia bank distribusi peredaran uang dan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Side B: Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh HeronimusEipadaSihombing,penyampaiankeluh kesahmasyarakat,DPR

stempelpemerintahdianggaptidak mampubikinUUPerbankan,membutuhkanUUtentangperbankanyangtetap mengandungnilai-nilai

normatif dari Pancasila,UUD1945 dan GBHN,Izin bank haruskonsekuendan konsistensesuaidenganperaturanyangberlakudalam

RUUdanLembagaPerbankanharusberfungsisecaraefisien,sehat,wajardanmampumenghadapipersainganglobal,mampumelindungi

dana yang dititipkan masyarakat dan mengeluarkan ke bidang produktif.....suara terputus.

Rapat Paripurna ke 

38/III/1991-1992

Senin, 17 Februari 

1992

Suara Jelas

325 Rapat Paripurna ke 38/III/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 5

SideA: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaolehHeronimusEipadaSihombingbahwaBadanhukumkoperasidalamRUU

tentang perbankanini diberikanizin untuk mendirikanBankUmum dan BPRmakadiharapkanpemerintahmemberikansentuhandan

dorongankhususuntuk menciptakaniklim yangkondusifagarbankumum dan BPRyangberbadanhukumkoperasidapat didirikandan

berperan sederajat dengan perbankan yang berbadan hukum PT maupun PERSERO.

SambutanMenteri Keuanganoleh J.B.Sumarlinbahwatelah disetujui RUUPerbankanuntuk disahkanmenjadiUU,PerbankanNasional

diharapkansemakinmampu meningkatkanperan serta didalammendorongdan meningkatkanpembangunannasional,pertumbuhan

ekonomi yangsemakinberkembang,profesionalismepara pelaku perbankan,pembinaanperbankan,landasanperbankan,ketentuan

kegiatanperbankan,bankdenganprinsipbagihasil,pemberiankredit bank,fungsiMenteri Keuanganselakuotoritas yangmemberi izin

atas usahaperbankandan Bank Indonesiasebagaipembinadan pengawasbank dan ketentuan hukum bagi pelanggaranperbankan

(pemalsuan dan penggelapan).

Penutupan oleh ketua sidang.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

38/III/1991-1992

Senin, 17 Februari 

1992

Suara Jelas
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326 Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 1

Side A: SambutanKetua rapat pembicaraantingkat IV pengambilankeputusan atas RUU tentang APBN1992-1993 serta nota

keuangannya.

SambutanKepalaBiro Persidanganuntuk membacakansurat tentangRUUtentangpembentukanpengadilantinggi agamadi DIYBandar

Lampung dan Jambi.

GambaranprosespenangananRUUtentang APBNtentang APBN1992/1993serta nota keuangannyasejak masukDewan6 Januari

sampaidenganhari ini tanhggal27 Februari1992,amanatpresidenketeranganpemerintahatasRUUtentang APBN1992/1993serta

nota keuangannyadisampaikanPresidendalam RapatParipurnatanggal6 Januari.Laporandari ketua komisi APBNSdr. Abdul Bakri

Srihardono, pembahasan draf tentang APBN.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunanolehMubakarmuang,SE.,bahwaPancasilaazaskehidupanbermasyarakat,RAPBN1992/1993

cukup strategis dalam repelita dan praktek monopoli penguasa kuat harus dicegah.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanolehh Mubakarmuang,SE.,PembahasanRAPBN: penjualanminyakdan non

migas,yangmenghambatpengembanganrakyat kurangmampu harus ditiadakan,PBBnaik 1% dan anggaranyang sedangberjalan,

pemungutanPBB,KTP,dll harusditiadakan,PengelolaanYayasandi BUMN/Departemenperlu ditertibkan,mengurangipinjamanbantuan

luar negeri sebesar7,4 % dari anggaranyang ada sekarang,pemerinhtahperlu bisa menaikkangaji PegawaiNegeri,ABRIdan Para

Pensiunan,PeningkatanSektorPembangunanDaerahhdesadan kota 2,9 Triliyun,Pengawasanpengembangankawasanterpadu untuk

yangberpenghasilankecil, menghindaripemotongandana inpres desadll, penyempurnaankebijaksanaankredit likuiwiditas terhadap

koperasi,untuk mendorongeksportdan devisaIndonesiaperlu meningkatkanperanperdagangandan lembagapromosidi luar negeri,

harapan swadana yang diberikan kepada beberapa unit kegiatan, pembebasan tanah dan penanaman hutan industri.

Rapat Paripurna ke 

39/III/1991-1992

Kamis, 27 Februari 

1992

Suara Jelas

327 Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 2

SideA: LanjutanSambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh MuzakarMuang,SE.,: PeningkatanSDMterutama di Indonesiabagian

Timursetingkatdenganlaju pertumbuhanyangdibutuhkan,peningkataneksportnonmigas,bidangketenagakerjaanbelummemperoleh

perhatian sebagaimanamestinya(upah buruk), kekuranganguru, pelayanankesehatandan kebersihanrumah sakit yangmemadahi,

kesejahteraansosial,pelaksanaankegiatandan proyek masihdilaksanakanoleh pemerintahpusat, kemajuandan pemanfaatanIPTEK

melalui keberhasilan proses ahli teknologi dan transformasi industri perlu terus dilanjutkan.

Sambutandari FraksiABRIoleh Drs.HabibMakruf : kondisiekonomimoneter tahun 1991 kendalayangkurangmendukung,memulai

proses tinggal landas Pelita VI, meningkatkanstabilitas ekonomi, APBNharus mencerminkankeserasianantara penerimaandan

pengeluaran,sertamengenaipinjamanluar negeriperlu dimanfaatkansebaik-baiknyauntuk menujupembangunanekonomidanproyek

yang produktif.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Drs.HabibMakruf : bantuanluar negeriharuslahtidak mengandungikatanpolitik yang

merugikanapalagimengurangihargadiri dan martabat bangsadan negara,melanjutkanpembangunandengankekuatansendiri,OPEC

belumberhasilmendoronghargaminyaksecarabertahapsesuaiyangditetapkanOPECsebesar21 dolar AS,semakintinggipenghasilan

makasemakintinggi jugapajakpenghasilan,pemungutanpajaklainnyamenunjukkanhasil yangcukupmenggembirakan,pengeluaran-

pengeluaran rutin yang terbesar, menurunkan pinjaman luar negeri dalam RAPBN1992/1993, peningkatan produktifitas dan

kesejahteraanpegawai,pemerintahagarmengantisipasiimplikasiperubahansistempendidikan,bantuansekolahpadadaerah-daerah

terpencil, kumuh dan miskin, serta penjelasan-penjelasan dalam berbagai sektor.

Rapat Paripurna ke 

39/III/1991-1992

Kamis, 27 Februari 

1992

Suara Jelas
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328 Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 3

SideA: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Drs. HabibMakruf, bahwa FraksiABRI menyetujui RUUtentang RAPBN1992/1993

menjadi UU dan harapan-harapan dari Fraksi ABRI atas RUU tentang RAPBN 1992/1993.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh H. Mohamad YanisSairudin,menjelaskantentang pemberantasankemiskinan,

pematokanhargaminyakper barel, pinjamanIndonesiasudahmelebihibatas,penyalurandanasosialharusjujur dan adil, penyediaan

saranadan prasaranaumum, wajib pajak,pemberiankredit, eksportnon migas,pinjamanluar negerihanyasebagaipelengkap,proyek

dari luar negeriperlu ditingkatkan,menggunakanproduksidalamnegeriserta FraksiPersatuanPembangunanmenyetujuiRUUtentang

RAPBN 1992/1993.

SideB: Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh H. SuwardiWiryo Atmajo,menjelaskanbahwaRUUtentangRAPBN1992/1993

masihmemperlihatkanperbedaansistemdanpelaksanaannya,belummengatursubstansiyanginspiratif,penerimaanmigas,wajibPajak

BumidanBangunan(PBB),beacukaitembakau,penerimaanpembangunandari pinjamanluar negeriuntuk pembangunanproyekserta

penjelasan tentang rincian kegiatan rutin.

Rapat Paripurna ke 

39/III/1991-1992

Kamis, 27 Februari 

1992

Suara Jelas

329 Rapat Paripurna ke 39/III/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 4

SideA: LanjutanSambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh H. SuwardiWiryo Atmojo yangmenjelaskantentang biayaperjalanan

dinas,lokakarya,pengadaanbarang-barangkantor,pembayaranjasa-jasayangperlu dilakukanpenilaiankembali,kenaikangajiPegawai

Negeridan ABRIserta pensiunanmutlak harusdilakukanuntuk menciptakanaparatur yangbersihdan berwibawa,pembayaranbunga

dancicilanluar negeri,menekankanproyek-proyekuntuk menunjangroda perekonomianserta harapan-harapandari FraksiDemokrasi

Indonesia dalam berbagai sektor.

Pembacaan RUU tentang RAPBN 1992/1993 oleh Kepala Biro Persidangan.

SideB:LanjutanpembacaanRUUtentangRAPBN1992/1993olehKepalaBiro Persidangan,bahwaRUUtentangRAPBN1992/1993telah

disetujui dan sah menjadi UU.

SambutanMenteri Keuangan,antara lain tentangperekonomianyangsemakinmeningkat,sektorperhubungan,kesehatan,pendidikan,

KB, air bersih semakin meluas dinikmati masyarakat,sektor industri semakin meningkat dan makin mampu bersaing dipasar

internasional,sektorpertanianyangsemakinkokoh,ketergantunganterhadapminyakbumi telah jauhberkurang,penurunankemiskinan

cepat berkurang, ketidakseimbangan makro dan mendorong ekonomi lemah dengan menciptakan usaha.

Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua Rapat.

Rapat Paripurna ke 

39/III/1991-1992

Kamis, 27 Februari 

1992

Suara Jelas

330 Rapat Paripurna ke 40/III/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 1

Side A: Pembicaraan Tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya.

SambutanDari Fraksi Karya Pembangunanoleh Drs. Usman Simanjuntakbahwa UUD 1945 mengamanatkanupaya memajukan

kebudayaanIndonesia,sejarahtidak bolehdilupakanolehsuatubangsa,tujuan tidak membeda-bedakankepentingandaerah,keyakinan

agama dan kepercayaankepada Tuhan Yang Maha Esa dan penjelasan tentang RUU tentang Cagar Budaya bertujuan untuk

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuatan dan modal utama bagi bangsa untuk maju mencapai cita-cita.

SideB: LanjutanSambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh Drs. UsmanSimanjuntakmenjelaskantentang syarat-syaratupaya

pengembangan kebudayaan dan larangan-larangan cagar budaya.

Sambutandari FraksiABRIolehDra.DjumyatniGautamaSuhodomenjelaskanbahwacagarbudayayangsebagianbesarberasaldari hasil

ciptaan bangsa pada zaman lalu yang merupakan kebanggaan nasional untuk memperkokoh sebagai jati diri negara.

Rapat Paripurna ke 

40/III/1991-1992

Selasa, 3 Maret 1992Suara Jelas
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331 Rapat Paripurna ke 40/III/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Dra. DjumyatniGautamaSuhodomenjelaskanhasil pantauandilapanganoleh Fraksi

ABRI, harapan-harapan dari Fraksi ABRI

.

SideB:Sambutandari FraksiPersatuanPembangunanolehDrs.TengkuJamaludinWalimenyampaikanharapan-harapandari FraksiABRI

antara lain : nilai budayaIndonesiahendaknyaharusdibina dan dikembangkan,tradisi dan peninggalansejarahyangmempunyainilai

perjuanganbangsakebanggaannasionalsertakemanfaatannasional,pemerintahharustanggapterhadapmasalah-masalahyangmasih

dirasakan baik teknis atau penegakan hukum, pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala harus dapat

dipertanggungjawabkansecarailmiahbaik teknishistorisarcheologis,hasilpemugaranharusbergunauntuk studi pengembangannomor

9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaolehA. TyasSatiyonoSoenartomenjelaskanbahwabendacagarbudayadikuasaiolehnegara

tetapi setiap orang dapat memiliki atau menguasaibenda cagar budaya tertentu dan penggandaanbenda cagar budaya wajib

mendapatkan izin dari pemerintah.

Rapat Paripurna ke 

40/III/1991-1992

Selasa, 3 Maret 1992Suara Jelas

332 Rapat Paripurna k -40/III/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh A. TyasSatiyonoSoenarto,apabila RUUtentang BendaCagarBudayasudah

disahkan menjadi UU maka segera dimasyarakatkan secara umum dan persetujuan RUU tentang Benda Cagar Budaya menjadi UU.

SambutanMenteri PendidikandanKebudayaanolehProf.Dr. FuadHasan: bahwakerugianhilangnyabendacagarbudayaoleh tindakan

pencurianmaupunpenyelundupankeluarwilayahRI,bendacagarbudayabukanhanyasekedarmerupakankristalisasidari suatuproses

kesejahteraan,bendacagarbudayaIndonesiayangdilestarikandiakui sebagaiwarisanbudayakemanusiaanseduniadan bendacagar

budaya bersifat teknis dan alamiah.

Penutupan rapat oleh Ketua Rapat.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

40/III/1991-1992

Selasa, 3 Maret 1992 Kosong, 

Tidak ada 

Suara

333 Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 1

Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Keimigrasian.

Sambutandari KetuaKomisiIII oleh S.Soehardiantara lain membicarakantentangpencegahandan penangkalanterhadaporangasing

dan penyidikan PNS wewenang tugas kepolisian.

SideB:Sambutandari FraksiKaryaPembangunanolehM. RusdyThahir,S.H.antaralain membicarakanbahwasetiapWNIberhakmasuk

keluar di wilayah Indonesia, tindak pidana bagi pelanggarankeimigrasian,pengawasanorang asing dan tindakan keimigrasian,

pencegahan dan penangkalan harus dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Rapat Paripurna ke 

41/III/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992 Suara Jelas
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334 Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh M. RusdyThahir,S.H.yaitu menjelaskanbahwaHAM harusdiletakkan

secaraproporsional,usulanFraksiKaryaPembangunanuntuk mempereratancamanpidana,kesan,pesandanharapandari FraksiKarya

Pembangunan RUU tentang Keimigrasian.

Sambutandari FraksiABRIoleh SumartiniD, S.H.menjelaskantentangpencegahandanpenangkalanhendaknyamemberikanketegasan

tentang siapayangdicegahdan yangditangkapserta menjelaskantentang penangkalanterhadapWNI merupakansuatukemunduran

karena melanggar HAM dan warga negara yang kembali kenegerinya sendiri.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiABRIolehSumartiniD,S.H.menjelaskanbahwaRUUtentangKeimigrasianadalahuntuk menjamin

terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta menyampaikan harapan-harapan dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Keimigrasian.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh SukardiEffendi, S.H.menjelaskantentang materi pokok dalam RUU tentang

Keimigrasianantara lain : masukdan keluar wilayahIndonesia,keberadaanorang asingdi wilayahIndonesia,surat perjalananRIdan

ketentuan pidana.

Rapat Paripurna ke 

41/III/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992 Suara Jelas

335 Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh SukardiEffendi,S.H.yaitu menjelaskantentangalasanpencegahan

dan penangkalan,masalahpasporhaji, pengawasanterhadaporangasing,ketentuanpidanabagiorangasingsesuaidenganketentuan

RUUtentangKeimigrasian,penyidikandalampenangkapanbagikasusyangmelanggarRUUtentangKeimigrasianapabilaadayangkabur

serta harapan-harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

SideB:Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh TengkuDahmanMuji, S.H.menjelaskantentangpencegahan-pencegahanke luar

negeri,tidak menerimapenangkalanbagiwargaIndonesiayangdi luar negerikembalike Indonesia,wawasankebangsaansertaharapan-

harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

SambutanMenteri Kehakimanyang menjelaskantentang kebijaksanaanpenyaringanorang asingyang akan menetap di Indonesia,

pencegahandan penangkalan,setiap warga negara berhak masuk keluar Indonesia serta Departemen Kehakiman sudah siap

melaksanakan UU tentang Keimigrasian.

Rapat Paripurna ke 

41/III/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992 Suara Jelas

336 Rapat Paripurna ke 41/III/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 4

SideA: LanjutansambutanMenteri KehakimanmenjelaskanbahwaWNIyangtinggaldi luar negeriseharusnyabanggaterhadapnegara

RI, sedang disiapkan RPP tentang pengawasan orang asing dan mempersiapkan Keputusan Menteri tentang Karantina Imigrasi.

Penutupan rapat paripurna oleh Ketua Rapat.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

41/III/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992 Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 121   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

337 Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 1

Side A:Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perfilman.

SambutanKetuaPansusoleh Krisantonoyangmenjelaskantentangpokok-pokokRUUtentangperfilmanyaitu : Dasararahdan tujuan,

film bukan hanya karya cipta tetapi seni dan budaya, film sebagaiaspek ketahanannasional,mencegahpemusatansatu tangan

(kelompok)tetapi azasusahabersama,pemerintah melakukanpembinaanterhadap usahaperfilman, film impor sebagaipelengkap

harusbermutu baik yangdapat merangsangperfilman Indonesia,film nasionalyangditolak sensortidak diumumkanserta penjelasan

tentang penayangan film.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh EndangKusumaInten Suwenoyangmenjelaskantentangkecamanterhadapperfilman

Indonesia,seringmencampuradukkanpesanartistik dan nilai kandungannya,film Indonesiabelummenyaingifilm impor (barat),selera

penonton sangat menentukan serta sendi-sendi perekonomian disusun usaha bersama.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanolehEndangKusumaInten Suwenomenjelaskanbahwafilm merupakankarya

senibudaya,film sebagaimediakomunikasimasapandangdengar,penjelasantentangsensorfilm sebagaipembinanuntuk mendorong

film yang lebih baik, penyerahan urusan serta harapan dan saran dari Fraksi Karya Pembangunan.

Sambutandari FraksiABRI oleh Drs. E. Syarifudinmenjelaskanbahwa usahakebudayaanharusmenuju kemajuanadab budayadan

persatuandantidak menolakbahan-bahanbarukebudayaanasing,pembinaanperfilman,kesempatanmasyarakatuntuk berperanserta

dalamberkreasi,berkaryadanberusahadalamusahaperfilmanserta penjelasantentangsanksiyangtegasataspelanggaranketentuan

pembinaan perfilman untuk melindungi masyarakat pada umumnya.

Rapat Paripurna ke 

42/III/1991-1992

Senin, 9 Maret 1992 Suara Jelas

338 Rapat Paripurna k -42/III/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutasambutandari FraksiABRIoleh Drs.E.Syarifudinyangmenjelaskanbahwaperlindunganhukumbagiartis dankaryawan

film sertaproduserfilm, film impor merupakanfilm pelengkap,impor film jumlahnyaharusseimbangdenganpeningkatanproduksifilm

Indonesia,pertunjukan dan penayanganfilm di bioskop, pembinaanpemerintah dalam upaya meningkatkankualitas sumber daya

perfilman serta penyampaian harapan-harapan dari Fraksi ABRI.

Sambutandari Fraksi PersatuanPembangunanoleh Aisyah Amini, S.H. menjelaskanbahwa FraksiPersatuanPembangunantidak

menghendakimunculnyafilm yangbermuatankepekatanerotika pornografis,film mempunyaipengaruhyangtinggi padamasyarakat,

pengembanganperfilman,perfilmanIndonesiaharusmemperhatikannilai-nilaiagamasertaartis dankaryawanfilm berhakatasjaminan

hukum.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh AisyahAmini, S.H.menjelaskantentang bimbingankepadadunia

perfilman nasionalagarsemakinbergerakmaju, menghindaripersainganusahaperfilman yangtidak sehat,lembagasensorIndonesia,

penggolonganusiayanglayakmenontonfilm, ancamanpidanayangsudahditolak oleh LembagaSensorIndonesiadan produserharus

memahami arah, dasar tujuan perfilman.

Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh Marchel Bedingmenjelaskanbahwa film mengandungpotensi ekonomi yangsangat

tinggi, hak monopoli, film impor tidak bisa disamakandenganfilm nasional,menghindarkanpersainganyg tidak sehat dalam usaha

perfilman, penetapanusahaperfilman, pembinaanperfilman,kelemahanfilm nasionaldan penjelasanbahwaInstitut KesenianJakarta

khususnya Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Film dan Televisi perlu diberikan pembinaan. 

Rapat Paripurna ke 

42/III/1991-1992

Senin, 9 Maret 1992 Suara Jelas
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339 Rapat Paripurna ke 42/III/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh Marchel Bedingmenjelaskanperlu adanyapemberianbantuandana

rutin dalamrangkapeningkatansaranayangdiperlukanuntuk mewujudkanperfilmanIndonesiasebagaituan rumahsendiri,nasibwarga

masyarakat perfilman Indonesia diberi jaminan hukum dan sosial yang kuat serta harapan-harapan dari Fraksi Demokrasi Indonesia.

SambutanMenteri Keuanganmenjelaskanbahwa dibutuhkan tenaga yang kreatif untuk menghasilkanfilm yang bernilai tinggi, film

Indonesiahanyaterbuka bagiWNI tetapi tidak menutupkesempatanbagiperusahaanasinguntuk melakukanproduksibersamatetapi

tidak dalam artian mendirikan perusahaan patungan serta film mempunyai potensi untuk pengembangan kebudayaan.

Side B: Penutupan rapat oleh Ketua Rapat.

Rapat Paripurna ke 

42/III/1991-1992

Senin, 9 Maret 1992 Suara Jelas

340 Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 1

Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Dana Pensiun.

SambutanKetuaPansusoleh Dr. Baramuli,S.H.yangmenjelaskantentang Laporanhasil akhir RUUtentang DanaPensiun,kronologis

dana pensiun dan ketentuan pidana.

Side B:Lanjutan sambutan Ketua Pansus oleh Dr. Baramuli, S. H. tentang penyampaian terima kasih kepada wakil-wakil Ketua Pansus.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunanolehDrs.MuhsinLisanyangmenjelaskanbahwadanapensiundapatmenjaminkesejahteraan

para karyawandi hari tuanya dan keluarganya,permasalahantentang judul RUU,danapensiunbersifat sukarela(hak masing-masing

peserta), iuran peserta dana pensiun, manfaat pensiun dan ketentuan pidana.

Rapat Paripurna ke 

43/III/1991-1992

Kamis, 12 Maret 

1992

Suara Jelas

341 Rapat Paripurna ke-43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh Drs.Muhsin Lisanbahwamenyetujuinaskahakhir RUUtentangDana

Pensiun serta saran dan harapan dari Fraksi Karya pembangunan.

Sambutandari FraksiABRIolehManiur Pasaribu,S.H.menjelaskanbahwapembinaandanpengawasanyangbaikagardipatuhiperaturan-

peraturanyangtelah digariskansecaraketat, keberadaandion pengawassifatnyamutlak setiapdanapensiun,penegakansanksiyang

tegasterhadappelanggaranbidangkeuangandanperbankan,perampinganmateri sertapenjelasantentangdanapensiunadalahbersifat

sukarela untuk mensejahterakan karyawannya.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiABRIolehManiur Pasaribu,S.H.bahwahakpesertayangmeninggaldanberhenti,ancamanpidana

atau denda atau sanksi pelanggaran peraturan serta sosialisai UU tentang Dana Pensiun.

Sambutandari Fraksi PersatuanPembangunanoleh Drs. H. Ali Sofian yang menjelaskanbahwa dana pensiun bertujuan untuk

kesejahteraanmasyarakat,dana pensiun akan memberikan dampak positif bagi pembangunannasional, azas-azasdana pensiun,

peraturan pendirian dana pensiun dan penjelasan tentang hak-hak pensiun.

Rapat Paripurna ke 

43/III/1991-1992

Kamis, 12 Maret 

1992

Suara Jelas
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342 Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh Drs. H. Ali Sofianyang menjelaskantentang hak-hakpensiun,

pembinaandan pengawasandana pensiun pemberi kerja oleh Menteri Keuanganserta penyampaianharapan-harapandari Fraksi

Persatuan Pembangunan.

Sambutandari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh Adi Pranoto yang menjelaskantentang jenis dan status hukum dana pensiun,

kepengurusan dana pensiun, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun serta pemberi fasilitas perpajakan dana pensiun.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaolehAdiPranotomenjelaskanbahwadanapensiunadalahuntuk jaminanhari

tua, pembinaandan pengawasandana pensiunoleh Menteri Keuangan,sanksiadministratif, dana pensiunLermbagaKeuanganserta

ketentuan peralihan dana pensiunn

SambutanMenteri Keuanganmenjelaskandanapensiundiharapkanmemberiperanterhadappembangunannasional,danapensiunyang

bersumberdari masyarakatagar dikelola denganbaik, dana pensiununtuk memberikanperlindunganbagi kesejahteraanmasyarakat

khususnyapesertadanapensiun,azas-azasdanapensiun,danapensiunsetaradenganPTdankoperasi,pengurusandanapensiun,iuran

yangdibayarkanadalahhak peserta,danapensiunmerupakaninvestorkelembagaan,Menteri berhakmemeriksadanapensiun,sanksi

bagi yang melanggar serta penjelasan tentang ketentuan ancaman pidana.

Rapat Paripurna ke 

43/III/1991-1992

Kamis, 12 Maret 

1992

Suara Jelas

343 Rapat Paripurna ke 43/III/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 4

Side A: Lanjutan SambutanMenteri Keuanganyang menjelaskanbahwa Ketentuan ancamanpidana adalah untuk kesejahteraan

masyarakatserta RUU agar disahkanmenjadi UU dengan baik maka pemerintah akan segera menyiapkanperaturan-peraturan

pemerintah.

SambutanKetuaRapatbahwaPansusdibubarkankarenapembahasanRUUbidangkeuangansudahselesaidan penutupanrapat oleh

Ketua Rapat.

Side B:Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

43/III/1991-1992

Kamis, 12 Maret 

1992

Suara Jelas

344 Rapat Paripurna ke 44/III/1991-1992,Rabu, 18-3-1992, Jam 09.10 WIB, Volume 1

Side A: Rapat pembicaraan Tingkat I yaitu keterangan pemerintah atas RUU tentang Perkoperasian.

SambutanMenteri Koperasi, BustanilArifin menjelaskanbahwa koperasibertujuan mensejahterakanpara anggotanya,diharapkan

koperasi menjadi soko guru perekonomiannasional,koperasi yang tangguh dan mandiri masih jauh dari kenyataan,dalam aspek

permodalankoperasikurangmampumemobilisasidanmeningkatkanmodalyangpentingbagiusaha,koperasiadalahbadanusahayang

mengandungnilai sosialdan nilai kekeluargaan,penjelasanjenis koperasi,warganegaraasingboleh menjadianggotakoperasi,rapat

anggota memegang kekuasaan tertinggi, pengurus adalah sebagai pengelola koperasi serta pengawas harus dibentuk melalui pemilihan.

SideB: LanjutanSambutanMenteri Koperasi, BustanilArifin menjelaskantentang fungsi koperasi,permodalanpenyertaan,koperasi

simpan pinjam untuk para anggotanya,usaha simpan pinjam bukan usaha perbankan,pembinaankoperasioleh pemerintah serta

membahas pokok-pokok pikiran RUU tentang Perkoperasian.

Skors 10.00 - 10.05 WIB

LaporanBKSAP: delegasiRIke KTTOKIyangke-6di Dakar,Sinegal,padatanggal9 Desemberoleh Soetedjoyangdilatarbelakangioleh

berakhirnya perang dunia.

Rapat Paripurna ke 

44/III/1991-1992

Rabu, 18 Maret 1992Suara Jelas
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345 Rapat Paripurna ke 44/III/1991-1992,Rabu, 18-3-1992, Volume 2

SideA:LanjutanlaporanBKSAPolehSoetedjobahwaIndonesiatelah terpilih menjadiWakilKetuaSidangKTTOKIke-6bersamaPalestina

dan Suriah yang telah memimpin 3 kali sidang.

LaporanBKSAPtentang muhibahke Pakistanpada tanggal16 - 23 Desemberoleh Drs.H. YanMokoginta, antara lain : memperoleh

gambaranpembangunandi Pakistan,Pakistanmenganutdemokrasiparlementer,perkembanganhubunganekonomiantara Pakistan-

Indonesiamasihsangatterbataspadasejumlahkerjasamatertentu, proyekkelapasawitdi Pakistan- Indonesiaakandilaksanakanuntuk

produksiminyak, Indonesiaberhasildalam melaksanakanprogram KBdan Pakistanmempunyaipusat riset yangcanggihdalam Ilmu

Kedokteran dan Ilmu Farmasi.

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat pada pukul  10.45 WIB.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

44/III/1991-1992

Rabu, 18 Maret 1992Suara Jelas

346 Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 1

SideA: RapatpembicaraanTingkatIV pengambilankeputusanatasRUUtentangBudidayaTanamandanRUUtentangKarantinaHewan,

Ikan dan Tumbuh-tumbuhan.

Sambutanoleh AbdurahmanRangkutimengenaiLaporanProsesPembahasanRUU tentang BudidayaTanamandan RUUtentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan.

Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Syarif Al Khadi membahas mengenai pasal-pasal, bab dan judul RUU.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh Drs.SyarifAl Khadiantara lain menjelaskantentang penyempurnaan

judul RUU,panen dalam budidaya hewan, pemerintah meringankanbeban petani yang berlahan sempit, ciri-ciri usaha budidaya

tanaman,FKPmenyetujuiRUUuntuk disahkanmenjadi UU, tujuan budidayatanamanadalahuntuk meningkatkantaraf hidup petani,

prinsip padat karya harus dipertahankan serta pencegahan peredaran pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi persyaratan atau palsu.

Rapat Paripurna ke 

45/III/1991-1992

Rabu, 18 Maret 1992Suara Jelas

347 Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 2

SideA:Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanolehDrs.SyarifAl Khadi antaralain : pemerintahharussegeramengeluarkan

peraturanpelaksanaankeduaUUtentangtentangBudidayaTanamandanRUUtentangKarantinaHewan,IkandanTumbuh-tumbuhan.

serta permohonan maaf dan ucapan terimakasih.

Sambutandari FraksiABRIoleh Ibu SitiSundarimenjelaskantentangke dua RUUini memilikipola keterkaitanbahkanakanmemberikan

dukunganlangsungbagi rencanapembangunanjangkapanjangke dua yangtelah diambangpintu kehidupanbangsaIndonesia,RUU

masih perlu disempurnakan,budidaya tanaman menyangkut rakyat banyak serta penjelasantentang azas manfaat lestari dan

keberlanjutan.

Side B: Lanjutan sambutan dari FraksiABRIoleh Ibu Siti Sundarimenjelaskantentang aspek kependudukanagar tidak terisolasi,

transmigrasi,kepadatanpenduduk dan lapanganpekerjaan,FraksiABRImenyetujui RUUmenjadi UU, sosialisasiUU, menertibkan

peraturan pelaksanaan, penyuluhan kepada petani tentang UU ini.

Sambutandari Fraksi PersatuanPembangunanoleh Moh. Jafar Sidiq menjelaskantentang perlindunganbudidaya tanaman, cara

mengahsilkan pangan yang berkualitas serta mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya petani.

Rapat Paripurna ke 

45/III/1991-1992

Kamis, 19 Maret 

1992

Suara Jelas
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348 Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutan, Sambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh Moh. JafarSidiqyangmenjelaskantentang kemajuanagronomi

Indonesiaharusdiperlukanpenelitian,penjagaanstabilitasharga,mutu pestisidayangsangatrendah,sumberalamhewannabati perlu

dijagadandikembangkan,tindakankarantinahamapenyakithewan,penyuluhankepadamasyarakatentangUUDdalammeningkatkan

pembangunan serta peningkatan teknologi saat panen.

Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh JajaWinata yangmenjelaskantentang pentingnyaUU tentangBudidayaTanamandan

RUUtentang KarantinaHewan,Ikan dan Tumbuh-tumbuhanserta tingkat kesejahteraanmasyarakatbidangpertanianmasihdibawah

garis kemiskinan.

Side B:Lanjutansambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh JajaWinata menjelaskanbahwa petani memiliki kebebasanuntuk

memilih jenis tanaman,pemerintah mengusahakanagar petani memperoleh jaminan tertentu, hama (organismepengganggu)akan

menurunkan kualitas hewan dan ikan.

SambutanMenteri PertanianRI yang menjelaskantentang masyarakatmemperoleh jaminan mutu, pengendalianusaha tanaman,

organisasiprofesi, pemberian penghargaankepada kwalitas unggul/badan hukum yang memiliki unggulan tertentu, pemberian

penyuluhanyang mendukungperkembanganteknologi tanaman serta efisiensi yang menyangkutazaskarantina ikan, hewan dan

tumbuhan.

Rapat Paripurna ke 

45/III/1991-1992

Kamis, 19 Maret 

1993

Suara Jelas

349 Rapat Paripurna ke 45/III/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 4

SideA: LanjutansambutanMenteri PertanianRIyangmenjelaskanbahwaUU ini harusdilengkapidenganperaturanpelaksanaanagar

peraturan pelaksanaan dapat dilaksanakan secepat mungkin

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

45/III/1991-1992

Kamis, 19 Maret 

1994

Suara Jelas

350 Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 1

SideA: RapatpembicaraanpengambilankeputusanatasRUUbidangperhubungan:RUUtentangPerkeretaapian,RUUtentangLaluLintas

dan Angkutan Dijalan, RUU tentang Penerbangan dan RUU tentang Pelayaran.

SambutanKetuaPansusolehDrs.H.BomerPasaribu,S.H.,menjelaskantentangrumusanyangdisepakatimerupakanhasilmufakatbulat,

jujur dan obyektif, peranan DPR mengalami peningkatan optimasi serta penjelasan tentang sistem transportasi nasional.

SideB:LanjutansambutanKetuaPansusoleh Drs.H. Bomer Pasaribu,S.H.,bahwa RUUharusmempertimbangkansejumlahberbagai

ketentuan-ketentuan Internasional, konvensi-konvensi Internasional karena kita menjadi anggota masyarakat sedunia.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunanolehDrs.H.M.LaluPatriwijayaantaralain menginginkanadanyapokok-pokokpikiransebagai

fondasi untuk membahas merumuskan paket RUU bidang perhubungan dan menyetujui ke empat RUU tersebut.

Rapat Paripurna ke 

46/III/1991-1992

Jumat, 20 Maret 

1992

Suara Jelas
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351 Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh Drs. H.M. LaluPatriwijayaantara lain operasionalisasiUU di bidang

perhubungansangaterat kaitannyadenganSDM,dampak lingkunganhidup dan sarana.Faktor ini akan menentukanbaik buruknya

penyelenggaraan pada gilirannya akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan perhubungan.

Sambutandari FraksiABRIoleh Ir. Soedjatmomenjelaskanmasalahtransportasimempunyaiperananyangsangatluas, transportasi

untuk mewujudkanwawasannusantara,poleksosbudhankam,keselamatandankeamananharusdiperhatikansertamenjaditransportasi

nasional yang handal.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Ir. SoedjatmobahwaFraksiABRImenyetujuiRUUtentangperkeretaapian,RUUtentang

LaluLintasdan AngkutanDijalan,RUUtentang Penerbangandan RUUtentang Pelayaranuntuk disahkanmenjadiUU oleh PresidenRI

serta harapan-harapan dari Fraksi ABRI.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh ZarkasihNoor bahwa transportasiakan menjadikanpembangunanyangsemakin

pesat,kereta api merupakantransportasimasadepan,kereta api mempunyaihubunganstrategisuntuk mempererathubunganantar

bangsa,kewajibanmutu pelayananmasyarakatdari Perumka,STNKberlakusekurang-kurangnya5 tahun, kendaraanpribadi tidak wajib

diasuransikankarenamemberatkanmasyarakat,Indonesiaharusmempunyaipenerbanganyangtangguh,rute penerbanganserta tarif

angkutan penumpang pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR.

Rapat Paripurna ke 

46/III/1991-1992

Jumat, 20 Maret 

1992

Suara Jelas

352 Rapat Paripurna ke 46/III/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 3

SideA:Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh ZarkasihNoor bahwa industri transportasinasionalharusdipacu

untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri serta Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU menjadi UU.

Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh Anwar Datuk menjelaskantentang aspek-aspekdalam RUUyangharusdiperhatikan,

sistemtransportasinasional,FraksiDemokrasiIndonesiaprihatin atasangkutanKeretaApi padasaatlebaran,mendukungperanswasta

ditingkatkandalam mendukungpembangunan,hak dan kewajibanpengemudi,usul dan sarandari FraksiDemokrasiIndonesiaserta

Fraksi Demokrasi menyetujui disahkannya RUU menjadi UU.

Sambutan dari Menteri Perhubungan bahwa ketiga UU ini mempunyai makna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

SideB: Lanjutansambutandari Menteri Perhubunganbahwatelah disetujui pokok-pokokpikiran transportasinasionalyaitu ketigaUU

ini, ditambahkanRUUtentangPelayaranserta transportasimempunyaiperananyangsangatpentingdanstrategisdalampembangunan

nasional.

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat pada pukul 11.35 WIB.

Rapat Paripurna ke 

46/III/1991-1992

Jumat, 20 Maret 

1992

Suara Jelas
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353 Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 1

SideA: RapatpembicaraanTingkatI yaitu keteranganpemerintahatasRUUtentang PerkembanganKependudukandan Pembangunan

Keluarga Sejahtera.

(suara teknisi ikut terekam sehingga suara rapat tidak jelas)

Sambutandari PimpinanKomisiVIII dan X (RapatGabungan)oleh Drs.MarkusBawalan,membacakanjadwal pembahasanatas RUU

tentangPerkembanganKependudukandanPembangunanKeluargaSejahtera,alasankeraguantidak terselesainyaRUUini, penyelesaian

RUU harus tepat waktu, proses materi RUU, pasal-pasal yang disepakati dan yang belum disepakati.

SideB: Lanjutansambutandari PimpinanKomisiVIII dan X (RapatGabungan)oleh Drs.MarkusBawalanyangmenyampaikanucapan

terimakasihatas kerjasamadari fraksi-fraksisehinggaterselesainyaRUUtentang PerkembanganKependudukandan Pembangunan

Keluarga Sejahtera.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh Dr. Hida YusliDahlanyang menjelaskanhasil Munas ke-4 Golkar tahun 1998 juga

merupakanpedomandalamRUU,HAMharusdikaitkandengankepentinganyanglebih luas,FraksiKaryaPembangunanmenolakfaham

individualisme,hakyangdilindungiuntuk menentukanjumlahbesarkecilnyakeluarganyadanmenentukankualitaskeluarganya,hakdan

kewajibanmasalahkependudukandiatur dalam RUU,pembahasanRUUoleh FKP,FKPmenyetujui RUUmenjadi UU serta kesandan

harapan RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Dr. Fahri Nur menjelaskan bahwa rapat gabungan komisi bertujuan untuk mencapai mufakat.

Rapat Paripurna ke 

47/III/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jelas

354 Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 2

SideA:Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Dr. FahriNur menjelaskanbahwaaspekpembangunanyangharusdiperhatikanadalah

masalahkeluargasejahtera,penurunantingkat kelahirandenganKeluargaBerencana(KB),pola pikir yangmendasariFraksiABRIdalam

membahasRUU,KBmenentukankualitaspenduduk,pembahasantentang judul RUU,FraksiABRImenyetujui RUUmenjadi UU serta

harapan-harapan dari Fraksi ABRI.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunanoleh Drs.SuwardiHambaliyangmenjelaskanbahwaberbagaiperombakanyangintensif

dalampembahasanRUUoleh FraksiPersatuanPembangunan,faktor untuk kelancarandalampembahasanRUU,besarkecilnyajumlah

penduduk berpengaruh pada kualitas, sikap kurang menghargai kehamilan yaitu penggugurananak, pelanggaranasusila yaitu

menyebarkanalat KBsecaratidak pantasdipakaiuntuk mencegahAIDSsertamenyambutbaik NormaKeluargaKecilBahagiaSejahtera

(NKKBS).

SideB:Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunanolehDrs.SuwardiHambaliyangmenjelaskanbahwapengaturankelahiran

dan mobilitas penduduk, populasi penduduk, perbaikan penduduk dengan sarana dan prasarana serta pembinaan tentang

kependudukan, pelaksanaan KB sebagian besar adalah hanya orang yang berpendidikan serta penjelasan tentang pendidikan seks.

Sambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaoleh NanaDumanaWiradi Putramenjelaskantentang jumlah pendudukyangbesarkurang

selarasdanserasi,jumlahpendudukyangbesartetapi berkualitas,kemandirianmasyarakat,keluargasejahteradibentukdari pernikahan

yangmembentukkeluargayangsejahtera,kebahagiaanlahir batin dan berketuhananYME,kasus-kasusyangmenyebabkankeresahan

masyarakat, sensus penduduk, kesehatan, transmigrasi, dll serta penjelasan tentang judul RUU oleh Fraksi Demokrasi Indonesia.

Rapat Paripurna ke 

47/III/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jelas
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355 Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 3

SideA: Sambutanoleh Menteri NegaraKependudukandan LingkunganHidupantara lain menjelaskantentang jumlah pendudukyang

tidak selarasdanserasiakanmenghambatpembangunannasional,perkembangankualitaskeluargadenganKB,hak-hakdankewajiban-

kewajibanpenduduk,macam-macamperkembangankualitashidup,kemudahan-kemudahanuntuk pendudukyangcacatfisik danmental

sertakemudahandalampendidikan,tiga cakupankebijaksanaankependudukan,penjelasantentangkeluargadankelahiran,hakasasiKB

akandilindungihukum, peragaanalat KBhanyaboleh dilakukanoleh petugasyangberwenang,pengendaliandampaklingkunganfisik

dan non fisik serta sosial budaya dan sanksi-sanksi pelanggaran terhadap peraturan RUU.

SideB: LanjutansambutanolehMenteri NegaraKependudukandanLingkunganHidupantaralain menjelaskantentangtingkat kematian

menurut suksesnya pembangunan nasional, jumlah penduduk yang besar menjadikan tantangan bagi suatu negara.

Skors rapat 10 menit.

PidatoPresidenpenutupanmasapersidanganIII masasidang1991/1992: pembahasanpermasalahan-permasalahandari komisi-komisi,

15 RUUyangtelah disetujuimenjadiUUpadamasapesidanganIII, adalima RUUyangmasihakandilanjutkanmasasidangselanjutnya,

jadwal delegasi-delegasi.

Rapat Paripurna ke 

47/III/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jelas

356 Rapat Paripurna ke 47/III/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 4

Side A:  Lanjutan sambutan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup antara lain menjelaskan tentang masalah yang lain 

yaitu tentangtata niagacengkehkarenapetanimasihsusahdalampenjualancengkeh,masalahtata niagajerukKalimantanBaratkarena

kesukarandalammasalahpenjualanjeruk sehinggamengalamikerugian,penarikaniuran televisioleh PT.MekatamaRaya,pemerataan

dijadikan gerakannasional,perlindungankepadanasabahbank masih lemah, persengketaan-persengketaantanah, pengenaanpajak

yang tinggi untuk warisan dengandamai serta pimpinan telah menerima TuanHuan Somaviautusan khususSekjenPBBmengenai

peningkatan usaha pembangunan kesejahteraan manusia di dunia.

(suara teknisi ikut terekam sehingga suara rapat tidak jelas)

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

47/III/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jelas

357 Rapat Paripurna ke 48/IV/1991-1992, Senin, 15-6-1992, jam 09.10 WIB, Volume 1

SideA: SambutanKetuaSidangdalammasapersidanganIV oleh M. KharisSuhudmenjelaskantentangkunjungankerja DPRke daerah-

daerah,delegasi-delegasimuhibahDPRke luar negeri,harapansemogastudi bandingadamanfaatnya,penerimaandelegasi-delegasidari

luar negeri,pembahasan8 RUUyangtersisadalammasapersidanganIV serta yangmendapatkanperhatianadalahsidangkonferensi

tingkat menteri Gerakan Non blok di Bali.

SideB: LanjutansambutanKetuaSidangdalam masapersidanganIV oleh M. KharisSuhudmenjelaskantentang ABRIyangmencegah

militerisme, ABRIbersamamasyarakatmenciptakanstabilitasnasional,Pemilusekaranglebih mantap dibandingkankemarin-kemarin

serta dibentuknya pola kampanye yang baik.

(skors sidang beberapa waktu)

SambutanKetuaII olehDrs.Soerjadi,Rapatpembicaraantingkat I pengambilankeputusanatasduaRUUtentangPenghitunganAnggaran

Negara tahun 1989/1990 dan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN tahun 1991/1992.

SambutanMenteri Keuanganoleh Prof. Dr. JB.Sumarlinmenjelaskantentang persoalaninflasi, suplai minyak dunia, perkembangan

ekonomi mempengaruhiAPBN,penggunaanAPBNtahun 1991/1992,penerimaandalam negeri di luar migasdalam memperkokoh

struktur penerimaandalam negeri, realisasipenerimaan-penerimaandalam negeri, penerimaandi luar migasmengalamipeningkatan

karenasuksesnyapenyuluhandan pembinaantentang pajak,peningkatanbea cukaiserta penerimaandi luar migaslainnyamisalnya:

pajak ekspor media masa dll mengalami penurunan.

Rapat Paripurna ke 

48/IV/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jelas

Reksur DPR RI 1989 - 1993 129   Pengolahan Armedbar.   



NO. 

Volum

e

URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

358 Rapat Paripurna ke 48/IV/1991-1992, Senin, 15-6-1992, Volume 2

SideA:LanjutansambutanMenteri Keuanganoleh Prof. Dr. JB.Sumarlinmenjelaskantentang pelaksanaananggarannegara,anggaran

subsidi BBM, realisasipengeluaranpembangunantahun 1991/1992 meningkat, penyebabpenurunan pembiayaandaerah, realisasi

pengeluarandaerah,garis-garisbesarpenghitungananggarannegaratahun 1989/1990serta penjelasantentang rincian sisaanggaran

tahun 1989/1990.

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

48/IV/1991-1992

Senin, 15 Juni 1992 Suara Jelas

359 Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 1

Side A: Rapat pembicaraan tingkat II yaitu tentang pemandangan umum para anggota atas RUU tentang Perkoperasian.

Sambutandari Fraksi Karya Pembangunanoleh Sumardjo Partodiwiryo menjelaskanbahwa ekonomi disusun berdasar atas azas

kekeluargaan,koperasiadalahpelakuekonomi dan BadanUsaha(gerakanekonomi rakyat), koperasibelum memberikansumbangan

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kendala-kendalayang menyebabkan koperasi ketinggalan dalam peranan bisnis,

mengembangkankerjasamakoperasidenganBUMN,koperasiharusdiarahkanmenujudemokrasiIndonesia,tanggapan,usul dansaran

dari FraksiKaryaPembangunandalamRUUtentangPerkoperasian,koperasimenjadisokoguru perekonomiannasionalserta koperasi

harus sesuai dengan makna, tujuan dan fungsi.

SideB: Sambutandari FraksiKaryaPembangunanoleh SumardjoPartodiwiryomenjelaskanbahwa dalam RUUtidak ada pasalyang

mangatur mengenai sanksi dan RUU tentang perkoperasian menjadi ujung tombak Demokrasi Indonesia.

Sambutandari FraksiABRIoleh H. AhmadGunardimenjelaskanbahwakoperasibelum bisamenjadiwadahekonomirakyat yangkuat

dan tangguhsebagaitulang punggungperekonomiannasional,koperasisebagaipelakuekonominasional,koperasiBadanUsahayang

dikelola secaraprofesional,koperasijuga harus berperansebagaiwadahdemokrasi,koperasiharus melindungianggota-anggotanya,

belum ada kejelasankerjasamaantara koperasidenganBUMN,pengaturanpemerintahtentang tidak adanyacampur tangantentang

aparat terhadapperekonomian,tanggapandan pertanyaandari FraksiKaryaPembangunan,koperasisudahmenjadianggotakoperasi

internasional, modal koperasi dari modal sendiri dan modal pinjaman dan kekuarangan modal koperasi tidak bisa menyaingi swasta.

Rapat Paripurna ke 

49/IV/1991-1992

Senin, 15 Juni 1992 Suara Jelas
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360 Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 2

SideA:Lanjutansambutandari FraksiABRIolehH.AhmadGunardimenjelaskanbahwamuatandari anggarandasar(besarnyamodaldan

jangka waktu), jenis-jeniskoperasi berdasarkanpada persamaankegiatan dan kepentinganekonomi, keanggotaankoperasi warga

negara asing, kewajiban anggota, modal koperasi, pengawasankoperasi, penggabungandan peleburan koperasi, kerjasamasaling

menguntungkan serta penjelasan tentang ketentuan pidana dalam RUU tentang Perkoperasian.

Sambutandari FraksiPesatuanPembangunanoleh Drs. H. SofyanAli yang menjelaskantentang pokok-pokokpikiran RUUtentang

Perkoperasian,azas-azaskoperasi, prinsip-prinsipdasar koperasi, peran koperasi dalam perekonomianIndonesia serta kebijakan

perekonomian Indonesia.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiPesatuanPembangunanolehDrs.H.SofyanAli yangmenjelaskantentangdukunganperkembangan

koperasiIndonesia,faktor-faktor pendorongdanfaktor-faktor penghambatperkembangankoperasi,aturanpembentukankoperasioleh

masyarakat,kesamaanpersepsiuntuk kemajuanekonominasional,tanggapan-tanggapanpersepsiuntuk kemajuanekonominasional,

tanggapan-tanggapanRUUtentang Perkoperasianoleh FPP,peran Menteri sangatdiharapkanuntuk kemajuankoperasiserta koperasi

juga melayani simpan pinjam.

Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia  oleh M. Marbun, S.H yang menjelaskan bahwa koperasi berkembang dari bawah.

(suara mendengung sehingga suara tidak jelas)

Koperasi sebagai pelaku ekonomi masih kecil, permasalahan utama yang berkaitan dengan koperasi, koperasi harus tangguh dan mandiri, 

pemerintah harus menjelaskanlebih rinci tentang koperasi,pemerintah harus memberikanperlindunganhukum terhadap koperasi,

koperasi untuk memberikan kesempatan perolehan pekerjaan, memperoleh pendapatan serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna ke 

49/IV/1991-1992

Senin, 22 Juni 1992 Suara Jelas

361 Rapat Paripurna ke 49/IV/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasiIndonesiaolehM. Marbun,S.Hyangmenjelaskantentangprinsipidentitaskeanggotaan

koperasi, jenis usaha yang sama akan menjadi efektif untuk usaha koperasi, koperasi untuk menjadi kepastian hukum bagi

berkembangnyakoperasisebagaitumpuanbagiparapengusaha,koperasimemerlukanmanajemenyangobyektif dan fleksibel,koperasi

harussiapmenghadapipersaingandenganusahayanglebih maju, koperasidiperkenankanuntuk penumpukanmodaldari anggotaatau

simpanpinjam koperasi,prinsip kemandirianharusada bantuandari pemerintahserta penjabaranpokok-pokokpikiran RUUtentang

Perkoperasian ini.

Side B: Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke 

49/IV/1991-1992

Senin, 22 Juni 1992 Suara Jelas

362 Rapat Paripurna ke 50/IV/1991-1992.

Side A : Tidak ada suara.

SideB : PembahasantentangpembentukkanRRUPengadilantinggiagamadi DaerahIstimewaYogyakarta,BandarLampung,danJambi.

RUUini di buat sebagaipelaksanaandari UU No 7 tahun 1989tentangpengadilanagama,denganamanatpresidenNo R02/PU/II/1992

tanggal18 Februari1992. Hal yang melatarbelakangipembentukkanPengandilandi 3 daerah ini karena beratnya beban tugas dan

luasnyalingkuptugasyangharusdilaksanakandan dilayanidalamrangkaefisiensidan tertib administrasipengadilanagamauntuk itu

perlu di bentuknya pengadilanagamadi daerah yang telah memenuhi syarat.Beberapapenjelasanatas diajukanRUUtersebut: (1)

Perkarasemakinmeningkat,(2) Penyelenggaraanpengadianyangbersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, (3) Memenuhi aspirasi

daerah,(4) Pembinaandanpeningkatanefisiensidanefektfitaspengadilanagama,(5) Kemampuananggaransetiapdaerah.Diharapkan

peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat akan lebih terwujud dalam bentuk pemerataan memperoleh keadilan.

Rapat Paripurna ke 

50/IV/1991-1992.

Senin, 22 Juni 1992 Suara Jelas
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363 Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume I

SideA : (1) Pembicaraantingkat II Jawabanpemerintahataspemandanganumum para anggotaatas RUUtentang perkoperasian,(2)

LaporanBKSAPdari ke 4 delegasi,yaitu laporan delegasiDPRRI ke konferensi para anggota parlemen tentang pemukimandan

pembangunantanggal14-20Maret 1992 di FrancoverKanada,laporandelegasimuhibahDPRRIke Spanyoldari tanggal21-28Maret

1992, LaporanDelegasiDPRRI ke konferensi IVU ke 87 di YaundeKameruntanggal6-11 April 1992. penyampaianpendapat telah

disampaikanoleh masing-masingfraksiyaitu Sdr.SoemardjoPartoSoedirjodari fraksiKaryaPembangunan,yangmenyarankantentang

azas,landasandan semangatkoperasi.dari fraksi PDI (DemokrasiIndonesia)menanggapitentang prinsip-prinsipkemandirianyang

meminta penjelasan mengenai batas-batasan perkataan kemandirian yang dianut dalam RUU.

Side B : Membahastentang pencantumananggarankoperasibesarnyamodal dalam anggarandasar koperasi untuk mempertegas

koperasisebagaibadan usaha.Usahakoperasiboleh berada di dalam/ di luar negeri sepanjangusahatersebut untuk kepentingan

anggotadan harusada kesinambunganantara usahakoperasidenganusahaanggotanya,mengenaikeanggotaankoperasibagi warga

asingpenjelasannyaumumnyamerekaadalahsebagaikonsumensesuaidenganprinsipkoperasiyaitu keanggotaanbersifatsukareladan

terbuka, keanggotaanwargaasingtidak samadengankeanggotaanWargaNegaraIndonesia.pemerintahharusmemperlakukansama

antara koperasi dengan badan hukum lainnya. penjelasantentang dasar simpan pinjam anggota. Hubunganantara pengurusdan

pengelolaanggotakarenakekuatanperekonomiankoperasiterletak padapotensidankemampuanekonomianggotanya,koperasiyang

di dukung oleh anggotanya akan menjadi lembaga ekonomi yang kuat.

Rapat Paripurna 

ke51/IV/1991-1992

Rabu, 24 Juni 1992Side A Tidak 

ada suara. 

Side B Suara 

jelas

364 Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume 2

SideA : Lanjutantentang RUUPerkoperasian.LaporanBKSAPdari 1. Sdr. ClementioDosAresAmeral tentang komisi HAM ke 48 di

Genet, 2. Dra. Ulfah AS Harmanto, 3. Dra. Ine Erna Adriana Soekaryo, 4. Sdr. Gewe Sudikse.

1. Clementio Dos Ares Ameral 

membahas26 tata cara yangmeliputi beberapapembahasantentang pelaksanaandan pelanggaranHAM, beberapayangmenonjol

sebagaikepentingannasionalantaralain : Questionof the realitationof the right to the roofmen,Theright of peopleto, Questionof the

humanright of, Questionof the humanright andfundamentalfreedomwith particularreferenceto colonialandother depenercountries

and teritorized. Indonesia telah ikut berpartisipasi aktif dalam membahas matacana sidang tersebut. 

Side B : 2. Dra. Ny. Ulfah ASHarmanto,Tiga hal utama yangmenjadi sasaranyang hendakdi capai yaitu 1. Urbanisasiglobal dan

lingkunganhidup, 2. menumbuhkaninstitusi organisasiglobalparlementedon habitat denganmenyusunanggarandasardan anggaran

rumah tanggaserta pemilihanpengurus,3. MenyusunResolusi/Deklarasiuntuk disampaikankepadaUNICEFdi Brazilpada bulan Juni

1992,DelegasiDPRRIdi pimpin oleh BapakDr. H.J.NaroSH,wakil ketuaDPRRIdengananggotaNy. SusilastutiSutopoIsnomo,Kemas

Fajarudin, Ulfah As Harmanto, dan 2 (dua) narasumber Dr. H Kholil MPH, Ir. Rahmadi Bambang Sumardjo.

Dr. Acil Ramadhanmengatakanbahwa kunci keberhasilandari transisi menuju pembangunanlingkunganhidup yang berkelanjutan

adalah pemukiman dan hunian bagaimana menggunakannya, Sumber Daya Alam, perkembangannya dan memanajnya.

3. Dra. Ine Soekarya

tentangHubunganSpanyoldenganIndonesiaterutamadalambidangpariwisata.Delegasidi ketuaioleh wakil ketuaDPRRIBapakSaiful

Sulun, dengananggota JamaludinTambunanSH, Ine Soekaryo,Subiono,SH,Drs. Husni Thamrin, NicolasMTH, Dra Sri Sumaryati

HaryantosebagaiSekretaris.Hasildari delegasiadalahSpanyoldenganIndonesiapadaJanuari1976(Hub.Diplomatik),Spanyolmenilai

IndonesiasebagaiKeyCountrydalammengembangkanhubungandankerjasamadengannegara-negaraASEANterutamadalamekonomi

dan perdaganganuntuk turut membantupembukaanjalur Spanyol-JakartadenganpesawatSiberia.HubunganPolitik, Ekonomi,Sosial

Budaya, Pertahana, Ketahanan Perdagangan antara Indonesia dan Spanyol semakin meningkat baik.

Rapat Paripurna ke 

51/IV/1991-1992
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365 Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume 3

Side A : 4. Gewe Sudikse

Tanggal6 April 1992, sidangeksekutif komite dari Indonesiadi wakili oleh Marzuki Darusmanmenyampaikanpersetujuanlaporan

keuanganyangdisampaikanauditor IVUTatiSumiatiDarsoyo.SidangplenoGeneralTheBitchyangdiperdebatkanmasalahinternasional

dan regional(Sosial,Budaya,Ekonomi).selainitu berlangsungjugakonferensiwanitayangmenghasilkan: 1. Prosesperumusanresolusi

mengenaimasalahdemokrasidankeanekaragamanetnik sertadeklarasimengenailingkunganhidup Indonesiaterpilih menjadianggota

perumus,2. Berhasilmencegahpihak Portugal dan Angola menyinggungmasalahTimor-Timurdalam resolusi akhir IVU, 3. Sidang

eksekutifkomite, Indonesiaberperanaktif mengusulkanagarkomisidekronisasiIVUdi hapuskan,karenadekronisasiIVUsudahselesai,

4. Padasidanganggotaparlemenwanita IVUwilayahAsiaPasifikkembalimenjadisebagaikoordinatorwanita IVUwilayahAsiaPasifik,5.

Pertemuan Delegasi Indonesia dan Belanda yang menolak bantuan dari Belanda.

Side B :Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

51/IV/1991-1992

Senin, 29 Juni 1992 Suara Jelas

366 Rapat Paripurna ke 52/IV/1991-1992, Jum'at 3 Juli 1992.

SideA : LaporanDelegasistudi perbandinganBadanUrusanRumahTanggaDPRRI ke Filipina,Thailand,Jepang,KoreaSelatan,New

Zealand/SelandiaBaru.SebagaiKetuaDewanSuryadi,yangseharusnyamemimpinrapat pleno parpolSaifulSulun,PelaporDelegasiSdr.

Dr. MPPasaribu,adapunsasarandititikberatkanpadabidangkelembagaan,anggaran,kesekretariatandanperpustakaan.Masukanyang

mendasardari studi Banding: 1. Kelembagaan,di Indonesiamasajabatanyaitu sekitar5 tahun, sedangkandi Jepang,Thailand,Korea

Selatanselama4 tahun denganjumlah anggotadi Indonesiasebanyak500, Jepang521, KoreaSelatan299, Filipina 250( 3 tahun),

Thailand360 (4 tahun), SelandiaBaru97 (3 tahun), 2. PenyusunanRUUdi KoreaSelatansudahada komite khususuntuk penyusunan

RUU,sehinggadalam1 tahundapatmenghasilkan100RUU,3. BidangAnggarandi KoreaSelatanpembangunandilakukanswastabukan

dari RAPBN,di Jepangperpustakaandanbuku-bukusangatlengkapdanbaiksehinggasangatmendukungfungsidewan,di sekretariatan

contoh Filipina setiap orang mendapat 12 orang staf dan staf ahli termasuk pembuat RUU.

Saran: 1. Mengkaji, merumuskan,menambahperlengkapanDPR/RI,meningkatkanprosedur tata kerja, serta peningkatanSDM,2.

Dibutuhkanpola baru/khususuntuk pembuatanUUdanRUUatauadanyasuatubadanperancanganUU,3. Dalampenyusunananggaran

DPR RI dipihak pemerintah ikut dilibatkan.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 
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367 Rapat Paripurna ke 53/IV/1991-1992 Senin, 13 Juli 1992 Volume I

SideA : Membahastentang1. laporanBKSAPItentangdelegasiMuhbahDPRRIke Jerman(SuryatiAtastinah),2. LaporanBKSAPtentang

delegasiMuhibah DPRRI ke Vietnam (Drs. Suseno),3. Laporanstudi perbandingankomisi ke luar negeri (Suwarno).selain itu ada

tambahan tentang usul pencalonan Ketua Mahkamah Agung.

1. LaporanSuryaniAtastinahLegowo: muhibahDPRRIkeJermanpadatanggal26April - 2 Mei 1992,delegasidi pimpinolehR.Soekardi

wakil ketua DPR,AnggotaIr. LoekasnanLokhidari FraksiKaryaPembangunanIndonesia(FKPI),Siswandidari FraksiABRI,H. Tahiran

Sakarimdari FraksiPersatuanPembangunan(FPP),NanaDumanaWiradiputradari FraksiPDI,Drs.SfPrihatasekretarisdelegasi,untuk

memenuhi undanganketua UNDESRAFJermandan mempererat persahabatan,kejasamayang salingmenguntungkandalam bidang

ekonomi, perdagangan,teknik, kebudayaanmelalui jalur legislatif dan menjelaskankebijaksanaandan langkahyang diambil dalam

hubungan pelaksanaan pembangunan RI serta mengenai peristiwa Dili tanggal 12 Nopember 1991. 

2. LaporanDrs.Suseno: muhibahDPRRIke Vietnampadatanggal3-9 Mei 1992,delegasidipimpinolehM. KharisSuhudketuadelegasi,

AnggotaSuseno,SusilastutiSutomo Isnomo, Drs, Mulyono Martosuwarno, Muh. Ja'far Sidik, Ny. Megawati Taufik Kiemas,Drs. S.

Adibrata sebagaisekretarisdelegasi.Studi bandingtentang hal pemerintahan,ekonomi,bahanperbandinganpeningkatanhasil kilang

minyak/sumber minyak.

Side B : Lanjutan,HambatandagangIndonesiadenganVietnam kesulitan dalam sistem pembayaranakibat devisa keras Vietnam,

dilakukankredit tapi selalutertunda-tundapembayarannya,dalamhal eksporimpor antara Indonesiadan Vietnamyangkuranglancar,

namun hubungan Indonesia dan Vietnam sangat memuaskan, kecuali masalah penyelesaian garis batas wilayah kontinen.

3. Soewarno(ke AmerikaSerikat,Jerman,Perancis,BelgiadalambidangAPBN)tahap II. KomisiAPBNlanjutanstudi bandingke Jepang,

KoreaSelatan,Thailand,Malaysiapada bulanMaret-April1992,dalambidangpenyusunandanpenetapanAPBNuntuk menyajikandata

masukan sebagai perbandingan tentang penyusunan APBN antara dewan dengan pemerintah.

Rapat Paripurna ke 

53/IV/1991-1992 

Jum'at, 3 Juli 1992 Suara Jelas

368 Rapat Paripurna ke 53/IV/1991-1992 Senin, 13 Juli 1992 Volume 2 

SideA: Pembangunanfasilitasumum di luar negeridiserahkan/dikerjakanpadaBadanSwastacontohnyadi Perancis.Di Indonesiatidak

ada penyampaianpendahuluandalam RAPBN.PadahakikatnyapembahasanUU perancanganRAPBNdilakukandenganwaktu yang

relatif cukupcepatdan tepat, terutama diadakannyapembicaraanpendahuluanRAPBN,strukturisasianggaranpadake-4negaradi atas

sampaipadaprogramdanproyek,sedangkandi Indonesiahanyapadasektordansubsektor,untuk tambahanperubahananggaranpada

negara-negaratersebutkecualiPerancisdilakukansetiapsaatsesuaidenganparlemendanadanyaotonom padaparlemen(harusadanya

ahli, harus adanya kegiatan program dan proyek dalam anggaran).

4. Usul pencalonanketua MahkamahAgung,ketua dan wakil ketua MahkamahAgungdi angkat dan diberhentikan langsungoleh

Presiden,kekosonganpada bagianjabatanketua, wakil ketua diusulkan2 calon dari masing-masingfraksi, pemberhentianterhormat

padasurat salinantanggal8 Juli 1992 Sdr.Ali Said,SHterhitung dari tanggal1 Juli 1992,pengusulantentangnama-namacalonketua

Mahkamah Agung oleh dewan dalam rapat musyawarah dewan 16 Juli 1992.

Side B: Tidak Ada Suara 

Rapat Paripurna ke 
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369 Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume I

SideA: Pembicaraantingkat IV pengambilankeputusanatas2 RancanganUndang-UndangtentangtambahandanperubahanatasAPBN

tahun 1991-1992, RUU APBN tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1989-1990.

1. Ibu Ir. Hj Niken Tari Musdiono pembicara pertama dari fraksi Karya Pembangunan

2. Drs. Sutikno dari Fraksi ABRI, H. Moh. Hartono dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan

3. Ibu Clara Sitompul Tambunan dari fraksi PDI.

ketua komisiAPBNDrs.Afif Ma'ruf menyampaikanlaporanhasilpembicaraantingkat III RUUtentang tambahandan perubahanAPBN

tahun 1991-1992,RUUtentang perhitunganAnggaranNegaraTahunAnggaran1989-1990pembentukantim perumus dari anggota

semua fraksi terdiri dari 10 orang dan dari pemerintah 5 orang.

SideB : Pendapatakhir dari masing-masingfraksiKaryaPembangunanIr. Hj. NikenTariMusdiono.Masalahmoneter semakinbesarnya

kredit macet, perbankanperlu mengembangkanstrategi yang tepat dalam mengambilkebijakanuntuk menyelesaikankredit macet,

tentangakuisisiperusahaan,neracapembayaranyangsemakinbesarnyadevisitberjalankarenaimpor yangmeningkatdanmenurunnya

ekspor barang. Penerimaannegara dari sektor non migas telah semakinmantap selalu lebih besar daripada penerimaanmigas,

penerimaandari sektor migasmerupakansumber dana yangpotensialdan masihdapat digantikan.Selainitu permasalahanyangdi

bahasyaitu tentang masalahkepulanganjama'ahhaji yangterlambat, kenaikantarif jalan tol karenatidak dibicarakandahuludengan

DPR, sektor perumahan rakyat dan pemukiman yang dibangun di daerah kumuh dengan swasta, sektor pertambangan dan energi.

Rapat Paripurna ke 

54/IV/1991-1992 

Senin, 13 Juli 1992 Suara Jelas

370 Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume 2

SideA: SektorIndustri,Sektortenagakerja dantransmigrasi(upahminimumtenagakerja perlu di tinjau kembali),Sektorkesejahteraan

sosial dan peranan wanita (lebih disiapkansecara baik dalam bantuan bencana alam, termasuk program pengiriman dan dalam

penyediaan P3K), Sektor pendidikan, Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian.

Pendapatakhirdari SutiknoFraksiABRI,dalampembahasanRUUtersebuttidaklahterlepasdari pengaruhperkembanganekonomidunia

danperekonomiannasional.PerkembanganekonomiDuniayangmempengaruhiyaitu perdaganganinternasionalcenderungmengalami

perkembanganpertumbuhanyangkurangmenggembirakan,situasiduniayangkurangmenguntungkandanmeningkatnyahargaminyak

bumi padaakhir tahun1990danawal1991menyebabkantingkat inflasiseluruhnegarakhususnyapadanegaraberkembang,kerjasama

ekonomi regionalkurangmenguntungkanterhadapterciptanyapola perdaganganinternasionalyangterbuka,situasiperekonomiandi

dalam negeri yang meningkatnya perluasan kegiatan industri dan investasi secara besar-besaran dan meningkatnya arus kredit. 

Side B: Fraksi ABRI menyetujui kedua RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU oleh Presiden.

Pendapatdari H. Moh. Hartono dari fraksi Partai PersatuanPembangunan.Kedua RUUtelah disampaikankepada Dewan Rakyat

berdasarkanamanat Presidenpada tanggal 7 Maret 1992, perubahan tidak terlepas dari pihak intern dan ekstern, yaitu politik,

kebijaksanaan28 Februari1991,kenaikantarif listrik, kenaikanangkutanumum, impor kendaraanniaga,kewenanganbea dan cukai,

kenaikanharga dasar gabahdan pupuk. Denganadanyapengaruh-pengaruhtersebut diperlukan adanyatambahandan perubahan-

perubahan pada APBN 1991/1992, sebagai berikut: 

-Penerimaan Anggaran Negara.

Rapat Paripurna ke 

54/IV/1991-1992
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371 Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume 3

SideA: Lanjutan, pembicaraandari H. Moh. Hartono: AgarRUUtentangtambahandanperubahanAPBNtelah dapatdisampaikanoleh

pemerintah kepada dewan dan telah di setujui oleh dewan. Agar segeradapat dibentuk tim komisi APBNdan pemerintah untuk

merumuskanmekanismepembicaraansiklus APBNsesuaidenganUUD'45dalam melaksanakanDemokrasiPancasila,jumlah saldo

anggaranlebih agar jumlah maksimumsupayadi batasi dan kelebihannyadibukukansebagaipendapatanpembangunananggaran

berikutnya, agar tarif money policy harus dilonggarkan, pendapatan dalam negeri supaya terus di tingkatkan.

Pendapatdari Ibu ClaraSitompulTambunandari fraksiPDI: agarpenerimaandevisanegaratidak terlalu tergantungpadamigasperlu

kebijaksanaan dan pengelolaan sumber devisa lainnya.

Side B : Lanjutan, pendapat Clara Sitompul Tambunan: pinjaman luar negeri dapat di tekan sekecil mungkin. Agar pemerintah

menyampaikansegeraRUUtentang perlindunganusahaskalakecil, yangmemberikanjaminanpangsabidangusahadan pangsapasar

bagi usahakecil sehinggamenjadi visible, perhitungannegaratahun anggaran1989/1990,sisaanggaranlebih yang ada agar dapat

dipergunakan sebaik-baiknya.

Rapat Paripurna ke 

54/IV/1991-1992

Rabu, 15 Juli 1992 Suara Jelas

372 Rapat Paripurna ke 54/IV/91-92 Volume Volume 4

SideA : Lanjutan,sambutanperwakilandari pemerintahmengenaiRUUtentang tambahandan perubahanAPBN,penyampaianterima

kasihkepadadewan.Perwakilandari pemerintahmenyatakanbahwaperkembanganperekonomiannasionaltidak dapatdilepaskandari

perkembanganperekonomiandunia, demikianpula denganpelaksanaanAPBN1991/1992sebagaipelaksanaanoperasionaltahun III

Repelitake-Vtidaklahterlepasdari pengaruhinternal daneksternal.Halyangsangatmenggembirakandi dalammelaksanakananggaran

APBN1991/1992tingginyarealisasipenerimaanpajakdan makin intensifnyapelaksanapenyuluhandan pelayananserta pemungutan

pajak oleh aparatur perpajakan.Dalamtahun anggarantahun 1991/1992 pemerintah telah menyisihkanpula sebagianpenerimaan

negaradalam bentuk cadangananggaranpembangunan(CAP)sebesarRp. 1,5 Triliun. PembentukkanCAPtersebut untuk menjamin

kesinambunganpembiayaanpembangunannasionaldari kemungkinantidak tercapainyasasaranpenerimaannegarayangbersumber

dari luar negeridalamtahun anggaran1992/1993,pemerintahsenantiasamengharapkanagarkerjasamayangbaik yangtelah berjalan

keterbukaan dapat di pertahankan sampai depan.

Side B : Tidak ada Suara 
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373 Rapat Paripurna ke  55/IV/1991-1992 Volume I

SideA : Pembicaraantentangpengesahannama-namacalonketuaMahkamahAgungberdasarkanrapat dewanmusyawarahtanggal16

Juli 1992, Pembicaraantingkat IV pengambilankeputusanatas RUUpembentukanPengadilanTinggiAgamadi Yogyakarta,Bandarl

Lmpung, dan Jambi.

Pengesahan nama-nama calon ketua Mahkamah Agung, yang dibacakan oleh Biro Kepala Persidangan. Adapun nama-nama usulan DPR RI 

yang di setujui yaitu : 1. Hr. Poerwoto S. Ganda Subrata SH, 2. M. Jaelani, SH, 3. Prof. H.Mustamul, SH. 4. H. Adi Handoyo Sucipto, SH.

KetuakomisiIX,H.Sugionomenyampaikanlaporanhasilpembahasantingkat III atasRUUtersebut.Pembicarayangakanmenyampaikan

pendapattentangpembahasanRUUPembentukanPengadilanTinggiAgamadi Yogyakarta,BandarLampungdanJambidari fraksi-fraksi

yaitu :

1. Drs.H. ParindoRusliMokogintadari fraksi KaryaPembangunan.FraksiKaryaPembangunanmenilai Pancasilasudahmenjiwai RUU

tentangpembentukanPengadilanTinggiAgamadi Yogyakarta,BandarLampung,danJambi.RUUini sudahsesuaidenganisi danmakna

UU'45.

SideB: Lanjutan,PembentukanketigaPengadilanTinggiAgamadi Yogyakarta,BandarLampungdanJambisudahtepat untuk memenuhi

aspirasidari ketigadaerahyangbersangkutan,nantinyaakanlebih memudahkandalammencarikeadilandi tingkat bandingdi daerah

tersebut. Fraksi Kaya Pembangunan menyetujui RUU ini di jadikan Undang-Undang.

2. Drs.Mulyono Abdurahmandari fraksi ABRI.FraksiABRIberpendapatbahwaRUUini sesungguhnyamerupakanpolitik negarayang

menetapkandibentuknyaPengadilanTinggiAgamadi ketigaIbukotaPropinsitersebutsebagaiperwujudandari ketentuanpasal4 ayat2

dan pasal 8 no 7 UUD tentang Pengadilan Tinggi Agama.

Rapat Paripurna ke  

55/IV/1991-1992 

Rabu, 15 Juli 1992 Suara Jelas

374 Rapat Paripurna ke  55/IV/1991-1992 Volume 2

SideA : TujuanpembentukanPengadilanTinggiAgamadi tiga daerahtersebut adalahuntuk meningkatkankualitaspengadilandi tiga

daerahitu yangdiwujudkandalampenyelenggaraanpengadilanyangbersifatsederhana,cepatdanbiayaringan.FraksiABRImenyetujui

RUUuntuk di sahkanmenjadi Undang-Undang.Harapanfraksi ABRIuntuk pemerintahagar membentukPengadilanAgamadi daerah

yang belum mempunyai Pengadilan Tinggi Agama.

3. Drs.TengkuJamaludinWali fraksiPersatuanPembangunan.AgarpemerintahmempersiapkanRUUtentangPengadilanTinggiAgama

terutamadi tiga ProvinsiDaerahTingkatI Bengkulu,DaerahTingkatI SulawesiTenggara,danDaerahTingkatI SulawesiTengah,selainitu

mengharapakanagar perhatian sungguh-sungguhdari InstansiPusat dan PemerintahDaerahuntuk ikut terlibat dalam penyediaan

perangkat-perangkatkeras,lunak dan personilnyatanpa adanyapembeda-bedaanantara pengadilansatu denganpengadilanlainnya.

Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU ini menjadi Undang-Undang.

SideB : 4. AtiasSatiyonoSunartodari FraksiPDI.PerlupengukuhanUUDPengadilanTinggiAgamadi Palembang,Aceh,Medan,Padang

dan Pekanbaru.Sebagaitindak lanjut dari pengesahanRUUmenjadi Undang-Undanghendaknyasegeradi tempuh langkah-langkah

konkrit denganpolasebagaiberikut : Prosespengadilanyangmenjadilebih sederhana,cepat,tepat denganbiayayangterjangkauuntuk

semualapisanmasyarakat,perlu lebih ditingkatkanpenyelenggaraanpemberianbantuanhukumdankonsultasibagi lapisanmasyarakat

yangkurangmampu,untuk menunjangkelancarantugas,fungsidan misi peradilanagamayangbersangkutandi segalatingkat perlu di

realisir dan terus di tingkatkanpenyediaansaranadan prasarana,peningkatanpembinaanmaupunpendayagunaannyasesuaidenga

dengan UUD'45. Frakasi Partai Demokrasi Indonesia menyetujui RUU ini di sahkan menjadi Undang-Undang.

Rapat Paripurna ke  

55/IV/1991-1992 

Rabu, 22 Juli 1992 Suara Jelas
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375 Rapat Paripurna Ke 56/IV/1991-1992 Volume I

SideA : Pembicaraantingkat IV pengambilankeputusanatasRUUtentangMerk. RUUtersebuttelah disampaikanpadaRapatParipurna

DPR tanggal 7 November 1991 dengan amanat Presiden. Ada 4 pembicara yang meyampaikan pendapat akhirnya yaitu :

1. Hartini Muchtar Kasran, SH dari Fraksi Karya Pembangunan.

2. Drs. M. Zahri Amin dari Fraksi ABRI

3. H. Sukardi Effendi dari Fraksi Persatuan Pembangunan

4. Teuku Dahman Musir, SH darI Fraksi PDI.

Pembicara pertama dari Hartini Muchtar Kasran, SH dari Fraksi Karya Pembangunan : Pembentukan RUU tentang Merk tidak terlepas dari 

program-program umum Golongan Karya yang sangat mendukung pembentukkan RUU ini.

Side B : 

Lanjutan, Hartini Muchtar Kasran,SH : Penggunaanmerk oleh seseorangatau badan hukum, jika ada yang tidak sesuaidengan

permintaanpendaftaranmerk yangbersangkutanbisa dihapus/ digugatuntuk dibatalkan,kemudahanprosedur tentang penggunaan

merk, harusadanyaperlindunganhukum,peningkatanpelayanandari sistemkonstitutif. FraksiKaryaPembangunanmenyetujuiRUUini

disahkan menjadi Undang-Undang Merk.

Drs.M. ZahriAmin dari fraksi ABRI: AgarUndang-Undangtentang merk mampumengantisipasiperkembangandunia usahanasional

maupun internasional serta dapat mencegah dan memberantas segala bentuk persaingan curang dan pemalsuan merk.

Rapat Paripurna ke 

56/IV/1991-1992

Rabu, 22 Juli 1992 Suara Jelas

376 Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992 Volume 2 (Lanjutan)

SideA : FraksiABRImengusulkanagarpemalsuanmerk terkenalyangtidak terdaftar di Indonesiaharuskhususdi atur dalamUndang-

Undangmerk ini. DiharapakanRUUtentangmerk ini akanmampumengantisipasiglobalisasiduniausahasertamemilikidayasesuaiyang

cukup panjang, pada saat pemberlakuanUndang-Undangini hanya satu azas yang dipakai yaitu azas konstitutif. Harapannya:

diharapkanpemerintahmulaimerintispembentukanUndang-undangtentangkonsumen,selainitu perlu disebarluaskannyaUUmerk ini,

koordinasi antara instansi di daerah dengan pusat terutama dalam pemberian pelayanan.

SIde B : Lanjutan, H. Sukardi Effendi, SH dari fraksiPersatuanPembangunan: Penggunaansistem kontitutif lebih baik daripada

penggunaansistem deklaratif karena konstitutif lebih menjamin kepuasan hukum, lebih menguntungkanuntuk negara-negara

berkembang,dan akanlebih menumbuhkankepastianhukum dan rasaadil padasaatpengumumanpendaftaransedangkandeklaratif

hanyamenghasilkananggapankebenaransecaraformal sajadantidak memberikanjaminansecaramaterialdantidak pulamemberikan

kepastian hukum.

Harapan: mampumenciptakansuasanayangmerangsangtumbuh suburnyapotensi,inovasibangsadi bidangindustri danperdagangan,

pelaksanaanundang-undangtentang merk harusdiperhitungkansedemikianrupa, praktek-prakteknegatif peniruandan penyerupaan

merk-merk,sistemmerk yangdigunakanharusbenar-benarmerupakanjaminankepastianhukumdan harusmendorongpertumbuhan

industri dan dunia usaha yang sehat.

Sdr.TengkuDahmanMusir dari fraksi PartaiDemokrasiIndonesia.Suatumerk baru dapat didaftarkanbila mempunyaidayapembeda

dengan merk lain yang sudah terdaftar dan harus digunakandalam perdaganganbarang dan jasa. Merk terdaftar mempunyai

perlindungan hukum selama 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan merk bersangkutan.

Rapat Paripurna ke 

56/IV/1991-1992 

Kamis, 23 Juli 1992 Suara Jelas
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377 Rapat Paripurna ke 56/IV/1991-1992 Volume3 (Lanjutan) 

SideA: Lanjutanpembicaraandari TengkuDahmanMusir, SH: Pemilikmerk terdaftar berhak memberikanlisensikepadaorang lain

denganperjanjianmenggunakanmerknyabaik untuk sebagianmaupunseluruhjasayangtermasuk1 kelas.Harapan: agarpemerintah

memanfaatkanpeluangwaktusampaisaatakanberlakunyaUndang-Undangini tanggal1 April 1993,menyiapkankantormerk yangakan

memberikanpelayananterbaik terhadap masyarakat,agar Undang-undangini dapat berlaku pada waktunya secara efektif maka

peraturan-peraturanpemerintahdankeputusanmenteri semuanyaharusditerbitkantepat padawaktunya,mengenaiberita resmimerk

yang merupakanlembaran resmi yang mempunyai kekuatan/kebutuhanhukum yang sama dengan tambahan berita negara yang

memuat hal-hal yang harus dimuat menurut Undang-UndangDasar hukum pembentukkannyasebenarnyatidak ada. Fraksi PDI

menyetujui dan menerima RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Side B : Sambutan dari pemerintah oleh Menteri Kehakiman, ucapan terimakasih dan ucapan rasa syukur.

Rapat Paripurna ke 

56/IV/1991-1992)

Kamis, 23 Juli 1992 Suara Jelas

378 Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992 Volume I

SideA : Pembicaraantingkat IV pengambilankeputusanatas RUUtentang Pelayaran,denganamanat PpresidenNo R 03/PU/II/1991

tanggal19 Februari1991 RUUtentang PelayarandisampaikanpemerintahkepadapimpinanDPR.Sebelumpenyampaianpembicaraan

dari setiapfraksi,terlebih dahuluadapenyampaianlaporanhasilpembahasantingkat III oleh ketuaPansusRUUtentangPelayaranSdr.

Drs. H. Bomer Pasaribu, SH. RUU pelayaran ini merupakan hasil karya ke-5 PANSUS. Pendapat akhir dari 4 fraksi yaitu :

1. Ir.SmTampubolonfraksi KaryaPembangunan: Diharapkanundang-undangpelayaranini dapat menjawabseluruh permasalahan

pelayarannasionalmaupun internasionalsehinggadapat berdayagunadan berhasilgunabaik untuk kepentinganbangsa,negaradan

seluruh rakyat Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang.

SideB : Lanjutan,pembicaraIr. SMTampubolon: FraksiKaryaPembangunanmenyetujuiRUUuntuk disahkanmenjadiUndang-Undang.

Harapan: salahsatu tujuan yangdiamanatkanUndang-Undangini untuk memperlancararus perpindahanorang dan barangmelalui

perairanserta sebagaipenunjang,pendorong,perangsangpencapaipembangunannasionaldiharapkanpemerintahberpedomanpada

tujuan tersebut.

2.AminudinNawir dari FraksiABRI: RUUini merupakanbagiandari paket rancanganundang-undangbidangperhubunngansebagaiUU

yang ke-4 yang di bahas oleh panitia khusus sejak tanggal 27 Januari 1992.

Rapat Paripurna ke 

57/IV/1991-1992

Kamis, 23 Juli 1992 Suara Jelas
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379 Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992 Volume 2

SideA : LanjutanpembicaraanAminudinNawir : Harapan: setelahpengesahanRUUini fraksi ABRImenghimbaukepadapemerintah

kiranyadapat segeramenyiapkanberbagaiperangkatyangdiperlukandalampelaksanaanoperasionalUUDtersebut,demi tercapainya

keserasian,keselarasan,dan keterpaduanantar fungsipelaksanasetiapundang-undangtermasukpelaksanaundang-undangpelayaran

diperlukankerjasamayangbaik antar instansidanpemerintah,untuk memacupertumbuhanekonomidankesejahteraanrakyatkiranya

pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masalah angkutan perairan di perbatasandan daerah terpencil yang belum

berkembang. Fraksi ABRI menyetujui disahkannya RUU pelayaran menjadi Undang-Undang oleh Presiden.

3. H. Muh Namubuan,SHdari fraksi PersatuanPembangunan: melalui pembahasandan pengkodifikasianRUUtentang pelayaranini

harusdi capaitujuan denganmenjadikanperusahaanangkutandi perairanmampumenjadituan rumahdi perairanIndonesia,salahsatu

usahauntuk mencapaitujuan yangdimaksudadalahangkutanperairan harusdi dukungoleh kemampuanindustri perkapalandalam

negeri dan hal itu harus tercermin jelas dalam RUU tersebut. RUU ini mengamanatkankepada pemerintah untuk benar-benar

memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap angkutan laut nasional.

Side B : Lanjutan, Harapan : fraksi PersatuanPembangunanagar pelabuhan merupakan pula sebagai tempat kegiatan tempat

pemerintahantelah diakomodasikandi dalamRUUini, memintaperhatianpemerintahterhadaptenagakerja yangbekerjapadamenara

cuar akan kesejahteraanmereka, harus ada pembinaanSDM dalam pelayarankarena itu sangatpenting, segerasetelah RUUini

diundangkan menjadi undang-undang,pemerintah untuk segera memasyarakatkanundang-undangini, serta pemerintah perlu

mengambil langkah-langkah penyempurnaan terhadap aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

4. T. Muh. Yusuf Ali dari fraksi PersatuanDemokrasi Indonesia (PDI). Pelayaransebagai salah satu modal transportasi maka

penyelenggaraannyaharusditata dalamsatukesatuansistemtransportasiyangnasionalsecaraterpadusertamampumenyediakanjasa

transportasi yang seimbang dan aman, nyaman, tertib, lancar, teratur dan biaya yang terjangkau masyarakat.

Rapat Paripurna ke 

57/IV/1991-1992

Jum'at, 24 Juli 1992 Suara Jelas

380 Rapat Paripurna ke 57/IV/1991-1992 Volume 3

SideA : LanjutanpembicaraanT.Muh YusufAli : PDImengungkapakanada3 aspekpentingyaitu : Aspekperlindunganterhadapangkutan

laut di dalamnegeri,Aspekperlindunganterhadappelayaranrakyat sebagaiusaharakyat yangbersifat tradisional,Aspekpembinaan

pelayanandengantujuan untuk memperlancararusperpindahanorangatau barangmelaluiperairandenganmengutamakanmelindungi

pelayanannasionaltermasukpelayaranrakyat. Harapan: mengharapkanperhatian dari semuafraksi dan pemerintah untuk segera

melakukanupaya-upayamemasyarakatkanundang-undangini secaraluas,khususnyadikalanganmasyarakatpelayaran,setelahRUUini

disahkanmenjadi undang-undangsegeradikeluarkanperaturan-peraturanyang berkenaandengannya,menegakkanke semuapihak

yang terkait dalam operasionalisasiundang-undangini agar dapat melaksanakantugas sebaik-baiknya.FraksiPDI menyetujui RUU

pelayaran untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sambutan Menteri Perhubungan wakil dari pemerintah, ucapan terimakasih.

SideB : LanjutansambutanMenteri Perhubungan: RUUtentang pelayaranini telah diatur dalam Bab tersendiri yang merupakan

substansibaru yang mengenaitentang SDM.SelesainyaRUUpelayaranini masih ada tugas berat bagi pemerintah yaitu menyusun

peraturanpelaksanaannyabaik berupaPP,Kepres,maupunkeputusanmenteri. Hal-halyangtelah disampaikanoleh semuafraksi-fraksi

dalam pandangan akhir akan dijadikan perhatian pula dalam menyusun pelaksanaan peraturan undang-undang tentang pelayaran ini.

Rapat Paripurna ke 

57/IV/1991-1992I

Jum'at, 24 Juli 1992 Suara Jelas
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381 Rapat Paripurna ke 58/IV/1991-1992

SideA: MengakhirisidangRapatParipurnake-IV,masasidangke-IVdi mulaipadatanggal15 Juni1992,DPRdisibukkandenganberbagai

kegiatanyangberkaitandenganpelaksanaanke-3 tugaspelaksanaannya,yaitu bidangperundang-perundangan,bidanganggaranserta

bidangpengawasan.Padamasapersidanganke-IVini telah di berangkatkan3 delegasiteknis yaitu DelegasikomisiDPRke konferensi

pimpinankomite luar negeriparlemenseAsiaPasifikdi FokuwokaJepang,DelegasikomisiI DPRke sidangAMMPMC(AseanMinistrim

Meeting Post Conference)di Manila Piliphina, DelegasiAIPOke Cina di pimpin oleh ketua DPRselakuPresidenAIPO.Selainitu

membahastentangmasalah-masalahyangberkembangdi masyarakatyangmembutuhkanpendalamansepertimasalahantaraperanan

pers,masyarakatdan pemerintahperlu terus dibina,masalahpertanahan,masalahpenyampaiankonsepawal GBHNkepadaOrsospol

telah mendapat pula bahasan komisi II DPR dengan pemerintah.

SideB : Lanjutan,Budayadanetika Pancasilaharusselalumendasariucapandansikapkita dansesuaidenganazaskekeluargaansemua

keputusandanusahakanmelaluimusyawarahuntuk mufakatsehinggatidak akanadaterjadinyadiktator oleh mayoritasataupuntirani

oleh minoritas.

Rapat Paripurna ke 

58/IV/1991-1992

Jum'at, 24 Juli 1992 Suara Jelas

382 Rapat Paripurna ke I/I/1992-1993  Volume I 

SideA : Hal-halyangberkaitandengantugaspengawasandewan,tugasdewandalampengawasandiatur dalamUndang-Undang1945,

ketetapanMPRdan diatur secararinci dalamtata tertib DPR.PengawasanDPRdilakukanmelalui penampunganumum aspirasirakyat

danmonitoringdinamikakehidupanmasyarakat.Fungsipengawasandewanmelalui rapat-rapatyangdilakukandengandialoglangsung

antara pemerintahdan DPRsecaraintensif. Amanatpresidentanggal16 Agustus1988 antara lain telah menegaskandisiplin nasional

akanmerupakanprasyaratyangsangatdiperlukanbagi tahap tinggal landas,padatanggal1 April 1994akandimulai tahun RepelitaVI

yang merupakan langkah pertama pembangunan jangka panjang yang kedua.

Side B : Volume 3 ada di dalam Volume no. 383.

Rapat Paripurna ke 

I/I/1992-1993 

Sabtu, 25 Juli 1992 Suara Jelas

383 Rapat Paripurna ke I/I/1992-1993 Volume 2

SideA: IsiVolumetentangpemberianpenghargaanterhadapguruteladantingkatnasionaldari TKsampaiSMA,Guru,KepalaSekolahSD

daerah terpencil. DisambungdengansambutanPresidenSoehartodalam awal tentang hari kemerdekaan: Pancasilasebagaisatu-

satunyaazasmakin terasamenyatukangolongandan semualapisan.Kita semuaperlu menarikpelajarandari Pemilutahun lalu, untuk

merenungkanpelaksanaanpemilu pada tahun yangakandatang.DalampelaksanaanDemokrasiPancasila,makaABRItelah menjadi

bagian yang tidak dapat dipisahkansebagaikekuatan perjuanganmempertahankandan menegakkankemerdekaannasional ikut

memikul tanggung jawab atas jalannya kehidupan bangsa dan negara.

Side B : Lanjutan Side A No.382.Volume III

Hasilpemilu tahun lalu mempunyaiarti yangsangatpentingbagiperkembanganbangsakita yangakandatang,yangakanmenghasilkan

GBHNuntuk masayangakandatang,yangakanmemberi arah bagi perjalananbangsaini dan pembangunannasionaljangkapanjang

tahap II dalam era tinggal landasdalam kebangkitannasionalke-2. Padatahun 1991-1992perekonomianIndonesiatelah berhasil

mengatasiujian denganselamat,laju inflasi yangsemulameningkattelah menunjukkanmenurunpadabulan-bulanterakhir ini. Harga

pangandan barang-barangpokok menjadi normal kembali dan penyediannyacukup lancar, keberhasilandalam mengendalikanlaju

inflasidanmengamankanneracapembayaraninternasionalsungguhmembesarkanhati tapi tidak bolehmembuatkita lengah.Selainitu

stabilitas yang mantap dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus disertai dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil bagi 

seluruh rakyat.

Side B : Volume 4 Tidak ada Suara.

Rapat Paripurna ke 

I/I/1992-1993.
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384 Rapat Paripurna ke 1/I/1992-1993 Volume 5

Side A :Pembacaan do'a oleh Menteri Agama RI dan penutup sidang Paripurna di iringi lagu kebangsaan Indonesia Merdeka. Selesai.

Side B : Tidak ada suara

 Rapat Paripurna ke 

1/I/1992-1993

Sabtu, 15 Agustus 

1992

Suara Tidak 

Jelas

385 Rapat Paripurna ke 2/I/1992-1993

SideA : Pembicaraantingkat keteranganpemerintahatasRUUtentangpenetapanPeraturanPemerintahpenggantiUUNo.1Tahun1992

tentang penangguhanmulai berlakunyaUndang-UndangNo.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutanjalan menjadi Undang-

Undang. RUU pengganti ini berdasarkanamanat PresidenNo R.06/PU/VIII/II tanggal 13 Agustus1992. Beberapapokok pikiran

pemerintah dalam penyusunan undang-undang lalu lintas : Mengutamakan keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam

penyelenggaraanlalu lintas dan angkutanjalan, Mudah di fahami dan diketahuioleh masyarakatluas, terbuka dan adakeseimbangan

antara kewajibandan hak masyarakatdan aparatapemerintah,menyederhanakanprosedur,kejelasanwewenangdari masing-masing

instansiserta keterpaduananatar instansi,menjaminkepastianhukum, menampungaspirasidan pendapatmasyarakat.Pokokpikiran

pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan selaku wakil dari pemerintah.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

2/I/1992-1993

Sabtu, 15 Agustus 

1992

Suara Jelas

386 Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993

SideA : LahirnyaketetapanMPRNo.2 tahun1978tentangPedomanPenghayatanPancasilasebagaitindak lanjut dari wujudpengamalan

Pancasilamemberikanbukti mengenaikearifan.Melalui KeputusanPresidentahun 1969ditetapkanRepelitaI yangakandi berlakukan

tanggal 1 April 1969, maka sejak saat itu dimulailah pembangunannasional Indonesia yang pertama yang berkesinambungan

berdasarkansuatu rencana pembangunanlima tahunan. Keterbukaanpolitik dalam kehidupan kenegaraanberdasarkantatanan

kehidupanpolitik DemokratisPancasilapadagilirannyaakanmenambahbobot dan kualitasDemokrasiPancasila.Berdasarkankepada

pertimbanganbahwa suatu RUUyangdibicarakanoleh dewan denganpemerintah haruslahmencerminkansuatu sosialpolitik yang

berkembangdalam masyarakatserta mencerminkanaspirasimasyarakatmaka pembahasansuatu RUUtidak dibatasi oleh adanya

kendala waktu. Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN.

SideB : Lanjutan,DalampenetapanAPBN,kritik dan saran,sorotantajam masyarakatterarah padapelaksanaanhak the vootingyaitu

hakmengkrutingdewanyangdinilai masihlemahdanbelumsesuaidenganUUD1945.DalamDemokrasiPancasilakita pentingkanjalan

musyawarahuntuk menyelesaikanmasalahdalam suasanakebersamaandan kekeluargaan.Diharapkanhasil pemilihan 1992 nanti

anggota dewan untuk tidak jemu-jemunya memikirkan mutu dan percakapan personil dan fasilitas pendukungnya dalam pelayanan fungsi 

APBN.Pembangunannasionalyangdilaksanakansecaraberkelanjutandanberencanadi sampingmemberikankegembiraandi salahsatu

pihak tapi di samping lain juga memberikan problematika-problematika yang banyak di bicarakan masyarakat.

Rapat Paripurna ke

 3/I/1992-1993

Sabtu, 22 Agustus 

1992

Suara Jelas
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387 Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993 Volume I

SideA : LahirnyaketetapanMPRNo.2 tahun1978tentangPedomanPenghayatanPancasilasebagaitindak lanjut dari wujudpengamalan

Pancasilamemberikanbukti mengenaikearifan.Melalui KeputusanPresidentahun 1969ditetapkanRepelitaI yangakandi berlakukan

tanggal 1 April 1969, maka sejak saat itu dimulailah pembangunannasional Indonesia yang pertama yang berkesinambungan

berdasarkansuatu rencana pembangunanlima tahunan. Keterbukaanpolitik dalam kehidupan kenegaraanberdasarkantatanan

kehidupanpolitik DemokratisPancasilapadagilirannyaakanmenambahbobot dan kualitasDemokrasiPancasila.Berdasarkankepada

pertimbanganbahwa suatu RUUyangdibicarakanoleh dewan denganpemerintah haruslahmencerminkansuatu sosialpolitik yang

berkembangdalam masyarakatserta mencerminkanaspirasimasyarakatmaka pembahasansuatu RUUtidak dibatasi oleh adanya

kendala waktu. Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN.

SideB : Lanjutan,DalampenetapanAPBN,kritik dan saran,sorotantajam masyarakatterarah padapelaksanaanhak the vootingyaitu

hakmengkrutingdewanyangdinilai masihlemahdanbelumsesuaidenganUUD1945.DalamDemokrasiPancasilakita pentingkanjalan

musyawarahuntuk menyelesaikanmasalahdalam suasanakebersamaandan kekeluargaan.Diharapkanhasil pemilihan 1992 nanti

anggota dewan untuk tidak jemu-jemunya memikirkan mutu dan percakapan personil dan fasilitas pendukungnya dalam pelayanan fungsi 

APBN.Pembangunannasionalyangdilaksanakansecaraberkelanjutandanberencanadi sampingmemberikankegembiraandi salahsatu

pihak tapi di samping lain juga memberikan problematika-problematika yang banyak di bicarakan masyarakat.

Rapat Paripurna ke 

3/I/1992-1993 

Sabtu, 29 Agustus 

1992

Suara Jelas

388 Rapat Paripurna ke 3/I/1992-1993 Volume 2

Side A : Tidak ada suara

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

3/I/1992-1993 

Sabtu, 29 Agustus 

1992

Suara Jelas

389 Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993 Volume I

SideA : Pembicaraantingkat IV ataspengambilankeputusanRUUtentangkesehatan,atasamanatPresidenNo. R16/PU/9/1991tanggal

27 September 1991. Dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Dr. Adiyatma, MPH.

Daftar pembicara dari berbagai fraksi tentang penyampaian pendapatnya : 

1. Dra. Ine ErnaAdriyanaSoekaryodari KaryaPembangunan,2. SoewitoS.dari fraksi ABRI,3. H. KunSolihudindari fraksi Persatuan

Pembangunan,4. SarjitoDarsukidari frkasi DemokrasiIndonesia.Sebelummenyampaikanpendapatdari setiapfraksi terlebih dahulu

adapembicaraandari ketuaPansusRUUKesehatanyaituDr.Bawadimanmelaporkanhasilpembicaraantingkat III. Rapatpansusdi ketua

olehDr. Bawadiman,rapat tim kecildi ketuaiolehwakil ketuapansusMA. Tambunandandi bantuolehPNMarkumSH.Pansusbersama

pemerintahyangdihadiri wakil ketua DPRRIKoordinatorbidangKesraDr. H. Narupadatanggal5 September1992mengesahkanRUU

Kesehatan.

Side B : Penyampaikanpendapat akhir dari FraksiKaryaPembangunanDra. Ine Erna Adriyana : penyampaikantentang beberapa

masalah, usulan dan tambahan : 

Rahasiapenyakitpasiendankodeetik harusdirumuskanlagi sehinggaberbunyimenghormatihakpasien,dalamkonsideranmenimbang

RUUini belum terlihat denganjelasfilosofismaupunpolitis yangmendasaridibuatnyaRUUini, penggugurankandungan(aborsi)tidak

setuju dicantumkan dalam RUU ini karena sudah teratur dalam KUHP.

Rapat Paripurna ke 

5/I/1992-1993 

Sabtu, 29 Agustus 

1992

Suara Jelas
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390 Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993  Volume 2

Lanjutan.

Side A : Harapan: Tujuan pembangunankesehatanadalah untuk meningkatkankesadaran,kemauandan kemampuan,untuk itu

pemerintah mempunyai tugas bukan saja mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraaanupaya kesehatan tapi juga

menyelenggarakanupaya kesehatanyang merata dan terjangkauoleh masyarakat,adanyaPPyang mengikuti undang-undangyang

disusun. Fraksi Karya Pembangunan menyetujui RUU kesehatan ini disahkan menjadi undang-undang.

2. FraksiABRISoewito,S.: FraksiABRIkurangsependapatdengansaranuntuk merubahjudul RUUmenjadisistemkesehatan.Dengan

adanyakesepakatanRUUini tetap menjadiRUUKesehatan,upayakesehatandilaksanakanmelaluipola pendekatanseperti yangsering

di sebut4 pilar upayakesehatanyaitu : Peningkatankesehatan,promosikesehatan,rehabilitatif yangdilaksanakansecaramenyeluruh

dan berkesinambungan.

Side B : Lanjutan, Fraksi ABRImenyetujui RUU kesehatanini untuk disahkanmenjadi undang-undang.Harapan : Dalam rangka

pengoperasianundang-undangbaru ini pemerintah perlu menyiapkanpiranti lunak dan piranti keras untuk menanganiberbagai

permasalahanyangtimbul, perlu segeradibuat PPdanPPpelaksanaannyadi lapangandenganmengindahkankondisisosialmasyarakat,

perlu segeradisebarluaskanundang-undangtentang kesehatanini agarmasyarakatturut berpartisipasisecaraaktif melalui peraturan

dan penyuluhan.

3. FraksiPersatuanPembangunanH. KunSolihudin: Kesehatansebagaisalahsatuunsurkesejahteraanumum harusdiwujudkansesuai

dengan cita-cita bangsa Indonesia, melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rapat Paripurna ke 

5/I/1992-1993 

Selasa, 8 September 

1992

Suara Jelas

391 Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993  Volume3

Lanjutan.

SideA : Mengharapkanagar kinerja peraturanpelaksanaannyamengenaiperaturantersebut dapat diadakantepat sasarandan tepat

guna.Selainitu pengrajinmakanandanminumansertapengusahatingkat industri rumahtangga,industri kecil supayaselaludibinadan

dibimbingoleh pemerintah.Ukuranberhasilatau tidaknyaaplikasiRUUini diukur dari kebijaksanaanpemerintahatashal-haltersebut.

FraksiPersatuanPembangunanmengharapakanagar pengawasannyadipertegas,FraksiPersatuanPembangunanmenyetujui RUUini

untuk disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah.

4. PartaiDemokrasiIndonesia,SardjitoDarsuki: Pokok-pokokKesehatan;adanyajaminanpemeliharaankesehatanmasyarakatsudah

sesuai dengan amanat GBHN 1988, semua pokok kesehatan yang ada pada setiap batang tubuh undang-undang.

SideB : Lanjutanpembicaraanpokok-pokokkesehatan: Jumlahpendudukyangbesardan pertumbuhanyangtinggi dan distribusiyang

optimal tidak merata, Percakupanpelayanankesehatanyangbelum memadai,ketenagakerjaanyangtersediabelum mencukupi,obat

belumterjangkauolehsebagianmasyarakatbesarkarenabiaya,Statusgiziyangkurang.FraksiDemokrasiIndonesiamenyetujuiRUUini

untuk disahkanmenjadiundang-undang,danberharaphendaknyapemerintahsegeramenerbitkanPPsebagaiperaturanpelaksanaannya

agar didalamnyaterisi ketentuan-ketentuantentang kewajiban RumahSakit Pemerintahterutama swasta yang menyediakan25%

fasilitas pengobatan perawatan untuk golongan yang tidak mampu.

Rapat Paripurna ke 

5/I/1992-1993

Selasa, 8 September 

1992

Suara Jelas

392 Rapat Paripurna ke 5/I/1992-1993 Volume IV

Side A : Sambutan dari Menteri Kesehatan dan Pidato penutupan rapat paripurna yang terakhir dari DPR masa bakti 1987/1992.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

5/I/1992-1993 

Selasa, 8 September 

1992

Suara Jelas
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393 Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993 Volume I

SideA : Pembicaraantingkat IV pengambilankeputusanatasRUUtentang penetapanperaturanpenggantiundang-undangNo.1 tahun

1992tentangpenangguhanmulaiberlakunyaUndang-UndangNo.14tahun1992tentanglLluLintasdanAngkutanJalanmenjadiUndang-

Undang.Pembicarapenyampaianpendapatakhir dari fraksi-fraksi,1. FraksiKaryaPembangunanAbdulLatif, SH,2. FraksiABRIOmbun

Simatupang, 3. Fraksi Persatuan Pembangunan H. Muh. Buan, SH. 4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Gusti Ngurah Yuda.

Penyampaianpendapat terakhir dari 1.FraksiKaryaPembangunanAbdul Latif, SH,FraksiKaryaPembangunansependapatterhadap

tanggapanpemerintah menghadapireaksi dan kerisauandikalanganmasyarakat,tindakan pemerintah mengeluarkanPPpengganti

undang-undang untuk menunda berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 merupakan tindakan yang tepat dan bijaksana.

SideB : Harapan: Perludipersiapkansaranadanprasaranaterutama untuk penerbitanPPsebagaipelaksanaanundang-undangdengan

sebaik-baiknya.

2. FraksiABRIOmbunSimatupang,Harapan: kiranyapemerintahdapat segeramenuntaskankesiapanseluruhPeraturanPelaksanaan

yang berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang LLAJ.

Rapat Paripurna ke 

6/I/1992-1993 

Selasa, 8 September 

1992

Suara Jelas

394 Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993 Volume 2

SideA : Fraksi PersatuanPembangunanH. Muh Buan,FraksiPersatuanPembangunanmengharapkanagarpenangguhanjangkawaktu

selama 1 tahun tidak diartikan sebagaimenangguhkandan meredamkanuntuk sementara kegelisahanmasyarakatdengan akan

diberlakukannyaUndang-Undangno 14 tahun 1992 pada tanggal17 September1993 nanti, agarDPRdan pemerintahmeneliti ulang

terhadapketentuanpidanakhususnyaketentuandendayangdi cantumkandalamUndang-UndangNo.14tahun1992danharusmengacu

padaketenttuanundang-undangyangberlaku,apabilaUndang-Undangno.14tahun1992dilaksanakanpadatanggal17 September1993

kiranya budaya denda damai dan upaya mencari kesalahan-kesalahan supir tidak terdengar lagi.

FraksiPartaiDemokrasiIndonesiaGustiNgurahYuda,bahwapemerintahtelah mengambilbeberapalangkahdalammemasyarakatkan

undang-undangtersebut, diantaranyamenyampaikanpenjelasankepadamasyarakatmelalui media massacetak maupun elektronik,

mengadakantatap muka denganpenyedia jasa angkutanjalan, memberikanpenjelasanUndang-UndangNo. 14 tahun 1992 dalam

berbagai lokakarya dan seminar.

SideB : Saran: Agarpemerintahsecarasungguh-sungguhmempersiapkandan membangunsaranadan prasaranajalan sesuaidengan

kewajiban pemerintah yang di amanatkan Undang-UndangNo 14 tahun 1992, pemerintah secara terus menerus menyiapkan

penyusunanperangkatPeraturanPelaksanaandari Undang-UndangNo.14 tahun 1992,jangkawaktu penangguhanselama1 tahunagar

pemerintah dengan penuh tanggung jawab memenuhi dan melaksanakansegalasesuatunyadengan sebaik-baiknya.FraksiPartai

Demokrasi Indonesia menyatakan persetujuannya atas RUU No. 14 tahun 1992 untuk ditangguhkan.

Wakil pemerintah memberikan sambutan yang di wakili oleh Menteri Perhubungan.

Rapat Paripurna ke 

6/I/1992-1993 

Selasa, 15 September 

1992

Suara Jelas
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395 Rapat Paripurna ke 6/I/1992-1993 Volume 3

SideA : Lanjutansambutandan ucapanterimaksihdari Menteri Perhubunganperwakilandari pemerintah.Bahwadalampenyusunan

peraturanpemerintahtersebutdigunakanpokokpikirandenganmenampungpendapatdan aspirasimasyarakat,mendorongpartisipasi

masyarakatdalampembangunanlalu lintas,angkutanjalan,menciptakaniklim usahayangsehatdi bidanglalu lintasdanangkutanjalan.

Masihperlunyadi tingkatkandalampemahamanpersiapandalampelaksanaanUndang-Undangno 14 tahun 1992,sehinggadiperlukan

penangguhantentang Undang-UndangNo.14 tahun 1992. Secara konsepsionalpemerintah telah menyiapkan langkah-langkah

pemasyarakatangunalebih meningkatkanpersiapandankesiapansegenapaparatpemerintahdanmasyarakatpadaumumnya.Melalui

programterpadudanberkesinambungansebagaigerakannasional,permasalahanyangsangatmendasardalamupaya-upayatertib lalu

lintas adalah upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan lalu lintas di jalan.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

6/I/1992-1993

Selasa, 15 September 

1992

Suara Jelas

396 Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993 Volume I

SideA : Pembicaraantingkat IV Pengambilankeputusantentang RUUPerkoperasian.Pembicaradari setiap Fraksi : 1. Sdr. Umbu

HaramburuKapitadari fraksiKaryaPembangunan,2. Sdr.H.YSanggorFraksiABRI,3. Drs.YusufSakirFraksiPersatuanPembangunan,4.

Dempi Hariyanto Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat III atas RUU tersebut oleh Ketua Komisi 7 DPR RI H. Saiful Anwar Husain.

1. UmbuHaramburuKapitadari fraksiKaryaPembangunan.Dalamlandasanperkoperasianini kemakmuranuntuk rakyat bukanuntuk

perorangan atau kemakmuran seorang atau perorang.

SideB : Lanjutan,FraksiKaryaPembangunanHarapan: agarmemasyarakatkansemuahal yangditentukansepertidigariskandalambab

pembinaanundang-undangini agardirencanakandandilancarkansebagaiprogramkerja yangdiutamakan,agarRUUini dapatmenjadi

pendorongdan salahsatu acuanutama untuk membentukundang-undangtentang perekonomiannasionalyangmewujudkansistem

perekonomian nasional sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945.

2. H.YSanggerdari FraksiABRI,Koperasiharusmenumbuhkanpartisipasirakyatsecaramenyeluruhsebagaiwadahuntuk berdemokrasi

dalamkehidupanekonomimemberikanmanfaatekonomidanperlindunganbagianggotanyasertadapatbekerjasamasecaraserasidan

dapat saling menguntungkan bagi anggota ekonomi lainnya dan telah ditampung dalam RUU koperasi ini.

Rapat Paripurna ke 

7/I/1992-1993

Selasa, 15 September 

1992

Suara Jelas
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397 Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993 Volume 2

SideA : Terdapat3 perubahanyangsangatmendasaryangperlu ditonjolkandalamforum ini : Adanyapenambahanbaru yangtertuang

pada butir C konsideran menimbang, Rumusan baru definisi koperasi, Rumusan baru tentang tujuan. 

Selainadanyaperubahan-perubahanini, RUUini telah membatasiperananpemerintah. Harapan: segeradimasyarakatkanmelalui

saranayang ada, baik pemerintah pusat dan daerah menentukandan merencanakanbidang-bidangkegiatan ekonomi yang akan

diusahakankoperasisebagaiwujud perlindungankoperasidansekaligusmempermudahpermodalanyangdiperlukan,untuk menjadikan

koperasi benar-benar mampu berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional adanya sekolah kejuaraan koperasi.

SideB : Drs. YusufSakirFraksiPersatuanPembangunan,Koperasimasihmemerlukanbimbingan,kemudahandan perlindungandari

pemerintah.Harapan: Bahwamasalahpemerataandanrasakeadilanterutama di bidangsosialekonomiakanmenjadititik sentraldari

pelaksanaanhak-hakasasimanusiapada era pembangunannon jangkapanjang,agar secarabertahapkehidupandan perkembangan

koperasi lebih mantap dan lebih baik, pemerintah perlu mengambil langkah-langkahkebijaksanaanagar kondisi negatif yang

mempengaruhipertumbuhan koperasi dapat di eliminir, dalam melakukanpembinaandalam kehidupanperkoperasianpemerintah

hendaknyatetap berpegangteguh pada prinsip koperasi,dengandibuka seluas-luasnyakoperasibagi permodalanswastauntuk ikut

menanamkanmodalnya dalam usaha koperasi hendaknyadiupayakansecara bersungguh-sungguholeh masyarakatdan gerakan

koperasi terutama pemerintah agar tidak terjadi munculnya koperasi alih dagang.

Rapat Paripurna ke 

7/I/1992-1993 

Rabu, 16 September 

1992

Suara Jelas

398 Rapat Paripurna ke 7/I/1992-1993 Volume 3

SideA : DempiHariyantodari FraksiPartaiDemokrasiIndonesia: menilaiRUUini tidak sajapenggantiUUNo.12 tahun1967akantetapi

untuk lebih menempatkankoperasi dan peranan koperasi sebagaibadan usaha sesuai yang diamanatkanUUD 1945. FraksiPDI

mengharapkandalamhal pendidikankoperasi,makadalamhal pengertianSHUdantujuan koperasidapatdijadikansebagaimateri yang

pentingkarenamenurut pengamatanfraksiPDIselamaini sebagianbesarmasyarakatberpendapatbahwatujuan koperasiadalahuntuk

meningkatkanSHUantara lain sebagaicontoh BankBukopinmengejarkeuntungansebesar-besarnya.FraksiPDIberpendapatbahwa

perananpemerintahdalampembinaankoperasimasihdiperlukandalam hal menciptakandan mengembangkaniklim dan kondisidan

memberi bimbingan kemudahandan perlindungan, dalam hal ini fraksi PDI berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlalu

mencampur urusan internal organisasi koperasi.

SideB : Sarandan Harapan: mengharapkansemuapihakyangterkait denganoperasionalisasiUndang-UndangtentangPerkoperasian

agarmenjalankantugasdengansebaik-baiknya,sektorkoperasiberperansejajardengansektorswastadanBUMNsertaberperanutama

dalamsegalabidangperekonomiannasional,pemerintahagarsegeramenerbitkanPPdanperaturanpelaksanaannyauntuk menghindari

keadaan yang tidak menentu yang berlarut-larut untuk dapat efektif berlaku dan dapat dilaksanakan.

Rapat Paripurna ke 

7/I/1992-1993 

Rabu, 16 September 

1992

Suara Jelas

399 Lanjutan Volume 4

Side A : Lanjutan sambutan dari Menteri Koperasi dan ucapan terimakasih.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke 

7/I/1992-1993 

Rabu, 16 September 

1992

Suara Jelas
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400 Rapat Paripurna ke 8/I/1992-1993 Volume I

SideA : Dalammasasidangke 1 dewantelah dapat menyelesaikan4 buah RUUuntuk disahkanmenjadi Undang-Undangyaitu : RUU

tentang PenataanRuangdisahkanpada tanggal31 Agustus1992, RUUtentang Kesehatandisahkantanggal8 September1992, RUU

tentang penetapanPerpuNo.1 tahun 1992 tentang penangguhanmulai berlakunyaUndang-UndangNo. 14 tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan disahkan tanggal 15 September 1992, dan RUU tentang koperasi disahkan tanggal 16 September 1992. 

SideB : DPRtelah membentukpanitia khususuntuk membahasRepelitayaitu PansusRepelita.Dalamkurun 5 tahun telah terbentuk 10

grup kerjasamadalam rangka menggalang,membina, mengolahdan mengembangkanhubunganpersahabatanDPRdengannegara

sahabatsepertiDPRdengan parlemenJerman,Perancis,Turki,Jepang,KoreaSelatan,Australia,Banglades,Meksiko,SelandiaBaru,dan

Italia. Untuk masabakti 1987/1992telah dapatdikirim 23 delegasimuhibahDPRke berbagainegarasepertiRumania,Thailand,Mesir,

Hongaria,India,Belgia,Kolombia,Finlandia,Belanda,Kanada,Uni Soviet,PapuaNugini,Australia,KoreaUtara,Perancis,Italia,Selandia

Baru,RRC,Maroko,Tunisia,Pakistan,Spanyol,Vietnam,Tanzania,RepublikFederasiJerman.SesuaidengankeputusansidangumumIFO

ke-12di Thailand,bulanseptember1991makapadatanggal21-26Desember1992Indonesiaakanmenjadi tuan rumah sidangumum

IFO ke-13 di Hotel Sahid Jakarta. 

Rapat Paripurna ke 

8/I/1992-1993 

Sabtu, 19 September 

1992

Suara Jelas

401 Rapat Paripurna ke.9 / II / 92-93, Volume  1

SideA : PembacaanPengumumanLembagaPemilihanUmumoleh Nugroho,PresidenSoehartomemasukiruangansidanag,Pembukaan

rapat Paripurnaoleh ketua DPRsementaraoleh KyaiH. UsmanAbdullah.SekretarisJendralDPRRISoelaksonomembacakanpetikan

Keputusan Presiden RI No. 240/M/1992. Pengambilan Sumpah dan Janji sebagai Anggota DPR.

Side B : Penandatangan secara simbolis berita acara dan sumpah janji. Pidato presiden RI Soeharto.

Rapat Paripurna Ke 9, 

Volume 1

Rabu, 30 September 

1992

Suara Jelas

402 Rapat Paripurna ke.9 / II / 92-93, Volume 2

SideA : LanjutanPengambilanSumpahAnggotaDPR,PembacaanpengumumanLPUoleh sekretarisUmum LPU,PembukaanRapat

paripurna oleh ketua MPR sementara, Pengambilan Sumpah dan Janji sebagai anggota MPR  dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung.

Side B : Upacara penutupan Rapat paripurna, Presiden RI meninggalakan ruang rapat.

Rapat Paripurna Ke 9, 

Volume 2

rabu, 30 September 

1992

Suara Jelas

403 Rapat Paripurna ke. 10 / II / 192-93, Volume 1

SideA : Pembukaanrapat, Agendarapat terdiri dari Pengesahajadwal kegiatan Rapatparipurna DPRRI sampai3 oktober 1992,

Penetapan penggunaan tata tertib dan persidangan, pengesahan pembentukan fraksi-fraksi pada DPR RI.

Side B : Kosong

Rapat Paripurna Ke 

10, Volume 1

Kamis, 1 Oktober 

1992

Suara Jelas

404 Rapat Paripurna ke.11 / II / 92-93, Volume 1

SideA : SambutanRapatParipurnaoleh ketua DPRSementara,Pembacaanpasal45-48peraturantata tertib DPRI (tata carapemilihan

PimpinanDPRRI)olehkepalaBiroPersidangan.UsulanFraksiABRIdi ketuaiolehSutejo,UsulanFraksiKaryaPembangunandi ketuaioleh

Wahono, Usulan faksi PDI di ketuai oleh H. wahono.

Side B : Kosong.

Rapat Paripurna Ke 

11, Volume 1

Jumat, 2 Oktober 

1992

Suara Jelas

405 Rapat paripurna ke. 11 / II / 92-93, Volume 2

SideA : Lanjutan,UsulanFraksiPersatuanPembangunandi ketuaiolehH. Wahono.Ketuasidangmembacakansusunanketuadanwakil

ketua tetap DPR.KetuaDPRsementaramembacakanagendarapat selanjutnyatanggal3 oktober 1992 tentang pengambilansumpah

pimpinan DPR RI tahun 1992 - 1993. Ketua sidang menutup rapat Paripurna.

Side B : Kosong.

Rapat Paripurna Ke 

11, Volume 2

Jumat, 2 Oktober 

1992

Suara Jelas
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Volum
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URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.

1 2 3 4 5

406 Rapat paripurna ke. 12 / II/ 92-93, Volume 1

Side A : PembukaanRapat oleh Ketua DPRSementara,agendaPengambilanSumpahPimpinanDPRtahun 1992-1993oleh ketua

Mahkamah Agung.

PembacaanpetikansuratDPRRImengenaipenetapanpimpinanDPRRIoleh SekjenDPRNo. 8/DPRRI/II/1992-1993tentangpenetapan

pimpinan DPR RI.

Side B : Kosong

Rapat Paripurna Ke 

12, Volume 1

Sabtu, 3 Oktober 

1992

Suara Jelas

407 Rapat Paripurna Ke 12, Volume 2

SideA : Lanjutan,PembacaankeputusanRapatparipurnake III MPRyangdi tuangkandalamKep.MajelisNo. 2/MPR/1992olehSekjen

MPR mengenai Susunan pimpinan MPR RI

UpacarapengambilanSumpahdan Janji pimpinan MPR terpilih yang di pimpin oleh Ketua MA. sambutanpimpinan terpilih MPR.

pembacaan anggota tetap dan anggota pengganti oleh Fraksi ABRI, FKP, FPDI, FPP.

SideB : Lanjutanpembacaananggota,penentuantugas-tugasdan jadwal penentuanjadwal acarasidangbadan pekerja,penentuan

jadwal sidang umum Majelis tahap ke 2 bulan Maret 1993.

Rapat Paripurna Ke 

12, Volume 2

Sabtu, 3 Oktober 

1992

Suara Jelas

408 Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1

SideA : Tugas- tugasparapimpinanDPRPeriode1992-1997(dibacakanolehKetuaDPR,Wahana),pembacaandaftar dansusunancalon

keanggotaanbadanmusyawaraholeh kepalabiro persidanganSekjenDPR.Pembacaandaftar susunandan nama calon Keanggotaan

BadanUrusanRumahTangga.Pembacaandaftar susunandan namacalonKeanggotaanBadanKerjasamaantar Parlemen,Pembacaan

daftar Susunan dan nama Calon Komisi I.

SideB : Pembacaandaftar susunandan namacalonKomisiII, Pembacaandaftar susunandan namacalonKomisiIII, Pembacaandaftar

susunandan namacalonKomisiIV, Pembacaandaftar susunandan namacalonKomisiV, Pembacaandaftar susunandan namacalon

Komisi VI.

Rapat Paripurna Ke 

13, Volume 1

Kamis, 15 Oktober 

1992

Suara Jelas

409 Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1

SideA : Lanjutan,Pembacaandaftar susunandan nama calon KomisiVII, Pembacaandaftar susunandan nama calon KomisiVIII,

Pembacaandaftar susunandannamacalonKomisiIX,Pembacaandaftar susunandannamacalonKomisiX,Pembacaandaftar susunan

dan nama calon Komisi APBN,

Side B : kosong

Rapat Paripurna Ke 

13, Volume 2

Kamis, 15 Oktober 

1992

Suara Jelas

410 Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1

SideA : Pembentukandanpenetapansusunankeanggotaanalat-alatkelengkapandewan,badanMusyawarah,Komisi- komisiBURTdan

Badan Kerjasama antar perlemen.

PenentuanBadanMusyawarahdi atur pasal50, 51 ayat1, 2, 3; BKSAPdi atur padapasal65 dan66 ayat1 dan2; BURTdiatur pasal61

dan 62 ayat 1,2 dan 3.

Side B : pembacaan daftar susunan dan nama calon, di mulai dari BKSAP bagian dari FPP.

Rapat Paripurna Ke 

13, Volume 1

Kamis, 15 Oktober 

1992

Suara Jelas

411 Rapat Paripurna Ke 13, Volume 2

Side A : Lanjutan, pembacaan daftar susunan dan nama calon di mulai dari komisi VI, Komisi VII.

Side B : Lanjutan pembacaan daftar susunan dan nama calon, sampai penutupan rapat oleh Ketua DPR Wahono.

Rapat Paripurna Ke 

13, Volume 2

Kamis, 15 Oktober 

1992

Suara Jelas

412 Rapat Paripurna Ke 14, Volume 1

SideA : PembukaanRapatParipurnake 14 masasidangke 2 oleh PimpinanDPR.AgendatentanglaporanBKSAPtentangdelegasiDPRRI

ke luar negeri. Pembacaan laporan Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke 88 di Stockholm swedia oleh HM Jafar Rosidik.

Side B : Kosong

Rapat Paripurna Ke 

14, Volume 1

Rabu, 18 November 

1992

Suara Jelas
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